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Seperti sudah menjadi pemahaman umum bahwa Institusi Dewan 
Kerhormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) 
yang cikal bakalnya berasal dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan 
Umum (DK KPU) di tahun 2008 merupakan institusi ethic dalam 
hukum yang difungsikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilu. (Undang-undang itu saat ini sudah digantikan 
dengan UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017). Sejak semula, keberadaan 
institusi hukum ini (DKPP) adalah untuk menyelesaikan persoalan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Dalam 
pada itu, DKPP menjadi instrumental untuk memastikan bahwa Pemilu 
(Demokrasi) Indonesia adalah Pemilu (Demokrasi) bermartabat, karena 
tidak hanya berbasiskan the rule of law, namun lebih daripada semuanya 
justified secara ethic; dibenarkan menurut nilai-nilai (values and virtues) 
yang tertinggi dalam hukum positif yang berlaku.

Meskipun keberadaan institusi dengan fungsi yang sedemikian 
penting itu sangatlah signifikan dalam membangun Demokrasi 
Bermartabat (Dignified Democracy) di dalam Sistem Hukum Pancasila, 
karena diderivasi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 
hukum yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, namun dalam 
cikal bakalnya, menurut sebagian kalangan, sempat dirasakan kalau 
DKPP hanya memiliki kewenangan yang tidak begitu kuat; sekalipun 
sifat putusan yang dihasilkan DKPP adalah final dan mengikat (final and 
binding) sama dengan Putusan MK misalnya, tetapi saat itu lembaga ini 
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juga masih ad hoc dalam menjalankan fungsi memanggil, memeriksa, 
dan bersidang. Status Putusan DKPP pun masih sebatas rekomendatif 
dan hanya diberikan kepada satu lembaga, yaitu KPU.

Tidak hanya itu, seperti digambarkan dengan apa adanya, cukup 
mendetail dan sistematis, dalam buku ini persepsi “lemah” seperti 
tampak sejak dalam cikal bakalnya, yaitu DK KPU, DKPP pun masih 
harus berhadapan dengan “ujian” lain yang tampak lebih berat dan 
kompleks dibandingkan dengan sekadar perasaan yang dikemukakan 
di atas. “Ujian itu datang dari kekuasaan institusi negara lainnya, 
terutama dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu kekuasaan 
kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 
juga kekuasaan kehakiman yang penting menurut Konstitusi, yaitu 
Mahkamah Konstitusi (MK). 

Hanya saja, dalam situasi seolah-olah doom and gloom itu, buku ini 
menyiratkan sinar harapan, bahwa sejauh dapat diatasinya kelemahan 
dan “ujian” terhadap DKPP dengan perspektif keadilan bermartabat, 
institusi orisinil bentukan bangsa Indonesia ini dan hanya satu-satunya 
di dunia, harus terus dimampukan menatap ke depan dan fokus 
melakukan fungsinya untuk memastikan ditegakkannya ethic bagi 
Penyelenggara Pemilu (Demokrasi) bermartabat. Menurut gagasan 
dalam buku ini, hal itu dapat diatasi dengan being determined and confident 
akan penguatan yang sudah dinyatakan secara yuridis dalam UU Pemilu 
(UU No. 7 Tahun 2017) yang terbit dalam Kepemimpinan Presiden 
Jokowi.

Dengan bangga saya dan juga teman-teman di DKPP RI 
mengucapkan selamat kepada Prof. Teguh, komisioner DKPP RI, Guru 
Besar Universitas Kristen Satya Wacana yang dalam kesibukannya 
terus berupaya menghadirkan gagasan-gagasan keilmuan yang baru 
dan bermanfaat di bidang hukum; saya menghantarkan buku ini ke 
tangan pembaca. Seperti diketahui, buku ini merupakan buku kedua 
yang saya hantarkan, setelah buku pertama berjudul: Pemilu Bermartabat 
(Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi) yang diterbitkan Penerbit 
yang sama sukses telah diluncurkan ke publik. 

Kami berharap bahwa buku ini semakin memperkaya tidak hanya 
bagi khasanah dan wacana keilmuan tentang eksistensi DKPP sebagai 
penegak ethic Penyelenggara Pemilu bermartabat, tetapi juga diharapkan 
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akan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas 
dan sejalan dengan kehendak hukum serta keadilan atau praxis Pemilu 
(Demokrasi) bermartabat.

Selamat membaca, kiranya bermanfaat.

Wassalam,

 Jakarta, Maret 2018

					   

 Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

	   Ketua DKPP RI

	



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



Nilai-nilai hukum atau etik positif memiliki kedudukan yang sangat 
tinggi dalam hukum. Nilai-nilai itu menjadi penentu atau ukuran 
kualitas sesuatu. Dunia saat ini menjadi tempat banyak orang yang 
berani memilih membayar mahal bagi sesuatu, entah itu produk, proses 
dan lain sebagainya yang sesuai dengan nilai-nilai hukum atau etik 
positif tersebut. Begitu pula dengan demokrasi, dalam hal ini electoral 
democracy (Pemilu). Demokrasi menjadi bermartabat, menjadi sangat 
dibutuhkan dan dicari walau dengan harga sangat mahal sekalipun; 
karena demokrasi itu sesuai dengan nilai-nilai etik dalam hukum yang 
dijunjung tinggi. Untuk menjamin adanya suatu Pemilu (demokrasi) 
bermartabat, UU Pemilu telah menyediakan sistem prinsip dan kaidah 
hukum yang dipastikan harus mengandung nilai-nilai etik positif yang 
dijunjung tinggi, termasuk oleh Penyelenggara Pemilu.

Nilai  yang memastikan bahwa Penyelenggara Pemilu 
menyelenggarakan Pemilu secara bermartabat, menuruti dikte hukum 
melalui UU Pemilu (UU No. 17 Tahun 2017), suatu Undang-Undang 
yang cukup ideal yang diterbitkan dalam era Pemerintahan Ir. Joko 
Widodo sebagai Presiden RI, sesuai dengan kehendak dalam jiwa 
bangsa (volksgeist) Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai sumber 
dari segala sumber hukum. Dalam memenuhi dikte hukum itu, ada 
kehendak Rakyat untuk dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu yang tugasnya adalah menerima aduan dan/atau laporan dugaan 
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adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Pemilu, memeriksa dan memutus hal itu. 

Fungsi DKPP dengan demikian menegakkan etik Penyelenggara 
Pemilu, tidak lain tujuannya untuk memastikan bahwa para Penyelenggara 
Pemilu itu menyelenggarakan Pemilu bermartabat, yaitu penyelenggaraan 
Pemilu yang sesuai dengan jiwa bangsa yang manifestasinya dapat dilihat 
antara lain dalam UU Pemilu dan menghasilkan Pemimpin dan program-
program kenegaraan yang menjunjung tinggi manusia sebagai makhluk 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di dalam masyarakat. Memehuhi tuntutan 
kualitas tersebut, tampaknya Negara berani membayar “mahal”, yaitu 
dengan membentuk DKPP.

Hanya saja, dalam perjalanan waktu, sejak cikal bakal 
keterbentukannya hingga periode kepemimpinan kedua yang akan 
berlangsung mulai 2017 hingga 2022 nanti, eksistensi DKPP sebagai 
pengawal dan penegak etik bagi Penyelengara Pemilu tersebut sempat 
tidak luput dari “ujian”. Dalam buku ini, sifat final dan mengikat dari 
Putusan yang dihasilkan kelembagaan itu (DKPP) serta kedudukannya 
sebagai lembaga peradilan etik menurut hukum dan bahkan telah 
mengalami penguatan dengan UU Pemilu, sempat dipertanyakan; 
termasuk oleh kelembagaan Negara itu sendiri. Semua hal itu 
digambarkan dengan mendetail dalam buku ini. Begitu pula tersirat 
dalam gambaran yang dikemukakan dalam buku ini pikiran-pikiran 
hukum yang barangkali dapat membantu menjaga eksistensi DKPP 
sebagai penegak etik Pemilu bermartabat di masa depan

Buku ini kembali menjabarkan lebih jauh suatu perspektif filsafat 
hukum baru, yaitu filsafat keadilan bermartabat (the dignified justice theory). 
Kali ini, seperti terlihat dari judul buku di muka, dengan teori keadilan 
bermartabat, penulis berusaha memberikan justifikasi kepada eksistensi 
DKPP, yang tidak luput dari “ujian” untuk menjamin suatu demokrasi 
bermartabat melalui penegakan etik bagi Penyelenggara Pemilu.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

							     

 Jakarta, Maret 2018

				     Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
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A.	 Arti Penting Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Seiring dengan kemunculan gagasan pembentukan lembaga etik 
yang keberadaan atau eksistensinya adalah untuk menegakkan etika 
bagi penyelenggara dan penyelenggaraan negara pada umumnya dan 
mulai bekerjanya institusi yang dibentuk untuk menegakkan etik dalam 
penyelenggaraan demokrasi, khususnya Pemilihan Umum (Pemilu) 
atau apa yang dikenal dengan electroral democracy di Indonesia, muncul 
dan berkembang pula gagasan dari kalangan ilmuan politik untuk 
membentuk apa yang mereka sebut sebagai suatu sistem integritas 
nasional; suatu paradigma baru dalam perpolitikan Indonesia. Gagasan 
tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan.

Adapun latar belakang masalah dari kemunculan gagasan atau 
paradigma baru akan perlunya suatu sistem integritas nasional itu, yaitu 
adanya kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan dalam melakukan 
penegakan etik dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara dan bagi 
semua penyelenggara negara. Tampaknya, di dalam benak kalangan 
ilmuan poitik itu, masih belum ada suatu sistem rambu-rambu bersama 
yang mengatur apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh dan 
apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mekanisme penegakannya, 
sanksi dan mekanisme pembuktiannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan 
akan pengaturan nasional untuk melayani atau menjawab soal-soal yang 
telah dikemukakan di atas tersebut, maka bagi para ilmuan politik itu, 

PENDAHULUAN: ETIKA POSITIF 
FONDASI PENEGAKAN ETIK

1
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diharapkan terbantulah sejumlah pihak yang memiliki tugas dalam 
menjalankan etika, karena mereka itu dengan demikian memiliki standar 
minimum yang dapat diterapkan secara bersama-sama.1 Itulah yang 
dimaksudkan para ilmuan politik itu dengan sistem integritas nasional.

Dari sudut pandang jurists, apa yang disebut paradigma atau filsafat 
politik baru, yang digagas para ilmuan politik itu memang bermanfaat 
dan ori. Dari sudut pandang hukum, jika diperkenankan untuk 
dikemukakan di sini, sebetulnya paradigma sistem integritas nasional itu 
merupakan sesuatu gagasan yang sudah lama eksis dalam jiwa bangsa 
(volksgeist) Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan 
bermartabat, undang-undang yang belakangan bermunculan, termasuk 
UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017 dan undang-undang sebelumnya 
yang digantikan UU Pemilu) semuanya hanya menderivasi saja apa yang 
sudah ada dalam Pancasila (jiwa bangsa). 

Dengan menggunakan perspektif teori hukum murni (the pure 
theory of law), teori yang baru ditemukan, sudah banyak dipergunakan 
dan dikembangkan di Indonesia, yaitu Teori Keadilan Bermartabat 
(the dignified justice theory);2 apa yang disebut sebagai sistem integritas 
nasional itu sebetulnya sudah lama ada di Indonesia, yaitu sistem 
hukum bermartabat yang bernama Sistem Hukum Pancasila. 

Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena 
berbasis pada jiwa bangsa (volksgeist). Sistem Hukum Pancasila dibangun 

1Lihat apa yang disampaikan Moch. Nurhasim dan Alfitra Salamm dalam 
tulisan mereka berjudul: Menata Pengaturan Etika dan Memperkuat Posisi DKPP: Sebuah 
Rekomendasi, dalam Moch. Nurhasim, et. al., Bab 5, Laporan Survei AIPI-P2P-DKPP 
2017: Urgensi Pengaturan Etika Penyelenggaraan Pemilu dan Penyelenggaraan Negara 
di Indonesia, Asosiasi Ilmi Politik Indonesia-Pusat Penelitian Politik dan Dewan 
Kehormatan penyelenggara Pemilu, Jakarta, 2017, hlm., 71.

2Gambaran yang komprehensif mengenai grand theory keadilan bermartabat 
yang sudah go internasional itu dapat dilihat dalam Teguh Prasetyo, Keadilan 
Bermartabat: Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusamedia, 2015). Terdapat pula 
sejumlah jurnal internasional bereputasi yang memuat atau yang meng-go-
internasionalkan teori keadilan bermartabat, antara lain: Teguh Prasetyo, Pancasila 
the Ultimate of All the Sources of Laws (A Dignified Justice Perspective), Journal of Law, 
Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and 
Education (IISTE), Vol. 54, October 2016; juga dalam Teguh Prasetyo, Criminal 
Liability of Doctor in Indonesia (From A Dignified Justice Perspective), International Journal 
of Advanced Research (IJAR), 1(10).
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dengan bahan-bahan baku yang ada dalam jiwa bangsa sendiri dan 
otentik Indonesia. Sistem Hukum Pancasila itu adalah suatu sistem 
hukum bermartabat, karena ia tidak merujuk dan bergantung kepada 
pandangan, paradigma maupun gagasan-gagasan dan jiwa bangsa Barat3 
yang menghegemoni di Indonesia saat ini. Sistem Hukum Pancasila 
itulah, dalam perspektif teori keadilan bermartabat, adalah jawaban 
yang sudah lama ada dan tersedia, bagi persoalan yang dikemukakan 
para ilmuan politik di atas. Sistem yang sudah tersedia untuk memenuhi 
kebutuhan menyelesaikan persoalan dalam melakukan penegakan etik, 
mengatasi soal yang dikemukakan para ilmuan politik sebagaimana 
dikemukakan di atas: 

“masih belum ada suatu sistem rambu-rambu bersama yang 
mengatur apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh dan apa 
yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mekanisme penegakannya, 
sanksi dan mekanisme pembuktiannya”.

Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala 
sumber hukum, jiwa bangsa (volksgeist) telah berisi kelengkapan yang 
dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, 
Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (values 
and virtues), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang 
pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi 
memberikan jalan bagi perjalan kehidupan suatu bangsa dan negara. 

Makna yang dikemukakan di atas itu didasarkan kepada pemahaman 
bahwa etika menjadi begitu penting karena dengan adanya etika maka 
terisilah lacunae atau ruang kekosongan yang dianggap banyak orang 
sering kali tercipta dalam praktik penegakan hukum yang lemah. 
Kehadiran etika adalah untuk mencegah proses perusakan (demaging 
process) terhadap institusi negara secara luas. Demokrasi, dalam hal ini 
merupakan etika politik itu dendiri. Dengan etika yang demikian itu 

3Meskipun demikian pelu dikemukakan di sini, bahwa dalam perspektif 
teori keadilan bermartabat, Sistem Hukum Pancasila itu tidak senofobik dan anti 
asing. Sistem Hukum Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai universal produk 
peradaban manusia atau apa yang disebut sebagai the product of civilization; sebab 
pada prinsipnya ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum yang 
nilai-nilainya harus sama dan dapat diklaim sebagai kepunyaan dari setiap bangsa 
beradab di dunia. Lihat rumusan dalam Pembukaan UUD 1945, misalnya bahwa 
kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
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diharapkan kerusakan institusi-institusi kerakyatan, atau badan-badan 
publik yang keberadaannya dari, oleh dan untuk rakyat tidak menjadi 
hancur atau setidak-tidaknya kehilangan legitimasi atau kepercayaan. 
Etika, yang telah dipositifkan menjadi nilai-nilai dalam sistem hukum 
menjadi roh dalam mekanisme penegakan hukum tampak di mata 
awam lebih banyak bertumpu pada pembuktian formil dan meteriil; 
etika menegaskan bahwa prosedur formal penegakan hukum (termasuk 
penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya) berisi kesadaran untuk 
tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.

Mendasarkan diri pada perspektif teori keadilan bermartabat, 
yang hanya memungkinkan ditemukannya etika positif, yaitu hukum 
yang berisi nilai-nilai etik yang tertinggi itu, mengalir dari Pancasila 
selanjutnya dapat ditemukan dalam Ketetapan-ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR). TAP MPR 
dimaksud yaitu, secara khusus TAP MPR No. VI/2001 tentang Etika 
Kehidupan Berbangsa, suatu prinsip. 

Di dalamnya dikemukakan, bahwa dalam memahami etika, 
yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, diperlukan pencerahan sekaligus pengalaman etika kehidupan 
berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era reformasi muncul 
anggapan, seperti dapat dijumpai dalam rumsuan TAP MPR di atas 
bahwa etika kehidupan berbangsa di era reformasi dianggap mengalami 
kemunduran. 

Akibat dari kemunduran dimaksud adalah kemunculan krisis 
multidimensi. Barangkali setelah memerhatikan rumusan dasar di 
atas, seolah-olah tampak di benak para ahli yang paradigmannya telah 
dikemukakan di atas bahwa ada suatu kebutuhan akan pokok-pokok 
etika kehidupan berbangsa untuk dijadikan acuan atau referensi bagi 
pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Ketetapan 
MPR di atas, yang dalam perspektif teori keadilan bermartabat 
merupakan derivasi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 
hukum, dalam pengertian sumber dari segala sumber etika positif, 
berisi enam aspek etika, yaitu etika sosial dan budaya, etika politik 
dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum 
yang berkeadilan, etika keilmuan dan etika lingkungan. Adapun ruang 
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lingkup dari etika politik dan pemerintahan, antara lain, yaitu etika 
penyelenggara negara.

Harus diakui, bahwa sejak reformasi, keenam aspek etika, derivasi 
dari Pancasila dalam TAP MPR di atas, telah berkembang dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara etika politik dan pemerintahan 
sebagai suatu dimensi etika yang menjadi keprihatinan bersama, 
khususnya etika yang berhubungan dengan penyelenggara negara. 
Kembali perlu dikemukakan lagi, bahwa karena TAP MPR yang 
diderivasi dari Pancasila itu, muncul suatu gagasan untuk membentuk 
apa yang disebut sebagai sautu sistem integritas dalam sistem yang ada 
(existing system) menjadi semakin kuat terdengar. 

Hal itu ditandai dengan dibentuknya sejumlah lembaga etik yang 
berkaitan dengan kode etik jabatan seperti lahirnya Komisi Yudisial, 
Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah Etik KPK dan MK, dan 
sebagainya. Berkaitan dengan isu etika dalam penyelenggaraan Pemilu, 
terbentuk pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 
Seperti umum dipahami, Lembaga ini (DKPP) adalah merupakan 
lembaga penegak etik bagi penyelenggara Pemilu.

Ide etika politik dan pemerintahan sejak awal-awal reformasi 
dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance. 
Dalam konsepsi good governance, juga yang kalau dipandang dari sudut 
teori keadilan bermartabat merupakan derivasi dari Pancasila, terdapat 
makna, bahwa ada pemerintahan yang amanah, bersih, akuntabel, 
transparan, dan bertanggung jawab. Diharapan, dengan praktik 
good governance tersebut, derivasi nilai dari Pancasila itu, melalui 
pembentukan lembaga-lembaga penegak etik, persoalan etik tidak lagi 
muncul dalam penyelenggaraan negara, atau setidak-tidaknya direduksi 
sampai minimum.

Hanya saja, seperti sering kali menjadi perbincangan umum di 
kalangan masyarakat, meskipun telah ada sejumlah lembaga yang 
menangani penegakan etik, namun kasus-kasus korupsi, kolusi dan 
nepotisme justru kian hari masih terus terjadi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Oleh sebab itu, sering kali memunculkan pertanyaan 
besar, apakah penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia telah 
kehilangan arah, sehingga kasus-kasus pelanggaran etik yang dilakukan 
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oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah, termasuk politisi, 
dan penegak hukum masih masif terjadi.

Dari kasus-kasus yang ada, perilaku penyelenggara negara masih 
belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma 
yang tumbuh pada masyarakat sebagai satu dari sumber etika. Kasus-
kasus perilaku para pejabat negara yang menyimpang dari hari ke 
hari, kian menumpuk. Gejala konflik kepentingan (conflict of interest), 
penyalahgunaan wewenang, perilaku korup (korupsi) dan lainnya masih 
saja menjadi agenda yang harus dikerjakan.

Sehubungan dengan topik yang menjadi focal concerned buku ini, 
perkembangan penegakan etik yang dilakukan DKPP menunjukkan 
adanya indikator penanganan etik sangat intensif. Hal itu dapat dilihat 
dari kasus-kasus persidangan atas dugaan pelanggaran etika yang 
dilakukan pihak penyelenggara Pemilu yang ditangani oleh DKPP. 
Merujuk pada data-data yang dikemukakan di awal-awal bekerjanya 
institusi penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu di Indonesia tersebut, 
pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2014 misalnya, tercatat ada 
646 kasus yang masuk ke DKPP sebagai pengaduan pelanggaran kode 
etik. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar.4 172 kasus 
dari 646 kasus yang masuk ke DKPP menyangkut kasus yang muncul 
dalam jajaran KPU. Selanjutnya, 46 kasus menyangkut jajaran Bawaslu 
diproses oleh DKPP.5 

Studi atas putusan-putusan yang telah dibuat oleh DKPP 
menunjukkan bahwa terdapat barbagai kategoti persoalan etika yang 
perlu diperhatikan pihak penyelenggara Pemilu. Soal-soal dimaksud, 
yaitu adanya tuduhan tidak independen, tidak imparsial atau berpihak, 
lalai dalam menjalankan tugas (tidak profesional), penghilangan hak 
konstitusional, menerima suap, korupsi dan perjanjian dengan pihak 
lain, menguntungkan salah satu calon, jual beli suara dan kursi, praktik 
beli pengaruh (influence buying), melakukan penyimpangan administrasi 
Pemilu dan penyimpangan elektoral secara substansial, dan lain-lain. 

Salain kasus-kasus tersebut, pengalaman pengaduan pelanggaran 
kode etik pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan 

4Jurnal Etika & Pemilu, Vol 2, 2016: 65.
5Ibid.., Vol 2, 2016: 66.
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Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang lalu, jenis pelanggaran 
yang diadukan antara lain: netralitas, profesionalitas, penetapan calon, 
penetapan paslon terpilih, penanganan DPT, penyalahgunaan jabatan/
wewenang, mengabaikan putusan pengadilan, melalaikan tugas, 
menerima suap, seleksi anggota penyelenggara Pemilu, dan konflik 
dengan sekretariat.6

Mendesaknya etika dan penegakan etik dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara terletak pada tingkat kesadaran bangsa Indonesia akan 
arti penting etika untuk dijadikan sebagai landasan moral dan perilaku 
dalam hukum, untuk melaksanakan atau menjalankan berbagai macam 
jabatan kenegaraan dan pemerintahan (publik), yaitu jabatan sebagai 
penyelenggara negara dan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Dengan perkataan lain, arti penting etika kehidupan 
berbangsa dan bernegara dan penegakannya mengandung dimensi 
kebutuhan akan hadirnya penyelenggara negara yang bermartabat 
dan amanah serta tegaknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, 
dan bersih. Demikian pula arti penting etika terlihat dalam dimensi 
adanya kerangka etik dan penegakkannya yang dilindungi dan tidak 
disangsikan dan yang bersifat menyeluruh sebagai acuan perilaku bagi 
segenap penyelenggara negara, baik di lingkup eksekutif, legislatif, 
maupun yudikatif.

Jikalau sebelumnya orang kurang begitu memerhatikan perlu 
tidaknya pengaturan atau positifikasi nilai-nilai etika dalam berbagai 
wadah hukum. Hal itu mungkin karena etika umumnya masih 
dimengerti dalam paradigma lama, yaitu paradigma police state; negara 
penjaga malam. Etika yang demikian itu hanya sebatas urusan indivual, 
sehingga negara tidak perlu campur tanggan. Dalam perspektif teori 
keadilan bermartabat, memerhatikan rumusan tujuan negara Indonesia 
yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, paradigma lama itu sudah 
tidak lagi menjadi filsafat yang diikuti, sudah bangkurut. 

Dalam gerakan negara sejahtera (welfare state), derivasi dari Pancasila 
sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang juga menurunkan 
nilai negara hukum Indonesia, seperti tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) 

6Jurnal Etika & Pemilu, Vol 2, 2016: 67. Hal-hal ini sebetulnya telah 
mengkristal dalam Peraturan DKPP-RI No. 2 Tahun 2017, Berita Negara RI Tahun 
2017, No. 1338. Lihat Lampiran 1, Buku ini.
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UUD 1945, merupakan suatu keniscayaan, bahwa ada kebutuhan akan 
pengaturan atau kristalisasi (positifikasi) dan institusionalisasi nilai-
nilai etik itu dalam peraturan perundang-undangan. Inilah kaitan antara 
etika dan hukum, yang dalam karya Penulis yang sudah diluncurkan 
terlebih dahulu digunakan istilah etika menurut hukum; atau etika 
positif7 dalam hukum.

Formalisasi, dan institusionalisasi atau yang lebih intelek, yaitu 
internalisasi etika harus dilihat sebagai pemurnian dan tidak dapat 
dipandang sebagai pereduksian sifat etika itu sendiri. Dalam hal ini, 
tidak dibedakan antara formalitas dan substansialitas. Formalisasi, 
dalam pengertian substansi pula, etika melalui berbagai bentuk 
kebijakan, administratif, bahkan kebijakan pemidanaan, semuanya 
tidak lain mengikuti filsafat yang dianut dalam welfare state, derivasi 
dari Pancasila, yaitu untuk secara terus-menerus melengkapi hukum 
positif sehingga manusia dimanusiakan (nguwongke wong), manusia 
merasa dan meyakini dirinya, seperti postulat dalam teori keadilan 
bermartabat, merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 
mulia. Suatu wujud kemuliaan itu adalah bahwa manusia itu mampu 
berpikir (bersikap rasional), membedakan mana yang baik dan benar, 
dan mana yang jahat dan tidak dapat diterima sesamanya dan juga 
Allah-nya.

B.	 Ontologi atau Filsafat Makna tentang Konsep Etika

Sekadar menengok ke belakang, namun untuk tujuan melihat 
masa depan yang lebih baik dan tidak untuk hidup lagi dalam masa 
lalu yang kelam, ada yang mengemukakan bahwa selama ini belum 
ada kesepakatan universal mengenai pengertian istilah etika8. Istilah 
etika dalam pemahaman masa lalu itu, bahkan kerap dinilai memiliki 
kesamaan dengan moralitas. Ayee mengutip Chapman, menyatakan 
bahwa perbedaan antara moralitas dan etika adalah moralitas berkaitan 

7Lihat, Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang 
Demokrasi), (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).

8 Laporan Survei AIPI-P2P-DKPP 2017, dalam Moch. Nurhasim (Koordinator), 
et. al., Laporan Survey tentang Urgensi Pengatuan Etika Penyelenggaraan Pemilu dan 
Penyelenggaraan Negara di Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2017, hlm., 5, 
mengutip Ayee, 2009.
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dengan perilaku individu, tugas moralnya, dan kesesuaian dengan 
peraturan konvensional, sementara etika mengacu pada prinsip dasar 
tindakan yang benar dan aturan perilaku. 

Etika, dalam pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas itu, 
mengacu pada prinsip-prinsip untuk mengevaluasi perilaku sebagai 
benar atau salah, baik atau buruk. Artinya, etika mengacu pada standar 
baik yang benar maupun yang salah dan menentukan apa yang harus 
dilakukan manusia. Dalam hal ini etika berusaha memastikan bahwa 
orang-orang dan institusi yang mereka bentuk sesuai dengan standar 
yang rasional.9 Dalam paradigma baru, etika yang telah mengkristal 
sebagai jiwa bangsa dalam Pancasila itu sudah mengandung keharusan, 
harus dilakukan, bila tidak maka akan dikenakan sanksi etika positif.

Dalam Hasil Survey LIPI (untuk selanjutnya disebut dengan para 
Surveyors), karya yang sudah dirujuk di atas, dikemukakan pandangan 
Kaufmann, yang melihat bahwa moral etika memiliki dua karakter 
sekaligus, yakni bersifat individualis dan juga pluralis. Menurut 
Kaufmann, demikian Survey LIPI di atas, moral etika menjadi dasar 
nilai kehidupan yang melekat pada masing-masing individu; berbeda 
dengan etika positif yang juga tidak mengabaikan nilai-nilai itu dalam 
masyarakat. Sehingga, lanjut Survey yang mengutip Kaufmann itu, di 
sisi lain moral etika terinternalisasi pada setiap individu setelah melalui 
proses sosialisasi di dalam masyarakat. Ini artinya etika menjadi satu 
set nilai yang tidak hanya mengatur individu, tetapi lebih luas diyakini 
juga oleh sekelompok masyarakat sosial. 

Namun demikian, Kaufmann juga menyadari adanya kondisi 
otonom individu, yaitu setiap individu memiliki kebebasan untuk 
menetralkan diri dari nilai etika yang ada di masyarakat. Dengan 
perkataan lain, menurut Survey itu, setiap individu mampu menerima 
atau menolak sebuah moral etika di masyarakat untuk diterapkan pada 
dirinya.10 Berangkat dari penjelasan Kaufmann tersebut, maka muncul 
pertanyaan yang agak bertolak belakang dengan apa yang sudah diakui 
dalam Kaufmann sebelumnya, yaitu di benak para Surveyor di atas, ada 
persoalan apakah etika individu perlu diatur oleh negara.

9Laporan Survei AIPI-P2P-DKPP 2017, dalam Moch. Nurhasim (Koordinator), 
et. al., Ibid., hlm., 6. Mengutip (Amundsen dan Andrade, 2009).

10Laporan Survei AIPI-P2P-DKPP 2017, dalam Moch. Nurhasim (Koordinator), 
et. al., Ibid.. Mengutip Kaufmann, hlm. 130).
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Jawaban atas pertanyaan itu, kemudian dicarikan para Surveyor di 
atas dalam pandangan Kant. Dikemukakan, Immanuel Kant menjadi 
salah satu teoretisi yang dapat menjawab apakah negara perlu mengatur 
etika individu atau tidak. Dalam pemikiran Kant, individu sebagai 
warga negara adalah subjek politik dan subjek etik. Dengan kata lain, 
mengutip Kant, para Surveyor itu mengemukakan bahwa setiap individu 
harus menjadi taat terhadap hukum formal negara dan juga hukum 
etik. Dua hal yang dikemukakan terakhir ini tidak dibedakan dalam 
teori keadilan bermarabat, yang melihat Pancasila sebagai suber etik 
dan juga sumber nila-nilai hukum positif yang tertuang dalam seluruh 
turunan hukum Positif yang dikenal di Indonesia dan yang secara formal 
diatur dalam UU No. 12 Tahun 20111 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.11

Sekadar informasi tentang ontologis etika itu sendiri, berikut 
di bawah ini juga dikemukakan hal-hal di balik etimologi dan juga 
pemahaman umum tentang etika. Etika berasal dari istilah etik, istilah 
ini berasal dari bahasa Greek yang mengandung arti kebiasaan atau cara 
hidup.12 Peneliti yang baru saja dikemukakan tersebut,13 juga mengutip 
K. Bertens dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi, bahwa 
etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk 
tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang 
rumput; kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara 
berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan.

Menurut Abdul Hamid dan kawan-kawan, etika sering diidentikan 
dengan moral (atau moralitas). Namun, meskipun sama-sama terkait 
dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki 
perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai 
baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan 
etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa 

11Lihat, Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia), (Bandung: Nusa Media, 
2016).

12Abdul Hamid, (Koordinator Peneliti), et. al., Penguatan Kelembagaan DKPP 
Melalui Perluasan Subjek Peradilan Etik, Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi 
Banten, Tahun 2014-2017, mengutip Rosmaria Sjafariah Widjajanti, Etika, (Ciputat: 
Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 23.

13Abdul Hamid, (Koordinator Peneliti), et. al., Ibid.
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dikatakan, etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan 
buruk. Dalam filsafat terkadang etika disamakan dengan filsafat moral.14

Selanjutnya dijelaskan Abdul Hamid, dkk., Etika membatasi dirinya 
dari disiplin ilmu lain dengan pertanyaan apa itu moral. Ini merupakan 
bagian terpenting dari pertanyaan-pertanyaan seputar etika. Tetapi di 
samping itu tugas utamanya ialah menyelidiki apa yang harus dilakukan 
manusia. Semua cabang filsafat berbicara tentang yang ada, sedangkan 
filsafat etika membahas yang harus dilakukan.15 Selain itu etika bisa 
disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah 
teori tentang nilai. Dalam Islam teori nilai mengenal lima ketegori 
baik-buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk dan buruk sekali. Nilai 
ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah maha suci yang bebas dari 
noda apa pun jenisnya.16

Bagi Abdul Hamid dkk., tujuan etika itu sendiri ialah bagaimana 
mengungkap perbedaan kebaikan dan keburukan sejelas-jelasnya 
sehingga mendorong manusia terus melangkah pada kebaikan. Kebaikan 
itu sendiri menurut Ibnu Sina- sangat erat kaitannya dengan kesenangan. 
Kebaikan itu membuat manusia lebih sempurna dalam suatu hal. 
Kebaikan terbaik berkaitan dengan kesempurnaan roh manusia. dengan 
demikian kejahatan merupakan sejenis ketidak sempurnaan.

Selanjutnya, menurut Abdul Hamid dkk., tujuan hidup ialah untuk 
menghentikan kesenangan duniawi sebagai suatu yang diinginkan dan 
mengembangkan serta menyempurnakan roh dengan cara bertindak 
menurut kebajikan-kebajikan rasional. Roh yang demikian berada sangat 
dekat dengan sumber ketuhanannya dan ingin bersekutu dengannya 
dan dengan arahnya itu ia mencapai kebahagiaan abadi. Sedangkan 
menurut teori hedonisme Yunani kuno mengajarkan bahwa kebaikan 
itu merupakan sesuatu yang mengandung kepuasan atau kenikmatan. 
Sedangkan aliran pragmatisme mengajarkan bahwa segala sesuatu 
yang baik dalam kehidupan adalah yang berguna secara praktis. Sama 
beda dengan aliran utilitarianisme yang mengajarkan bahwa yang baik 
adalah yang berguna.

14Haidar Baqir, Buku Saku Filsafat Islam, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 189-
190.

15K Bertens, Etika, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 27.
16Sarwoko, Pengantar Filsafat Ilmu Keperawatan, (Jakarta: Salemba Medika, 

2008) hlm. 80.
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Menurut Abdul Hamid dkk., seperti halnya dengan banyak istilah 
yang menyangkut konteks ilmiah, istilah “etika” pun berasal dari bahasa 
Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai 
banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; 
kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk 
jamaknya adalah ta etha artinya adalah kebiasaan. Dan arti terakhir 
inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang 
oleh   Yunani besar Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan 
filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal usul kata ini, 
maka “etika” berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu 
tentang adat kebiasaan.17

Dikemukakan Abdul Hamid dkk., bahwa keterangan etimologis 
ini mengingatkan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yakni “ethos” 
cukup banyak dipakai, misalnya dalam kombinasi “ethos kerja”, 
“ethos profesi”, dan sebagainya. Memang ini suatu kata yang diterima 
dalam bahasa Indonesia dari bahasa Yunani (dan karena itu sebaiknya 
dipertahankan ejaan aslinya “ethos”), tapi tidak langsung melainkan 
melalui bahasa Inggris, di mana kata itu termasuk kosa kata yang 
baku. Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”. Kata 
yang terakhir ini berasal dari bahasa Latin mos (jamak: mores) yang 
berarti juga: kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata “etika” sama dengan 
etimologi kata “moral” karena keduanya berasal dari kata yang berarti 
adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya berbeda: yang pertama berasal 
dari bahasa Latin.18

Sementara, menurut Abdul Hamid dkk., akhlak berasal dari bentuk 
jamak bahasa Arab khuluq yang berarti suatu sifat permanen pada diri 
orang yang melahirkan perbuatan secara mudah tanpa membutuhkan 
proses berpikir. Definisi lain dari akhlak adalah sekumpulan nilai-
nilai yang menjadi pedoman berperilaku dan berbuat Akhlak juga 
secara singkat diartikan sebagai budi pekerti atau perangai. Jadi bisa 
disimpulkan bahwa etika merupakan ilmu moral/ilmu akhlaq yang 
mengindikasikan hal-hal pra tindakan yang berupa pengetahuan serta 
pemikiran tentang hal/tindakan baik dan buruk.

17K. Bertens, Op. Cit, hlm. 5
18Ibid, hlm. 7
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Etika sebagai kelompok filsafat merupakan sikap kritis dan 
mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sangat berkaitan 
dengan berbagai masalah-masalah nilai karena kajian pokok etika 
terletak pada ragam masalah nilai “susila dan tidak susila”, dan 
“baik” dan “buruk”. Sehingga etika dalam konteks ilmu adalah nilai. 
Dalam konteks ini, eksistensi etika dapat diwujudkan dalam visi, misi, 
keputusan, pedoman perilaku dan kebijakan moral.19 Tujuan etika adalah 
mendapatkan konsep yang ideal bagi seluruh manusia di manapun 
berada dan kapanpun mengenai penilaian baik buruk. Tujuan demikian 
banyak mengalami kendala sebab ukuran baik buruk itu sangat relatif.

Etika menentukan ukuran atas tindakan manusia, oleh karena itu 
disebut pengetahuan normatif dan norma yang digunakan adalah norma 
tentang baik dan buruk (tidak tentang benar dan salah).20 

C.	 Hubungan Hukum dan Etika

Sudah menjadi pengetahuan umum, dan juga telah dikemukakan 
perspektifnya di atas, menurut perspektif teori keadilan bermartabat, 
bahwa etik21 tidak dapat dipisahkan dari hukum karena hukum adalah 
wujud dari jalinan nilai yang bertujuan mewujudkan keserasian dan 
kesinambungan antara faktor nilai objektif dan subjektif. Jalinan nilai 
yang bersatu dalam hukum itu keberadaannya menyatu dalam tujuan 
hukum, yaitu nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengah 
pergaulan hidupnya. Nilai objektif berkenaan dengan soal-soal tentang 
baik dan buruk, patut dan tidak patut, sedangkan nilai-nilai subjektif 

19Muhammad Alfan, Pengantar Filsafat Nilai, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 
hlm. 176.

20Abintoro Prakorso, Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi dan Teoretis, Kode 
Etik Notaris, Advokat, Polosi,Jaksa dan Hakim, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015)
hlm. 49 mengutip Ronny Hanintijo, Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, 
(Jakarta: Ghalia, 1982) Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 
2012) , hlm. 50.

21Sebetulnya ada perbedaan antara etik dan etika. Kalau etika itu adalah 
ilmu, yaitu ilmu yang memelajari nilai atau hal-hal yang dianggap baik dan benar 
dalam suatu masyarakat, dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Sedangkan etik 
itu adalah nilai-nilai itu. Demokrasi itu adalah etik, sebab demokrasi itu nilai. 
Sedangkan etika demokrassi adalah ilmu yang memelajari demokrasi sebagai 
suatu sistem nilai. Ilmu hukum (jusrisprudence) memelajari nilai-nilai itu, apabila 
nilai-nilai itu telah dipositifkan, menjadi bagian dari sistem hukum.
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memberikan keputusan bagi keadilan sesuai keadaan di suatu tempat, 
waktu dan budaya masyarakat (khusus).

Kant lebih lanjut berpendapat bahwa hukum sebuah negara harus 
bersinergi dengan aturan etika karena warga negaranya adalah subjek 
etik. Oleh karena itu, negara berhak, bahkan berkewajiban, mengatur 
sebuah kode etik moral yang dipatuhi oleh seluruh warga negaranya.22 
Dikemukakan lebih lanjuut oleh para Surveyor itu, bahwa pandangan 
Kant tersebut kemudian banyak dipertanyakan karena pengaturan etika 
individu oleh negara berpotensi melanggar hak individu untuk otonom. 

Merespon hal ini, demikian para Surveyor, John Rawls menyatakan 
pentingnya aturan negara tentang prinsip-prinsip moral yang bersifat 
universal dan diterima oleh setiap warga negaranya. Negara harus 
menjamin bahwa prinsip moral yang diaturnya akan memfasilitasi nilai 
pluralisme etika dan tidak menimbulkan konflik terhadap nilai yang 
dianut oleh warganya. Dengan begitu, negara dapat menjamin terjaganya 
etika publik namun tetap menghormati kebebasan warganya.23 Dalam 
konteks pembicaraan mengenai hubungan antara etika dan hukum, 
penting untuk diapresiasi pandangan dari para Surveyor itu, bahwa 
sebagai promotor dasar perilaku etis adalah hukum.24

Selanjutnya, dalam menguatkan pandangan mereka tentang 
ontologi etika, para Surveyor itu juga mengemukakan, bahwa Menurut 
Magnis Suseno, etika sendiri bisa dibagi dalam etika umum dan etika 
khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang 
berlaku bagi segenap tindakan manusia. Sementara etika khusus 
membahas prinsip-prinsip tersebut dalam hubungan dengan kewajiban 
manusia dalam berbagai kehidupan. Juga dibedakan antara etika 
individu dan etika sosial. Etika individu mempertanyakan perihal 
kewajiban manusia sebagai individu, sedangkan etika sosial berkaitan 
dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan itu, 
tambah Suseno, etika sosial membahas mengenai norma-norma moral 
yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan antar manusia, dalam 

22Laporan Survei AIPI-P2P-DKPP 2017, dalam Moch. Nurhasim (Koordinator), 
et. al., Op. Cit. Mengutip Kant, hlm. 51-83.

23Ibid. Mengutip Rawls, hlm. 13-19, 50-60.
24Ibid.. hlm., 7., mengutip, Amundsen dan Andrade, 2009. 
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hal ini termasuk juga etika politik, atau menyangkut dimensi politis 
kehidupan manusia.25 

Melangkah lebih jauh, para Surveyor26 itu mengemukakan, bahwa 
titik persoalan dari etika politik adalah masalah legitimasi etis 
kekuasaan. Dimaksud dengan masalah legitimasi etis dari kekuasaan, 
yaitu dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang 
memegang dan mempergunakan kekuasaan yang dimiliki. Besar kecilnya 
kekuasaan seseorang ia akan selalu berhadapan dengan tuntutan untuk 
mempertanggungjawabkan.27 Oleh karena itu, menurut para Surveyor, 
etika politik akan berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, 
komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Bukan sekadar perilaku 
politisi, demikian para Surveyor.28 Tujuan etika politik dengan demikian 
menurut Ricoeur, seperti yang dikutip para Surveyor, mengarahkan 
kepada kehidupan yang lebih baik, bersama, untuk orang lain, dalam 
rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-
institusi yang adil.29

25Laporan Survei AIPI-P2P-DKPP 2017, dalam Moch. Nurhasim (Koordinator), 
et. al., Ibid., mengutip, Suseno, 1987: 13.

26Tampaknya para Surveyor di atas telah menyamakan antara konsep etika dan 
konsep integritas. Lihat sub-judul: 5.2. Sistem Integritas [Etika] Nasional Sangat 
Ditunggu. Mereka berpandangan bahwa integritas itu adalah selalu baik, sehingga 
makna etika yang mempelajari nilai, yaitu apa yang baik dan apa yang benar itu 
direduksi para Surveyor itu hanya mengenai apa yang baik saja. Hal ini tidak dapat 
dipersalahkan. Benar adanya dan baik motivnya. Hanya saja, dari sudut pandang 
ilmu, apabila makna etika hanya dibatasi pada ontologis/filsafat yang demikian 
itu saja, maka etika sebagai ilmu dapat mengalami misconception. Ilmu Hukum 
Pidana misalnya tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang baik dalam hukum; 
namun juga mencegah dan memberantas nilai-nilai yang jahat (evil motives). Dalam 
pada itu, secara etimologis, kata integritas (integrity) itu juga bermakna kata sifat 
yang menerangkan setuatu yang utuh, sempurna dalam totalitas keseluruhannya. 
Dalam makna integritas yang kedua dimaksud, maka sesuatu itu dapat saja utuh, 
sempurna secara totalitas karena kebaikan, kemanfaatannya atau hal-hal yang baik 
lainnya di satu sisi; namun, di sini yang lain, etika juga memelajari kemungkinan, 
yaitu sesuatu yang secara utuh, totalitas buruk atau rusak.

27Ibid., mengutip, Suseno, 1987: 30.
28Laporan Survei AIPI-P2P-DKPP 2017, dalam Moch. Nurhasim (Koordinator), 

et. al., Ibid., mengutip, Haryatmoko, 2003: 25.
29Ibid., mengutip, Haryatmoko, 2003: 204.
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D.	 Problematika Penegakan Etik; “Ujian” bagi Eksistensi 
Institusi Penegak Etik dan Sifat Final dan Mengikat dari 
Putusannya

Gagasan untuk melakukan positifikasi etik yang sudah merupakan 
martabat bangsa berikut pembentukan institusi untuk menegakkan etik 
itu, karena hal itu seperti dikemukakan di atas sudah ada dalam jiwa 
bangsa (volksgeist) Indonesia, yaitu Pancasila ternyata tidak semudah 
apa yang diidealkan dan juga tidak terlalu mudah untuk dilakukan. 
Selalu saja ada “ujian” yang harus dihadapi. Etik tidak selesai pada 
persoalan integritas yang baik, namun etik juga memiliki sisi lain yang 
juga berintegritas; sisi integritas di satu “join” etik itu mengancam sisi 
yang berintegritas kebaikan, disebut sisi keburukan dari etik. 

Eksistensi dri sesuatu yang secara utuh baik itu terancam oleh 
eksistensi hal-hal yang tidak baik atau buruk yang juga bersifat utuh; 
sempurna keburukannya. Dalam perspektif keadilan bermartabat, 
pandangan harus diarahkan pada sisi-sisi yang seimbang antara sisi 
nilai yang baik dan sisi yang buruk, yang harus dibenahi atau di-reform. 
Buku ini, tidak hanya berisi tentang etika positif dan gagasan tentang 
arti penting etika positif itu dalam penyelenggaraan negara, khususnya 
penyelenggaraan Pemilu. Buku ini juga berisi, hampir sebagian besar 
pergumulan bangsa ini dalam mempertahankan arti penting etik 
penyelenggaraan negara, khususnya mempertahankan institusi yang 
menegakkan dan sistem penegakan etik positif itu bagi Penyelenggara 
Pemilu.

Terlepas dari soal-soal semantik yang sudah dikemukakan di 
atas, di sini perlu diberikan apresiasi yang tinggi kepada usaha yang 
telah dilakukan para Surveyor dalam penelitiannya, berkenaan dengan 
persoalan pentingnya institusi penegak etik, termasuk sudah barang 
tentu institusi penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu. Dalam 
penelitianya para Surveyor itu menemukan, bahwa dalam konteks 
penegakan etika, sebagian besar responden yang mereka survey, yaitu 
68,8% menyatakan kesetujuannya agar Pemerintah membentuk institusi 
penegak etik, termasuk dalam hal ini sudah tentu, yaitu DKPP sebagai 
penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu. Pembentukan institusi penegak 
etik itu adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus etik yang terjadi dalam 
penyelenggaraan negara. Dengan membuat kategori ekstrem (dua 
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kategori) antara yang setuju dan tidak setuju, Survey yang dilakukan 
para Surveyor di atas menunjukkan bahwa 89,6% setuju dan ada 7,3% 
yang tidak setuju. Dijelaskan para Surveyor, bahwa data yang demikian 
itu mengandung pengertian bahwa, mayoritas responden tidak menolak 
apabila pemerintah akan membentuk lembaga penegak etik untuk 
menyelesaikan kasus-kasus etik yang terjadi dalam penyelenggaraan 
negara.30

Para Surveyor itu juga mengemukakan, bahwa sebagian besar 
responden mereka sepakat dengan yang sudah ada selama ini, yaitu 
bahwa keputusan lembaga penegak etik, termasuk dalam hal ini 
yaitu DKPP-RI bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan dari 
lembaga etik tidak dapat dilakukan banding terhadap pihak-pihak 
yang mengalami perkara. Sifat dari keputusan yang bermakna final dan 
mengikat, seperti yang digambarkan dalam grafik 1 di bawah ini, juga 
mewajibkan semua pihak yang disidang patuh pada keputusan lembaga-
lembaga yang lain menjadikan hasil keputusan lembaga penegak etik 
sebagai referensi atau pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Grafik 1. Keputusan lembaga penegak etik dalam sistem 
integritas nasional bersifat final dan mengikat
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Sumber: dikutip dari data hasil survei AIPI-P2P-DKPP 2017

Apa yang terjadi di dalam praktik, seperti yang digambarkan 
dalam Bab III, IV dan V buku ini, begitu pula dengan pandangan 

30Laporan Survei AIPI-P2P-DKPP 2017, dalam Moch. Nurhasim (Koordinator), 
et. al., Ibid., hlm., 74.
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masyarakat di Bab VI, membuktikan bahwa eksistensi DKPP sebagai 
institusi yang berfungsi untuk menegakkan etika positif dan sudah 
diperkuat dengan sifat putusannya yang final dan mengikat, layaknya 
Mahkamah Konstitusi, atau lembaga peradilan, ternyata dengan sangat 
mudah “dipatahkan”. Berbagai macam dalil, untuk membenarkan 
“dipatahkannya” eksistensi lembaga penegak etik dan sifat putusan 
lembaga tersebut yang final dan mengikat seperti dideskripsikan 
dalam buku ini telah dibangun oleh lembaga-lembaga pengadilan dan 
masyarakat.

Inilah problematika dari eksistensi gagasan, filsafat dan paradigma 
begitu pula institusi dan bekerjannya, praxis penegakan etika 
penyelenggaraan negara, khususnya penegakan etika bagi Penyelenggara 
Pemilu bermartabat. Dimaksudkan dengan bermartabat, adalah 
perspektif dalam ilmu hukum yang berbasis pada ditemukannya hukum, 
termasuk hukum yang mengatur eksistensi gagasan, filsafat dan institusi 
serta bekerjanya (praxis) institusi di dalam jiwa bangsa (volksgeist), yaitu 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam 
putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Memerhatikan “ujian” yang dihadapi oleh DKPP sebagai penegak 
etik bagi Penyelenggara Pemilu sebagaimana dikemukakan dalam 
buku ini, maka penulis perlu mengajak semua pihak untuk kembali 
memahami arti pentingnya etika positif dan juga penegakannya yang 
sudah menjadi harapan dalam jiwa bangsa (volksgeist) Indonesia, 
harapan bangsa dan Negara yang diderivasi dari Pancasila sebagai 
sumber dari segala sumber hukum itu. Hendaklah pihak-pihak yang 
selama ini terlibat dalam “pengujian” terhadap eksistensi DKPP sebagai 
lembaga yang diharapkan dalam jiwa bangsa untuk menegakkan etik 
positif di Indonesia, khususnya untuk menjaga marwah dan martabat 
Pemilu dan demokrasi di Indonesia untuk kembali menyadari arti 
penting dari eksistensi lembaga etik seperti DKPP, dalam perspektif 
keadilan bermartabat.
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E.	 Selayang Pandang Gambaran tentang Teori Keadilan 
Bermartabat

Bermartabat sebagai sautu frasa penting dalam judul buku ini, 
sejatinya adalah filfasat, atau teori yang muncul karena keprihatinan 
pada penggunaan teori-teori Barat yang menjamur di Indonesia dalam 
melakukan penjelasan, atau justifikasi, maupun kajian terhadap hukum 
dan sistem hukum Indonesia. Penggunaan teori-teori yang melulu Barat 
selama ini, seolah-olah hendak mengatakan bahwa orang Indonesia, 
atau sistem hukum Indonesia tidak dapat membangun suatu bangunan 
teori hukum bangsa sendiri. Seolah-olah orang (ilmuan) Indonesia tidak 
mempunyai kedaulatan untuk menentukan hukumnya sendiri, dan 
memurnikan nilai-nilai hukumnya sendiri. Padahal, dalam perspektif 
keadilan bermartabat, orang Indonesia itu juga adalah manusia yang 
merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. 
Kemuliaan itu ditentukan dari dalam manusia ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa itu sendiri, tidak menundukkan diri kepada hal-hal (teori) 
yang dibangun di luar dirinya.

Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan 
pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang 
memanusiakan manusia (nguwongke wong). Keadilan dalam pengertian 
membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya 
yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah 
hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala 
dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, 
budaya dan lain sebagainya.

Seperti telah dikemukakan di atas, keadilan bermartabat sebagai 
suatu grand theory hukum memandang Pancasila sebagai postulat 
dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi 
yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya 
etika kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu sebagai manifestasi 
paling konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat 
bermartabat. Dengan begitu hukum mampu memanusiakan manusia; 
bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika 
penyelenggaraan Pemilu, berikut penegakannya) seluruhnya sebagai 
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suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Dikemukakan, 
bahwa:

Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 
Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila itu 
terkandung nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia 
dengan segala hak dan kewajibannya serta manusia juga mendapatkan 
perlakuan yang adil dari manusia lainnya, dan mendapatkan hal yang 
sama terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.31

Demokrasi dalam perspektif Keadilan Bermartabat tidak hanya 
dimaknai sebagaimana etimologi atau asal katanya yaitu demos dan 
cratos, yaitu yang dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk 
rakyat. Namun lebih dari itu, dalam perspektif keadilan bermartabat, 
pemerintahan yang dari oleh dan untuk rakyat itu harus sudah diinfus 
atau diisi dengan roh (the spirit) Pancasila sebagai volksgeist Indonesia.

Pertama, yaitu demokrasi yang diisi dengan nilai Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Demokrasi atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat 
itu adalah demokrasi yang input proses dan hasilnya melibatkan 
Pemimpin yang takut akan Tuhan (sila-1). Inilah hikmat (diskresi/
hukum) terbesar yang harus dirujuk dalam politik Indonesia. Secara 
normatif, dalam Penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf a, UU Pemilu 
diatur, bahwa Pemimpin yang hendak dipilih, ikut dalam proses maupun 
yang dihasilkan dari proses demokrasi di Indonesia, dan oleh sebab itu 
dapat dikatakan berada dalam perspektif keadilan bermartabat adalah 
pemimpin yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Diartikan dengan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu pemimpin 
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau taat menjalankan 
kewajiban agamannya. Demokrasi yang demikian itu adalah demokrasi 
atau pemerintahan yang dipimpin hikmat dan kebijaksanaan (diskresi)32 
yang beroperasi melalui jalan permusyawaratan perwakilan (Sila-
4), musyawarah mufakat, bukan musyawarah untuk mufakat agar 

31Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum, 2013, Op Cit., hlm. 93.
32Diskresi sebagai suatu konsep, cukup dalam dibahas dalam Krishna Djaya 

Darumurti: Diskresi: Kajian Teori Hukum dengan Postcript dan Apendiks, (Yogyakarta: 
Genta Publishing, 2016).
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sama-sama hancur, namun musyawarah untuk mufakat bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, bagi kesejahteraan (welfare state), yang 
mencerdaskan kehidupan dan yang mempertahankan perdamaian yang 
abadi di dunia. 

Demokrasi yang berarti pemerintahan dari, oleh dan untuk 
rakyat yang dihasilkan melalui suatu proses Pemilu tersebut adalah 
demokrasi yang berkeadilan sosial. (Sila-5). Begitu pula demokrasi, yaitu 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu ditempuh 
melalui suatu proses yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan 
kesatuan bangsa; demokrasi atau etika politik yang tidak menggunakan 
dan megutilisasi secara maksimal segregasi (mayoritas versus minoritas), 
tipu daya, money politics, hoax, intimidasi, dan saling fitnah serta hanya 
menonjol-nonjolkan perbedaan, egoisme suku, ras dan antar golongan 
(SARA), atau nilai etis (demokrasi kriminal)33, namun sebaliknya 
demokrasi dalam perspektif keadilan bermartabat atau demokrasi 
bermartabat itu menjunjung tinggi nilai hukum positif34 Indonesia, 
yaitu persatuan Indonesia. 

Demokrasi yang artinya pemerintahan dari, oleh dan untuk 
rakyat itu, dalam perspektif keadilan bermartabat (the Dignified Justice 
theory), yang sudah dikenal secara internasional sebagai the Indonesian 
Jurisprudence tersebut di atas, yaitu demokrasi menurut hukum; 
demokrasi yang berorientasi kepada keadilan sosial (social justice) (sila 
ke-5), yang tidak menempuh jalan politik uang untuk memperoleh suara 
(money politics), dan juga yang tidak akan menghasilkan pemimpin yang 
koruptif, manipulatif dan bersifat neoptist.

Sebagaimana judul dari buku ini, yaitu DKPP Penegak Etik 
Penyelenggara Pemilu Bermartabat, maka secara sederhana dimaksudkan 
dengan penegakan etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat itu adalah 
penegakkan etik Penyelenggara Pemilu yang dijelaskan dari teori 
keadilan bermartabat (dignified justice theory). Teori Kedilan Bermartabat, 
atau Keadilan Bermartabat (dignified justice) berisi pandangan teoretis 
dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu 

33Presiden Republik Indonesia Ketujuh, yaitu Ir. Joko Widodo menyebut 
demokrasi seperti itu sebagai demokrasi yang kebablasan.

34Diprioritaskan dalam buku ini, UU Pemilu, sebagaimana terlihat dalam 
berbagai aspek yang mengatur kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang diuraikan 
dalam bab-bab selanjutnya.
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harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku35. 
Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah peraturan 
perundangan yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. 
Dikatakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi karena dalam 
perspektif keadilan bermartabat, Pancasila itu adalah Perjanjian Pertama. 
Mereka yang belajar hukum memahami hal ini dalam ungkapan pacta sut 
servanda (perjanjian itu adalah undang-undang –mengikat sebagaimana 
layaknya undang-undang— bagi mereka yang membuatnya). Sebagai 
suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi 
mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya. 

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka dalam perspektif 
keadilan bermartabat, semua peraturan perundangan dan putusan 
hakim di Indonesia merupakan derivasi (“belahan jiwa”) dari Pancasila. 
Dengan perkataan lain, semua peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu adalah Pancasila juga, 
karena sejiwa dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila, 
tidak melawan Pancasila. 

Demikian pula dengan UU tentang Pemilu di Indonesia, yaitu 
UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang diprioritaskan sebagai acuan 
yuridis merupakan derivasi (“belahan jiwa”) dari Pancasila; oleh 
sebab itu sejiwa dengan Pancasila, selama undang-undang itu berlaku. 
Keadilan bermartabat berpostulat, bahwa semua undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah jiwa bangsa 
(volksgeist) dan merupakan manifestasi paling konkret dari jiwa bangsa.

Sehingga orang yang hendak mengetahui hukum, maka hukum itu 
harus dicari dalam jiwa bangsa. Jiwa bangsa itu adalah suatu metafora 
yang abstrak. Namun secara ilmiah jiwa bangsa (volksgeist) itu dapat 
dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pada 
hakikatnya hukum tentang penegakan etik bagi Penyelenggara Pemilu 
Bermartabat hanya dapat dijumpai dalam jiwa bangsa, yaitu dalam 

35Hendaknya Pembaca yang budiman tidak menganggap bahwa keadilan 
bermartabat hendak “menyetir” haluan pemikiran hukum ke arah legalisme. 
Persepsi seperti itu tidak terlalu salah, namun kurang mendalam. Keadilan 
Bermartabat berpatokan pada ukuran-ukuran normatif yang sudah terlebih-
dahulu ditentukan dalam hukum (undang-undang, sebagi prioritas) dan peraturan 
perundag-undangan yang berlaku. Keadilan bermartabat tidak mengantinomikan 
antara undang-undang dan hukum.
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga Putusan-Putusan 
pengadilan yang ada, dan bukan dari teori-teori Barat, misalnya.

F.	 Scopa Pemaparan DKPP Sebagai Penegak Etik

Buku ini berisi gambaran yang lengkap tentang eksisensi Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) 
sebagai penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu, yang sekalipun lahir 
dari suatu gagasan mulia dalam jiwa bangsa (volksgeist) Indonesia untuk 
membangun demokrasinya sendiri, khususnya membangun Pemilihan 
Umum (Pemilu) di Indonesia secara bermartabat, namun dari dalam 
sistem hukum itu sendiri berdatangan “ujian” bagi eksistensi lembaga 
penegak etik positif yang masih berusia belia itu. 

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang sudah dikenal 
mendunia sebagai the Indonesian Jurisprudence rupa-rupa “ujian” bagi 
eksistensi DKPP sebagai institusi yang dihadirkan untuk memartabatkan, 
menjaga marwah demokrasi Indonesia tersebut digambarkan secara 
sangat mendetail. Dibeberkan dalam buku ini, bagaimana serangan 
dari dalam tubuh Kekuasaan Kehakiman, baik yang diwakili oleh PTUN 
maupun Mahkamah Konstitusi, serta para ahli, termasuk hakim yang 
terlibat dalam perkara konstitusi maupun sengketa TUN terhadap misi 
mulia di balik keberadaan DKPP. 

Terlihat dalam gambaran yang mendetail dalam buku ini, bagaimana 
sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP itu seolah-olah tampak 
di-down graded; begitu pula eksistensi DKPP sebagai suatu peradilan 
etik menurut hukum “digugat” dan disangkal seolah-olah seperti 
Petrus menyangkal Juruselamat-nya setelah ayam berkokok tiga 
kali. Atau jangan-jangan seperti Yudas yang hendak menjual murah 
“gurunya”, upaya dalam jiwa bangsa untuk memartabatkan Demokrasi 
Indonesia. Baik dalam Putusan Lembaga Pengadilan maupun pandangan 
masyarakat, eksistensi DKPP sebagai badan peradila etik menurut 
hukum seolah-olah tampak dimentahkan dan disangkal, misalnya 
dengan penegasan bahwa institusi penegak etik itu semata-mata 
hanyalah merupakan Badan Tata Usaha Negara, dan bukan badan 
peradilan menurut Konstitusi. 
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Dalam buku ini secara implisit, sopan namun terang dan tetap 
menjaga jarak keilmuan yang tegas dinyatakan pembelaan atau 
eksistensi DKPP sebagai institusi penegak etik menurut hukum itu. 
Buku ini terdiri dari 6 bab. Dalam Bab I, yaitu Bab Pendahuluan, 
dikemukakan gambaran tentang ontologi etika dan etika positif serta 
gambaran singkat tentang perspektif keadilan bermartabat yang 
dipergunakan sebagai underlying policy gagasan ilmiah ini. Dalam Bab II, 
dengan maksud supaya ada gambaran yang lengkap tentang DKPP-RI, 
dikemukakan secara cukup lengkap aspek-aspek mengenai lembaga itu. 
Bab III, IV dan V semuanya berisi gambaran lengkap tentang “ujian” 
yang dilakukan terhadap eksistensi DKPP sebagai institusi penegak etik 
Penyelenggara Pemilu. Bab VI, sebagai Penutup, dikemukakan suatu 
hasil Penelitian, yang dipandang cukup mewakili penilaian masyarakat 
terhadap eksistensi DKPP.



BAB 2

Dalam rangka memahami penegakan etik Penyelenggara Pemilu 
bermartabat secara lebih utuh, maka tidak dapat dilepaskan daripadanya 
gambaran tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
itu sendiri. Bab ini dikemukakan suatu deskripsi tentang Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini bertugas 
menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu1, sebagai 
faktor penting dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU 
Pemilu dalam perspektif keadilan bermartabat yang penekanannya pada 
pengawalan nilai-nilai untuk pemurnian kelembagaan Penyelenggara 
Pemilu. Bersama KPU dan Bawaslu, DKPP berkontribusi menguatkan 
dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung pada kelembagaan 
Penyelenggara Pemilu yang bermartabat2.

Perlu ditegaskan kembali di sini, bahwa sebagai suatu prinsip yang 
penting dari keadilan bermartabat UU Pemilu, adalah undang-undang 

1Pasal 1 angka (24) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 
Pemilu).

2Secara umum UU Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari jiwa 
bangsa (volksgeist) dalam bidang Pemilu di Indonesia tidak hanya mengatur 
mengenai kelembagaan penyelenggara Pemilu saja, UU Pemilu juga mengatur 
mengenai kelembagaan pelaksanaan pemilu, kelembagaan pelanggaran Pemilu 
dan kelembagaan sengketa Pemilu, serta kelembagaan tindak pidana pemilu. 
Namun, seperti telah dikemukakan di muka, buku ini memfokuskan diri pada 
aspek kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan menggambarkannya dari perspektif 
keadilan bermartabat (the dignified justice theory). 

KELEMBAGAAN DEWAN KEHORMATAN 
PENYELENGGARA PEMILU 
(DKPP RI) SEBAGAI PERADILAN 
ETIK PENYELENGGARA PEMILU 
BERMARTABAT

25
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yang merupakan manifestasi jiwa bangsa (volksgeist) mengenai konsepsi 
kelembagaan yang melaksanakan Pemilu atau konsepsi kelembagaan 
Penyelenggara Pemilu. 

Dalam UU Pemilu dikemukakan bahwa DKPP sebagai bagian 
dari kelembagaan yang melaksanakan Pemilu telah diperkuat3 
dan diperjelas. Tugas dan fungsi DKPP sudah disesuaikan dengan 
perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. 
Penguatan kelembagaan Penyelenggara Pemilu tersebut dimaksudkan, 
demikian Penjelasan UU Pemilu, adalah untuk dapat menciptakan 
penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. 

Ini berarti, bahwa selama ini, sebelum dibentuknya UU Pemilu, 
masih ada masalah dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu di 
Indonesia. Berbagai UU Pemilu yang berlaku sebelumnya, menurut UU 
Pemilu telah berkontribusi pada ketidaklancaran, ketidaksistematisan 
dan ketidakdemokratisnya penyelenggaraan Pemilu dari masa ke masa. 
Hal itu sudah dibenahi dengan UU Pemilu. 

Masalah dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu dari masa 
ke masa itu, telah dievaluasi pembuat undang-undang. Dua masalah 
pokok teridentifikasi, yaitu kekurangkuatan dan kekurangjelasan, 
demikian menurut apa yang ada dalam UU Pemilu. Berikut di bawah ini 
gambaran dari perspektif keadilan bermartabat mengenai kelembagaan 
Penyelenggara Pemilu yang difokuskan pada DKPP, yang menurut UU 
Pemilu telah diperkuat dan memperoleh kejelasan tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan di atas DKPP adalah lembaga yang 
bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 
Lembaga ini menyelenggarakan peradilan etis bagi Penyelenggara 
Pemilu menurut jiwa bangsa (volksgeist), menurut hukum yang berlaku. 
Dalam perspektif teori keadilan bermartabat (the dignified justice theory), 

3Istilah diperkuat yang dipergunakan UU Pemilu tersebut mengingatkan 
otokritik dari dalam lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilu DK KPU di tahun 
2008. Dikemukakan bahwa waktu itu DK KPU sebagai cikal bakal dari DKPP 
merupakan institusi ethic difungsikan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara 
Pemilu. Waktu itu dirasakan wewenang DK KPU tidak begitu kuat, sebab lembaga 
tersebut hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga 
memberikan rekomendasi kepada KPU dan bersifat ad hoc. Jimly Asshiddiqie, 
(2014), Op. Cit., hlm., vii.
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keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian itu memanifestasikan diri 
secara konkret dalam UU Pemilu. 

Menurut perspektif teori keadilan bermartabat, atau menurut 
keadilan bermartabat seperti telah beberapa kali dikemukakan di 
muka, suatu postulat penting yang dianut adalah bahwa hukum, 
termasuk hukum mengenai Pemilu dan lebih khusus lagi hukum 
yang mengatur tentang kelembagaan Penyelenggara Pemilu hanya 
dapat ditemukan dalam jiwa bangsa (volksgeist). Dengan perkaaan lain 
hukum mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu tidak merujuk 
kepada pandangan teori Barat misalnya. Sudah dikemukakan pula di 
atas, bahwa sumber rujukan dalam membangun pengertian mengenai 
kelembagaan Penyelenggara Pemilu, diprioritaskan pada undang-undang 
(UU Pemilu).

Gambaran tentang penyelenggaraan peradilan etis oleh DKPP 
bagi Penyelenggara Pemilu menurut volksgeist Indonesia yang 
memanifestasikan diri dalam wujud UU Pemilu, termasuk Peraturan 
DKPP yang diamanatkan dalam UU Pemilu tersebut disajikan di bawah 
ini. Gambaran yang disajikan di bawah ini adalah apa yang dimaksudkan 
dengan gambaran tentang DKPP sebagai peradilan etis Penyelenggara 
Pemilu bermartabat.

A.	 Kedudukan, dan Keanggotaan DKPP RI

Bersifat tetap, demikian menurut UU Pemilu, DKPP RI sebagai 
bagian dari kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan 
di ibu kota negara itu. Lembaga itu dibentuk untuk memeriksa dan 
memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode 
etik4. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadukan 
tersebut diduga dilakukan oleh: (1) anggota KPU, (2) anggota KPU 
Provinsi, (3) anggota, KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota Bawaslu, (5) 
anggota Bawaslu Provinsi dan (6) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. 

4Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu. Frasa “menerima dan memutus” adalah dua 
ciri dari suatu lembaga peradilan; karena itu DKPP disebut sebagai peradilan 
etis, karena menerima dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan 
pelanggaran kode etik.
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Sekadar perbandingan5, dulu –sebelum UU Pemilu— berdasarkan 
ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang telah digantikan oleh UU 
Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017), satu dari kewenangan DKPP adalah 
memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan dan/atau laporan 
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dalam lima belas 
lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kelima belas 
lembaga itu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 
PPLN, KPPS, KPPLSN, dan Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh 
dan jajarannya di kabupaten/kota, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu 
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Terlihat dari perbandingan antara UU Pemilu dengan UU 
Penyelenggara Pemilu yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
dengan UU Pemilu, yaitu itu adanya kata “mengadili” yang ada dalam 
Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu. Konsep itu tidak lagi dimunculkan dalam UU 
Pemilu. Namun hal ini tidak menyebabkan DKPP sudah bukan lagi 
merupakan peradilan etik. Sebab dalam frasa “menerima dan memutus”, 
sudah termasuk pengertian memeriksa, mengadili, dan memutus”. 
Isu yang ada di sini adalah soal efisiensi penggunaan kata-kata saja. 
Mengingat UU Pemilu tidak mendefinisikan peradilan, maka ada 
baiknya dikemukakan di sini pengertian peradilan yang dapat dijumpai 
dalam jiwa bangsa juga, yaitu dalam hal ini yang dapat dijumpai dalam 
doktrin yang diajarkan jurist Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo: 

kata peradilan terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan 
“per” serta akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian 
dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-
mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian 
yang abstrak, yaitu “hal memberikan keadilan”. “Hal memberikan 

5Comaparive law analysis seperti ini dapat dijumpai metodanya dalam Esin 
Ӧrücü, The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First 
Century, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, hlm. 93-102, dengan konsep 
internal transposition. Bandingkan pula dengan perbandingan hukum dalam Endang 
Prasetyawati, Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 
Agustus 1945, 2010), hlm. 110.



Bab 2 | Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) 29

keadilan” berarti: yang bertalian dengan tugas badan pengadilan 
atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada 
yang bersangkutan –konkretnya kepada yang mohon keadilan— apa 
yang menjadi haknya atau hukumnya. Dalam hakim atau pengadilan 
memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya 
atau hukumnya selalu dipergunakannya atau mendasarkannya 
pada hukum yang berlaku yang tidak lain melaksanakan dan 
mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil 
dengan putusan6.

Dari definisi peradilan di atas terlihat bahwa ada tidaknya kata 
kerja mengadili, sebagaimana dapat dijumpai dalam Pasal 109 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu dan tidak dijumpai lagi dalam UU Pemilu tidak dapat dijadikan 
faktor penentu untuk tidak lagi menganggap lembaga negara seperti 
DKPP bukan lembaga peradilan. Yang terpenting dari pengertian 
peradilan di atas adalah hal memberikan keadilan, dan unsur lainnya 
sebagaimana terlihat dalam definisi di atas. Dalam konsep peradilan, 
makna selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dilaksanakan dan 
dipertahankannya hukum atau dijamin ditaatinya hukum materiil 
dengan putusan. 

Apa yang dilakukan DKPP tidak berbeda jauh dengan makna filosofis 
dalam pengertian di atas, yaitu melaksanakan dan mempertahankan 
hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan Putusan DKPP. 
Hukum materiil dimaksud, yaitu nilai-nilai etis yang sudah ditentukan 
dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Secara faktual, DKPP memang 
memutus perkara dengan keadilan, yang berfungsi mendudukkan pada 
posisi yang semestinya sesuai dengan perbuatannya dan itu jugalah 
sebabnya DKPP disebut sebagai peradilan etik menurut hukum, yaitu 
menurut UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

Itulah sebabnya juga, konstruksi DKPP sebagai peradilan etik 
(court of ethics) yang selama ini disematkan, hendaknya di-reform 
menjadi konstruksi peradilan etik menurut hukum (the court of ethics 
according to the law). Konsep yang pertama dapat berkonotasi peradilan 

6Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya 
di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, 
(Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 2-3.
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etik yang umum, yang subjektif dan arbitrer, yang tidak mempunyai 
kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan aparat Negara. Sedangkan 
dalam konstruksi peradilan etik penyelenggara Pemilu menurut 
hukum maka manakah yang ada di dalamnya adalah peradilan yang 
dijalankan menurut hukum yang berlaku, dan berlaku umum serta 
dapat dipaksakan dengan sanksi yang sudah ditentukan dalam peraturan 
perundnag-undangan atas pelanggaran etik yang dinyatakan terbukti.

Undang-undang Pemilu mengandung pengaturan bawha 
pembetukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan 
anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP RI beranggotakan 
tujuh orang. Ketujuh orang itu terdiri atas satu orang ex offtcio dari 
unsur KPU; satu orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan lima orang 
tokoh masyarakat. Anggota DKPP RI yang berasal dari tokoh masyarakat 
diusulkan oleh Presiden sebanyak dua orang. Sedangkan yang diusulkan 
oleh DPR sebanyak tiga orang. Usul keanggotaan DKPP RI dari setiap 
unsur diajukan kepada Presiden7.

Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 
enam orang anggota. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP 
melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota 
yang tertua dan termuda. Tenancy, atau masa tugas keanggotaan DKPP 
adalah lima tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP 
yang baru. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar 
waktu. Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan 
Bawaslu ditetapkan dengan Keputusan Presiden8.

DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga 
kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota dari lembaga-lembaga 
yang menyelenggarakan Pemilu atau kelembagaan Penyelenggara 
Pemilu. Mereka adalah: (1) anggota dari KPU, (2) anggota dari KPU 
Provinsi, (3) anggota KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota PPK, (5) 
anggota PPS, (6) anggota KPPS, (7) anggota PPLN, (8) anggota KPPSLN 
serta (9) anggota Bawaslu, (10) anggota Bawaslu Provinsi, (11) anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota, (12) anggota Panwaslu Kecamatan, (13) 
anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, (14) anggota Panwaslu LN, dan 
(15) anggota Pengawas TPS. 

7Pasal 155 UU Pemilu.
8Pasal 156 UU Pemilu.
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Fungsi penetapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan 
DKPP menurut UU Pemilu, atau dalam perspektif keadilan bermartabat 
menurut manifestasi paling konkret dari volksgeist atau jiwa bangsa 
yang diderivasi dari Pancasila, yaitu untuk menjaga sekurang-
kurangnya tiga nilai9. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi untuk 
menjaga kemurnian nilai –fungsi pemurnian nilai bagi kelembagaan 
Penyelenggara Pemilu. 

Pelanggaran etik dipandang sebagai pelanggaran nilai. 
Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk selalu memiliki 
kemurnian nilai. Pelanggaran etik dianggap sebagai pelanggaran 
nilai apabila Penyelenggara Pemilu tidak dapat berperilaku dalam 
penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai yang ada, yang 
dirinci dalam Peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan di 
bawah ini, maka orang/penyelenggara Pemilu itu akan dikenai 
sanksi, karena perilaku itu tidak sejalan, tidak cocok dengan 
kemurnian nilai yang diwajibkan bagi penyelenggara Pemilu. 
Sanksi pemberhentian misalnya tidak dapat dimaknai sebagai 
suatu pemutusan hubungan kerja, namun merupakan tindakan 
pemurnian nilai dengan cara mengeluarkan Teradu/Terlapor dari 
kelompok penyelenggara Pemilu yang harus mengawal kemurnian 
nilai Penyelenggaraan Pemilu10.

9Dalam konteks pembicaraan mengenai nilai, Etika adalah ilmu yang 
memelajari tentang nilai, yaitu nilai sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar 
oleh suatu masyarakat di suatu tempat, dan dalam kurun waktu tertentu. Hanya 
saja, pengertian etika yang demikian itu adalah ontologi etika pada umunya, bukan 
etika dalam ontologi yuridis. Dari sudut pandang ontologi yuridis, nilai-nilai etik 
yang umum tidak memiliki kekuatan paksa oleh Negara. Ada perbedaan tipis 
sekali, namun signifikan dengan etis dalam ontologi yuridis. Sebab nilai-nilai 
yang digambarkan dalam buku ini adalah nilai-nilai etik menurut hukum, atau 
etika positif. Pelanggaran terhadap etik yang yuridis dapat diganjar dengan sanksi 
hukum dan dipaksakan oleh kesepakatan bersama, maupun oleh Negara. Pembaca 
yang budiman yang hendak mempelajari etika pada umumnya, dapat membaca 
buku yang ditulis oleh ahli etika yang paling mumpuni dalam bidang itu, seperti 
misalnya buku yang ditulis Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral 
Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991; atau Franz 
Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Jakarta: Kanisius, 1993).

10Dikutip dari pandangan Ketua DKPP-RI, Dr. Haryono, SH, MCL, dalam 
diskusi berjudul: Format Putusan DKPP, Kamis, 27 Oktober 2017, di Hotel Lor 
In, Sentul, Bogor.
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Berikut ini nila-nilai menurut hukum (Peraturan DKPP No. 2 Tahun 
2017) sebagaimana dimaksudkan di atas. Nilai yang pertama, yaitu 
nilai kemandirian. Nilai yang kedua, yaitu integritas, dan nilai yang 
ketiga yaitu kredibilitas. Jelas di sini, bahwa dalam UU Pemilu telah 
ada suatu perkembangan, atau pengutatan dan penjelasan berbentuk 
penambahan nilai (virtues) yang terdapat dalam keadilan bermartabat, 
yaitu kemandirian. Sebelumnya hanya disinggung dua nilai, yaitu 
kredibilitas dan integritas dan sudah banyak diperbincangkan. 

Penguatan dan penjelasan nilai-nilai tersebut menunjukkan 
bahwa ada perbedaan yang tegas antara Pemilu bermartabat dan 
nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Martabat itu jauh lebih besar 
dari sekadar nilai kemandirian, kredibilitas dan integritas. Karena 
ketiga nilai itu terlihat dengan jelas dipayungi oleh martabat. Dengan 
demikian dalam perspektif UU Pemilu sebagai manifestasi paling 
konkret dari keadilan bermartabat, maka Pemilu bermartabat itu lebih 
luas dari Pemilu yang memperjuangkan atau menegakkan nilai sosial 
yang dimasukkan menjadi nilai hukum seperti kemandirian, apalagi 
sekadar memperjuangkan nilai sosial dalam hukum seperti integritas 
maupun kredibilitas dan berbagai nilai lainnya yang masih dapat digali 
lebih jauh dalam UU Pemilu. Martabat menyangkutan kepatuhan dan 
ketaatan terhadap seluruh nilai hukum yang berlaku dalam jiwa bangsa 
(Volksfeist).

Dalam menyusun kode etik, DKPP mengikutsertakan KPU 
dan Bawaslu. Kode etik, atau etika positif merupakan kelembagaan 
Penyelenggara Pemilu juga, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh 
anggota dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu seperti KPU, KPU 
Provinsi; KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, 
serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota, 
Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 
Pengawas TPS. Kode etik tersebut ditetapkan dengan peraturan DKPP; 
diumumkan dalam Berita Negara. Waktu penetapan nilai etik umum 
menjadi etika positif menurut UU Pemilu, yaitu paling lambat tiga bulan 
terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji11.

Untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh, KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU 

11Pasal 157 UU Pemilu. 
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Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan 
anggota, Bawaslu Kabupaten/Kota12 DKPP menyelenggarakan sidang. 
Dalam rangka menjaga prinsip imparsialitas dalam peradilan etik 
menurut hukum itu maka apabila ada anggota DKPP yang berasal 
dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan karena diduga melakukan 
pelanggaran kode etik penyenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan 
tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan 
tersebut13.

B.	 Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan 
dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh penyelenggara Pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan 
dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan 
adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. 
Tugas seperti itu berbeda dengan yang terjadi dalam sistem peradilan 
pidana misalnya. Dalam sistem peradilan pidana penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah. 

Pentahapan jalannya peradilan etik menurut hukum terhadap 
Penyelenggara Pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap penyelidikan 
dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan Putusan 
dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Pelaksanaan Putusan DKPP 
sebagai peradilan ethics menurut hukum dapat dipaksakan, dan karena 
itu pada bagian kepala Putusan DKPP harus mengikuti prinsip dasar 
Putusan pengadilan pada umumnya yaitu ada irah-irah; untuk itu 
telah ditetapkan bahwa irah-irah dimaksud, yaitu: Demi Keadilan 

12Dari rumusan ketentuan ini dapat timbul kesan bahwa sidang yang 
dilakukan DKPP hanya terbatas untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota 
KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota. Padahal, Kode Etik yang disusun DKPP Kode etik yang 
dikemukakan di atas bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU 
Provinsi; KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, 
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

13Pasal 158 UU Pemilu.
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dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu14. Pelaksanaan Putusan DKPP 
dalam kewajibannya memberikan keadilan diberi bentuk “tindak lanjut” 
Putusan DKPP menjadi wewenang pihak terkait. Dimaksud dengan 
“pihak terkait”, antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal 
pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu15.

Sebagai suatu peradilan ethics menurut hukum DKPP diberikan 
kewenangan oleh UU Pemilu untuk memanggil Penyelenggara Pemilu 
yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan pemanggilan 
adalah untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. DKPP juga 
berwenang memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait 
untuk dimintai keterangan, termasuk, untuk dimintai dokumen atau 
bukti lain; menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang 
terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik. 
Merupakan bagian dari tugasnya, DKPP juga dapat membentuk tim 
pemeriksa daerah (TPD), di setiap provinsi yang bersifat ad hoc. TPD 
masing-masing berjumlah empat orang. Ketetuan mengenai tugas, 
fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan 
Peraturan DKPP16. 

Sejumlah kewajiba diemban oleh DKPP. Seperti menerapkan 
prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; 
menegakkan kaidah atau norrna etika yang berlaku bagi Penyelenggara 
Pemilu; bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang 

14Setiap putusan pengadilan, termasuk peradilan yang dijalankan DKPP 
untuk mengawal pemurnian nilai-nilai kelembagaan Penyelenggara Pemilu harus 
mempunyai kepala Putusan pada bagian atas Putusan. Untuk DKPP, berirah-irah: 
Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemlu. Kepala Putusan menandai 
adanya kewibawaan yang memberi kekuatan eksekutorial pada Putusan. Apabila 
kepala putusan tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, sekalipun ada 
yang mengatakan quasi pengadilan namun tetap saja sama baiknya dengan putusan 
pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan Putusan tersebut; atau lembaga 
yang ditunjuk untuk menindaklanjuti dan mengawasi Putusan tersebut tidak dapat 
melakukan perbuatan hukum lebih lanjut. Pandangan seperti ini merupakan prinsip 
hukum yang diakui dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam Sistem 
Hukum Pancasila. Lihat misalnya Pasal 224 HIR, dan Pasal 258 Rbg.

15Penjelasan Pasal 159 ayat (3) huruf (d) UU Pemilu.
16Pasal 164 UU Pemilu. Penulis dapat memperkitakan, meskipun ini hanya 

pendapat pribadi dan tidak mewakili pandangan DKPP sebagai suatu institusi, 
TPD tersebut akan diberikan tugas untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang 
bersifat pra penyelidikan dan pra verivikasi terhadap laporan-laporan yang masuk 
ke DKPP. Lihat Lampiran IV buku ini.
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timbul untuk popularitas pribadi; serta menyampaikan putusan kepada 
pihak terkait untuk ditindaklanjuti17.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode 
etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan 
menetapkan keputusan DKPP18. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKPP. Dalam 
hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi 
dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat19. Perlu 
dikemukakan di sini, bahwa penggunaan istilah menetapkan keputusan 
sebagaimaa dikemukakan di atas, harusnya dipertegas dengan kata 
“memutuskan”, sebab secara yuridis, istilah menetapkan itu adalah 
kata kerja dari ketetapan. Efek dari penggunaan istilah yang masih 
tumpang tindih itu selanjutnya dapat berdampak pada kategorisasi 
“peradilan sesunggunya” dan “peradilan tidak sesungguhnya”. 
Seorang hakim dapat dimasukkan ke dalam melaksanakan “peradilan 
sesungguhnya” karena dia membuat putusan, yang memiliki wibawa 
karena dapat dipaksakan. Sedangkan “peradilan tidak sesungguhnya”, 
lebih merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bidang administratif, 
sehingga Putusannya merupakan penetapan.

C.	 Kesekretariatan DKPP RI

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk 
sekretariat DKPP20. Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris. 
Sekretaris DKPP merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan 
jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris DKPP tersebut diangkat 
dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab 
kepada Ketua DKPP21. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, 
tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja sekretariat DKPP diatur dengan 
Peraturan Presiden22. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi 
Sekretariat DKPP ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DKPP23.

17Pasal 159 UU Pemilu.
18Pasal 160 UU Pemilu.
19Pasal 161 UU Pemilu.
20Pasal 162 UU Pemilu.
21Pasal 163 UU Pemilu.
22Pasal 165 UU Pemilu
23Pasal 166 UU Pemilu.
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D.	 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara 
Pemilu, yang di atas disebut sebagai pemurnian nilai bagi kelembagaan 
Penyelenggara Pemilu dapat dijumpai dalam Peraturan DKP-RI No. 2 
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 
Pemilu. Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tersebut ditetapkan di 
Jakarta pada tanggal 25 September 2017 oleh Harjono selaku Ketua 
DKPP-RI. Pada saat Peraturan Dewan itu mulai berlaku, Peraturan 
Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 
2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hanya saja dalam Ketentuan Peralihan Peraturan DKP-RI No. 2 
Tahun 2017 ditegaskan bahwa terhadap Pelanggaran Kode Etik yang 
terjadi sebelum Peraturan DKPP itu diundangkan, tetap diberlakukan 
ketentuan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 
Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum.

Terdapat sejumlah pertimbangan disusun, ditetapkan dan 
diberlakukannya Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tersebut. 
Pertama, yaitu untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, 
dan kredibilitas (ethics) Penyelenggara Pemilu (Demokrasi). Selanjutnya 
berdasarkan pertimbangan pertama dimaksud serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU Pemilu, sebagai pertimbangan kedua 
maka DKPP perlu menetapkan Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun rumusan 
dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pemilu tersebut, yaitu DKPP menyusun 
dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan 
kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, 
KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, 
dan Pengawas TPS.

Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 yang diundangkan pada 
tanggal 28 September 2017 oleh Widodo Ekatjahjana selaku Direktur 
Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut dapat dijumpai dalam Berita 
Negara (BN) Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338. Dalam 
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Peraturan tersebut dijumpai konsiderans yang mengingat beberapa 
peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. UU No. 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1999 No. 75, 
Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI No. 3851);

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LNRI 
Tahun 2015 No. 23, TLN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU 
(LNRI Tahun 2016 No. 130, TLN RI No. 5898); 3. Undang-Undang 
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLN 
RI No. 6109).

1.	 Peristilahan dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017

Dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tersebut, khususnya 
Bab I tentang Ketentuan Umum telah ditegaskan kembali makna 
(ontologi) terhadap sejumlah peristilahan dalam Pemilu. Beberapa 
di antara peristilahan memiliki makna yang sama dengan yang sudah 
dikemukakan dalam UU Pemilu. Namun demikian beberapa peristilahan 
telah diperluas atau ditambahkan pengertiannya dalam Peraturan DKPP 
RI No. 2 Tahun 2017.

Pemilu, yaitu seperti telah dikemukakan di muka diambil dari UU 
Pemilu, bermakna sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 
DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 
anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. 

Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 konsep Pemilu masih 
dibedakan konsep Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang 
diartikan sebagai Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali 
kota secara demokratis dalam NKRI berdasarkan Pancasila, dan UUD 
1945, atau Pemilihan. Selama ini orang mengenal istilah Pemilihan itu 
dengan istilah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah 
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(Pemilukada). Ada saatnya, pemisahan peristilahan ini akan berakhir, 
ketika Pemilu dan Pemilukada telah terjadi secara serentak. 

Hendaknya digarisbawahi bahwa pengaturan mengenai Pemilukada 
perlu merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Wali Kota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLN RI No. 
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 
No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 No. 
130, TLN RI No. 5898).

Begitu pula dengan Penyelenggara Pemilu. Dalam Peraturan 
DKPP RI No. 2 Tahun 2017 hal itu didefinisikan sebagai lembaga yang 
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, 
Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih 
anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 
oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara 
demokratis. 

Pengertian Penyelenggara Pemilu yang terdapat dalam Peraturan 
DKPP RI No. 2 Tahun 2017 memasukkan dalam konsep Penyelenggara 
Pemilu frasa “serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota 
secara demokratis”. Hal ini untuk memastikan bahwa jurisdiksi DKPP 
sebagai peradilan etik juga meliputi Penyelenggara Pemilukada, yang 
tidak disebutkan dalam definisi Penyelenggara Pemilu dalam UU Pemilu.

Mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang tidak diberikan 
pengertian otentiknya dalam UU Pemilu, dalam Peraturan DKPP RI 
No. 2 Tahun 2017 hal itu diartikan sebagai suatu kesatuan asas moral, 
etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara 
Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang 
patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Istilah Peserta Pemilu, juga berbeda maknanya antara yang terdapat 
dalam UU Pemilu dan dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017, yaitu 
partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan 
anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota 
DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
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partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan 
calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan 
Wakil Bupati, dan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota yang 
diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan 
untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Beberapa peristilahan yang memiliki makna yang sama dengan 
yang telah dikemukakan dalam UU Pemilu, tidak dikemukakan lagi di 
sini. Peristilahan dimaksud, yaitu KPU, KPU Provinsi. 

Disamping istilah-istilah itu, masih terdapat beberapa peristilahan 
lain yang dipergunakan dalam ruang lingkup penyelenggaraan Pemilu, 
yaitu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi 
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat 
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kelembagaan 
yang hierarkis dengan KPU. Begitu pula dengan peristilahan seperti 
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan 
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan 
kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/
Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, 
Pengawas TPS dan DKPP kesemuanya telah dikemukakan pengertiannya 
di muka.

2.	 Tujuan, Landasan dan Prinsip bagi Penyelenggara Pemilu

Dirumuskan dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 bahwa 
setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan 
tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan 
berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, 
serta sumpah/janji jabatan. Rumusan ini memberikan kesan, bahwa 
kode etik dan pedoman perilaku itu berbeda dengan sumpah/janji. 
Namun kenyataan normatifnya, semua itu adalah instrumen yuridis 
tempat keberadaaan rujukan bekerja, bertindak, menjalankan tugas, 
wewenang dan kewajiban bagi setiap orang, Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya dirumuskan tujuan, asas dan landasan, serta sifat dari 
Pengaturan Kode Etik penyelenggaran Pemilu. Adapun tujuan, yaitu 
untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas 
anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, 
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PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, 
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Sedangkan asas Pemilu, yaitu Pemilu 
dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada: Pancasila 
dan UUD 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; 
sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; asas Pemilu; dan 
prinsip Penyelenggara Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan 
Kode etik Penyelenggara Pemilu itu merupakan derivasi dari landasan 
sebagaimana dikemukakan di atas.

Kode Etik bersifat mengikat. Rumusan sifat Kode Etik ini 
mengumumkan sifat harus dipatuhi dan ketidakpatuhan akan 
mendatangkan sanksi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. 
Dikemukakan bahwa Kode Etik itu wajib dipatuhi oleh: anggota 
KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/
Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN 
serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar 
Negeri, dan Pengawas TPS; dan Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu24.

Prinsip penyelenggara Pemilu yang pengelaborasiannya dikemukakan 
di bawah ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalitas 
Penyelenggara Pemilu. Untuk itu maka prinsip penyelenggara Pemilu 
itu wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Prinsip integritas 
Penyelenggara Pemilu mengandung sekurang-kurangnya pada empat 
nilai, yaitu: (1) jujur, (2) mandiri, (3) adil, (4) akuntabel.

Jujur berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 
Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kejujuran yang demikian itu tidak 
boleh ada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Sedangkan 
prinsip mandiri telah ditentukan juga maknanya dalam penyelenggaraan 
Pemilu. Yaitu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan 
dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, 

24Penegakan Kode Etik bagi jajaran sekretarian KPU dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN. 
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tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Adil bermakna 
bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, maka Penyelenggara Pemilu 
harus menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya25; 
Akuntabel artinya Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, 
wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab 
dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Mengenai prinsip profesionalitas sebagai pedoman Penyelenggara 
Pemilu, telah ditentukan sejumlah nilai hukum, yaitu: (1) berkepastian 
hukum, (2) aksesibilitas, (3) tertip, (4) terbuka, dan (5) proporsional, 
(6) efektif, (7) efisien dan (8) kepentingan umum. Prinsip berkepastian 
hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu bahwa 
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini kembali 
menegaskan bahwa nilai-nilai etik yang diterapkan terhadap fakta yang 
diajukan ke DKPP adalah nilai-nilai etik menurut hukum atau the rule 
of law, bukan the rule of ethics, yaitu the rule of ethics according to the law. 
Prinsip ini berisi asas legalitas (the principle of legality).

Sedangkan prinsip aksesibilitas bermakna kemudahan yang 
disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas 
guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Prinsip ini kembali 
mengungkap substansi persamaan derajad atau equality before the law dan 
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Tertib maknanya dalam 
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, 
fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. 

Inilah prinsip law and order, yang juga dikenal secara luas 
dalam hukum. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, 
Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik. Dalam 
perspektif keadilan bermartabat, rumusan kaidah dan asas dalam jiwa 

25Tambahan penulis, ini juga merupakan cara memahami keadilan 
bermartabat, yaitu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun 
keadilan bermartabat itu tidak terpancang kepada kata adil saja, sebab semua aspek 
yang diatur dalam UU Pemilu untuk dilaksanakan dan dipatuhi para Penyelenggara 
Pemilu adalah syarat-syarat bermartabat sebagaimana dikehendaki hukum dan 
peraturan perundangan yang berlaku.
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bangsa (volksgeist) tentang keterbukaan informasi publik dapat dijumpai 
dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(LNRI Tahun 2008 No. 61. TLN RI No. 4846).

Mengenai prinsip proporsional, telah diartikan bahwa dalam 
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan 
antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan 
keadilan. Untuk prinsip profesional maknanya dalam penyelenggaraan 
Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan 
kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, 
keterampilan, dan wawasan luas.

Prinsip efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, 
Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai 
rencana tahapan dengan tepat waktu. Sedangkan efisien bermakna bahwa 
dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan 
sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu 
sesuai prosedur dan tepat sasaran. Prinsip terakhir dalam profesionalitas, 
yaitu kepentingan umum. Nilai ini mengandung makna bahwa dalam 
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan 
kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Rujukan etika menurut hukum lainnya bagi Penyelenggara Pemilu, 
sebagaimana dikemukakan di atas adalah sumpah/janji anggota KPU, 
anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota26, 
sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN27 dan sumpah/
janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu 
Luar Negeri, dan Pengawas TPS28; semuanya telah digambarkan dalam 
Bab-Bab sebelumnya dari buku ini29, dan secara terperinci dikemukakan 
kembali dalam Lampiran buku ini.

26Sumpah/Janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/
KIP Kabupaten/Kota, lihat Infra, Lapiran Buku.

27Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, lihat Infra, Lampiran 
yang dikemukaan dalam buku ini.

28Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, 
dan Pengawas TPS, lihat infra, Lampiran buku ini.

29Perhatikan catatan kaki di atas, untuk memeriksa sumpah/janji para 
Penyelenggara Pemilu dimaksud.
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3. 	 Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagai Hukum Materiil

Disamping menjadi pedoman pemurnian nilai bagi Penyelenggara 
Pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Harjono (Ketua DKPP-
RI), Pedoman perilaku sebagaimana dikemukakan di bawah ini dapat 
dikatakan sebagai hukum materiil dalam peradilan etik menurut hukum 
terhadap Penyelenggara Pemilu. Selama ini, sudah menjadi pemahaman 
umum bahwa hukum materiil sebagaimama terjelma dalam undang-
undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman atau 
kaidah bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya 
berbuat (to do) atau tidak berbuat (not to do), termasuk melakukan 
pembiaran sebagai berbuat (refrain from doing something) dalam suatu 
masyarakat yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi 
kepentingan manusia, atau dalam konteks keadilan bermartabat untuk 
memanusiakan manusia (nguwongke wong). 

Namun hukum bukanlah semata-mata sekadar sebagai pedoman 
–seperti tertera dalam nama Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 itu— 
untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan 
dan ditaati. Hukum, dalam hal ini kaidah etik menurut hukum bagi 
Penyelenggara Pemilu harus dilaksanakan. Pihak yang melaksanakan 
hukum itu adalah setiap orang atau subjek hukum, yang dalam Peraturan 
DKPP No. 2 Tahun 2017 telah ditentukan nama “peristilahan”-nya 
secara tertentu. 

Pelaksanaan dari hukum materiil, khususnya kaidah etik menurut 
hukum sebagaimana digariskan dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 
2017 yang akan dipaparkan secara terperinci di bawah ini, dapat 
berlangsung karena kepatuhan di antara pihak yang bersangkutan 
tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, 
bahwa hukum materiil itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan, 
terutama dalam konteks Penyelenggara Pemilu tidak hanya kerugian 
bagi individu, namun juga bagi kepentingan Pemilu itu sendiri. Di bawah 
akan dikemukakan pula hukum formil dalam bidang ethics menurut 
hukum untuk Penyelenggara Pemilu.

Sejumlah pedoman atau kaidah yang disebut dengan hukum 
materiil, atau pedoman perilaku ethics menurut hukum perlu 
dikemukakan sebagai berikut. Dalam melaksanakan prinsip mandiri, 
Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: netral. Dalam netralitas 
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tersebut Penyelenggara Pemilu tidak boleh memihak terhadap partai 
politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu. Untuk 
menjaga netralitas itu, maka Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk 
menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk 
terhadap pelaksanaan tugas. Penyelenggara Pemilu pun dalam menjaga 
netralitasnya wajib untuk menghindari intervensi pihak lain. 

Penyelenggara Pemilu dimaksud, tidak boleh mengeluarkan 
pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu 
yang sedang terjadi dalam proses Pemilu. Netralitas juga mengandung 
pengertian bahwa Penyelenggara Pemilu tidak memengaruhi atau 
melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, 
tim kampanye dan pemilih.

Menjaga netralitasnya, maka Penyelenggara Pemilu dilarang 
memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut 
yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik 
atau peserta Pemilu tertentu. Dia (Penyelenggara Pemilu) itu pun 
tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak 
menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Dia tidak menerima 
pemberian dalam bentuk apa pun dari peserta Pemilu, calon peserta 
Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan 
dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk menjaga netralitas, maka Penyelenggara Pemilu wajib 
menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau 
pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun 
tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, 
dan tim kampanye. Penyelenggara Pemilu hanya dibolehkan menerima 
dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan. Untuk itu maka Penyelenggara Pemilu sebagaiman 
dikemukakan di atas wajib menolak untuk menerima uang, barang, 
dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak 
langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu 
dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan 
melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Agar supaya netralitasnya terjaga, maka Penyelenggara Pemilu juga 
tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan 
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untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, 
penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apa pun dari pihak yang 
berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu; menyatakan secara 
terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak 
saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye; menghindari 
pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan 
dengan peserta Pemilu tertentu. Ketentuan ini, secara a-contrario berarti 
tidak boleh melakukan pembiaran terhadap semua yang dikemukakan 
di atas terjadi dan mengganggu netralitasnya.

Prinsip jujur, menurut Peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan 
di atas menuntut kepada Penyelenggara Pemilu agar dia menunjukkan 
sikap dan tindakan yang ditujukan untuk menyampaikan seluruh 
informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan 
data dan/atau fakta. Secara jujur, setiap Penyelenggara Pemilu harus 
memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi 
yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi 
sementara30.

Selanutnya, prinsip adil dituntut untuk dilaksanakan dengan cara 
Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memperlakukan secara 
sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang 
terlibat dalam proses Pemilu. Secara adil pun dia wajib memberitahukan 
kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin 
akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya. Dia 
wajib untuk menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor 
dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya 
sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan mendengarkan 
semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan 
mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

Untuk melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara 
Pemilu bersikap dan bertindak: melakukan tindakan dalam rangka 
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan; melakukan tindakan dalam rangka 

30Hal ini perlu memerhatikan batasan-batasan yang telah diatur dalam jiwa 
bangsa (volksgeist), sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu dalam UU No. 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No. 61. 
TLN RI No. 4846).
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penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; melakukan 
tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan menjamin 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Prinsip tertib harus dilaksanakan dengan jalan Penyelenggara 
Pemilu bersikap dan bertindak menjaga dan memelihara tertib 
sosial dalam penyelenggaraan Pemilu; mengindahkan norma dalam 
penyelenggaraan Pemilu; menghormati kebhinnekaan masyarakat 
Indonesia; memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, 
dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan 
memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, 
periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menjalankan prinsip terbuka harus dilakukan Penyelenggara Pemilu 
dengan bersikap dan bertindak dalam memberikan akses dan pelayanan 
yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data 
yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; menata data dan dokumen 
untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif; memberikan 
respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pelaksanan prinsip proporsional yangharus dilakukan Penyelenggara 
Pemilu, yaitu jika dia bersikap dan bertindak mengumumkan adanya 
hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi 
konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu; 
menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu 
keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung 
maupun tidak langsung; tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan 
resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; 
dan menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil 
rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah 
ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk 
umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Prinsip profesional wajib dilaksanakan Penyelenggara Pemilu 
melalui sikap dan tindakannya memelihara dan menjaga kehormatan 
lembaga Penyelenggara Pemilu; menjalankan tugas sesuai visi, misi, 
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tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu; melaksanakan 
tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UUD 
1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; mencegah segala 
bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik 
langsung maupun tidak langsung; menjamin kualitas pelayanan kepada 
pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi 
penyelenggaraan Pemilu; bertindak berdasarkan standar operasional 
prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; melaksanakan 
tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan 
tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi 
Penyelenggara Pemilu.

Begitu pula dengan pelaksanaan prinsip akuntabel. Di sini 
Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak menjelaskan keputusan 
yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, 
dan prosedur yang ditetapkan; menjelaskan kepada publik apabila terjadi 
penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta 
upaya perbaikannya; menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan 
publik; memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan 
mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; bekerja 
dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan prinsip efektif wajib dilakukan Penyelenggara Pemilu 
dengan bersikap dan bertindak menggunakan waktu secara efektif 
sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah 
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan melakukan 
segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap 
penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.

Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu 
bersikap dan bertindak dengan kehati-hatian dalam melakukan 
perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan 
dan penyimpangan; dan menggunakan keuangan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab 
Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan 
Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.
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Pelaksanaan prinsip kepentingan umum dilakukan Penyelenggara 
Pemilu melalui sikap dan tindakannya menjunjung tinggi Pancasila, 
UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan; menjunjung tinggi 
kepentingan bangsa dan NKRI; menunjukkan penghargaan dan kerja 
sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan 
bangsa dan NKRI; menjaga dan memelihara nama baik NKRI. 

Termasuk dalam prinsip kepentingan umum, yaitu menghargai dan 
menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku 
kepentingan Pemilu; tidak mengikut sertakan atau melibatkan 
kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, 
wewenang, dan kewajibannya; memberikan informasi dan pendidikan 
pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih; memastikan 
pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu; membuka 
akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam 
proses penyelenggaraan Pemilu; menciptakan kondisi yang kondusif bagi 
pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; 
dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi 
pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan 
dan menyampaikan hak pilihnya.

Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, Penyelenggara Pemilu 
bersikap dan bertindak: menyampaikan informasi Pemilu kepada 
penyandang disabilitas sesuai kebutuhan; memastikan ketersediaan 
sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk 
menggunakan hak pilihnya; memastikan penyandang disabilitas yang 
memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, 
sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon 
Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai 
Penyelenggara Pemilu.

Ketentuan mengenai sanksi juga diatur dalam Peraturan DKPP RI 
No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 
Ditegaskan bahwa DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap 
Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu. Adapun jenis sanksi terhadap pelanggaran Peraturan DKPP 
RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara 
Pemilu, yaitu berupa teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau 
pemberhentian tetap.
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Sanksi berupa teguran tertulis terbagi lagi menjadi peringatan; atau 
peringatan keras. Sedangkan sanksi Pemberhentian tetap terbagi lagi 
menjadi pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau pemberhentian 
tetap sebagai anggota. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana 
dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan Peraturan DKPP mengenai 
pedoman beracara penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang 
digambarkan di bawah ini.

E.	 Hukum Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Untuk melaksanakan hukum materiil sebagaimana telah 
dikemukakan di atas, maka terutama dalam hal ada pelanggaran atau 
untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil dalam hal ada 
tuntutan, aduan, laporan diperlukan rangkaian peraturan-peraturan 
hukum lain di samping hukum materiil itu sendiri. Peraturan hukum 
inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara.

Dalam rangka dijalankannya hukum materiil, yaitu kode etik 
Penyelenggara Pemilu menurut hukum, maka sesuai dengan arahan 
yang diberikan dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 
160 UU Pemilu DKPP dalam hal ini Ketua DKPP-RI, telah menetapkan 
regulasi DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu. Adapun bentuk dari pedoman dimaksud adalah peraturan. 

Hukum formil tersebut adalah Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 
2017, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 
Dengan Penetapan pedoman dimaksud diperoleh isyarat bahwa lembaga 
DKPP adalah suatu peradilan etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut 
hukum. Seperti telah dikemukakan di atas, hal ini menyempurnakan 
pengunaan konsep court of ethics31 berbasis rule of ethics dan disandingkan 
dengan rule of laws yang selama ini dipergunakan. 

Konsep hukum acara disematkan pada pedoman sebagaimana 
dimaksud di atas (Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017) mengingat 
sama seperti yang terjadi dalam peradilan pidana misalnya, hakim 
peradilan umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

31Nur Hidayat Sardini, Mekanisme Penyelesaian Pentelenggaraan Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu, Cetakan Pertamam Penerbit LP2SB, Jakarta Timur, 2015, 
hlm., 35.
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(KUHP), antara lain, sebagai hukum materiil untuk diterapkan pada 
fakta-fakta yang diajukan kepadanya. Selanjutnya, untuk menerapkan 
dan menegakkan hukum (KUHP) sebagai hukum materiil terhadap 
fakta-fakta yang diajukan kepadanya, maka membutuhkan Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). Begitu pula dalam peradilan yang dijalankan oleh 
DKPP untuk menerapkan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 sebagai 
code of ethics menurut hukum, yaitu hukum materiil tentang etika dan 
perilaku Penyelenggara Pemilu terhadap fakta-fakta yang diajukan 
kepada para Komisioner dibutuhkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 
sebagai hukum acaranya.

Barkaitan dengan itu, apa yang dikemukakan di atas juga 
menyempurnakan pandangan yang mengkadegorikan DKPP ke dalam 
quasi pengadilan; atau yang dalam literatur Barat disebut dengan 
quasi-judicial functions32. Di sini tidak hendak dibahas konsep quasi-
judicial functions tersebut dan masuk ke dalam “jebakan” perdebatan 
penggunaan konsep filsafat antara hukum alam (natural justice) dan 
hukum positif yang seolah berepetisi secara abadi di dalam kancah 
keilmuan Barat. Secara etimologis, kata quasi itu sendiri artinya as good 
as33 atau “sama kualitasnya, atau sama baiknya dengan”. Sehingga 
secara etimologis pengunaan konsep quasi-judicial function bagi apa yang 
dilakukan DKPP menurut UU Pemilu dapat diartikan sama baiknya, atau 
sama dari segi kualitasnya dengan fungsi yang dijalankan pengadilan 

32Buku teks Barat yang dapat dilihat, H. W. R. Wade, Administrative Law, Fifth 
Edition, Reprinted 1986, Oxford University Press, Oxford, 1986, hlm. 44-45; 449-
450. Dalam buku itu apa yang disebut dengan quasi-judicial adalah: “a judicial decision 
consists of finding facts and applying administrative policy. ‘Quasi-judicial’ was ... being used 
in precisely the same sense as ‘judicial’...”. Dalam buku yang sama dikemukakan: “A 
quasi-judicial function is an administrative function which the law requires to be exercised 
in some respects as if it were judicial”. Selanjutnya ditegaskan dalam halaman yang 
sama: “A quasi-judicial decision is therefore an administrative decision which is subject to the 
principles of natural justice. Since the great majority of administrative decisions which affect 
the rights or legal position of individuals are subject to the principles of natural justice, most 
of the administrative decisions ... are quasi-judicial”. Wade, Ibid. hlm. 45. Hanya saja, 
pandangan Barat itu tidak dapat diterapkan begitu saja untuk konteks Indonesia 
dan dalam hubungan dengan peradilan etis menurut hukum yang dijalankan 
DKPP. Sebab DKPP bukan merupakan badan administrative dalam Sistem Hukum 
Pancasila, namun merupakan badan di aras ketatanegaraan.

33James Morwood (Ed.), The Pocket Latin Dictionary, Paperback Edition (Oxford: 
Oxford University Press, 1995), hlm. 113.
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umum. Meskipun secara kelembagaan, menurut hukum tata negara di 
Indonesia, keduanya memang berbeda.

Itulah sebabnya, cukuplah kiranya untuk dikatakan di sini bahwa 
kecondongan untuk membedakan antara judicial vs quasi judicial dalam 
menerangkan DKPP bukan lembaga peradilan umum adalah tidak 
relevan dari sudut fungsi yang dijalankan. Sebab fungsi yang dilakukan 
DKPP maupun lembaga peradilan umum adalah fungsi mengadili. 
DKPP menerapkan hukum, semua yang telah ditulis dalam peraturan 
perundang-undangan (asas legalitas formal maupun materiil) khususnya 
Peraturan DKPP, terhadap fakta yang diajukan kepada kelembagaan 
Penyelenggara Pemilu tersebut; termasuk dapat diartikan pula mengadili 
dengan jalan lembaga itu (DKPP) menerapkan administrative policy atau 
suatu produk dari suatu kebijakan formulatif34 terhadap fakta yang 
diajukan kepadanya.

Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 ditetapkan dengan 
mengingat beberapa peratuan perundang-undangan yang berlaku 
sebagai berikut: (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU 
(LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI No. 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 
No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 
menjadi UU (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI No. 5898).

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI 
Tahun 2017 No. 182, TLN RI No. 6109), atau UU Pemilu; (3) Peraturan 
DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2017 No. 1338 ).

34Istilah kebijakan formulatif meminjam konsep yang digunakan Otto 
Yudianto, lihat Otto Yudianto, Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur 
Hidup dalam rangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, (Surabaya: Menuju Insan 
Cemerlang, 2015). Tampaknya menurut Otto Yudianto, meskipun suatu rumusan 
ketentuan itu merupakan rumusan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang 
(KUHP), namun hal itu dapat dilihat sebagai suatu kebijakan (policy), dan oleh 
sebab itu disebut sebagai kebijakan formulatif. Pandangan Otto Yudianto ini 
menyempurnakan perspektif Barat yang dikemukakan Ronald Dworkin dalam 
bukunya: A Matter of Principle. Lihat Ronal Dworkin, A Matter of Principle, 
Clarendon Press, Oxford, 1986.
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Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 ditetapkan di Jakarta pada 
tanggal 6 Oktober 2017 Ketua DKPP-RI, Harjono. Sama dengan 
Peraturan DKPP di atas, agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan 
DKPP tersebut ditempatkan dalam BNRI Tahun 2017 No. 1404. 
Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 diundangkan di Jakarta pada 
tanggal 9 Oktober 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, Widodo Ekatjahjana.

Disebutkan dalam Ketentuan Peralihan dari Peraturan DKPP-RI No. 
3 Tahun 2017 bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik yang masih 
diproses dan belum diputus sebelum berlakunya Peraturan DKPP-RI 
No. 3 Tahun 2017, dilaksanakan berdasarkan Peraturan DKPP No. 1 
Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2017 
tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Sejak Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 mulai berlaku maka 
Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2013 No. 1603) yang diubah 
dengan Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2017 No. 810), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.

1. 	 Peristilahan dalam Hukum Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dalam BAB I Ketentuan Umum Peraturan DKPP-RI Nomor 3 
Tahun 2017 telah didefinisikan sejumlah peristilahan dalam pedoman 
beracara kode etik Penyelenggara Pemilu, yang dalam buku ini disebut 
sebagai hukum acara kode etik Penyelenggara Pemilu. Beberapa 
peristilahan dalam Pasal 1 Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 
telah digambarkan di muka, baik ketika mengguraikan mengenai 
pengaturan kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam UU Pemilu 
maupun Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 sebagai manifestasi dari 
jiwa bangsa (volksgeist) dalam perspektif keadilan bermartabat. 

Agar tidak terjadi duplikasi dalam buku ini, berikut ini hanya 
dikemukakan peristilahan dan makna yang belum digambarkan 
saja dalam manifestasi volksgeist yang berkaitan dengan hukum 
kelembagaan Penyelenggara Pemilu sebelumnya. Beberapa pengertian 
dari peristilahan yang sudah digambarkan di muka, yaitu mengenai 
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Pemilu, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Penyelenggara 
Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi, Komisi 
Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/
Kota, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan 
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan 
kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/
Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, 
Pengawas TPS, DKPP itu sendiri, dan Peserta Pemilu.

Sejumlah peristilahan yang belum dikemukakan pengertiannya 
adalah Tim Kampanye, yang didefinisikan sebagai tim yang dibentuk 
oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai 
politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan 
calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu 
penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan 
teknis penyelenggaraan kampanye.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 
2017 juga dikemukakan peristilahan masyarakat yang didefinisikan 
sebagai setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 
pemilih atau kelompok masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud 
dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap 
berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah 
kawin. Sedangkan istilah rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Rekomendasi DPR adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat.

Istilah pengaduan dan/atau laporan dalam Pasal 1 Peraturan 
DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 diartikan sebagai pemberitahuan 
adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang 
diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim 
kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR. Sedangkan 
istilah yang berkaitan dengan itu, yaitu istilah Pengadu dan/atau 
Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, 
masyarakat, pemilih, dan/atau Rekomendasi DPR yang menyampaikan 
Pengaduan dan/atau Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota 
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KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, 
KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota 
KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, 
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, 
anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu 
Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan 
Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa istilah teknis dalam beracara di DKPP seperti verifikasi 
administrasi diartikan sebagai pemeriksaan formil dalam rangka 
pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan. 
Verifikasi Materiel adalah pemeriksaan terhadap alat bukti dan 
relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan 
pelanggaran kode etik.

Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh DKPP/Tim 
Pemeriksa Daerah untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Resume adalah pendapat akhir dan 
rekomendasi setiap anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan 
perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Rapat 
Pleno DKPP adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk 
membahas, memusyawarahkan dan memutus perkara pelanggaran 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dihadiri oleh tujuh orang anggota 
DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang 
anggota DKPP. Putusan DKPP adalah putusan tentang perkara Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu.

Peristilahan Tim Pemeriksa Daerah atau TPD dimengerti sebagai 
tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur 
DKPP, KPU Provinsi atau KIP Aceh, Bawaslu Provinsi dan unsur 
masyarakat. Sedangkan Majelis adalah Ketua dan/atau Anggota DKPP 
yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik 
anggota KPU dan/atau anggota Bawaslu. Tim Pemeriksa adalah TPD 
yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu di daerah. Sekretariat adalah Sekretariat DKPP 
yang dikepalai oleh seorang Sekretaris, dan Hari yang dipahami dalam 
Pasal 1 Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 sebagai hari kerja.
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2.	 Prinsip dan Ruang Lingkup (Yurisdiksi) Persidangan

Dalam BAB II mengenai Prinsip Persidangan Kode Etik Peraturan 
DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 diatur dua prinsip beracara yang penting 
untuk dikemukakan di sini, yaitu bahwa persidangan kode etik 
diselenggarakan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana. Prinsip 
selanjutnya, yaitu pengaduan dan/atau laporan serta persidangan 
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tidak dipungut 
biaya.

Mengenai ruang lingkup persidangan kode etik menurut Peraturan 
DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, dikemukakan dalam BAB III, bahwa 
setiap penyelenggara Pemilu wajib mematuhi kode etik. Selanjutnya 
ditegaskan batas kewenangan atau yurisdiksi absolut dari DKPP bahwa 
hal menyangkut penegakan kode etik penyelenggara Pemilu hanya 
(monopoli) dilaksanakan oleh DKPP.

3.	 Pengaduan, Laporan dan Rekomendasi

Pengaduan dan/atau Laporan serta rekomendasi diatur dalam 
Bagian Kesatu Umum BAB IV Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, 
yaitu bahwa dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada 
DKPP berupa: Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau rekomendasi 
DPR. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan oleh: Penyelenggara 
Pemilu; Peserta Pemilu; tim kampanye; masyarakat; dan/atau, pemilih. 
Rekomendasi DPR disampaikan oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan 
Peraturan Tata Tertib DPR.

Dalam Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 Bagian Kedua tentang 
Persyaratan dan Tata Cara, diatur bahwa Pengaduan dan/atau Laporan 
dugaan pelanggaraan kode etik disampaikan secara tertulis dalam 
Bahasa Indonesia sebanyak dua rangkap. Pengaduan dan/atau Laporan 
dugaan pelanggaraan kode etik itu disertai pula dengan dokumen 
Pengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan secara 
elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat (compact 
disk) atau yang sejenis dengan itu.

Selanjutnya diatur bahwa Pengaduan dan/atau Laporan dimaksud 
pada paling sedikit memuat: identitas lengkap Pengadu dan/atau 
Pelapor; identitas Teradu dan/atau Terlapor; uraian dugaan pelangaran 
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kode etik; dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus 
dugaan pelanggaran kode etik. Identitas Teradu dan/atau Terlapor paling 
sedikit memuat: nama lengkap; jabatan; dan alamat kantor.

Uraian dugaan pelangaran kode etik memuat uraian jelas mengenai 
tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang 
meliputi: waktu perbuatan dilakukan; tempat perbuatan dilakukan; 
perbuatan yang dilakukan; dan cara perbuatan dilakukan. Pengaduan 
dan/atau Laporan diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan 
kelengkapan: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain 
Pengadu dan/atau Pelapor; surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
Pengadu dan/atau Pelapor; dan alat bukti. 

Selain melampirkan kelengkapan di atas, Pengaduan dan/atau 
Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Pengadu dan/atau 
Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus. Formulir Pengaduan 
dan/atau Laporan, surat pernyataan dan surat kuasa khusus dapat 
dilihat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 201735.

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling 
sedikit dua alat bukti. Alat bukti dimaksud berupa: keterangan saksi; 
keterangan ahli; surat atau tulisan; petunjuk; keterangan para pihak; 
atau data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar 
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 
yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun 
yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 
memiliki makna.

Hendaknya diperhatikan suatu catatan yang ditambahkan di sini 
bahwa rumusan ketentuan mengenai alat bukti di atas perlu dibaca 
dalam konteks alat bukti Dokumen/Informasi Elektronik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 ayat (1-4 a, b) UU No. 11 Tahun 2008 (LNRI 
Tahun 2008 No. 58) dan Penjelasannya (TLN RI No. 4843) yang bagian 
Penjelasan untuk ayat (1) dan (2) telah diubah dengan UU No. 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2016 No. 251) (TLN 

35Lihat Lampiran II buku ini.
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RI No. 5925). Adapun rumusan perubahan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) 
dimaksud adalah bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah 
untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan 
hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui 
Sistem Elektronik. 

Sedangakan perubahan untuk Pasal 5 ayat (2) dirumuskan bahwa, 
khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang 
merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka 
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau 
institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-
undang. Itulah sebabnya, maka dapat dikatakan di sini bahwa DKPP 
adalah termasuk dalam frasa “institusi lainnya yang kewenangannya 
ditetapkan berdasarkan UU Pemilu”. 

Perlu dikemukakan di sini bahwa rumusan awal dari Pasal 5 UU 
No. 11 Tahun 2008 sebelum diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 
adalah sebagai berikut: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang 
sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/
atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang 
berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. 
surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; 
dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus 
dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat 
pembuat akta. Terhadap ayat 4 huruf (a) sebagaimana dikemukakan di 
atas, diberikan Penjelasan bahwa surat yang menurut undang-undang 
harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, 
surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan 
hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Ketentuan ini 
tidak berubah.
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Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 di atas dapat disampaikan secara: 
langsung; atau tidak langsung. Pengaduan dan/atau Laporan langsung 
disampaikan kepada petugas penerima Pengaduan. Pengaduan dan/atau 
Laporan tidak langsung disampaikan melalui: media elektronik; dan/
atau media non-elektronik.

Bila Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang 
menjabat sebagai: anggota KPU; anggota Bawaslu; anggota KPU Provinsi 
atau KIP Aceh; anggota Bawaslu Provinsi; anggota KPU Kabupaten/Kota 
atau KIP Kabupaten/Kota; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; anggota 
PPLN; anggota Panwaslu LN; atau anggota KPPSLN, Pengaduan dan/
atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu.

Sedangkan apabila Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara 
Pemilu yang menjabat sebagai: anggota PPK; anggota Panwaslu 
Kecamatan; anggota PPS; anggota Panwaslu Kelurahan/Desa; anggota 
KPPS; atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pengaduan dan/atau 
Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau 
KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada 
jajaran di bawahnya, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada 
DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang. Dalam hal hasil 
pemeriksaan KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota 
atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota memutus pemberhentian, anggota yang bersangkutan 
diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP.

Jikalau KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/
Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak 
menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

4.	 Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan

Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur tentang 
pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan, yang terdiri dari dua 



Bab 2 | Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) 59

bagian. Dalam Bab V dari Peraturan tersebut diatur bagian yang 
pertama mengenai verifikasi administrasi sedangkan bagian yang kedua 
mengatur verifikasi materiel, registrasi, dan penjadwalan sidang.

Dalam bagian pertama, yang mengatur mengenai verifikasi 
administrasi diatur bahwa Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran 
kode etik dengan Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu 
yang menjabat sebagai: anggota KPU; anggota Bawaslu; anggota 
KPU Provinsi atau KIP Aceh; anggota Bawaslu Provinsi; anggota 
KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; anggota Bawaslu 
Kabupaten/Kota; anggota PPLN; anggota Panwaslu LN; atau anggota 
KPPSLN, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada 
DKPP atau Bawaslu maka verifikasi administrasi oleh DKPP. Verifikasi 
administrasi dimaksudkan untuk memastikan kelengkapan syarat 
Pengaduan dan/atau Laporan.

Menurut ketentuan itu, bila Pengadu dan/atau Pelapor hanya 
menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, anggota 
PPS, anggota KPPS, DKPP menyampaikan kepada KPU Kabupaten/
Kota atau KIP Kabupaten/Kota. Apabila Pengadu dan/atau Pelapor 
hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu 
Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas 
TPS, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan apabila Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan 
dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota 
KPPSLN, DKPP menyampaikan kepada KPU. Jika Pengadu dan/atau 
Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota 
Panwaslu LN, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu. Dalam hal 
Pengaduan dan/atau Laporan belum memenuhi syarat administrasi, 
DKPP wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk 
melengkapi atau memperbaiki. Pemberitahuan dimaksud disampaikan 
secara tertulis oleh DKPP paling lama 5 hari setelah Pengaduan dan/
atau Laporan dilakukan verifikasi administrasi.

Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki 
Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama tujuh Hari 
setelah menerima pemberitahuan. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor 
tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam batas waktu paling 
lama tujuh hari setelah menerima pemberitahuan, Pengaduan dan/atau 
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Laporan menjadi gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan 
dan/atau Laporan baru.

Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik, dilakukan 
verifikasi administrasi oleh Bawaslu. Verifikasi administrasi dilakukan 
untuk memastikan kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan. 
Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan belum memenuhi syarat 
administrasi, Bawaslu wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/
atau Pelapor untuk melengkapi dan/atau memperbaiki. Pemberitahuan 
dimaksud disampaikan oleh Bawaslu secara tertulis paling lama 3 hari 
sejak Pengaduan dan/atau Laporan diterima.

Pengadu dan/atau Pelapor harus melengkapi dan/atau memperbaiki 
Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 7 hari 
setelah pemberitahuan diterima. Dalam hal Pengaduan dan/atau 
Laporan dinyatakan memenuhi syarat administrasi, Bawaslu wajib 
menyampaikan berkas Pengaduan dan/atau Laporan kepada DKPP 
dalam waktu paling lama lima Hari.

Apabila Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan 
pelanggaran kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, 
Bawaslu menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi dengan 
berpedoman pada mekanisme internal KPU. Jika Pengadu dan/atau 
Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota 
Panwaslu LN, Bawaslu melakukan verifikasi dengan berpedoman pada 
mekanisme internal Bawaslu.

Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik, dilakukan 
verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Jika Pengadu 
dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode 
etik anggota PPK, PPS dan/atau KPPS, Bawaslu Kabupaten/Kota 
menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/
Kota untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme 
internal KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Bila ternyata Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan 
dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten/Kota 
melakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal 
Bawaslu Kabupaten/Kota.
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Setiap Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan secara 
langsung telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan diberikan 
surat tanda terima. Formulir surat tanda terima Pengaduan dan/
atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam bagian pertama, yang mengatur mengenai verifikasi materiel, 
registrasi, dan penjadwalan sidang diatur bahwa Pengaduan dan/
atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dilakukan 
verifikasi materiel oleh DKPP. Verifikasi materiel dimaksud untuk 
menentukan kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk disidangkan.

Dalam hal verifikasi materiel menyatakan Pengaduan dan/
atau Laporan belum memenuhi syarat untuk disidangkan, DKPP 
wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diberi 
kesempatan untuk melengkapi. 

Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki 
Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama tujuh Hari 
setelah menerima pemberitahuan. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor 
tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu yang 
ditentukan, Pengaduan dan/atau Laporan gugur dan dapat diajukan 
kembali sebagai Pengaduan dan/atau Laporan baru.

Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi Verifikasi 
Administrasi dan Verifikasi Materiel dicatat dalam buku registrasi 
perkara oleh DKPP. Apabila Pengaduan dan/atau Laporan itu dicabut 
oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan 
Pengaduan dan/atau Laporan.

DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama dua Hari setelah 
Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi 
materiel dan dicatat dalam buku registrasi perkara. Penetapan Hari 
sidang diberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diumumkan 
kepada masyarakat.

Apabila Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan dapat disidangkan 
dalam sidang DKPP, maka Pengadu dan/atau Pelapor wajib menyerahkan 
dokumen Pengaduan dan/atau Laporan sebanyak delapan rangkap. 
Dokumen Pengadulan dan/atau Laporan tersebut disertai dokumen 
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Pengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan 
secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram 
padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu. DKPP akan 
menunda pelaksanaan sidang apabila Pengadu dan/atau Pelapor belum 
menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan.

5.	 Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pengaturan persidangan pelanggaran kode etik Penyelenggara 
Pemilu dibagi ke dalam empat kategori persidangan. Dalam bagian 
kesatu diatur mengenai persiapan persidangan. Dikemukakan bahwa 
Sekretariat menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan 
lainnya guna mendukung penyelenggaraan Persidangan. Pemeriksaan 
dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di kantor KPU 
Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu Provinsi atau tempat lainnya.

Sekretariat menyampaikan panggilan sidang kepada Pengadu 
dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor paling singkat lima Hari 
sebelum pelaksanaan Persidangan. Dalam hal Pengadu dan/atau 
Pelapor tidak memenuhi panggilan pertama tanpa keterangan yang 
dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil persidangan, DKPP 
dapat menetapkan putusan. Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak 
memenuhi panggilan pertama, Sekretariat menyampaikan panggilan 
kedua dalam waktu paling lama lima Hari sebelum pelaksanaan 
Persidangan. Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir lagi, 
maka DKPP dan/atau TPD tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan 
menetapkan putusan.

Dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang 
jarak jauh. Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak dapat memberi 
kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam Persidangan.

Diatur pula mengenai Tata Tertib Persidangan, bahwa Persidangan 
dilaksanakan dengan tertib, khidmat, aman, lancar dan berwibawa. 
Pengunjung Persidangan wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan 
kesopanan dalam Persidangan. Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu 
dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait serta pengunjung 
Persidangan dilarang: membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat 
membahayakan atau mengganggu jalannya Persidangan; melakukan 
perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu Persidangan 



Bab 2 | Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) 63

dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Persidangan; 
dan merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau 
perlengkapan Persidangan lainnya.

Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli 
dan Pihak Terkait serta pengunjung Persidangan wajib: menjaga 
ketertiban, ketenangan, dan kesopanan; menempati tempat duduk yang 
telah disediakan; dan menunjukkan sikap hormat kepada Majelis/Tim 
Pemeriksa.

Jika Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, 
ahli dan Pihak Terkait serta pengunjung melakukan pelanggaran dan/
atau tidak melaksanakan kewajiban menurut Peraturan DKPP, Ketua 
Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan teguran kepada pihak yang 
melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban. 
Apabila teguran tidak dipatuhi, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa 
berwenang memerintahkan untuk mengeluarkan pihak yang melakukan 
pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dari tempat 
Persidangan.

Ditentukan sebagai tata cara sidang pemeriksaan bahwa setiap 
anggota Majelis/Tim Pemeriksa menandatangani daftar hadir sebelum 
dimulainya Persidangan. Petugas membacakan tata tertib Persidangan. 
Ketua dan Anggota Majelis/Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa 
memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua Majelis/
Ketua Tim Pemeriksa menyatakan Persidangan dibuka dan terbuka 
untuk umum sebelum Persidangan dimulai. Ketua Majelis/Ketua Tim 
Pemeriksa mengetukkan palu tiga kali untuk membuka Persidangan. 
Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menanyakan kepada para pihak 
apakah diminta atau memberi uang kepada Majelis/Tim Pemeriksa atau 
jajaran staf sekretariat pada setiap Persidangan. Ketua Majelis/Ketua 
Tim Pemeriksa menyampaikan agenda Persidangan setelah Persidangan 
dibuka. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu 
dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan diri. 
Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau 
Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan saksi dan/
atau ahli dan/atau Pihak Terkait yang diajukan. 

Selanjutnya, saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai 
dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum 
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menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Majelis/
Tim Pemeriksa. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan 
kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk menyampaikan 
pokok aduan. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan 
kesempatan kepada Teradu dan/atau Terlapor untuk menyampaikan 
keterangan, tanggapan dan/atau jawaban atas Pengaduan dan/atau 
Laporan dari pihak Pengadu dan/atau Pelapor.

Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan 
kepada saksi, ahli, atau Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan. 
Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada 
Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan 
pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi, ahli dan/
atau Pihak Terkait. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan 
kesempatan kepada Anggota Majelis/Anggota Tim Pemeriksa untuk 
mengajukan pertanyaan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu 
dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait. Ketua Majelis/Ketua 
Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau 
Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/
atau alat bukti tambahan di dalam Persidangan. Ketua Majelis/Ketua 
Tim Pemeriksa mengetukkan palu satukali untuk menunda Persidangan. 
Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu satu kali untuk 
melanjutkan Persidangan yang ditunda. Ketua Majelis/Ketua Tim 
Pemeriksa mengetukkan palu tiga kali untuk menutup Persidangan. 
Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Mengenai pelaksanaan persidangan dikemukakan bahwa 
persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. Dalam hal 
tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh dua orang 
anggota DKPP.

Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi 
Teradu dan/atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat 
menjadi Majelis. Anggota DKPP dari unsur KPU atau Bawaslu, dapat 
digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang 
ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu.

Jika Ketua dan seluruh anggota KPU menjadi Teradu dan/atau 
Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan 
unsur KPU. Bila Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu 
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dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa 
melibatkan unsur Bawaslu. Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU 
serta Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau 
Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan 
unsur KPU dan Bawaslu.

Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa. 
Dalam hal sidang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin oleh 
anggota DKPP. Majelis/Tim Pemeriksa sidang tidak dapat mengajukan 
pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara.

Pelaksanaan persidangan meliputi: memeriksa kedudukan hukum 
Pengadu dan/atau Pelapor; mendengarkan keterangan Pengadu 
dan/atau Pelapor di bawah sumpah; mendengarkan keterangan dan 
pembelaan Teradu dan/atau Terlapor; mendengarkan keterangan 
saksi di bawah sumpah; mendengarkan keterangan ahli di bawah 
sumpah; mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan 
mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi 
dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan. Dalam hal 
sidang dianggap cukup, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan 
persidangan selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis menyampaikan 
hasil persidangan kepada Rapat Pleno. Sidang dapat dibuka kembali 
berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

6.	 Sidang Pemeriksaan di Daerah Melalui Tim Pemeriksa Daerah 
(TPD)

Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur mengenai 
sidang pemeriksaan di daerah. DKPP membentuk TPD untuk melakukan 
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh: anggota KPU 
Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota 
KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau anggota PPK, anggota Panwaslu 
Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota 
KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau 
anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/
Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/
Kota. Lihat Lampiran IV buku ini.
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DKPP dapat menugaskan TPD untuk memeriksa pemberhentian 
anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota 
Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang 
dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau 
Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP. TPD diangkat selama satu 
tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan.

TPD sebagaimana dimaksud terdiri atas: satu orang unsur anggota 
DKPP; satu orang unsur anggota KPU Provinsi; satu orang unsur 
anggota Bawaslu Provinsi; dan satu orang unsur masyarakat yang 
berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki 
pengetahuan kepemiluan dan etika, berdomisili di wilayah kerja TPD.

Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau 
Bawaslu Provinsi sebagai Teradu, TPD dari unsur KPU Provinsi atau 
KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi tidak dapat menjadi Pemeriksa. 
Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau 
Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/
atau Bawaslu Provinsi mengajukan pengganti.

Apabila Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh 
menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan 
oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh. Dalam 
hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, 
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa 
melibatkan unsur Bawaslu Provinsi. 

Sedangkan jika Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP 
Aceh serta Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, 
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa 
melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi. 
Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik menghadirkan Teradu dan/
atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor, dan dapat menghadirkan saksi, 
ahli dan/atau Pihak Terkait.

Ketua Tim Pemeriksa dapat saja berhalangan. Bila itu terjadi 
maka Ketua DKPP dapat menugaskan anggota DKPP lainnya sebagai 
pengganti. Dalam hal Ketua dan seluruh Anggota DKPP berhalangan 
menjadi TPD, pelaksanaan sidang pemeriksaan ditunda dan dilakukan 
penjadwalan ulang. Apabila TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP 
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Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi berhalangan, KPU Provinsi atau KIP 
Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan pengganti. Dalam 
hal anggota TPD dari unsur masyarakat berhalangan, DKPP dapat 
menugaskan anggota TPD unsur masyarakat lainnya. 

Apabila sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa 
menyatakan sidang pemeriksaan selesai dan ditutup. Setelah sidang 
pemeriksaan ditutup, Tim Pemeriksa Daerah dapat melaksanakan rapat. 
Setiap anggota Tim Pemeriksa wajib membuat resume dan rekomendasi 
serta menyampaikan kepada DKPP paling lama dua Hari sejak sidang 
pemeriksaan ditutup. Resume dan rekomendasi anggota Tim Pemeriksa 
dilaporkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno DKPP. Sidang 
pemeriksaan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno 
DKPP

7.	 Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Mengenai Penetapan Putusan pelanggaran kode etik diatur bahwa 
hal itu dilakukan melalui Rapat Pleno. Rapat Pleno penetapan putusan 
dilakukan paling lama sepuluh Hari setelah sidang pemeriksaan 
dinyatakan ditutup. Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang 
dihadiri oleh tujuh orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu 
dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP. Rapat pleno DKPP 
mendengarkan penyampaian hasil Persidangan. DKPP mendengarkan 
pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan 
putusan.

Apabila anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, 
anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis 
untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP. Dalam hal anggota DKPP 
tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui 
keputusan Rapat Pleno.Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP 
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan jika tidak 
tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan maka 
dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal terjadi perbedaan 
dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, 
setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan 
pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.
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Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat tiga puluh Hari 
sejak Rapat Pleno penetapan putusan. Putusan yang telah ditetapkan 
dalam Rapat Pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan 
memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak Pengadu dan/atau 
Pelapor, dan/atau Pihak Terkait.

Amar putusan DKPP menyatakan: Pengaduan dan/atau Laporan 
tidak dapat diterima; Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; 
atau Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar. Apabila 
amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti 
melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa: teguran tertulis; 
pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap.

Jikalau amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau 
Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor. 
Sedangkan bila Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang 
merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam 
pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU 
dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan.

DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan 
hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat 
Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat 
Bawaslu disetiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU 
Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, 
Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat 
PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, 
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, 
dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.

Apabila pengaduan dan/atau laporan telah diregistrasi, sidang 
pemeriksaan terhadap Teradu dan/atau Terlapor yang tidak lagi sebagai 
Penyelenggara Pemilu dapat tetap dilanjutkan. Teradu dan/atau Terlapor 
apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sanksinya 
pemberhentian tetap, DKPP dapat menjatuhkan sanksi untuk tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Penyelenggara Pemilu 
wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama tujuh Hari terhitung 
sejak putusan dibacakan. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi 
pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan 
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sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan. 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP. Salinan Putusan 
DKPP disampaikan kepada: Teradu dan/atau Terlapor; Pengadu dan/
atau Pelapor; dan Pihak Terkait lainnya. Penyampaian salinan putusan 
dimaksud agar ditindaklanjuti. 

Sejumlah aspek lain yang tidak dikemukakan di atas juga 
diakomodasi pengaturannya dalam Peraturan DKPP dimaksud. 
Dirumuskan bahwa KPU melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota PPLN dan KPPSLN dengan berpedoman pada 
asas transparansi dan akuntabilitas. KPU Kabupaten/Kota atau KIP 
Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode 
etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada 
Peraturan KPU.

Bawaslu melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik 
anggota Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi 
dan akuntabilitas. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan 
dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berpedoman pada Peraturan 
Bawaslu.

Dalam hal Rapat Pleno KPU memutus pemberhentian anggota, 
yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPLN, dan KPPSLN 
sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal 
Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota memutus 
pemberhentian anggota, yang bersangkutan diberhentikan sementara 
sebagai anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya 
keputusan pemberhentian.

Apabila Rapat Pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota, 
yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu 
LN sampai dengan terbit keputusan pemberhentian. Jika Rapat Pleno 
Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota, yang 
bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu 
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sampai terbit 
keputusan pemberhentian. Keputusan pemberhentian sebagaimana 
dimaksud diadukan dan/atau dilaporkan oleh KPU, KPU Kabupaten/
Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 
kepada DKPP untuk dilakukan pemeriksaan.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



Mengapa buku dengan judul DKPP Penegak Etik Penyelenggara 
Pemilu Bermartabat ini ditulis? Jawaban yang dapat dikemukaan 
di sini, antara lain, dilatarbelakangi oleh fakta-fakta menarik yang 
muncul sejak ada dan bekerjanya lembaga baru DKPP hingga buku ini 
disusun. Kenyataannya, sebagaimana dikemukakan dalam gambaran 
dua sengketa TUN dalam Bab ini, begitu pula digambarkan dalam Bab 
yang secara khusus membicarakan eksistensi DKPP sebagai penegak etik 
Penyelenggara Pemilu dalam kaitan dengan Mahkamah Konstitusi (MK), 
sejak dibentuk dan beroperasi, DKPP telah mengalami beberapa kali 
digugat di Pengadilan1; berbagai putusan Pengadilan itu dikemukakan 
di dalam buku ini. Gugatan terhadap DKPP yang demikian itu dapat 

1Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, sehingga judul buku ini telah 
diberi dimensi keadilan bermartabat dimaksud, terdapat postulat bahwa apabila 
orang hendak mencari hukumnya, dalam hal ini Hukum yang mengatur tentang 
DKPP sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu, maka orang harus mencari 
dan menemukan hukum tersebut dalam jiwa bangsa (volksgeist). Mengingat jiwa 
bangsa itu adalah sesuatu yang abstrak, maka teori keadilan bermartabat menunjuk 
manifestasi jiwa bangsa itu pada dua sumber utama, yaitu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan, diharapkan yang 
berkekuatan hukum tetap. Dalam kedua sumber itu akan ditemukan hukumnya, 
yaitu Hukum yang mengatur tentang DKPP sebagai Penegak Etik Penyelenggara 
Pemilu. Apa yang diuraikan dalam Bab ini, yaitu jiwa bangsa yang memanifestasikan 
dirinya, terutama dalam putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 
Dari jiwa bangsa yang demikian itu, akan tergambar, antara lain, wajah DKPP 
sebagai penegak etik penyelenggara Pemilu yang diinginkan dalam jiwa bangsa, 
yang bermartabat.

DKPP RI SEBAGAI PENEGAKAN ETIK 
PENYELENGGARA PEMILU DALAM 
KAITANNYA DENGAN PERADILAN 
TATA USAHA NEGARA
(Bagian Pertama)
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dipandang sebagai pertanda bahwa masih adanya persoalan serius dalam 
institusi penegak Etik Penyelenggara Pemilu itu, ketika menjalankan 
fungsinya menegakkan etik Penyelenggara Pemilu yang bermartabat2. 

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan 
etik Penyelenggara Pemilu, DKPP juga harus dijaga martabatnya, 
mengikuti hukum dan peraturan perundangan, yang dalam perspektif 
Teori Keadilan Bermartabat merupakan manifestasi dari jiwa bangsa 
yang berlaku (volksgeist); tidak hanya itu, di Indonesia, semua peraturan 
perundang-undangan merupakan derivasi dari Pancasila, begitu pula 
putusan-putusan pengadilannya. Dengan mengikuti aturan hukum dan 
peraturan perundang-undangan dimaksud, termasuk diikuti dengan 
konsisten dalam berbagai Putusan Pengadilan, maka DKPP seharusnya 
tidak akan bakal dituduh sebagai “jeruk makan jeruk”, atau “maling 
teriak maling”. 

Pengalaman di masa lampau, setiak-tidaknya di masa-masa yang 
tergambar dalam uraian Putusan Pengadilan sebagaimana dikemukakan 
di bawah ini, ketika DKPP yang masih merupakan lembaga yang 
relatif baru bukan hanya di Indonesia namun di dunia tersebut, dapat 
dijadikan pelajaran yang berharga dalam melangkah lebih jauh, dalam 
melaksanakan fungsi sebagai penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu, 
terutama DKPP menegakkan etik Penyelengggara Pemilu dengan dasar 
yuridis dalam jiwa bangsa (volksgeist) yang lebih baik, yang disesuaikan 
dengan reformasi atas peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai Pemilu dan Pemilihan, yaitu UU-Pemilu, UU No. 7 Tahun 
2017.

2Perlu ditekankan kembali di sini, baha sesuai dengan judl buku ini yang 
menggunakan perspektif teori keadilan bermartabat atau keadilan bermartabat, 
maka yang dimaksudkan dalam konsep Penyelenggara Pemilu Bermartabat, yaitu 
Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam jiwa bangsa 
(volksgeist). Menurut perspektif teori keadilan bermartabat, yang dimaksud dengan 
jiwa bangsa itu, manifestasinya adalah peraturan perundang-undagnan yang berlaku 
dan sedapat mungkin, termasuk di dalamnya putusan-putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap yang ebrlaku di dalam Sistem Hukum Pancasila, sebagai 
suatu sistem hukum yang independent dan berdauat. Eksistensi dan beroperasinya 
Penyelenggara Pemilu itu dikatakan bermartabat, dalam perspektif teori keadilan 
bermartabat, apabila didasarkan pada jiwa bangsa; daam hal ini Pancasila menjadi 
hukum tertinggi, tempat atau dari mana segala kaidah dan asas-asas hukum 
diderivasi; Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum.
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A.	 Tentangan (“Ujian”) bagi Eksistensi DKPP Tanpa Kehadiran 
DKPP Secara Langsung

Gambaran tentang sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) yang dikemukakan di bawah ini berisi potret tentang “ujian” 
yang pernah dialami oleh DKPP dalam eksistensinya sebagai institusi 
penegak etik Penyelengara Pemilu, sejak lembaga itu terbentuk. Sengketa 
yang digambarkan di bawah ini adalah sengketa tata usaha negara (TUN) 
di tingkat Kasasi. Sengketa yang ada merupakan sengketa yang termasuk 
dalam jurisdiksi yang dimulai dari dari Peradilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia 
(MARI). Setelah pemeriksaan dilakukan, terhadap sengketa itu MARI 
telah mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015. 

Adapun Majelis Hakim Kasasi di MARI yang menerima, memeriksa 
dan mengadili Perkara Kasasi No. 361 K/TUN/2015 tersebut, yaitu: 
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung. Dr. H. Supandi, S.H., 
M.Hum ditetapkan oleh Ketua MARI sebagai Ketua Majelis. Selanjutnya 
ditetapkan sebagai anggota Majelis dalam Perkara itu, yaitu Dr. Irfan 
Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., 
keduanya juga merupakan Hakim-hakim Agung.

Putusan terhadap Perkara Kasasi No. 361 K/TUN/2015 tersebut 
telah diambil oleh Majelis Hakim dimaksud di atas. Putusan itu 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 
Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan 
dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti. Ketika 
Putusan tersebut diambil, para pihak yang berperkara tidak hadir. 
Berikut di bawah ini digambarkan secara utuh perkara dimaksud.

B.	 Para Pihak, Objek, Jangka Waktu Gugatan dan Kewenangan 
PTUN atas Sengketa yang Berkenaan dengan “Ujian” atas 
Eksistensi DKPP

Di atas kertas, atau on the face of the record, Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai institusi Penegak Etik bagi 
Penyelenggara Pemilu memang bukan merupakan pihak yang secara 
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langsung terlibat, dilibatkan atau melibatkan diri dalam sengketa yang 
digambarkan di sini. Hanya saja, dapat dikemukakan di sini, bahwa 
keterlibatan DKPP dalam sengeketa TUN yang digambarkan di bawah 
ini, adalah bersifat tidak langsung. Hal yang sama terlibat pula dalam 
gambaran mengenai “ujian” yang dihadapi DKPP, dalam Putusan yang 
digambarkan setelah bab ini, begitu pula ketika berlangsung perkara 
konstitusi, yang dikemukakan dalam Bab tersendiri dari buku ini. 

Adapun pihak Pemohon Kasasi dalam Perkara Kasasi No. 361 K/
TUN/2015 dimaksud, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi 
Sumatera Utara (Sumut). Komisi (KPU) dimaksud berkedudukan di 
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Kota Medan. Pihak Pemohon Kasasi 
tersebut memberikan kuasa kepada: (1) Dra. Evi Novida Ginting, 
M.SP (Anggota KPU Prov. Sumut); (2) Yulhasni, S.S. (Anggota KPU 
Prov. Sumut); (3) Maruli Pasaribu, S.H., (Kabag Hukum, Teknis dan 
Hupmas); (4) Evi Ratimah Hafsah, S.H., (Kasubbag Hukum); (5) Harry 
Dharma Putra, S.Kom., M.Si.; (6) Liza Marlina, S.H. dan; (7) Mindo H. 
Simbolon, S.T., M.AP. 

Para Pemegang Kuasa sebagaimana dikemukakan di atas adalah 
Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat KPU 
Provinsi Sumut. Mereka berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di 
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan. Mereka Menerima Kuasa 
dengan Surat Kuasa Khusus, No: 1837/KPU Prov-002/VII/2014, yang 
ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2014. Pemohon Kasasi sebagaimana 
dikemukakan di atas dahulu, yaitu ketika perkara masih berada di 
hadapan Pengadilan Tinggi TUN Medan adalah merupakan pihak 
Pembanding, dan sebelum sengketa berada di tingkat Banding, Pemohon 
Kasasi adalah merupakan merupakan pihak Tergugat, ketika sengketa 
berada di Pengadilan TUN Medan.

Sedangkan pihak lawan di tingkat Kasasi tersebut, berjumlah lima 
orang. (1) yaitu Fan Solidarman Dachi, Kewarganegaraan Indonesia, 
Pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan/Karyawan Swasta, 
Bertempat tinggal di Jalan Saonigeho, Desa/Kel. Pasar Teluk Dalam, 
Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan. Provinsi Sumut; (2) yaitu Irene 
Mayriska Laowo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan/Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Desa 
Bawodobara, Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias Selatan, Sumut; (3) yaitu 
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Deskarnial Zagoto, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota 
KPU Kabupaten Nias Selatan/Karyawan Honorer, Bertempat tinggal 
di Desa Bawomataluo, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan. Sumut; dan 
(4) yaitu Manolododo Daliwu: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 
Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Karyawan Swasta, Bertempat 
tinggal di Hilizihono, Desa/Kel.Fanayama, Kab. Nias Selatan, Sumut. 
Semua pihak termohon Kasasi tersebut, dahulu ketika sengketa berada 
di tingkat Banding adalah merupakan pihak terbanding, dan ketika 
sengketa berada di tingkat PTUN adalah merupakan pihak Penggugat.

Gambaran mengenai isi Putusan Kasasi No. 361 K/TUN/2015 
sebagaimana dikemukakan di bawah ini dibuat setelah MA membaca 
surat-surat yang bersangkutan. Menurut MA, setelah memertimbangkan 
surat-surat yang bersangkutan, ternyata, memang benar, seperti telah 
dikemukakan di atas, pihak Termohon Kasasi dahulu merupakan pihak 
Terbanding dalam sengekta di Tingkat Bading dan merupakan pihak 
Penggugat di Pengadilan tingkat pertama. Ketika sengketa masih berada 
di PTUN, menurut MA, Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi 
di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, 
dengan pokok-pokok dari dalil-dalil sebagai berikut. 

Menjadi objek gugatan dalam gugatan tersebut adalah Surat 
Keputusan KPU Provinsi Sumut No; 1481/kpts/kpu-prov-002/2014, 11 
Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota 
KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut. Memerhatikan objek 
gugatan sebagaimana dikemukakan tersebut, tidak terlihat sama sekali 
hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan DKPP, baik itu DKPP 
sebagai pihak dilibatkan, atau terlibat dalam sengekta TUN tersebut, 
ataupun Putusan DKPP sebagai objek sengketa di PTUN.

Sesuai ketentuan Pasal 55 dari UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 
9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN; Gugatan 
dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat 
diterimanya atau diumumkannya objek sengketa, yaitu Keputusan Badan 
atau Pejabat TUN. Dalam hal ini, yang menjadi objek sengekta, perlu 
ditegaskan kembali, yaitu Surat Keputusan KPU Provinsi Sumut No; 
1481/kpts/kpu-prov-002/2014, 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian 
Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan 
Provinsi Sumut. 
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Karena objek sengketa, yaitu Surat Keputusan KPU Provinsi 
Sumut No; 1481/kpts/kpu-prov-002/2014, 11 Juni 2014 tentang 
Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten 
Nias Selatan Provinsi Sumut tersebut diketahui para Penggugat pada 
tanggal 12 Juni 2014 setelah terlebih dahulu dikirimkan Tergugat kepada 
Para Penggugat, maka menurut MA, dengan demikian tenggang waktu 
pengadjuan gugatan tersebut masih sesuai dengan ketentuan Pasal 55 
UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 
2009 tentang PTUN.

Memerhatikan tanggal perhitungan dari objek gugatan sebagaimana 
dikemukakan tersebut, tidak juga terlihat sama sekali hal-hal yang 
secara langsung berkaitan dengan DKPP, baik itu DKPP sebagai pihak 
dilibatkan, atau terlibat dalam sengekta TUN tersebut, ataupun 
perhitungan tenggang waktu tidak dihitung sejak diterbitkannya 
Putusan DKPP.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU 
No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN telah didefenisikan, bahwa keputusan 
tata usaha negara (KTUN) adalah 

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 
tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat 
kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata

Berdasarkan defenisi dalam ketentuan undang-undang sebagaimana 
tersebut di atas, maka Surat Keputusan KPU Sumut No; 1481/Kpts/
Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap 
dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi 
Sumut adalah merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan 
(beschikking); Surat Keputusan KPU Provinsi Sumut No; 1481/Kpts/
Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap 
dan Peringatan Keras Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumut jelas 
sudah bersifat konkret, individual dan final.

Berikut ini, penjelasan lebih jauh dari sifat konkret, individual dan 
final suatu keputusan dari badan atau pejabat TUN, sehingga layak 
menurut hukum menjadi objek gugatan di PTUN, sebagai berkut.
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Suatu keputusan badan atau pejabat TUN, termasuk dalam hal ini 
keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan KPU Sumut No; 1481/Kpts/
Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap 
dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi 
Sumut sudah dapat dikatakan bersifat konkret. Hal itu dikarenakan, 
apa yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak 
abstrak, tertapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan 
memberhentikan tetap Para Penggugat sebagai Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut. Dengan menyebutkan nama 
Para Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam 
surat Tergugat tersebut, maka keputusan Tergugat sudah memenui 
persyaratan bersifat konkret.

Tidak hanya bersifat konkret, dikemukakan pula bahwa: Surat 
Keputusan KPU Sumut No; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 
11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras 
Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut juga memenuhi 
syarat bersifat individual. Sifat individual itu terlihat karena tidak 
ditujukan kepada umum. Surat itu justru berujud dan nyata-nyata 
secara tegas menyebut nama para Penggugat, yaitu lima nama orang 
sebagaimana tertera dalam surat keputusan Tergugat No. 1481/Kpts/
Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap 
dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi 
Sumut. 

Surat Keputusan KPU Sumut No. 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 
Tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras 
Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut itu juga telah 
dapat dikatakan memenuhi persyaratan bersifat final, karena tidak lagi 
memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal 
maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut 
telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum. 

Surat Keputusan KPU Sumut No. 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 
Tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan 
Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut juga 
telah menimbulkan akibat hukum, yakni para Penggugat nyata-nyata 
harus berhenti sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan. Akibat 
dari keharusan berhenti itu, para Penggugat juga kehilangan uang 
kehormatan yang diberikan oleh KPU.
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Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan KPU Provinsi 
Sumut No. 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 
tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut telah memenuhi syarat sebagai 
objek gugatan dalam sengketa TUN, dan dengan demikian maka PTUN 
berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus 
sengketa yang digambarkan dalam bab ini. 

Perlu penegasan kembali di sini, bahwa sejauh gambaran Putusan 
yang telah dikemukakan di atas, sehubungan dengan tema yang diangkat 
dalam bab ini, yaitu “ujian” atas eksistensi DKPP, atau setidak-tidaknya 
“ujian” atas keberadaan Putusan DKPP secara langsung, memang 
sama sekali tidak terlihat disebut sebagai bagian dari sengketa PTUN 
yang digambarkan dalam bab ini. Hanya saja, hal itu tidaklah berarti 
bahwa gambaran tentang Putusan Kasasi No. 361 K/TUN/2015 
tidak dibutuhkan lagi. Seperti tergambarkan dalam uraian di bawah, 
keterlibatan DKPP, atau sekurang-kurangnya keterlibatan DKPP dalam 
“ujian” di PTUN karena diikutkannya Putusan DKPP dan dapat dilihat 
sebagai “ujian” atas eksistensi DKPP sebagai penegak etik Penyelenggara 
Pemilu dalam sengketa TUN No. 361 K/TUN/2015 adalah bersifat 
tidak langsung.

C. 	 Tesa dalam Dialektika Ketika Eksistensi DKPP Sebagai 
Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Menghadapi “Ujian” 
di PTUN

Tesa dalam dialektika mengenai eksistensi DKPP sebagai penegak 
etik bagi Penyelenggara Pemilu, atau setidak-tidaknya Putusan DKPP 
ketika menghadapi “ujian” di dalam sengekta TUN dalam Bab ini adalah 
dasar dan alasan-alasan para Penggugat menggugat surat keputusan 
Tergugat No:1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 
tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut. Berikut di bawah ini dasar 
dan alasan-alasan para Penggugat menggugat surat keputusan Tergugat 
No:1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang 
Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten 
Nias Selatan Provinsi Sumut dimaksud.
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Menurut para Penggugat, pada dasarnya Pemilu Anggota DPR, DPD 
dan DPRD tahun 2014 adalah Pemilu yang bersifat nasional. Dikatakan 
bersifat Nasional, karena menurut para Penggugat, seluruh tahapan 
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di 
tetapkan, dikoordinasikan, dikendalikan oleh KPU-RI dengan dibantu 
oleh seluruh jajarannya ke bawah seperti KPU Provinsi Sumut, KPU 
Kabupaten Nias Selatan, PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Nias Selatan 
serta diawasi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumut, Panwaslu 
Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas 
Lapangan (PPL) Kelurahan se Kabupaten Nias Selatan.

Para Penggugat juga mengemukakan tesanya, bahwa secara 
kolektif kolegial mereka telah menyelenggarakan seluruh tahapan 
Pemilu Legislatif 9 April tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan secara 
maksimal. Mereka melaksanakan semua itu sesuai dengan tugas dan 
kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelengara Pemilu. Tahapan Pemilu yang ada dilakukan 
dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan seluruh jajaran 
penyelenggara ke bawah. Penyelenggaraan tersebut juga diawasi pula 
oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan berikut jajarannya sesuai tugas 
dan kewenangan masing-masing. Penyelenggaraan dilakukan para 
Penggugat dengan tetap berpedoman pada asas-asas pemilu, yaitu  
mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, 
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi 
dan efektivitas dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi 
masyarakat.

Meskipun menurut para Penggugat mereka telah menyelenggarakan 
pemilu legislatif 9 April 2014 sebagaimana dimaksud di atas, namun 
masih ada yang merasa keberatan dengan hasil pemilu tersebut. 
Mendukung pernyataan itu, dikemukakan nama Petrus Wau, Wiraswasta, 
beralamat di Desa Banifayaman Kecamatan Fanayam (Pengadu I) dan 
Ahmad Irawan, Tim Asistensi Bawaslu RI Jakarta (Pengadu II). Menurut 
para Penggugat, Petrus Wau merasa keberatan, karena itu pada tanggal 
2 Mei 2014 Petrus Wau (mereka) mengadukan para Penggugat tentang 
dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP, seperti tersebut dalam Putusan 
No. 65/DKPP-PKE.-III/2014 dan No. 66/DKPP-PKE-III/2014.
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Telah dikemukakan di atas, bahwa sejauh gambaran Putusan yang 
ada, sehubungan dengan tema yang diangkat dalam bab ini, yaitu “ujian” 
atas eksistensi DKPP, atau setidak-tidaknya “ujian” atas keberadaan 
Putusan DKPP secara langsung memang sama sekali tidak terlihat 
disebut sebagai bagian dari sengketa PTUN yang digambarkan di atas. 
Hanya saja, memerhatikan apa yang baru saja dikemukakan di atas, 
benar bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa gambaran tentang Putusan 
Kasasi No. 361 K/TUN/2015 tidak dibutuhkan lagi. 

Seperti mulai terlihat tergambarkan di atas, keterlibatan DKPP, 
atau sekurang-kurangnya keterlibatan DKPP dalam “ujian” di PTUN 
karena diikutkannya Putusan DKPP dalam tesa yang dikemukakan 
pihak Penggugat di atas sudah dapat dilihat sebagai “ujian” atas 
eksistensi DKPP sebagai penegak etik Penyelenggara Pemilu dalam 
sengketa TUN No. 361 K/TUN/2015 adalah bersifat tidak langsung. 
Seperti tergambarkan di bawh ini, Putusan DKPP telah menjadi pangkal 
munculnya permasalahan, atau sengketa di PTUN dimaksud.

Melanjutkan argumentasi untuk mendukung tesanya, para 
Penggugat mengemukakan bahwa pada pokoknya pengaduan Pengadu3 
I, yaitu Petrus Wau, dalam hal ini mewakili masyarakat tentang dugaan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Penggugat atau para 
Teradu, yaitu KPU Kabupaten Nias Selatan disebut dalam pertimbangan 
Majelis DKPP pada poin [4.1].

Menurut para Penggugat, dalam pertimbangan Majelis DKPP itu 
dikemukakan rincian ketidakberesan dalam pelaksanaan dan hasil 
Pemilu legislatif. Dikemukakan di sana, bahwa ketidakberesan itu 
merupakan indikator tidak sesuainya Pemilu Legislatif itu dengan 
peraturan perundang-undangan. Ada kecurangan yang sistematis 
dan massif. Dalam rincian itu, oleh Majelis DKPP dikatakan bahwa 
KPPS, PPS, PPK tidak memberikan C1, D1 dan DA-1 kepada seluruh 
saksi parpol, kotak suara sudah terbuka, surat suara sudah terpakai 
sebelum pemugutan suara 9 April 2014, ada kotak suara di PPK 
Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Fanayma yang terbakar, pada 
saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya sebagian pemilih terdaftar 

3Istilah Pengadu, adalah istilah atau konsep hukum, nomenklatur yang 
dipakai untuk menandai pihak yang terlibat dalam Perkaradugaan pelanggaran 
etika Penyelenggaraan Pemilu di DKPP.
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yang menggunakan hak pilih. TPS 1 Desa Doli-doli Kecamatan Gomo 
dalam DPT tercatat 243 pemilih, sedangkan yang milih 51 pemilih. TPS 
1 dan 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Susua dalam DPT ada 730 pemlih, 
yang milih 126. TPS 3 Desa Ulumazo dalam DPT 331 yang milih 152 
orang. Dalam PSU, ada anak-anak yang melakukan hak pilih. Tidak ada 
sosialisasi yang baik, KPU Nias Selatan tidak melaksanakan seluruh 
rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan PSU.

Para Penggugat juga mendalilkan bahwa pada pokoknya dalam 
pengaduan Pengadu II (Ahmad Irawan/Tim Asistensi Bawaslu) 
sebagaimana disebut dalam pertimbangan Majelis DKPP pada poin 
[4.3], sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Pengadu I di atas, 
terlihat pula gambaran tentang: pelaksanaan dan hasil Pemilu tidak 
sesuai peraturan perundang-undangan, kecurangan yang sistematis 
dan massif, ada 82 rekomendasi Panwaslu Nias Selatan tentang PSU, 
Panwaslu Nias Selatan tidak mendapat dokumen C, C1 dan D, DA, ada 
pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pemungutan 
suara tidak sesuai UU No. 8 Tahun 2012 dan peraturan KPU, ada kotak 
suara yang terbakar di Kecamatan Fanayama, Ketua KPU Nias Selatan 
tidak netral.

Menurut para Penggugat, dalam persidangan DKPP, Para Penggugat 
telah menanggapi pengaduan Pengadu I dan Pengadu II tersebut secara 
tertulis pada tanggal 11 dan 19 Mei 2014. Dikemukakan para Penggugat, 
bahwa pokok-pokok keterangan dalam tanggapan itu diuraikan dalam 
pertimbangan Majelis DKPP poin [4.2] dan [4.4]. Tangapan pihak 
Penggugat, yang dalam persidangan DKPP berkedudukan sebagai Teradu, 
adalah sebagai berikut. KPPS, PPS dan PPK senantiasa memberikan 
salinan formulir C1, D1 dan DA-1 kepada jajaran Panwaslu; tidak ada 
instruksi dari Para Teradu agar KPPS, PPS dan PPK tidak memberikan 
dokumen dimaksud; rekomendasi Panwaslu Nias Selatan tentang PSU 
telah dilaksanakan oleh Para Teradu pada tanggal 26 April 2014, seperti 
di TPS I dan 2 Desa Hilifakhe Kecamatan Ulunoyo dan TPS 2 Desa Eho 
Kecamatan Maniamolo. Para Penggugat mengakui, bahwa memang 
ada rekomendasi PSU yang belum terlaksana disebabkan rekomendasi 
Panwaslu bertahap, para Teradu bersikaf netral, ada kesulitan dalam 
koordinasi disebabkan faktor geografis, sosial dan SDM yang lemah.
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Para Penggugat juga mengemukakan bahwa dalam kapasitasnya 
sebagai pihak Teradu dalam Persidangan DKPP, mereka mengetahui dari 
rekomendasi Panwaslu tentang adanya kotak suara terbuka sebelum 
pemungutan dan ada anak-anak di bawah umur yang menggunakan hak 
pilih. Para Teradu telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI, yaitu 
dari 1034 TPS yang direkomendasi, 35 TPS sudah dilakukan Pemungutan 
Suara Ulang dan 17 TPS dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Menurut 
para Penggugat, sebagian lagi belum dilaksanakan. Berhubung, ada 
kendala di TPS. Sehingga, berdasarkan supervise Tergugat (KPU Provinsi 
Sumut) maka diminta agar KPU Nias Selatan mengambil alih tugas dan 
fungsi PPS dan PPK dalam menyelesaikan rekapitulasi penghitungan 
suara ulang intruksi dari KPU RI terkait batasan rekapitulasi nasional 
sampai tanggal 9 Mei 2014. Untuk menguatkan bantahannya Para 
Penggugat dalam persidangan DKPP telah mengajukan bukti tertulis 
T:1 sampai dengan T: 80.

Menurut para Penggugat, pada tanggal 9 Juni 2014 DKPP telah 
mengambil keputusan terhadap pengaduan tersebut. Hal itu dapat 
dilihat dalam Putusan DKPP No. 65/DKPP-PKE-III/2014 dan No. 
66/DKPP-PKE-III/2014. Isi amar Putusan DKPP dimaksud, adalah 
sebagai berikut: (1) menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 
(2) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Teradu 
I, II, III, IV atas nama Fansolidaman Dachi sebagai Ketua merangkap 
Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, Deskarnial Zagoto, Irene 
Mayriska Laowo, Manolododo Daliwu masing-masing sebagai Anggota 
KPU Kabupaten Nias Selatan sejak dibacakannya putusan dimaksud; 
menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu V atas 
nama Sumangeli Mendrofa sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias 
Selatan sejak dibacakannya putusan tersebut; (3) memerintahkan KPU 
Provinsi Sumut untuk melaksanakan Putusan; dan (4) Memerintahkan 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan 
putusan tersebut.

Menurut para Penggugat, Putusan DKPP tersebut kemudian 
ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan 
KPU Provinsi Sumut No. 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 
Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota 
KPU Kabupaten Nias Selatan.
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Putusan DKPP yang ditindak lanjuti oleh Tergugat tersebut, 
kemudian dijadikan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam 
perkara TUN. Menurut para Penggugat, hal itu sesuai dengan Keputusan 
Mahkamah Konstitusi No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014. 
Dalam pertimbangan hukum pada poin [3.20] halaman 72 putusan 
Mahkamah Konstitusi No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 
diuraikan sebagai berikut.

...Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU No.15 Tahun 2011 dapat 
menimbulkan ketidak pastian hukum. Apakah final dan mengikat 
yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sama 
dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk 
menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, 
Mahkamah perlu mengaskan bahwa putusan final dan mengikat 
DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat 
dari lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah 
perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang 
oleh undang-undang.4 

Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP, menurut para 
Penggugat dalam Putusan TUN No. 361 K/TUN/2015, mengikuti tafsir 
yang dikemukakan MK dalam Putusannya No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 
3 April 2014 haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam 
melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang dilaksanakan 
karena sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP dimaksud kemudian 
dapat dikatakan merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat 
konkret, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di 
peradilan TUN. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No: 31/PUU-XI/2013 
tanggal 3 April 2014 sempat muncul pertanyaan: “apakah peradilan 
TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi 
dasar diterbitkannya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu?” Pertanyaan itu kemudian dijawab 

4Inilah “ujian” eksistensi DKPP, selama Institusi Penegak Etik bagi 
Penyelenggara Pemilu itu didirikan di dalam Sistem Hukum Pancasila. 
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sendiri oleh pihak Mahkamah, sesuai dengan apa yang dikemukakan 
para Penggugat dalam Putusan TUN No. 361 K/TUN/2015, bahwa: “hal 
tersebut merupakan kewenangan peradilan TUN”. Dengan demikian, 
menurut para Penggugat dalam Putusan TUN No. 361 K/TUN/2015, 
sifat putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang 
yang menjadi dasar kewenangan DKPP itu, yaitu Pasal 112 ayat (12) 
UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara 
RI No. 5246),5 haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk 
melaksanakan putusan DKPP.6

Adapun isi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No: 
31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 tersebut di atas adalah sebagai 
berikut. 

(1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu a) 
frasa “bersifat final dan mengikat”, dalam Pasal 112 ayat (12) UU 
No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran 

5Undang-undang tersebut telah dicabut dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu. Suatu hal yang menarik perlu dikemukakan di sini, bahwa setelah tafsir 
yang diberikan MK dalam Putusan MK Perkara No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 
3 April 2014 tersebut, Legislator Indonesia, yaitu DPR dan Presiden membuat 
undang-undang Pemilu yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu. Namun, undang-undang Pemilu sama sekali tidak meratifikasi, 
atau melakukan rule of recognition atas tafsir (“judge made law”) yang diberikan MK 
dalam Putusan MK Perkara No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 tersebut. 
Pihak Pembuat undang-undang, justru kembali mencantumkan sifat final dan 
mengikat itu tanpa Penjelasan sebagaimana tafsir MK dalam Putusan MK Perkara 
No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 tersebut.

6Ada kesan, bahwa sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP tidak mengikat 
MK, maupun tidak mengikat pula bagi PTUN. Kedua lembaga itu, berwenang 
menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara konstitusi, seperti 
yang dikemukakan dalam bab tersendiri dalam buku ini; begitu pula, tidak mengikat 
PTUN yang berwenang mengadili beschikking yang bersifat konkret, individual dan 
final serta menimbulkan akibat hukum, yaitu beschikking yang menindaklanjuti 
Putusan DKPP. Beschikking yang menindaklanjuti Putusan DKPP merupakan objek 
sengketa di PTUN. Di sinilah barang kali asumsi yuridis yang diikuti, bahwa sebagai 
konsekuensi dari rangkaian diterbitkannya beschiiking yang memenuhi UU PTUN 
untuk disebut sebagai objek sengketa di PTUN, Putusan DKPP dapat menjadi 
alat bukti dan bahkan lebih jauh daripada itu dapat dinilai MK dan PTUN. Hal ini 
merupakan suatu hal yang menarik dalam Sistem Hukum Pancasila.
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Negara RI No. 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang 
tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”; b) frasa “bersifat final dan 
mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI No. 
5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”; (2) memerintahkan pemuatan 
putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya; (3) 
menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.7

Menurut para Penggugat, keputusan DKPP No. 65/DKPP-PKE-
III/2014 dan No. 66/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang 
dilaksanakan oleh Tergugat adalah keputusan sewenang-wenang. 
Dikemukakan para Penggugat, bahwa kedua Putusan DKPP itu 
sewenang-wenang, karena kedua Putusan DKPP itu, menurut para 
Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik. Para Penggugat kemudian 
menunjukkan asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar 
dalam kedua Putusan DKPP itu, yaitu terutama asas kecermatan dan 

7Pada titik ini, mulailah muncul keragu-raguan jika DKPP bukan merupakan 
lembaga peradilan. Namun, secara yuridis, seperti telah dikemukakan di atas, 
DKPP di-downgraded hanyalah suatu badan TUN, dan Pejabatnya dapat disebut 
sebagai Pejabat TUN. Sekalipun Putusan DKPP sebagai Putusan badan TUN dan 
juga Putusan Pejabat DKPP sebagai Putusan Pejabat TUN secara yuridis tidak 
dapat menjadi objek dalam sengketa TUN maupun perkara konstitusi, namun 
produk dari DKPP itu dapat menjadi alat bukti di dalam persidangan kedua 
instansi yudikatif tersebut. Begitu pula, sebagai pangkal dari Putusan TUN yang 
menjadi objek sengketa di PTUN maupun di MK sekalipun Badan atau Pejabat 
yang membuat Putusan DKPP itu tidak pernah menjadi pihak, baik dalam sengketa 
TUN maupun Perkara Konstitusi selama ini, namun dalam kenyataannya baik 
dalam sengketa TUN dan Perkara konstitusi di MK, hakim telah memberikan 
penilaian (judicial review) terhadap Putusan DKPP. Hanya saja, sejauh ini, kedua 
instansi itu, tampaknya masih terlihat tidak dapat membatalkan atau menyatakan 
batal demi hukum Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tersebut. Hal 
ini merupakan persoalan ketatanegaaan dan administrasi negara yang pelik yang 
membutuhkan pertolongan keilmuan.
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keseimbangan, seperti telah dipositifkan (rule of recognition) dalam jiwa 
bangsa (volksgeist) Indonesia, yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) 
UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN).

Bagi para Penggugat, seharusnya, kalau DKPP tidak mau dikatakan 
melakukan tindakan sewenang-wenang, maka dalam menetapkan 
putusan terhadap adanya laporan pengaduan DKPP, lembaga itu terlebih 
dahulu melakukan penelitian dan/atau verifikasi tentang pengaduan 
tersebut. Selanjutnya, masih menurut pandangan para Penggugat, 
jika DKPP tidak mau dikatakan sebagai lembaga yang bertindak 
sewenang-wenang, maka DKPP juga perlu mendengarkan pembelaan 
dan keterangan saksisaksi serta memerhatikan bukti-bukti (vide Pasal 
112 ayat (9) UU No. 15 Tahun 2011).8

Menurut tesa yang disampaikan para Penggugat, pertimbangan 
putusan yang diambil Majelis DKPP sebagaimana tersebut dalam poin 
[4.6] halaman 44 Putusan DKPP, adalah tidak cermat dan tidak seimbang. 
Menurut para Penggugat, ketidakcermatan dan ketidakseimbangan 
dalam mengambil keputusan, atau dalam bahasa yang digunakan buku 
ini, yaitu dalam menegakkan etik bagi Penyelenggara Pemilu itu terjadi 
karena DKPP tidak memberikan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta 
hukum dan alat bukti yang berhubungan dengan perkara a quo yang 
diajukan oleh Para Penggugat/Teradu.9

Para Penggugat tampaknya sangat menyayangkan rumusan 
pertimbangan Majelis DKPP yang tertuang dalam poin [4.6] Putusan 
mereka,10 yaitu 

8Terlihat di sini suatu pandangan yang dapat dilihat sebagai suatu bentuk 
“ujian” bagi eksistensi DKPP, selama lembaga itu didirikan sebagai instansi 
penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu satu-satunya di Indonesia dan bahkan 
tidak ditemukan lembaga sejenis di seluruh dunia.

9Semakin terang dan jelas dalam uraian tesa para Penggugat di atas, tentangan 
atau “ujian” bagi DKPP dalam menegakkan etik bagi Penyelenggara Pemilu yang 
bermartabat.

10Tampak dengan terang benderang di sini suatu keanehan yang menarik 
dari sudut pandang para jurist, yaitu ada produk yang dinilai dalam suatu proses 
persidangan lembaga Pengadilan, namun tidak ada pihak yang disertakan dalam 
proses itu agar pihak itu dapat mempertahankan putusan atau perbuatan yang 
dilakukannya. Sistem ini merupakan suatu “keanehan” atau “keunikan”, yang 
menarik untuk mendapat kajian keilmuan.
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berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti dan dokumen 
yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat 
bahwa pelaksanaan Pemilu di Nias Selatan telah sedemikian 
rupa mengalami kekacauan yang menghancurkan kepercayaan 
dan mendegradasi legitimasi pemilu sebagai sarana perwujudan 
kedaulatan rakyat untuk menyatakan pilihannya secara Luber dan 
Jurdil. 

Para Teradu, dalam hal ini para Penggugat mungkin sangat begitu 
menyayangkan apa yang dilakukan DKPP yang dituangkan dalam 
Putusan mereka, seperti telah dikemukakan di atas. Karena dalam 
pandangan para Penggugat, sesuai ketentuan perundang-undangan, 
mereka itu merupakan pemegang “rentang kendali” Pemilu di Nias 
Selatan. namun mereka menyayangkan, bahwa di mata DKPP mereka 
telah dinyatakan gagal untuk melaksanakan suatu Pemilu yang 
demokratis, terpercaya dan sesuai asas-asas pemilu yang ditetapkan 
UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 15 Tahun 2011. 

Mereka, para Penggugat itu juga sangat menyayangkan penilaian 
yang menurut para Penggugat itu merupaan penilaian yang sewenang-
wenang yang telah dilakukan DKPP terhadap mereka, karena terhadap 
mereka (Para Teradu, dan para Penggugat dalam sengketa TUN itu) 
telah dirumuskan suatu pertimbangan menuju vonis secara sewenang-
wenang, yaitu 

tidak tulus untuk menjaga suara rakyat menjadi kebenaran yang 
sesungguhnya, tetapi membiarkan pelbagai tindakan kecurangan 
yang sistematis dan massif, baik berupa pencoblosan sebelum 
tanggal 9 April 2014, terjadinya pencoblosan ganda dan upaya-
upaya untuk menunda-nunda pelaksanaan rekomendasi Panwaslu 
dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu dengan alasan kehabisan 
waktu. Dengan demikian para Teradu terbukti telah melakukan 
tindakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.11

11Kembali terlihat di sini, adanya penilaian dari mereka yang menjadi “korban” 
dari tindakan yang diduga sewenang-wenang yang dilakukan pihak DKPP. Hal ini 
merupakan aspek yang menarik dalam memahami eksistensi DKPP dalam tugas dan 
fungsinya sebagai instansi penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu di Indonesia.
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Menurut para Penggugat, mereka begitu menyayangan kesewenang-
wenangan DKPP sebagaimana digambarkan di atas, karena apabila 
diperhatikan pertimbangan poin [4.6] dalam Putusan DKPP tersebut 
di atas, di sana tidak diketahui fakta-fakta hukum dan alat bukti yang 
mana saja baik yang diajukan oleh Pengadu I dan II maupun Teradu 
(Para Penggugat) yang dinilai oleh DKPP. Sehingga DKPP telah sampai 
pada kesimpula dalam membuktikan terjadinya pelanggaran kode 
etik dalam perkara a quo. Lagi-lagi, menurut para Penggugat, sembari 
menyayangkan tindakan DKPP dalam menegakkan etika Penyelenggara 
Pemilu, hal yang demikian di atas itu menunjukkan bahwa DKPP tidak 
cermat dan tidak seimbang dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang 
diajukan.12

Selanjutnya, menurut para Penggugat, demikian pula dari 
pertimbangan DKPP dalam poin [4.7] halaman 44 Putusan DKPP. 
Menurut para Penggugat, dalam bagian Putusan DKPP itu, dinyatakan 
hal yang terkait dengan dalil Pengadu I dan Pengadu II selebihnya 
yang tidak ditanggapi dalam Putusan dimaksud. Dikemukakan para 
Penggugat, bahwa menurut DKPP dalil Pengadu I dan Pengadu II 
tersebut tidak meyakinkan mereka (DKPP). 

Bahwa DKPP tidak menjadi yakin, jika perbuatan tersebut 
merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang 
menjadi kewenangan DKPP. Sehingga bagi DKPP, dalil Pengadu tidak 
beralasan menurut ketentuan. Menurut para Penggugat, pertimbangan 
DKPP yang demikian itu menunjukkan bahwa DKPP tidak melaksanakan 
asas keseimbangan dalam menilai dalil yang diajukan oleh Pengadu I 
dan II maupun yang diajukan oleh Teradu (Para Penggugat).13 Menurut 
para Penggugat, apa yang menimbulkan keyakinan DKPP dalam 
pertimbangan tersebut hanyalah didasarkan pada pertimbangan dan 
penilaian yang bersifat sepihak. Dikatakan para Penggugat bersifat 
sepihak, karena keyakinan Majelis DKPP itu hanya bersumber dari 
Pengadu I dan II. Sedangkan, menurut para Penggugat, hal-hal yang 

12Hal ini juga merupakan persoalan serius dalam suatu lembaga seperti DKPP 
menjalankan tugas dan fungsinya menurut hukum untuk menegakkan etik bagi 
Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

13Di sini, aspek teknis dalam melakukan penilaian yang dilakukan suaatu 
lembaga penegak etik seperti DKPP disoroti dengan sangat tajam.
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berasal dari Teradu (Para Penggugat) yang telah mengajukan bukti T: 1 
sampai dengan T: 80 tidak dinilai oleh DKPP.14

Para Penggugat juga mengemukakan tesa mereka dalam dialektika 
(sengketa) TUN yang terus digambarkan sejak dari awal bab ini tersebut. 
Bahwa menurut para Penggugat, dalam pertimbangan Putusan DKPP 
tidak diketahui secara jelas kualifikasi pelanggaran kode etik yang 
mana telah terbukti dilanggar oleh Para Penggugat (Teradu).15 Padahal, 
menurut para Penggugat, untuk mendapatkan kepastian hukum 
seharusnya disebutkan kualifikasi pelanggaran dimaksud sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13, 
No. 11 dan No. 1 Tahun 2012 Kode Etik Penyelenggara.16

14Inilah persoalan dalam hukum pembuktian (the law of evidence), yaitu hukum 
acara yang sangat urgen bagi DKPP untuk mejalankan tugas dan fungsinya sebagai 
lembaga peradilan etik untuk menegakkan etik bagi Penyelenggara Pemilu di 
Indonesia di kemudian hari. Barangkali, karena belajar dari pengalaman yang ada, 
telah disusun Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 
No. 1404. Lihat Buku Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru 
tentang Demokrasi), (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 238-268.

15Persoalan kejelasan dan kepasstian kualifikasi pelanggaran kode etik yang 
mana telah terbukti dilanggar, memang harus diakui pula merupakan isu hukum 
yang serius, lebih-lebih apabila ketiadaan suatu standard penilaian yang jelas dalam 
melakukan penegakkan etik terhadap Penyelenggara Pemilu berujung kepada 
hilangnyaatau dirampasnya hak-hak asasi manusia, begitu pula hak-hak lainnya 
sebagai akibat dari suatu Putusan yang diterbitkan oleh Lembaga seperti DKPP.

16Perlu dikemukakan di sini, bahwa besar sekali kemungkinan, hampir pasti 
karena belajar dari pengalaman penegakan etik yang demikian itu, DKPP, seperti 
diamanatkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyusun suatu Pedoman 
Penilaian Kode Etik yang baru: Peraturan DKPP-RI No. 2 Tahun 2017 tentang 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1338. Lihat Buku Teguh Prasetyo, Ibid., hlm., 
224-237. Seperti diketahui, dalam Pertimbangan MA untuk Sengketa yang tengah 
digambarkan ini, MA berpendapat bahwa: “Surat Keputusan Objek Sengketa 
yang mendasarkan kepada putusan DKPP yang tidak menyebutkan kualifikasi 
kesalahan atau pelanggaran etik yang tidak bisa diukur intensitasnya adalah 
bertentangan dengan hukum”. Fakta ini dengan terang-benderang memerlihatkan 
bahwa sekalipun DKPP bukan pihak dalam sengketa TUN, yang digambarkan di 
atas, namun secara tidak langsung MA dapat dan telah melakukan penilaian atas 
Putusan DKPP sebagai: “... putusan DKPP yang tidak menyebutkan kualifikasi 
kesalahan atau pelanggaran etik yang tidak bisa diukur intensitasnya adalah 
bertentangan dengan hukum”. Suatu pelajaran yang amat berharga bagi DKPP 
yang akan melanjutkan tugas dan gungsi menurut hukum sebagai penegak etik 
bagi Penyelenggara Pemilu bermartabat. 
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Menurut tesa para Penggugat, hal-hal yang diuraikan dalam 
pertimbangan Majelis DKPP poin [4.6] seperti telah dikemukakan di 
atas tersebut, pada dasarnya terkait prosedur teknis penyelenggaraan 
Pemilu. Prosedur teknis itu masuk dalam ruang lingkup tugas dan 
kewenangan para Penggugat yang Pengadu anggap tidak sesuai 
dengan peraturan. Oleh karena itu, menurut para Penggugat, prosedur 
penyelesaian adalah melalui mekanisme adminstrasi atau pidana Pemilu. 
Menurut para Penggugat, hal itu berada di bawah kewenangan Panwaslu 
Kabupaten Nias Selatan. Ditegaskan para Penggugat bahwa hal itu bukan 
merupakan pelanggaran etik dan perilaku yang menjadi kewenangan 
DKPP (vide UU No. 15 Tahun 2011). Oleh karena itu menurut para 
Penggugat, seharusnya DKPP turut menghargai pelaksanaan mekanisme 
administrasi atau pidana tersebut.17

Menurut para Penggugat, sebetulnya prosedur penyelesaian yang 
mereka pandang benar telah dilakukan. Yaitu, karena merupakan 
kewenangan Panwaslu, maka permasalahan yang diadukan tersebut 
sudah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Panwaslu 
Kabupaten Nias Selatan telah memberikan rekomendasi administrasi 
kepada Para Penggugat. Menurut para penggugat, rekomendasi 
administrasi dimaksud, yaitu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang 
(PSU) dan Penghitungan Suara Ulang pada beberapa TPS yang 
ditunjuk. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut 
kemudian dilaksanakan oleh Para Penggugat dengan melibatkan 
seluruh jajarannya sampai ke KPPS. Bahkan, menurut keterangan para 
Penggugat di persidangan itu, pelaksanaan atas rekomendasi Panwaslu 
itu turut disupervisi oleh Tergugat (KPU Provinsi Sumut), karena hal 
itu merupakan tugas dan wewenang KPU Provinsi Sumut.

Menurut para Penggugat, dalam pelaksanaan rekapitulasi ulang di 
Kabupaten Nias Selatan, Tergugat diperintahkan oleh KPU RI (vide Surat 
KPU RI No. 371KPU/V/2014 tanggal 2 Mei 2014) untuk merencanakan 

17Di sini, dijumpai soal lain lagi, dalam DKPP menegakkan etik bagi 
Penyelenggara Pemilu di Indonesia, yaitu adanya kemungkinan tumpang-tindih 
kewenangan. Menurut para Penggugat, soal-soal yang berkenaan dengan teknis 
administratif dan pidana memiliki jurisdiksi yang sama sekali berbeda dengan 
jurisdiksi atas pelanggaran etik. Sementara bagi DKPP sekalipun hal itu merupakan 
soal teknis administratif maupun pidana, hal itu termasuk pula merupakan 
kewenangan atau jurisdiksi etik, yang penegakannya dilakukan DKPP.
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dan mengadakan kebutuhan formulir serta mendistribusikan ke KPU 
Kabupaten Nias Selatan. Namun, ternyata formulir tersebut tidak dapat 
dipenuhi secara maksimal oleh Tergugat. Sehingga, KPU Kabupaten 
Nias Selatan mengalami kendala dalam melaksanakan rekapitulasi 
ulang tersebut.18

Secara langsung dan berjenjang dari PPK, PPS dan KPPS sebenarnya 
Para Penggugat telah menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan 
bahwa semua saksi peserta pemilu maupun Panwaslu berikut jajaranya 
wajib diberikan salinan formulir C1, D1 dan DA-1. Menurut para 
Penggugat, kalaupun dalam kenyataanya ada yang tidak mendapat 
formulir tersebut, maka halitu terjadi bukan karena kesengajaan. 
Menurut para Penggugat, melainkan hal itu lebih dikarenakan faktor 
geografis, budaya, kelemahan SDM di tingkat KPPS serta ketiadaan 
saksi di TPS yang bersangkutan.

Masing-masing tingkatan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Nias 
Selatan mulai dari para Penggugat, PPK, PPS serta KPPS se-Kabupaten 
Nias Selatan mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya 
sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 
(vide UU No. 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemilu).

Para Penggugat selaku atasan telah berupaya mencegah segala 
bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan 
baik langsung maupun tidak langsung yang mungkin dilakukan oleh 
PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Nias Selatan. Jika ada yang tidak 
melaksanakannya tentunya menjadi tanggung jawab penyelenggara 
pada tingkatan tersebut. Hal itu, menurut para Penggugat, seharusnya 
diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian administratif dan pidana 
berdasarkan laporan atau rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias 
Selatan.

Meskipun Para Penggugat telah melaksanakan pemungutan 
dan penghitungan suara berikut telah menindaklanjuti rekomendasi 
Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, namun ternyata tidak semua peserta 

18Inilah persoalan teknis administratif kepemiluan yang menurut para 
Penggugat, tidak memiliki keterkaitan dengan soal etik Penyelenggaraan Pemilu. 
Maksudnya, kalau formulir untuk melaksanakan rekapitulasi ulang tidak cukup, 
hal itu di benak para Penggugat bukan persoalan pelanggaran etik penyelenggaraan 
Pemilu, namun itu adalah semata-mata kendala administratif.
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Pemilu menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan. Termasuk 
pemungutan dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan. 
Seperti terbukti, ada perserta Pemilu yang mengajukan keberatan pada 
Mahkamah Konstitusi RI.19

Dalam proses perkara yang menurut para Penggugat telah 
berlangsung di MK, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan menolak 
semua keberatan yang diajukan oleh partai politik. Penolakan itu terjadi, 
menurut para Penggugat, karena tuduhan-tuduhan yang ditujukan 
kepada KPU Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti.

Menurut para Penggugat, dalam persidangan DKPP sudah 
disampaikan, jikalau para Penggugat secara berjenjang telah melakukan 
upaya-upaya baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah 
terjadinya kecurangan selama berlangsungnya proses pemungutan 
dan perhitungan suara di TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS dan 
PPK. Bahkan, menurut para Penggugat, mereka telah menindaklanjuti 
rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan termasuk 
telah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS yang 
direkomendasi.

Pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh Panwaslu 
Kabupaten Nias Selatan sudah dilaksanakan oleh para Penggugat beserta 
jajarannya. Menurut para Penggugat, kalaupun kemudian masih ada 
ditemukan permasalahan, maka para Penggugat telah menghimbau 
dan mensupervisi kepada jajaran penyelenggara di bawahnya agar 
seketika itu menyelesaikan permasalahan dengan berkoordinasi dengan 
Panwaslu berikut jajarannya. Para Penggugat juga mengemukakan 
bahwa dalam melakukan tugas dan kewengannya, mereka itu telah 
berusaha bertindak netral.20

19Di sini sebetulnya terlihat, bahwa ada beberapa jalur yang dipergunakan 
untuk memertanyakan segala hal dari Penyelenggara Pemilu. Secara implisit 
terungkap dalam argumentasi para Penggugat di atas, bahwa ada jalur perkara 
konstitusi, namun ada yang menggunakan jalur DKPP dan membuahkan Putusan 
yang dimasukkan ke dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Tergugat 
dalam sengketa TUN yang dikemukakan di atas. Gambaran tentang “jalur” perkara 
konstitusi dikemukakan dalam Bab V dari buku ini.

20Para Penggugat tampaknya menyadari bahwa ada persoalan etik, yaitu 
netralitas yang harus dijaga. Itu sebabnya, mereka perlu menambahkan keterangan 
bahwa dalam melakukan tugas dan kewengannya, mereka itu telah berusaha 
bertindak netral.
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Selaku anggota penyelenggara Pemilu, menurut keterangan para 
Penggugat, mereka bersama dengan anggota KPU Kabupaten Nias 
Selatan telah melaksanakan Pemilu legislatif anggota DPR, DPD, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 sesuai dengan asas-
asas Pemilu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 
2012, termasuk melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten 
Nias Selatan.

Oleh karena itu, maka menurut para Penggugat, kesimpulan DKPP 
sebagaimana dimaksud dalam poin [5.3] yang menyatakan para Teradu 
(para Penggugat) terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berat 
sebagai Penyelenggara Pemilu dan atas dasar itu menjatuhkan sanksi 
pemberhentian tetap kepada Para Penggugat, merupakan keputusan 
sewenang-wenang. Dikatakan sewenang-wenang, karena tindakan 
DKPP itu bertentangan dengan asas keseimbangan. Dijelaskan, bahwa 
sanksi yang diberikan pihak DKPP kepada para Penggugat berupa 
Pemberhentian Tetap, sedangkan terhadap Teradu V hanya Peringatan 
Keras. Menurut para Penggugat, sanksi yang dijatuhkan kepada 
mereka itu tidak seimbang dengan bobot kesalahan yang disimpulkan 
oleh Majelis DKPP terhadap para Teradu. Menurut para Penggugat, 
seharusnya bobot kesalahan yang dilakukan para Teradu, termasuk para 
Penggugat, adalah sama, yaitu mereka semuanya terbukti melakukan 
pelanggaran kode etik berat sebagai penyelenggara pemilu (vide poin 
[5.3] halaman 48 kesimpulan).

Keputusan Majelis DKPP memberikan sanksi yang berbeda 
terhadap para Teradu (para Penggugat) dengan Teradu V merupakan 
pelanggaran terhadap asas keseimbangan (Principle of Equality). Menurut 
para Penggugat, pelanggaran yang dilakukan DKPP itu terjadi karena 
hukuman yang dijatuhkan kepada para Penggugat dan Teradu V tidak 
seimbang dengan kesalahan yang diputuskan. Apalagi, demikian 
argumentasi lebih lanjut dari para penggugat, dalam bekerja, setiap 
anggota KPU itu di dalam diri mereka melekat sifat kolektif kolegial. 
Dijelaskan para Penggugat, bahwa sifat kolektif kolegial itu, yaitu 
keputusan yang diterbitkan terkait hasil rekapitulasi penghitungan 
suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Nias Selatan menjadi tanggung 
jawab bersama.
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Oleh karena itu, sangat beralasan apabila Majelis DKPP dinyatakan 
telah melanggar asas keseimbangan dalam mengambil keputusan 
terhadap para Penggugat. Menurut para Penggugat, karena sanksi yang 
diberikan kepada Para Teradu (para Penggugat) tidak seimbang jika 
dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Teradu V. 
Padahal, menurut keterangan para Penggugat, bobot kesalahan yang 
diputuskan terhadap semua Teradu (anggota KPU Nias Selatan) adalah 
sama, yaitu telah melakukan pelanggaran kode etik berat.21

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut tesa 
atau argumentasi dari para Penggugat, keputusan DKPP No. 65/DKPP-
PKE-III/2014 dan No. 66/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang 
dilaksanakan oleh Tergugat adalah keputusan sewenang-wenang. Seperti 
telah dikemukaakn beberapa kali di atas, yang dimaksudkan dengan 
sewenang-wenang menurut para Penggugat, yaitu bertentangan dengan 
peraturan perundangundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik terutama asas kecermatan dan keseimbangan (Pasal 53 ayat (2) 
huruf (a) dan (b) UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN), sehingga 
merugikan kepentingan Penggugat sebagai anggota KPU Kab. Nias 
Selatan Periode 2013-2018.

Oleh karena keputusan DKPP yang merugikan kepentingan para 
Penggugat tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat, maka sangat beralasan 
apabila keputusan Tergugat No. 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 
11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras 
Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut dinyatakan 
batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat 
keputusan tersebut serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi 
nama baik dan kedudukan Para Penggugat sebagai anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan periode 2013-2018 seperti semula sebelum 
di berhentikan.

21Ada kesan, ketika membaca bagian keterangan (tesa) dari para Penggugat 
di atas, para Penggugat itu seolah-olah mengakui bahwa mereka melakukan 
pelanggaran etik; namun sanksi yang mereka dapatkan adalah tidak adil, tidak 
seimbang.
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D. 	 Konsekuensi dari Tesa dalam Dialektika Ketika Eksistensi 
DKPP Sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu 
Menghadapi “Ujian” di PTUN, Permohonan Penundaan

Mendahului putusan atas pokokperkara mereka, maka para 
Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan 
Tergugat No; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 
tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut. Adapun tesa para Penggugat 
yang mendukung hal itu, yaitu telah dirumuskan dalam Pasal 67 ayat 
(2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, bahwa: 

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan 
Keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN 
sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap.

Mengacu pada rumusan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 
Tahun 1986 tentang PTUN tersebut, maka para Penggugat pada saat 
itu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan/
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut supaya 
berkenaan menunda pelaksaan surat keputusan Tergugat No. 1481/
Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian 
Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan 
Provinsi Sumut.

Para Penggugat mengajukan sejumlah alasan bahwa mereka 
memiliki kepentingan yang sangat mendesak sebagai berikut.

(1) Para Penggugat adalah anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, 
periode 2013-2018 berdasarkan Keputusan Tergugat No. 3399/
Kpts/KPUProv-002/2013 tentang Pengangkatan Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut; (2) Para Penggugat 
sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan mengabdi dan 
mendedikasikan diri, pikiran dan tindakan sebagai Penyelenggara 
Pemilu yang sampai saat ini belum pernah melakukan tindakan 
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan peraturan 
perundang-undangan pemilu yang berlaku; (3) Surat Keputusan 
yang diterbitkan Tergugat mengakibatkan hilangnya pendapatan 
berupa uang kehormatan Para Penggugat; (4) Kabupaten Nias 
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Selatan merupakan suatu wilayah yang memiliki tantangan 
geografis yang sulit, sementara itu ketika itu pula KPU sedang 
sibuk melaksanakan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 
Juli 2014; (5) Oleh karena dikhawatirkan tahapan Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 itu terganggu apa bila Keputusan 
Tergugat No. 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 
tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumauta dilaksanakan, karena 
tidak utuhnya personil KPU lima orang yang bertugas sepenuh 
waktu demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 
2014, maka itu sebabnya, menurut para Penggugat, surat keputusan 
Tergugat tersebut perlu di tunda pelaksanaannya; (6) Keberadaan 
para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang 
membidangi beberapa divisi sangat dibutuhkan agar persiapan dan 
pelaksanaan Pemilu Presiden & Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 
di Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan lancar, aman dan tertib 
sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat 
mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat dirugikan, 
maka para Penggugat mohon kepada Ketua PTUN Medan/Majelis 
Hakim yang memeriksa perkara itu untuk menunda pelaksanaan surat 
keputusan Tergugat No. 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 
Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota 
KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut, sebelum pokok perkara 
diperiksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 
Pengadilan TUN Medan agar memberikan putusan sebagai berikut. 

Dalam Penundaan: mengabulkan Permohonan penundaan 
pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No:1481/Kpts/KPU-
Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian 
Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan 
Provinsi Sumut sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan 
tetap. Dalam Pokok Perkara: mengabulkan gugatan para Penggugat 
untuk seluruhnya; menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan 
Tergugat No. 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 
tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut; mewajibkan Tergugat 
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agar mencabut surat keputusan Tergugat No. 1481/Kpts/KPU-
Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian 
Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan 
Provinsi Sumut; mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama 
baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota 
KPU Kabupaten Nias Selatan periode 2013-2018 seperti semula 
sebelum di berhentikan; menghukum Tergugat untuk membayar 
biaya perkara.

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan TUN Medan telah 
mengambil Putusan, yaitu Putusan No. 43/G/2014/PTUN-MDN, 
tanggal 3 November 2014. Adapun isi dari amar Putusan No. 
43/G/2014/PTUN-MDN adalah sebagai berikut. 

Dalam Penundaan menolak Permohonan Penundaan Para 
Penggugat. Dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Para 
Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan batal Surat Keputusan 
KPU Sumut No. 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 
2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota 
KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut; mewajibkan kepada 
Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Sumut No. 
1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang 
Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut; 
mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan 
dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018; hukum Tergugat untuk 
membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Tiga Ratus 
Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah.22

Sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada 
Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Maret 2015, terhadapnya oleh 
Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 
tanggal 30 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan 
Kasasi No. 43/G/2014/PTUN-MDN jo. No. 20/B/2015/PT.TUN-MDN. 

22Atas pemohonan Tergugat, dalam tingkat Banding putusan Pengadilan TUN 
No. 43/G/2014/PTUN-MDN tersebut telah dikuatkan oleh PT TUN Medan dengan 
Putusan No. 20/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Maret 2015.
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Akta itu dibuat oleh Panitera PTUN Medan. Permohonan tersebut 
diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PTUN 
Medan pada tanggal 01 April 2015.

Pihak Termohon Kasasi tidak diberitahu tentang Memori Kasasi 
dari Pemohon Kasasi. Itulah sebabnya, Termohon Kasasi, yaitu dulu para 
Penggugat tidak megajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori 
Kasasi). Meskipun dalam kenyataanya permohonan kasasi dimaksud, 
beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan 
dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara 
yang ditentukan oleh UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan 
kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 maka secara formal permohonan 
kasasi dari Pemohon Kasasi, dulu Tergugat itu dapat diterima.

E.	 Antitesa Termohon Kasasi Berkenaan dengan Eksistensi 
DKPP dalam Sengketa di PTUN

Berikut di bawah ini, perlu dikemukakan antitesa, atau alasan-
alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi. 

Terhadap Putusan PT TUN Medan No. 20/B/2015/PT.TUN–
MDN tanggal 03 Maret 2014, Pemohon Kasasi secara formal telah 
mengajukan memori kasasi. Pengajuan memori kasasi tersebut masih 
dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh UU. Sehingga, 
menurut MA, permohonan kasasi serta memori kasasi tersebut sudah 
sepatutnya diterima dan dipertimbangkan.

Sebagai antitesa atas tesa yang dikemukakan para Penggugat, dan 
diterima dan dikuatkan PT TUN seperti telah dikemukakan di atas, 
Pemohon Kasasi, yaitu dulu adalah Tergugat, sangat keberatan atas 
tesa atau pertimbangan dan putusan PT TUN Medan No. 20/B/2015/
PT TUN–MDN.

Menurut Tergugat, yang telah menjadi Pemohonn Kasasi, Judex Facti, 
yaitu PT TUN Medan sama sekali tidak memerhatikan segi-segi hukum 
kepemiluan dan asas-asas hukum yang berlaku serta nilai-nilai yang 
tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam argument 
antitesanya yang menguatkan eksistensi DKPP, pihak Pemohon Kasasi 
mengemukakan bahwa Judex Facti, yaitu PT TUN Medan, juga telah 
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mengabaikan adanya upaya dan tujuan penegakan hukum kode etik 
untuk terjaganya kehormatan, kemandirian, integritas, dan kredibilitas 
anggota KPU yang selama ini diinginkan publik. 

Semangat bersama, yaitu semangat upaya dan tujuan penegakan 
hukum kode etik untuk terjaganya kehormatan, kemandirian, integritas, 
dan kredibilitas anggota KPU yang selama ini diinginkan publik tersebut 
secara nyata telah diimplementasikan melalui Peraturan Bersama KPU, 
Bawaslu dan DKPP No. 13, No. 11, No. 1 tahun 2012.23 Pemohon Kasasi 
juga membangun antitesa terhadap tesa yang dibangun para Penggugat 
dan telah diamini di PT TUN, bahwa selama ini, fungsi dan peran 
DKPP sebagai lembaga satu-satunya yang bertugas menangani perkara 
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu telah mampu berperan 
sebagai alat kontrol bagi sikap dan tingkah laku menyimpang dan 
potensi penyimpangan etik yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara 
Pemilu. Keberadaan lembaga DKPP dengan kewenangannya yang 
diberikan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kode etik terhadap 
penyelenggara Pemilu telah dirasakan efektif, atau setidak-tidaknya 
dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran etik.

Pemohon Kasasi tampaknya menyayangkan kenyataan bahwa 
Judex Facti, yaitu PT TUN Medan tidak memberikan penilaian yang 
seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek 
sejarah dan semangat para stakeholder Pemilu sampai lahirnya DKPP. 
Pada kesempatan membangun argumen yang bersifat antitesis kepada 
PTUN dan PT TUN tersebut, Pemohon Kasasi menganggap bahwa 
kedua Majelis Hakim itu tiak membaca buku. Dikemukakan pihak 
Pemohon Kasasi, bahwa apabila buku sebagaimana dikutip di bawah 
ini telah memperluas khasanah dan literature hukum tentang peradilan 
etik telah dibaca, maka Pemohon Kasasi meyakini Judex Facti tidak 
sampai kepada keputusan-keputusan yang telah dikemukakan di atas 
tersebut. Pihak Pemohon Kasasi kemudian menopang antitesanya 

23Seperti telah dikemukakan di atas, saat ini, sesuai dengan rumusan 
ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP 
telah menyusun sendiri apa yang disebut dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 
2017 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1338 yang dalam Pasal 
25 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bersama KPU, Bawaslu 
dan DKPP No. 13, No. 11, No. 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum. Lihat, Teguh Prasetyo, (2017), Ibid., hlm. 224-237.
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dengan mengemukakan suatu kutipan dari buku yang Pemohon Kasasi 
tersebut maksudkan, sebagai berikut.

... Pada akhir abad ke-20 muncul ide untuk membangun infrastruktur 
kelembagaan kode etik terutama di lingkungan jabatan-jabatan 
publik yang memerlukan kepercayaan (trust atau amanah) yang 
dibentuk untuk menegakkan kode etik di lingkungan jabatan-jabatan 
eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kelembagaan komisi etik untuk 
penegakannya yang tujuannya agar sistem kode etik dan kode perilaku 
yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan 
ditegakkan dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya. 
Semuanya difungsikan untuk memeriksa laporan-laporan ataupun 
pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik bagi para pelanggar 
dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya yang 
mana penegakan kode etik ini belum dikonstruksikan sebagai proses 
peradilan ataupun badan peradilan melainkan hanya sebagai institusi 
penegak kode etik biasa, yang bekerjanya dipahami harus bersifat 
tertutup (etika fungsional tertutup) yang belum menerapkan prinsip-
prinsip modern tentang peradilan sebagaimana dipahami dalam bidang 
hukum. Dalam praktik di Indonesia dewasa ini, mekanisme penegakan 
kode etik secara tertutup ini juga terus diterapkan di semua bidang 
etika. Di bidang kehakiman telah didirikan Komisi Yudisial, dibidang 
Legislatif adanya Badan Kehormatan, di lingkungan KPK dibentuk 
Majelis Kehormatan yang bersifat Ad hoc. ... Tahap perkembangan etika 
fungsional yang bersifat tertutup tersebut terus berkembang di dunia 
sampai sekarang. Di Indonesia pun, seperti diuraikan sebelumnya 
bahwa perkembangan etika fungsional yang bersifat tertutup juga 
masih terus menjadi kebiasaan, akibatnya proses penegakan kode etik 
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka 
kepada publik yang di zaman sekarang menuntut keterbukaan, 
transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih luas di semua bidang 
kehidupan sebagai prasyarat untuk terwujudnya prinsip good governance. 
Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu 
terhadap proses penegakan etika yang bersifat independen, jujur 
dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan 
peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas, integritas dan 
independensinya tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 
proses penegakan kode etik tidak terbuka. Salah satu kasus Hakim 
Agung yang disidangkan melalui mekanisme persidangan Tertutup 
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kemudian disidangkan kembali melalui mekanisme persidangan 
terbuka adalah kasus Hakim Agung Ahmad Yamani. Kasus Hakim 
Agung Ahmad Yamani disidangkan melalui pemeriksaan Terbuka, 
di mana sebelumnya Putusan Majelis Kehormatan Hakim MA atas 
dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung Ahmad Yamani bahwa 
Putusan yang dijatuhkan baginya melalui persidangan yang bersifat 
tertutup hanya memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan 
permohonan pensiun dini. Terhadap Putusan demikian, banyak 
orang menilainya bukan sebagai sanksi atau hukuman bagi Ahmad 
Yamani melainkan kemudahan untuk melepaskan diri dari sorotan 
masyarakat. Karena itu muncul reaksi keras dari masyarakat yang 
menuntut agar Hakim Agung Ahmad Yamani disidangkan kembali 
melalui persidangan terbuka dengan melibatkan peran Komisi Yudisial. 
Atas dasar kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial akhirnya berhasil ditempuh suatu mekanisme persidangan 
Majelis Kehormatan secara terbuka sebagaimana yang dipraktikkan 
oleh Dewan Kehormatan KPU dan kemudian diteruskan oleh Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sesudah kasus Ahmad 
Yamani disidangkan kembali melalui persidangan yang terbuka untuk 
umum, baru diketahui secara luas bahwa Ahmad Yamani memang 
telah secara nyata terbukti melanggar kode etik dengan kategori 
yang berat, sehingga oleh sebab itu, sanksi yang dijatuhkan adalah 
pemberhentian dengan tidak hormat. Setelah pemeriksaan yang 
seksama akhirnya Hakim Agung Ahmad Yamani diputuskan bersalah 
dan diberhentikan dari Jabatan Hakim Agung secara tidak hormat, 
inilah manfaat dari keterbukaan. Tradisi penegakan kode etik melalui 
proses yang terbuka inilah yang dipelopori oleh Dewan Kehormatan 
KPU sejak tahun 2010, dan diteruskan oleh DKPP sampai sekarang, 
sehingga dapat dengan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip 
peradilan modern yang bersifat objektif, imparsial, profesional, 
terbuka, transparan, akuntabel dan berintegritas. DKPP dibentuk 
secara resmi tanggal 12 Juni 2012 yang merupakan Lembaga Peradilan 
Etika yang mengarah kepada penerapan good governance .....24

Pihak Pemohon Kasasi terus membangun argumentasi dalam 
antitesanya, yang berkisar pada eksistensi DKPP sebagai instansi 

24Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Persfektif Baru Tentang 
‘Rule of Law of ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics”, hlm., 289.
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penegak etik bagi Peyelenggara Pemilu dengan merujuk UU No. 15 
Tahun 2011. Menurut pihak Pemohon Kasasi, UU No. 15 Tahun 2011 
jelas menyebutkan tentang kewenangan DKPP dalam penegakan kode 
etik. Menurut antitesis dari pihak Pemohon kasasi, apabila PTUN dalam 
mengambil keputusan untuk membatalkan keputusan KPU Sumut tidak 
berdasarkan pada prosedur DKPP, maka hal itu berarti bahwa PTUN 
telah mengabaikan kedudukan DKPP sebagai lembaga Peradilan Etika 
seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang.25

Bagi pihak Pemohon Kasasi, yang dulu ketika di PTUN adalah 
Tergugat dan di PT TUN adalah Pembanding, penilaian atau dalam 
bahasa yang dipergunakan buku ini, yaitu penegakan etik terhadap 
Penyelenggara Pemilu, atau terhadap pelanggaran kode etik 
penyelenggaran Pemilu, sesungguhnya berbeda tajam karakteristiknya 
dengan sengketa administrasi negara pada umumnya yang selama ini 
menjadi objek sengketa di PTUN Medan. 

Menurut pihak Pemohon Kasasi, Kode etik Penyelenggara Pemilu 
adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan Philosofis yang 
menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang 
diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua 
tindakan dan ucapan (Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu 
dan DKPP).26 Sehingga, menurut pihak Pemohon Kasasi, pemeriksaan 
dan penilaian tentang etika penyelenggara Pemilu sesungguhnya 
secara integral proforsional sudah tepat diadili oleh Mejelis Etik DKPP 
(mewakili KPU, Bawaslu, Akademisi dan tokoh masyarakat).

Menurut pihak Pemohon Kasasi, formasi Majelis Etik dari DKPP 
juga berasal dari gabungan Penyelenggara Pemilu. Dalam pandangan 
pihak Pemohon Kasasi, formasi Majelis Etik yang demikian itu 
merepresentasikan orang-orang yang nota bene memahami secara 
praktik tentang sikap dan perilaku jajaran Penyelenggara Pemilu ic. 
Anggota KPU Kabupaten/Kota yang muncul/terjadi dilapangan ketika 
melaksanakan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemohon 
Kasasi bahkan lebih jauh membangun argumentasi yang menarik 

25Tampak dengan jelas di sini, bahwa dalam membangun antitesisnya, 
Pemohon Kasasi seolah-olah hendak mengatakan bahwa PTUN maupun PT-TUN 
yang menguatkan tesa yang dibangun para Penggugat seperti telah dikemukakan 
di atas telah melawan hukum.

26Lihat catatan kaki berkaitan, supra.
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untuk ditekankan di sini, yaitu: bahkan, sebagai facta notoir, kata 
Pemohon Kasasi, Mejelis Etik DKPP tanpa harus dibuktikan secara 
formal sesunguhnya secara kaca mata etis Majelis Etik itu sudah dapat 
melihat unsur niat dan kejujuran Teradu (para Penggugat di PTUN yang 
tesanya dikuatkan PTUN dan PT TUN) dari sikap dan ucapannya selama 
di persidangan DKPP yang dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri 
pihak-pihak Pemohon, Termohon, Saksi dan Pihak Terkait.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka menurut Pemohon Kasasi, 
seyogyanya Judex Facti PT TUN Medan dapat sejalan dan mendorong 
penegakan etika dengan efek pemberian sanksi yang dilakukan oleh 
DKPP atau setidak-tidaknya Judex Facti Pengadilan PT TUN Medan 
tidak sampai kepada keputusan menguatkan Putusan Pengadilan TUN 
Medan, satu dan lain hal demi terjaganya kepercayaan publik kepada 
Penyelenggara Pemilu dan terkawalnya proses demokrasi dengan 
penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas di Indonesia. Sebab, 
menurut Pemohon Kasasi, tugas-tugas Anggota KPU erat kaitannya 
dengan menjalankan urusan kepentingan umum (public interest). 

Menurut Pemohon Kasasi, disadari atau tidak, apabila putusan 
Judex Facti PT TUN Medan yang telah dikemukakan di atas tersebut 
dipertahankan, maka hal itu akan membangun persepsi negatif dari 
masyarakat dan peserta Pemilu terhadap eksistensi DKPP yang selama ini 
diharapkan, dipercaya sebagai lembaga pengawal moral27 Penyelenggara 
KPU. Dengan dibatalkannya putusan DKPP, maka sama halnya dengan 
meruntuhkan kewibawaan DKPP, dengan runtuhnya kewibawaan DKPP 
sama halnya dengan menurunkan kualitas demokrasi kita.

Oleh karena itu, dalam kesempatan Kasasi itu, pihak Pemohon 
Kasasi sangat mengharapkan pada waktu itu agar supaya Judex Juris, 
dalam hal ini yaitu Mahkamah Agung RI melakukan koreksi atau 
Pembatalan Putusan PT TUN Medan No. 20/B/2015/PTUN-MDN 
tanggal 03 Maret 2015. Sehubungan dengan itu. Berikut di bawah ini, 

27Sangat menarik untuk digarisbawahi di sini, bahwa dalam antitesis yang 
dibangun pihak Pemohon Kasasi di atas, terlihat dengan jelas bahwa pihak 
Pemohon Kasasi sesungguhnya berharap agar kewibawaan DKPP sebagai penegak 
etik bagi Penyelenggara Pemilu seharusnya dipertahankan, tidak diruntuhkan 
dengan Putusan PTUN, atau PT-TUN, begitu pula oleh MA dalam sengketa TUN 
tersebut, berikut perkara Konstitusi yang digambarkan dalam Bab lainnya dari 
buku ini, Bab V.
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sejumlah argumentasi yang dibangun Pemohon Kasasi untuk kemudian 
memperkuat antitesisnya dalam bentuk memohon perkenannya dalam 
memori kasasi yang memuat alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini.

1. 	 Pemeriksaan Pekara di Jalur PTUN Tidak Imparsial, atau Berpihak 
Mengingat Tidak Lengkap Pihak serta Bertentangan dengan Asas 
Equality Before the Law

Bagi pihak Pemohon Kasasi, dia mengemukakan adanya masalah 
gugatan kurang pihak, sebab menurutnya, pemeriksaan perkara tersebut 
tanpa mengikutsertakan DKPP dan para pihak dalam persidangan di 
DKPP sebagai pihak. Menurut pihak Pemohon Kasasi, juga setidak-
tidaknya Judex Facti terlebih dahulu memberi kesempatan kepada 
DKPP untuk didengarkan keterangan/jawabannya. Dengan adanya 
fakta diabaikannya prinsip yuridis yang penting itu, maka menurut 
pihak Pemohon Kasasi, hal itu sama halnya dengan Judex Facti, yaitu 
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan begitu pula PT TUN Medan telah 
mengabaikan secara nyata prinsip-prinsip kesimbangan dan keadilan 
hukum sebagai syarat mutlak terciptanya sebuah penegakan hukum.

Padahal, menurut Pemohon Kasasi, dia telah berulang-ulang 
kali menyebutkan baik dalam Jawaban, Duplik, maupun Kesimpulan 
ketika Pemohon Kasasi itu berkedudukan sebagai Tergugat, begitu 
pula ketika berkedudukan sebagai Pembanding ketika sengketa 
berlangsung di tingkat banding dan sebagai Pemohon Kasasi tentang 
urgensi DKPP sebagai pihak dalam perkara TUN tersebut. Demikian 
pula menurut pihak Pemohon Kasasi, bahkan pula ketika Pemohon 
Kasasi itu berkedudukan sebagai Tergugat/Pembanding maupun 
ketika menjadi Pemohon Kasasi dia telah berulang kali menyatakan 
bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah 
semata-mata untuk menindaklanjuti Putusan DKPP. Dijelaskan pihak 
Pemohon Kasasi bahwa jika perintah dalam Putusan DKPP itu tidak 
menindaklanjuti pihak Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah 
melanggar undang-undang khususnya UU Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu.

2. 	 Judex Facti, PT TUN Medan Telah Salah dan Keliru Menerapkan 
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Mekanisme Pengujian Perkara Pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu yang Menguatkan Putusan PTUN Medan

Menurut pihak Pemohon Kasasi, subjektifitas hakim dalam 
membuat pertimbangan hukum perkara TUN tersebut, nyata-nyata 
pula terlihat dalam pertimbangan halaman 6 sampai dengan 7. Dalam 
halaman-halaman putusan itu, Judex Facti yaitu Pengadilan TUN Medan 
hanya mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan. 
Begitu pula, menurut pihak Pemohon Kasasi, PT. TUN Medan hanya 
menguatkan Putusan Pengadilan TUN Medan tanpa memerhatikan 
segi-segi hukum kepemiluan dan asas-asas hukum yang berlaku serta 
nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat 
dan mengabaikan adanya upaya dan tujuan penegakan hukum kode etik. 

Seharusnya, menurut pihak Pemohon Kasasi, Judex Facti PT 
TUN Medan secara imparsial bersungguh-sungguh memerhatikan 
sejauhmana kapasitas hukum Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek 
sengketa. Ditambahkan pihak Pemohon Kasasi, bahwa seharusnya, 
Judex Facti PT TUN Medan memahami bahwa KTUN (beschikking) yang 
diterbitkan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dipersamakan dengan 
KTUN pada umumnya. 

Lagi pula, menurut Pemohon Kasasi, kalaupun Judex Facti 
berpendapat bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon 
Kasasi adalah KTUN yang telah memenuhi unsur konkret, individual 
dan final sehingga dapat ditarik sebagai objek sengketa Peratun, maka 
pertanyaan Pemohon Kasasi adalah apakah Pemohon Kasasi (KPU 
Provinsi Sumut) secara juridis dapat bertindak menurut hukum untuk 
dan atas nama serta DKPP mewakili DKPP di depan Pengadilan?

Bagi Pemohon Kasasi, kalaupun putusan DKPP dianggap salah 
secara substantif oleh Judex Facti, begitu pula oleh PT TUN Medan, maka 
menurut Pemohon Kasasi persoalannya adalah apakah Pemohon Kasasi 
itu memiliki kewenangan hukum untuk tidak melaksanakan Putusan 
DKPP28 sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (k) jo. Pasal 112 

28Hal ini merupakan suatu persoalan yang menarik untuk dicermati lebih jauh, 
dan lebih dalam lagi dari sudut pandang ilmu hukum. Sebab, dalam Pertimbangan 
Hukum yang dikemukakan oleh Judex Factie, maupun dalam hal-hal tertentu terlihat 
tampaknya didukung oleh pertimbangan dari Majelis di PT TUN, seperti telah 
dikemukakan di atas, KPU tidak harus serta-merta wajib melaksanakan perintah 
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ayat (13) UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum, jo. Surat Edaran KPU No. 1400/KPU/VII/2014 tanggal 15 Juli 
2014 jo. dictum ke-2 Putusan DKPP No. 65/DKPP-PKE-III/2014 dan No. 
66/DKPP-PKE-III/2014 jo. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 
No. 13, 11 dan 1 tahun 2012 di dalamnya ditegaskan bahwa keputusan 
DKPP berlaku/bersifat final dan mengikat bagi KPU Provinsi (ic. 
Pemohon Kasasi) dan wajib pula dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi.29

Oleh karena itu, menurut pihak Pemohon kasasi, seharusnya Judex 
Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memahami bahwa 
penerbitan objek sengketa tersebut memiliki karakteristik khusus 
yang yang tidak boleh dipersamakan dengan KTUN pada umumnya 
mengingat tindakan/kebijakan Pemohon Kasasi dalam menerbitkan 
objek sengketa adalah suatu kewajiban hukum tanpa kewenangan 
opsional dan korektif atas keputusan DKPP. Dengan pengertian lain, 
perintah DKPP bagi Pemohon Kasasi sama halnya sebagai perintah 
undang-undang yang harus dilaksanakan.30

Menurut Pemohon Kasasi dia tidak mempunyai kewenangan untuk 
memberhentikan KPU Kabupaten/Kota tanpa melalui mekanisme yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena sesuai dengan 
rumusan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 15 Tahun 2011 
dinyatakan bahwa: 

“Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/
Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (f), dan/atau 
huruf (g) didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan 

dalam setiap Putusan DKPP. Dikemukakan bahwa sifat final dan mengikat itu 
tidak harus ditafsir secara demikian karena DKPP bukan suatu lembaga Peradilan. 
Perintah dalam Putusan DKPP itu harus dimaknai final dan mengikat untuk 
dilaksanakan KPU misalnya setelah KPU melakukan suatu proses verivikasi yang 
tersendiri. Penafsiran seperti itu tampaknya membawa kembali kedudukan DKPP 
yang ketika masih berifat embrio, Putusannya hanyalah bersifat rekomendatif. 
Sementara, menarik untuk dikemukakan di sini bahwa dalam UU No. 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu, dirumuskan secara tegas baha DKPP itu telah mengalami 
penguatan.

29Perhatikan catatan kaki berkaitan, supra.
30Di titik argument ini sejatinya terlihat, bahwa masih terdapat keinginan, 

sebelum Putusan TUN yang digambarkan di atas, kalau eksistensi DKPP itu harus 
dipandang sebagai suatu badan peradilan.
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secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim 
kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau rekomendasi dari 
DPR”. 

Dengan demikian Pemohon Kasasi tidak boleh memberikan sanksi di 
luar batas kewenangannya.

Selain itu, pihak Pemohon Kasasi juga mengemukakan argumentasi 
untuk mendukung antitesisnya bahwa secara hirarchis, KPU Provinsi 
Sumut bukanlah institusi/atasan DKPP yang memiliki atribusi 
kewenangan untuk memberikan persetujuan atau tidak baik secara 
vertical maupun horizontal terhadap berlakunya putusan hukum yang 
diterbitkan oleh DKPP. Menurut pihak Pemohon Kasasi, justru peran 
penting DKPP adalah menjaga kehormatan, integritas, perilaku seluruh 
jajaran penyelenggaran Pemilu tidak terkecuali KPU Sumut (ic. Pemohon 
Kasasi). 

Selanjutnya menurut pihak Pemohon Kasasi, bahkan, menurut 
hukum, DKPP –pun berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pemohon 
Kasasi apabila Pemohon Kasasi terbukti melanggar kode etik, semisal 
putusan DKPP yang tengah dipersoalkan di PTUN itu tidak dilaksanakan 
oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa unsur 
“sifat final”-nya objek sengketa di PTUN tersebut, yang diterbitkan oleh 
Pemohon Kasasi, adalah suatu hal yang niscaya atau mutatis-mutandis 
dan bukan timbul karena akibat persetujuan dari Pemohon Kasasi.

Menurut Pemohon Kasasi, KPU Provinsi dalam mengambil 
keputusan telah sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang 
dilaksanakan dalam Rapat Pleno dengan membuat Berita acara dan 
ditindaklanjuti dalam sebuah Surat Keputusan Ketua KPU Sumut. 
Seharusnya, patut menjadi pertimbangan Majelis TUN bahwa KPU 
Sumatera Utara di dalam membuat keputusannya sebagai tindak lanjut 
keputusan DKPP adalah merupakan kewajiban sebagaimana point-point 
yang telah diuraikan dan bila tidak dilaksanakan maka akibatnya KPU 
Provinsi Sumut yang akan di dikenakan pelanggaran Kode Etik karena 
tidak melaksanakan perintah undang-undang.31

31Argumentasi ini, sjauh ini masih sama dan menunjukkan tak-tik yang 
agak menarik untuk dicermati. Tampaknya, inilah taktik dari KPU Provinsi untuk 
tidak menjatuhkan sanksi kepada jajarannya sendiri, begitu pula hal ini didukung 
pihak KPU-RI. Kelembagaan KPU itu bersifat hierarkis, secara alamiah, atasan 



DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat108

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pihak Pemohon Kasasi 
memandang bahwa dia dapat menarik kesimpulan bahwa keputusan 
penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah 
sepenuhnya bergantung atau didasari karena adanya putusan DKPP. 
Sehingga, menurut Pemohon Kasasi, keputusan Pemohon Kasasi 
atas objek sengketa bukanlah keputusan yang mengandung vonis/
penghukuman. Konsekwensi juridisnya adalah apabila Termohon 
Kasasi hendak mempersoalkan keabsahan/substansi putusan DKPP, 
maka proses pemeriksaan, pengujiannya harus turut melibatkan DKPP 
sebagai pihak terperkara dalam sengketa di PTUN tersebut, dengan rasio 
yang sangat logis bahwa putusan DKPP bukanlah produk keputusan 
Pemohon Kasasi.

Jadi, menurut pihak Pemohon Kasasi, pemeriksaan sengketa 
TUN itu oleh Judex Facti, juga oleh PT TUN Medan tanpa disertai 
pemberian hak kepada DKPP untuk mempertahankan keputusan yang 
diterbitkannya adalah tindakan yang bertentangan dengan asas-asas 
hukum acara yang berlaku terutama asas equality before the law dan asas 
objektifitas, dan melampaui kewenangannya sebagaimana diamanahkan 
oleh UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.32

Menurut pihak Pemohon Kasasi, berdasarkan theory ilmu hukum, yang 
disebut dengan “kaidah hukum bersifat imperatif apabila kaidah hukum 
itu bersifat apriori harus/wajib ditaati, mengikat dan memaksa”, sehingga 
untuk menyebut sebuah norma itu bersifat imperatif maka syarat frasa/
kata: harus/wajib mutlak ada di dalam perumusan norma, sedangkan 
syarat-syarat itu sama sekali tidak terpenuhi dalam rumusan Pasal 28 
ayat (1) dan (3) jo Pasal 29 UU No. 15 tahun 2011. Dengan demikian, 
sesungguhnya Pasal 28 ayat (1) dan (3) jo Pasal 29 UU No. 15 tahun 2011 
bukanlah norma yang bersifat imperatif tetapi jusrtu bersifat fakultatif. 

pasti membela bawahannya. Namun karena tuntutan hukum publik, yang berlum 
terlalu pasti kebebaran ilmiahnya sehingga melahirkan situasi seperti yang tengah 
dihadapi itu, maka bangunan argumentasi yang dikemukakan sejauh ini, yaitu 
berpihak kepada keinginan publik yang belum terlalu jelas arahnya itu.

32Argumentasi seperti ini tidak menyadari “keinginan” publik yang masih 
belum terlalu jelas pula, yaitu bahwa DKPP itu tidak dapat menjadi pihak di dalam 
sengekta atau perkara di Pengadilan, meskipun secara American Realist, terbukti 
dalam banyak kasus yang telah ada, putusan DKPP menjadi alat bukti di sana, dan 
dibahas secara mendalam baik oleh para pihak maupun Majelis Hakim, termasuk 
dalam gambaran perkara yang dikemukakan di atas.



Bab 3 | DKPP RI Sebagai Penegakan Etik Penyelenggara Pemilu 109

Apabila diidentifikasi ketentuan UU No. 15 tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat diketahui norma-norma yang 
bersifat imperatif terdapat dalam pasal-pasal lain, antara lain: kata 
“wajib”, terdapat pada Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) huruf (i) berikut 
penjelasannya bunyi Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 36 ayat 
(1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 74, Pasal 110 ayat (3), 
Pasal 112 ayat (13), Pasal 116 ayat (2), Pasal 117, Pasal 126 ayat (1) ; 
dan kata “harus”, terdapat pada bunyi Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat 
(2) dan (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 huruf (f), Pasal 45 huruf (l), 
Pasal 57 ayat (4), Pasal 100 ayat (3), Pasal 101 ayat (2), Pasal 102 ayat 
(3), Pasal 106 ayat (4), Pasal 112 ayat (6), Pasal 129 ayat (4);

Oleh karena jelas bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (3) jo Pasal 
29 UU No. 15 tahun 2011 bukanlah norma yang bersifat imperatif tetapi 
justru bersifat fakultatif, serta terdapat pula situasi dan keadaan serta 
dasar hukum yang dapat mengecualikannya, maka penerbitan objek 
sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan 
mekanisme formal prosedural dan karenanya haruslah dinyatakan sah 
dan berkekuatan hukum.

Karena itu maka menurut pihak Pemohon Kasasi, dengan 
demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan bukti-bukti 
yang dikemukakan Tergugat, ketika Pemohon Kasasi masih berada di 
tingkat PTUN, dan Pembanding ketika Pemohon Kasasi menjadi pihak 
dalam Perkara di tingkat Banding dan Pemohon Kasasi, telah cukup 
membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan Keputusan 
DKPP sesuai dengan kewajiban hukum Pemohon Kasasi sebagaimana 
diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyenggara Pemilu berikut 
peraturan pelaksananya.

3. 	 Tentang Substansi Materil Penerbitan Objek Sengketa

Menurut pihak Pemohon Kasasi, keseluruhan pokok-pokok 
pertimbangan Judex Facti PTUN Medan yang dikuatkan oleh Putusan 
PT TUN Medan, merupakan kewenangan hukum DKPP dalam rangka 
mempertahankan pertimbangan dan keputusannya itu. Kapasitas 
Pemohon Kasasi hanya sebagai pihak yang diperintahkan DKPP 
untuk melaksanakan putusan DKPP dan wajib pula melaksanakannya 
sebagaimana telah diuraikan panjang lebar oleh Pemohon Kasasi di atas, 
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dalam arti Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan (overlapping 
competencies) untuk melakukan penilaian hukum menyangkut segala 
sesuatu penerapan hukum formal dan substansial yang telah diterapkan 
oleh DKPP. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan Judex Facti PTUN 
Medan tersebut adalah menyangkut kewenangan DKPP atau di luar 
kewenangan Pemohon Kasasi, maka semakin jelaslah bahwa Judex Facti 
nyata-nyata sekali lagi salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya 
serta bertentangan dengan asas keadilan bagi semua pihak.

Selain itu, menurut pandangan pihak Pemohon Kasasi, Keputusan 
Judex Facti PTUN Medan tersebut, bertentangan pula dengan “asas 
kepastian hukum”. Sebab quon non, andaikata saja Putusan Judex Facti 
incraht, putusan Judex Facti tersebut juga bersifat “non eksekutabel”, 
sebab menurut Pemohon Kasasi pembatalan penerbitan objek sengketa 
tersebut tidak dapat otomatis membatalkan putusan DKPP.33

4. 	 Judex Facti PTUN Medan dan PT TUN Medan Salah dalam 
Mengambil Keputusan

Argumen pihak Pemohon Kasasi selanjutnya, yaitu bahwa sebagai 
pertimbangan dan memperluas khasanah dan literature hukum tentang 
peradilan etik dalam mengambil Keputusan oleh Majelis Hakim MARI 
terhadap Keputusan Judex Facti PT TUN Medan, Pemohon Kasasi 
memberikan referensi terkait perkara yang sama yang dimenangkan oleh 
Tergugat (KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan KPU Provinsi Sumatera 
Utara.

Dikemukakan pihak Pemohon Kasasi bawha alam Putusan PTUN 
Menado dengan Perkara No. 30/G/2014/PTUN.MDO antara Jean 
Christine Maengkom, S.H., M.H. dan kawan kawan (Para Penggugat) 
melawan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat). Gugatan itu mengenai 
pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Menado. Pada waktu 
itu Tergugat (KPU Provinsi Sulawesi Utara) memberhentikan Penggugat 
karena menindaklanjuti Putusan DKPP. Mengacu pada Perkara 
No. 30/G/2014/PTUN.MDO, Pemohon Kasasi sependapat dengan 
pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Menado. Pada intinya 

33Argumen yang sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang keilmuan 
hukum.
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Majelis Hakim PTUN Menado berkesimpulan bahwa Tergugat telah 
melakukan prosedur yang ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2011 
sebelum menerbitkan objek sengketa.34

Menurut pihak Pemohon Kasasi, begitu juga dengan Putusan 
PTUN Jakarta dengan perkara No. 25/G/2014/PTUN-JKT antara 
Masnilam Br. Hasibuan, Anggota KPU Padang Lawas Utara (Penggugat) 
melawan KPU Provinsi Sumut (Tergugat). Isi gugatannya tentang 
pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Padang 
Lawas Utara. Penggugat/Pemohon Kasasi, juga memberhentikan 
Tergugat/Termohon Kasasi karena untuk menindaklanjuti Putusan 
DKPP. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim 
PTUN-Jkt itu. Dalam putusannya, Majelis Hakim dalam Perkara itu 
menolak gugatan Penggugat (Masnilam Br. Hasibuan). Hingga habis 
tenggang waktu untuk melakukan upaya banding, Penggugat tidak 
melakukannya terhadap Putusan PTUN Jakarta tersebut.35

Menurut pihak Pemohon Kasasi, PTUN Medan dan PT TUN 
Medan dinilai Pemohon Kasasi salah dalam menerapkan hukum. Dalam 
pandangan pihak Pemohon Kasasi sementara sumber hukum yang 
digunakan dalam mengambil keputusan dan perkaranya juga sama 
dengan yang ditangani PTUN yang lainnya; namun PTUN Medan dan 
PT TUN Medan sebaliknya menghasilkan Putusan yang berbeda.

Atas dasar argumen sebagaimana dikemukakan di atas, maka 
Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim MA RI agar dapat 
menilai dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 
PTUN Menado dan Putusan PTUN Jakarta. Menurut Pemohon Kasasi, 
mungkin perlu dicermati pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 
PTUN Menado dan Putusan PTUN Jakarta itu, yaitu Putusan No. 

34Inilah persoalan hukumyang sangat menarik dalam Sistem Hukum 
Pancasila. Di satu sisi ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
menyatakan bahwa Majelis Hakim PTUN Menado berkesimpulan bahwa Tergugat 
telah melakukan prosedur yang ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2011 sebelum 
menerbitkan objek sengketa, namun di sisi yang lain ada Putusan Pengadilan, 
seperti yang dikemukakan di atas, memilih jalan yang berlawanan sama sekali.

35Sama dengan catatan kaki No. 34 di atas. Hanya saja, untuk kasus yang 
dikemukakan tersebut di atas, bukan pihak Pengadilan yang menguatkannya, 
namun karena pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum. Apakah hal ini 
perlu dilihat sebagai suatu bentuk kesadaran hukum masyarakat yang membantu 
eksistensi DKPP sebagai penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu?
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30/G/2014/PTUN.MDO dan Surat Pemberitahuan Putusan Perkara 
No. 205/G/2014/PTUN-JKT.

F.	 Sintesa dalam Dialektika (Sengketa) TUN dalam Kaitan 
dengan Eksistensi DKPP Sebagai Penegak Etik Penyelenggara 
Pemilu

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung kemudian 
mengambil apa yang disebut sebagai suatu sintesa dari proses dialektika 
(Sengketa) yang telah begitu rinci digambarkan di atas di PTUN, 
dan berlanjut ke PT TUN. Menurut Mahkamah Agung, alasan yang 
dikemukakan pihak Tergugat, dalam hal ini pihak Pemohon Kasasi, yaitu 
pihak KPU Provinsi Sumut yang telah dikemukakan di atas itu tidak 
dapat dibenarkan. Menurut pihak Majelis Hakim MA yang menerima 
dan memeriksa serta mengadili dan memutus sengketa TUN di tingkt 
Kasasi tersebut: 

Oleh karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat 
kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan 
sebagai berikut: Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang 
mendasarkan kepada putusan DKPP yang tidak menyebutkan 
kualifikasi kesalahan atau pelanggaran etik yang tidak bisa diukur 
intensitasnya adalah bertentangan dengan hukum.36

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex 
Facti dalam sengketa TUN dimaksud tidak bertentangan dengan hukum 
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan 
Pemohon Kasasi: KPU Provinsi Sumut, tersebut harus ditolak. Dengan 
ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan 
sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar 
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

36Kembali di sini ditegaskan suatu pokok “ujian” bagi DKPP sebagai penegak 
etik bagi Penyelenggara Pemilu, yaitu kapasitas DKPP untuk menjamin suatu Surat 
Keputusan Objek Sengketa yang mendasarkan kepada putusan DKPP yang benar-
benar dapat menyebutkan kualifikasi kesalahan atau pelanggaran etik yang dapat 
diukur intensitasnya sehingga tidak bertentangan dengan hukum.



Bab 3 | DKPP RI Sebagai Penegakan Etik Penyelenggara Pemilu 113

Putusan Mahkamah Agung di atas diambil dalam musyawarah 
Majelis Hakim. Namun di dalam musyawarah Majelis Hakim di 
Mahkamah Agung itu terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) 
dari Ketua Majelis Hakim Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dengan 
pendapat sebagai berikut.

Putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena terlalu 
formalistis in Casu dengan pertimbangan sebagai berikut: (1)
KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang diwajibkan 
melaksanakan tahap-tahap Pemilu dengan jadwal yang tepat 
dan ketat; (2) Penyelenggara Pemilu harus menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip pemilihan yang Langsung-Umum-Bebas-Jujur-Adil 
(Luber-Jurdil) sehingga penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
adalah sebagai pengawal dan penjaga lembaga tersebut; (3) In Casu 
putusan DKPP sebagai substansi terpenting (secara materiil) dalam 
mendukung terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek 
Sengketa;37 (4) Alasan-alasan Kasasi dapat dibenarkan, sedangkan 
Kontra Memori Kasasi tidak terdapat dalam berkas perkara.

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim 
dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai 
mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 
2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, Majelis 
Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara 
terbanyak yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Dengan memerhatikan pasal-pasal dari UU No.48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 
2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, UU No. 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.51 Tahun 
2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, MARI 

37Menarik, bahwa sekalipun hanya merupakan pendapat dalam dissenting, 
namun Putusan DKPP dalam sengketa yang digambarkan di atas juga menjadi 
bahan pertimbangan berupa pembelaan dari unsur di dalam Majelis Hakim di 
MA-RI; sementara DKPP itu sendiri tidak menjadi pihak secara langsung dalam 
sengketa TUN tersebut.
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kemudian mengadili dengan Putusan: menolak permohonan kasasi dari 
pihak Pemohon Kasasi, yaitu KPU Provinsi Sumutera Utara. MARI juga 
menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi sebesar lima ratus ribu Rupiah.



Meskipun dalam tahun yang sama namun dalam Putusan dengan 
nomor perkara yang jauh lebih muda, yaitu No. 174 K/TUN/2015 
jika dibandingkan dengan Putusan No. 361 K/TUN/2015 yang 
digambarkan dalam bab sebelumnya, soal-soal yang sama, yaitu 
persoalan yang berkenaan dengan “ujian” terhadap eksistensi DKPP 
sebagai penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu juga sudah lebih dahulu 
muncul. Persoalan tersebut dirasakan penting untuk diketengahkan 
lagi dalam bab lanjutan mengenai DKPP-RI Sebagai Penegak Etik 
Penyelenggara Pemilu dalam Kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha 
Negara ini, mengingat gambaran mengenai persoalan itu merupakan 
bahan pelajaran dialektika yang menarik dalam rangka semakin lebih 
mendalam memahami “ujian” bagi eksistensi DKPP sebagai penegak 
etik terhadap Penyelenggara Pemilu.

Apabila gambaran dalam bab sebelumnya telah dikemukakan 
persoalan yang digumuli dalam hukum Indonesia berkenaan dengan 
eksistensi DKPP sebagai penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu di 
PTUN, dalam gambaran yang dikemukakan di bawah ini, persoalan 
yang sama juga digumuli di PTUN, baik di pengadilan tingkat pertama, 
banding maupun kasasi. Diharapkan, dengan dikemukakannya 
gambaran Putusan di bawah ini akan semakin banyak dan mendalam 
varian detail sebagai pengetahuan teknis hukum yang diperoleh 
berkenaan dengan “ujian” yang dihadapi DKPP sebagai penegak etik, 
dan dengan demikian semakin baik pula langkah-langkah antisipasi 

DKPP RI SEBAGAI PENEGAK ETIK 
PENYELENGGARA PEMILU DALAM 
KAITANNYA DENGAN PERADILAN 
TATA USAHA NEGARA
(Bagian Lanjutan)
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yang mungkin dapat disusun, disiapkan untuk dipergunakan dalam 
menghadapi kemungkinan “ujian-ujian” yang sama di kemudian 
hari oleh DKPP dalam menjaga eksistensinya sebagai institusi yang 
diiharapkan masyarakat, bangsa dan negara untuk menjaga martabat, 
termasuk integritas penyelenggaraan Pemilu (demokrasi) di Indonesia. 

A.	 Ujian yang Tidak Langsung bagi DKPP di Pengadilan 
dalam Menjaga Eksistensinya Sebagai Penegak Etik bagi 
Penyelenggara Pemilu

Gambaran atas Putusan TUN yang dikemukakan di bawah ini 
memerlihatkan, bahwa apabila diperhatikan pihak yang berperkara 
dalam Putusan No. 174 K/TUN/2015, sebagaimana diuraikan di 
bawah ini, tidak dijumpai di sana, secara langsung, DKPP, baik sebagai 
institusi, karena ada yang menganggapnya sebagai Badan TUN mapun 
Pejabat DKPP sebagai Perorangan yang mewakili DKPP sebagai institusi 
menjadi pihak. Hal yang sama juga terjadi dalam Putusan yang telah 
digambarkan dalam bab sebelumnya. Apabila diperhatikan Putusan 
yang digambarakan dalam bab sebelum bab ini, pihak yang menjadi 
Penggugat adalah Fan Solidarman Dachi karena sebelumnya dia berada 
dalam kedudukan sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan. 

Disamping mantan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, ikut pula 
sebagai pihak Penggugat, yaitu Irene Mayriska Laowo, Deskarnial 
Zagoto dan Manolododo Daliwu, ketiganya adalah Anggota KPU 
Kabupaten Nias Selatan. Dalam Putusan No. 174 K/TUN/2015 yang 
digambarkan di bawah ini, Penggugat adalah Khairul Anwar, S.H., juga 
merupakan mantan Ketua KPU Kabupaten Batu Bara. Dalam Putusan 
No. 174 K/TUN/2015 yang digambarkan di bawah ini, mantan anggota 
KPU Kabupaten Batu Bara tidak ikut sebagai pihak Penggugat.

Dalam Putusan No. 174 K/TUN/2015 diperoleh keterangan bahwa 
Pemohon Kasasi ketika sengketa berlangsung di tingkat PT TUN adalah 
sebagai Pembanding dan ketika sengketa berlangsung di tingkat PTUN dia 
berkedudukan sebagai pihak Tergugat. Pemohon Kasasi, yaitu Ketua KPU 
Provinsi Sumut tersebut, dalam sengketa No. 174 K/TUN/2015 diwakili 
oleh: Mulia Banurea, S.Ag., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, dengan 
tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35 Medan.
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Pengaju Kasasi, yaitu Mulia Banurea, S.Ag., M.Si., yang mewakili 
Ketua KPU Provinsi Sumut tersebut kemudian berdasarkan Surat 
Kuasa Khusus No. 34/KPU.Prov-002/I/2015 Tanggal 07 Januari 2015 
memberi kuasa kepada: Dra. Evi Novida Ginting, M.SP., jabatan Anggota 
KPU Provinsi Sumut; Yulhasni, S.S., jabatan Anggota KPU Provinsi 
Sumut; Maruli Pasaribu, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, Teknis 
dan Hupmas; Evy Ratimah Hafsah, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian 
Hukum; Harry Dharma Putra, S.Kom., M.Si., jabatan Kepala Sub Bagian 
Teknis dan Hupmas; Mindo H. Simbolon, S.T., M.AP., jabatan Staf Sub 
Bagian Hukum; kesemuanya kewarganegaraan Indonesia bekerja sebagai 
Pegawai Negeri Sipil pada KPU Provinsi Sumut, beralamat kantor di 
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35 Medan.

Pemohon Kasasi yang sebelumnya di tingkat PT TUN adalah 
sebagai Pembanding dan di tingkat PTUN sebagai Tergugat sebagaimana 
dikemukakan di atas menggugat Kasasi (melawan) Khairul Anwar, S.H., 
kewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagai seorang Wiraswasta. 
Khairul Anwar, S.H., merupakan mantan Ketua KPU Kabupaten Batu 
Bara. Termohon Kasasi yang ketika perkara berada di PT TUN adalah 
Terbanding dan di tingkat PTUN sebagai Penggugat, tinggal di Jalan 
Karya Cipta, Gang Pipa Nomor 1-B, Kelurahan Pangkalan Mashur, 
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Menjadi objek seketa/gugatan dalam perkara TUN tersebut, sama 
dengan Putusan yang telah digambarkan sebelumnya, yaitu Surat 
Keputusan KPU Provinsi yang sama. Dalam sengeketa yang digambarkan 
dalam Bab ini, objek sengketa/gugatan adalah Surat Keputusan KPU 
Sumut No. 3908//KPTS/KPU-Prov-002/2013 tertanggal 23 Desember 
2013 tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Batu Bara (KPU Batu Bara) Provinsi Sumut atas nama Khairul Anwar, 
SH.

Perlu penegasan kembali di sini, bahwa sejauh gambaran Putusan 
yang telah dikemukakan di atas, sehubungan dengan tema yang diangkat 
dalam Bab ini, yaitu “ujian” atas eksistensi DKPP, atau setidak-tidaknya 
“ujian” atas keberadaan Putusan DKPP secara langsung, memang sama 
sekali tidak terlihat disebut sebagai bagian dari sengketa PTUN yang 
digambarkan dalam bab ini. Sehingga, dapat dikemukakan di sini, 
bahwa sama dengan yang terjadi dalam Putusan yang telah digambarkan 
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sebelumnya, tergambarkan dalam uraian di bawah, bahwa keterlibatan 
DKPP, atau sekurang-kurangnya keterlibatan DKPP dalam “ujian” di 
PTUN karena diikutkannya Putusan DKPP dan dapat dilihat sebagai 
“ujian” atas eksistensi DKPP sebagai penegak etik Penyelenggara 
Pemilu dalam sengketa TUN No. No. 174 K/TUN/2015 juga bersifat 
tidak langsung.1

Berkenaan dengan persoalan Kompetensi Pengadilan, diketahui 
bahwa objek sengketa atau objek gugatan sebagaimana dikemukakan 
di atas adalah penetapan tertulis. Penetapan atau beschikking dimaksud, 
sesuai dengan ketentuan undang-undang, ahrus bersifat konkret, tidak 
abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini, seperti 
telah dikemukakan di atas, yaitu berupa Surat Keputusan tentang 
Pemberhentian terhadap Penggugat selaku Ketua Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Batu Bara, No. 3908/KPTS/KPU-Prov-002/2013 
tertanggal 23 Desember 2013. 

Objek sengketa, juga terlihat dalam pertimbangan hakim yang 
mengadili sengketa No. 174 K/TUN/2015 telah memenuhi persyaratan 
undang-undang, yaitu bersifat individual. Dimaksudkan dengan bersifat 
individual, yaitu dalam objek sengketa secara jelas ditujukan kepada 
Pengguga. Begitu pula dengan sifat final, yang ditentukan undang-
undang, objek sengketa sebagiamana dikemukakan di atas adalah 
bersifat final. Dikatakan telah memenuhi sifat final, karena objek 
sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan/kelanjutan dari 
Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara Lainnya, sehingga dapat dikatakan 
bahwa objek sengketa itu berlaku definitif.

Dari uraian tersebut di atas, maka objek sengketa dalam Putusan 
No. 174 K/TUN/2015, telah memenuhi kriteria sebagaimana 

1Tidak pernah dijumpai keterlibatan DKPP sebagai institusi maupun Pejabat 
DKPP sebagai perorangan dalam jabatan sebagai pihak, baik dalam sengketa TUN 
maupun dalam Perkara Konstitusi. Hal ini memerlihatkan bahwa, dalam perspektif 
keadilan bermartabat, atau the dignified justice theory, DKPP, baik sebagai institusi 
maupun DKPP dilihat dari masing-masing Pejabat dalam Majelis DKPP, sama 
seperti lembaga kekuasaan kehakiman juga sebagai pejabat hakim, tidak pernah 
menjadi pihak dalam sengketa maupun perkara di Pengadilan. Yang masih menjadi 
soal menarik untuk dikaji, yaitu kenyataan bahwa produk (Putusan DKPP) yang 
dihasilkan DKPP atau Pejabat dalam Majelis DKPP dalam kenyataannya menjadi 
bagian dari alat bukti, sekalipun tidak menjadi objek sengketa menurut hukum 
yang berlaku dalam sengekta TUN maupun perkara konstitusi.
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dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana 
dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tetang Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN). Dengan demikian, seperti yang dikemukakan dalam 
pertimbangan hakim yang menerima, memeriksa dan memutus 
serta mengadili Putusan No. 174 K/TUN/2015, benar bahwa PTUN 
berwenang mengadili perkara dimaksud.

B. 	 Kepentingan yang Dipertahankan Sebagai Tesa dalam 
Dialektika Ketika Eksistensi DKPP Sebagai Penegak Etik 
Penyelenggara Pemilu Menghadapi “Ujian” Tidak Langsung

Tesa, yang berada di balik kepentingan yang dipertahankan 
pihak Penggugat dalam Putusan No. 174 K/TUN/2015, yaitu bahwa 
Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh 
Tergugat. Berikut ini elaborasi lebih jauh dari tesa pihak Penggugat 
dalam dialektika (sengketa) TUN yang ada, terutama dalam konteks 
melihat eksistensi DKPP sebagai penegak etik bagi Penyelenggara 
Pemilu di Indonesia. 

 Menurut Penggugat, sebagi warga negara dia mempunyai hak 
untuk menjadi Penyelenggara Pemilu. Dijelaskan pihak Penggugat, 
bahwa termasuk dalam pengertian Penyelenggara Pemilu itu, terutama 
dirinya telah menjadi Anggota KPU kembali. Menurut Penggugat, 
dia telah terpilih sebagai sepuluh besar melalui ujian tertulis, ujian 
kesehatan, ujian psychotest dan ujian wawancara dengan nilai yang 
cukup baik. 

Akan tetapi, menurut pihak Penggugat, dengan adanya 
pemberhentian tetap dari DKPP, yang keputusannya diteruskan oleh 
Tergugat, dan seperti telah dikemukakan di atas telah menjadi objek 
sengketa, maka menurut Penggugat, dia tidak lulus menjadi lima 
besar untuk menjadi Anggota KPU. Menurut pihak Penggugat, dengan 
perkataan lain, dia (Penggugat), tidak diluluskan oleh Tergugat karena 
adanya keputusan pemberhentian tetap dari DKPP terhadap dirinya. 
Sehingga, menurut Penggugat dia telah dirugikan secara langsung 
oleh pihak Tergugat, dan dengan demikian dapat dikataan secara tidak 
langsung oleh DKPP karena dia kehilangan perkerjaan (menjadi anggota 
KPU) tersebut.
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Selain kerugian sebagaimana dikemukakan di atas, menurut pihak 
Penggugat, nama baiknya juga tercemar oleh Keputusan Tergugat 
itu. Di tengah-tengah masyarakat, reputasinya menjadi hancur lebur 
sebagai akibat dari pemberhentian terhadap dirinya oleh pihak 
Tergugat. Penggugat menjelaskan lebih jauh yang dia maksudkan 
dengan hancurnya nama baik dirinya di tengah-tengah masyarakat, 
yaitu bahwa peristiwa yang menimpa dirinya itu telah dimasukkan dan 
telah menjadi pemberitaan di beberapa surat kabar baik terbitan daerah 
maupun pusat serta televisi.2

Pihak Penggugat kemudian lebih jauh menjelaskan maskud dari 
Keputusan yang merugikan dirinya tersebut. Menurut pihak Penggugat, 
Keputusan Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut dapat berupa 
moril, yaitu pencemaran nama baik dan kerugian materil, yaitu 
biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam mempertahankan hak 
Penggugat yang menurut hukum Tergugat harus bertanggung jawab 
terhadap hal tersebut.3

Berkaitan denan soal tenggang waktu mengajukan gugatan di 
TUN, pihak Penggugat juga membangun sejumlah argumentasi 
yang menarik untuk dikemukakan di sini. Menurut pihak Penggugat, 
Tergugat menerbitkan surat keputusan, yaitu objek sengketa, adalah 
pada tanggal 23 Desember 2013. Penggugat mengetahui hal itu pada 
tanggal 8 Februari2014. Penggugat mengetahui surat keputusan, yaitu 

2Hal yang menarik, yaitu bahwa kalau DKPP tidak berkedudukan sebagai 
Lembaga Peradilan Etik, yang keputusannya final dan mengikat, maka dampak 
dari Putusan DKPP yang menurut pihak Penggugat, mencemarkan nama baiknya 
di tengah-tengah masyarakat karena pemberhentian Penggugat tersebut telah 
dimasukkan dan telah menjadi pemberitaan di beberapa surat kabar baik terbitan 
daerah maupun pusat serta televisi, akan menjadi persoalan yang sangat serius 
untuk dikaji dalam perspektif keadilan bermartabat; yang menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia 
(nguwongke wong).

3Tampak dalam konstruksi gugatan Penggugat sebagaimana dikemukaan di 
atas, bahwa tidak secara tegas dan juga tidak secara langsung, tuduhan bahwa 
kerugian yang dideritanya itu, baik secara moril maupun materiil adalah akibat 
langsung dari perbuatan DKPP, namun akibat langsung dari perbuatan KPU yang 
muncul karena menikuti perintah DKPP yang bersifat final dan mengikat. Secara 
keilmuan, konsep final dan mengikat dari suatu Putusan institusi negara dalam 
sistem Hukum Pancasila kemudian menjadi konsepsi yang menarik untuk didalami 
secara keilmuan.
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objek sengketa tersebut pada tanggal 8 Februari 2014 setelah Penggugat 
menghubungi salah seorang temannya yang bernama H. Iza Usman. 

Menurut keterangan pihak Penggugat, Teman Penggugat tersebut 
mempunyai banyak teman di KPU Sumut. Berbekal informasi dari 
teman-teman di KPU Sumut, H. Iza Usman kemudian meminta 
Penggugat mengambil surat keputusan, yaitu objek sengketa tersebut 
pada temannya pula di KPU Sumut. Dengan kata lain, menurut 
Penggugat: “Tergugat secara resmi tidak memberikan Surat Keputusan, 
yaitu objek sengketa kepada Penggugat“. Padahal, menurut Penggugat, 
surat keputusan, yaitu objek sengketa adalah merupakan hak Penggugat. 
Menurut pihak Penggugat, setelah menerima surat tersebut pada 
tanggal 8 Februari 2014, gugatannya itu dia diajukan pada tanggal 27 
Februari 2014 dan didaftarkan pada tanggal 20 Maret 2014 dengan No. 
Perkara 24/G/2014/PTUN-MDN. Sehingga, menurut pihak Penggugat, 
tenggang waktu pengajuan gugatan yang dilakukannya tersebut masih 
dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 
Tahun 1986 tentang PTUN. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatan 
tersebut, yaitu kurang dari sembilan puluh hari. Oleh karena itu, 
menurut MARI, sepatutnya gugatan tersebut diterima.

Penggugat mengemukakan bahwa menurut UU No. 9 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) pada Pasal 53 ayat (1) disebutkan: (1) Orang 
atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan 
tertulis kepada Peradilan yang berwenang. Gugatan tertulis dimaksud 
berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal 
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/
atau direhabilitasi.

Menurut pihak Penggugat, pada tanggal 23 Desember 2014 
Tergugat dengan suratnya No. 3908/KPTS/KPU-PROV-002/2013 telah 
mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai 
Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Sumut. Penggugat mendalilkan 
tesisnya, yang diajukan untuk menggugat eksistensi DKPP secara tidak 
langsung, bahwa surat keputusan Tergugat tentang pemberhentian 
Penggugat sebagai Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Sumut tersebut 
didasarkan kepada atau dengan adanya perintah dari DKPP dalam isi 
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surat keputusannya, yaitu Putusan DKPP No. 136/DKPP-PKE/II/2013 
dan No. 137/DKPP-PKE/II/2013, tertanggal 20 Desember 2013. 

Lebih jauh dikemukakan pihak Penggugat, bahwa pada pokoknya 
di dalam surat keputusannya, yaitu Putusan DKPP No. 136/DKPP-
PKE/II/2013 dan No. 137/DKPP-PKE/II/2013, KPU Provinsi Sumut 
telah diperintahkan melaksanakan surat keputusan DKPP itu. Menurut 
Penggugat, perintah DKPP yang ada dalam Putusannya dimaksud, yaitu 
agar Penggugat diberhentikan secara tetap. Menurut argumentasi pihak 
Penggugat, pada akhirnya Tergugat menjadikan perintah DKPP dalam 
Putusan-Putusannya itu sebagai bahan pertimbangan. Pihak Penggugat 
menunjuk isi yang berupa perintah DKPP kepada Tergugat itu pada 
butir (b) konsiderans surat keputusan Tergugat, yaitu objek sengketa, 
Keputusan KPU Sumut No. 3908/KPTS/KPU-PROV-002/2013. 

Dikemukakan oleh pihak Pengggugat, bahwa dia merasa keberatan 
terhadap surat keputusan (objek sengketa). Menurut Penggugat 
pembuatan dan terbitanya Surat Keputusan KPU No. 3908/KPTS/KPU-
PROV-002/2013 yang mendasarkan diri kepada perintah DKPP sebagai 
pertimbangannya itu merupakan penzholiman terhadap Penggugat. 
Ditegaskan pihak Penggugat, bahwa Surat Keputusan DKPP yang 
diaksanakan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang dan 
merupakan perbuatan yang sewenang-wenang (abuse of power).

Alasan-alasan pihak Penggugat yang digunakannya dalam gugatan 
itu sejalan dengan rumusan ketentuan hukum yang terdapat dalam 
ayat (1) dari undang-undang yang mengatur mengenai PTUN, yaitu 
bahwa: (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b). Keputusan 
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas 
Umum Pemerintahan Yang Baik.

Adapun keterangan yang mengelaborasi dalil bahwa alasan-alasan 
pihak Penggugat yang digunakannya dalam gugatan itu sejalan dengan 
rumusan ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat (1) dari undang-
undang yang mengatur mengenai PTUN itu kemudian dijabarkannya. 
Untuk penjabaran yang menjelaskan lebih lanjut dalil atau tesa 
Penggugat ad. a) tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat 
itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
menurut Penggugat, perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut. 
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Menurut pihak Penggugat, dirinya adalah Ketua KPU Kabupaten 
Batu Bara Provinsi Sumut. Bahwa dirinya diangkat dalam jabatan 
Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumut itu didasarkan pada 
keputusan KPU Sumut pada tanggal 28 Oktober 2008. Dalam Keputusan 
tersebut, masa jabatan yang harus dijalani dirinya adalah selama lima 
tahun, yaitu tanggal 28 Oktober 2008 sampai dengan 28 Oktober 2013.

Penggugat selanjutnya mengemukakan bahwa oleh karena pada 
saat habisnya masa jabatan Penggugat jatuh pada tanggal 28 Oktober 
2013, padahal pada waktu itu harus dilaksanaka tahapan Pemilukada 
Bupati Batu Bara, maka sesuai dengan rumusan dalam Pasal 131 
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu, masa jabatan 
Penggugat diperpanjang sampai dengan pelantikan Bupati Batu Bara. 
Adapun waktu Pelantikan dimaksud, yaitu pada tanggal 24 Desember 
2013 sesuai dengan surat Keputusan KPU Sumut No. 3369/KPTS/
KPU-Prov-002/2013 tertanggal 25 Oktober 2013.

Dikemukakan pihak Penggugat, bahwa kemudian pada tanggal 
04 November 2013 dirinya telah diadukan oleh orang yang bernama 
Ir. Pirdot dan Muhammad Arsyad Sahuri (Pengadu I dan Pengadu II) 
kepada DKPP-RI. Pengaduan ditujukan kepada DKPP-RI. Adapun isi 
pengaduan, yaitu adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU No. 13 Tahun 2012, 
Bawaslu No. 11 Tahun 2012, dan DKPP No. 1 Tahun 2012.

Selanjutnya, menurut pihak Penggugat, atas dasar pengaduan 
tersebut, maka DKPP dalam surat keputusan No.136/DKPP-PKE/
II/2013 dan No.137/DKPP-PKE/II/2013 tertanggal 30 Desember 2013 
telah memutus pengaduan tersebut dengan keputusan: 

a) Mengabulkan pengaduan Pengadu; b) Menjatuhkan sanksi 
berupa “Memberhentikan Tetap” terhadap Penggugat selaku 
Ketua KPU Batu Bara terhitung sejak dibacakannya putusan 
dimaksud; c) Memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi Sumut 
untuk melaksanakan keputusan tersebut; d) Memerintahkan 
kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumut untuk mengawasi 
pelaksanaan Putusan tersebut.

Menurut Penggugat, dia sangat keberatan atas keputusan DKPP 
tersebut di atas. Sehingga, pada tanggal 7 Januari 2014 Penggugat telah 
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mengajukan gugatan terhadap DKPP sebagai Tergugat di PTUN Jakarta.4 
Adapun tujuan dari dibawanya pihak DKPP sebagai Badan TUN ke 
Pengadilan TUN itu, menurut pihak Penggugat adalah agar keputusan 
yang dikeluarkan oleh DKPP, yang dalam pemahaman pihak Penggugat 
adalah produk dari Badan TUN tersebut dibatalkan. Tetapi, menurut 
Penggugat, dalam Penetapan (dismissal)-nya No. 03/G/2013/PTUN-JKT., 
tertanggal 20 Januari 2014, terdapat rumusan ketentuan dari pihak 
PTUN Jakarta bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun 
alasan yang dikemukakan PTUN Jakarta, yaitu PTUN tidak berwenang 
mengadili perkara demikian itu. Dikemukakan pihak Penggugat alasan 
lebih jauh mengapa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili secara 
langsung DKPP sebagai Badan TUN karena mengeluarkan Putusan 
yang menurut pihak Penggugat merupakan objek sengketa TUN, karena 
menurut PTUN Jakarta, Putusan DKPP itu masih harus ditindak lanjuti 
oleh KPU Provinsi Sumut.5

Atas Penetapan Dismissal PTUN Jakarta tersebut, menurut 
Penggugat, dia kemudian mengajukan Perlawanan. Namun, oleh PTUN 
Jakarta dengan surat keputusannya No. 03/PLW/2014/PTUN-JKT., 
tertanggal 27 Februari 2014, dinyatakan bahwa perlawanan Pelawan 
(pihak Penggugat) itu tidak dapat diterima. Adapun alasan di balik 
tidak dapat diterimanya Perlawanan dari pihak Penggugat itu, menurut 
PTUN Jakarta, yaitu karena Putusan DKPP masih harus ditindak lanjuti 
oleh KPU Sumut, karena belum bersifat final.6

4Terlihat dengan jelas dalam gambaran di atas, bahwa tidak hanya bersifat 
tidak langsung, eksistensi DKPP sebagai insitusi penegak etik bagi Penyelenggara 
Pemilu itu “diuji” di hadapan Pengadilan; namun upaya langsung pun sudah pernah 
dilakukan pihak yang dirugikan dalam penegakan etik terhadap Penyelenggara 
Pemilu. Inilah dimensi lain dari Putusan yang digambarkan di atas, sehingga 
lukisan atas Putusan dimaksud dipisahkan dari gambaran terhadap Putusan yang 
dikemukakan dalam bab sebelumnya, namun kedua gambaran itu tidak dapat 
dipisahkan, karena dipandang sebagai kelanjutan dari proses “diuji-nya” DKPP 
sebagai instansi penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu.

5Seperti telah dikemukakan di atas, suatu Badan atau Pejabat TUN memang 
dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Pengadilan 
TUN apabila Badan atau Pejabat TUN itu mengeluarkan Keputusan TUN yang 
bersifat beschikking dan memenuhi syarat antara lain, bersifat final atau tidak masih 
menunggu lagi langkah lanjutan untuk eksekusi Putusan dimaksud.

6Berbagai langkah yang disediakan dalam Sistem Hukum Pancasila untuk 
“menguji” eksistensi DKPP sebagai penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu telah 
diambil, dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari DKPP, 
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Selanjutnya, nampanya menurut Penggugat, DKPP tidak dapat 
dilibatkan secara langsung untuk dimintai pertanggungjawaban di 
hadapan Pengadilan, oleh karena Keputusan DKPP tersebut di atas, 
seperti yang dikatakan pihak yang berwenang, dalam hal ini yaitu hakim 
PTUN, sifat dari Putusan DKPP belum bersifat final. Dikatakan belum 
final, karena menurut hakim, seperti telah dikemukakan di atas, Putusan 
DKPP itu masih harus ditindaklanjuti atau masih harus diteruskan dan 
dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumut. Hal itu berkesesuaian dengan 
rumusan amar Keputusan DKPP pada butir (c) dan sesuai rumusan 
ketentuan hukum dalam Pasal 112 ayat 13 yang di dalamnya dinyatakan 
bahwa KPU Provinsi wajib melaksanakan keputusan DKPP. Begitu pula, 
sifat belum final7 dari Putusan DKPP itu kembali ditegaskan dalam 
keputusan PTUN Jakarta No. 03/G/2013/PTUN-JKT dan No. 03/
PLW/2014/PTUN-JKT. Mengingat telah menjadi finalnya Keputusan 
DKPP sebagaimana prosedur dan ketentuan hukum yang telah diuraikan 
di atas, Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo 
ke PTUN) Medan.

Dalam kenyataannya, seperti terlihat dalam Putusan yang 
digambarkan dalam Bab ini, Penggugat sangat keberatan terhadap Surat 
Keputusan KPU Sumut, yaitu objek sengketa tersebut sebagaimana 
dikemukakan di atas. Karena menurut Penggugat Keputusan DKPP 
yang telah ditindaklanjuti oleh KPU dan karena itu telah bersifat final 
sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan hukum. Adapun 
hukum yang dimkasud, yaitu: a) Bertentangan dengan rumusan 
ketentuan hukum dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu. 

namun semua usaha itu gagal, karena Sistem Hukum Pancasila, seperti kajian 
keadilan bermartabat yang telah direfleksikan dalam gambaran Putusan di atas tiak 
memungkinkan hal itu. Sehingga, semakin jelaslah sudah dalil bahwa DKPP itu 
sejatinya adalah suatu lembaga peradilan etik menurut hukum yang keberadaannya 
secara yuridis dimungkminkan untuk mejaga marwah dari Demokrasi Pancasila.

7Sangat menarik untuk dicermati, bahwa pada prinsipnya Putusan DKPP 
itu final dan mengikat, namun dalam Penetapan Dismissal dan Keputusan 
PTUN Jakarta di atas, sifat Putusan DKPP itu kemudian dinyatakan belum final. 
Sungguh aneh bahwa hal itu terjadi, namun apabila didalami lebih jauh, apa yang 
dikemukakan di PTUN Jakarta itu hanya memberi makna kepada konsepsi final 
dari Putusan DKPP, yaitu tidak dapat menyebabkan DKPP menjadi pihak dalam 
sengketa atau perkara di Pengadilan.
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Dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 
tersebut, bahwa: dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan 
untuk membela diri di hadapan DKPP. Padahal, menurut Penggugat, 
dia tidak diberikan kesempatan membela diri oleh DKPP. Menurut 
Penggungat, dia tidak diberikan kesempatan tersebut, karena: 1) DKPP 
tidak membolehkan saksi Penggugat yang bernama Burhan untuk 
memberikan kesaksiannya dalam rangka alasan yang sah menurut 
hukum. Menurut Penggugat, saksi Burhan sangat mengetahui (melihat, 
mendengar, dan mengalami) tentang peristiwa yang dituduhkan kepada 
Penggugat.

Menurut Penggugat, karena DKPP tidak melakukan pemeriksaan 
dan tidak mempertimbangkan secara jeli/teliti terhadap semua alat bukti 
yang diajukan Penggugat, ia mengalami kerugian.8 Penggugat kemudian 
menjabarkan alat-alat bukti yang menurutnya tidak dipertimbangkan 
oleh DKPP sebagai badan TUN ketika mengadili Pengaduan mengenai 
dirinya tersebut. Menurut Penggugat, alat bukti yang pertama, berupa 
Foto kopi keterangan dari Pemkab Batu Bara No. 180/6370/2013 
tertanggal 10 Desember 2013 tidak dipertimbagkan secara jeli/teliti 
oleh DKPP sebagai Badan TUN. Padahal, menurut Penggugat, dalam 
keterangan yang dicatatkan pada Putusan, Surat tersebut membuktikan 
bahwa Penggugat tidak lagi menjadi Pengacara Pemkab Batu Bara sejak 
bulan 2010. 

Sedangkan alat bukti yang kedua, yakni Foto kopi Surat Keputusan 
tentang Pengangkatan Ketua PAUD se-Kabupaten Batu Bara yang 
bernama Junaidi Raju, juga oleh tidak dipertimbangkan secara jeli/
teliti oleh DKPP sebagai Badan TUN. Padahal, menurut Penggugat, 
surat atau dokumen kedua tersebut membuktikan bahwa yang menjadi 
Ketua PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah Junaidi Raju, bukan 
Penggugat. 

8Rumusan ini memperlihatkan bahwa ada keinginan yang sangat kuat dari 
pihak Pengugat untuk memertanyakan eksistensi DKPP yang telah menerbitkan 
Putusan yang merugikan dirinya karena ada prosedur yang menurut rasa keadilannya 
tidak dipenuhi. Hanya saja, usaha untuk meminta pertanggungjawaban DKPP itu, 
seperti diperlihatkan dalam gambaran Putusan di atas, tidak dimungkinkan dalam 
Sistem Hukum.
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Alat bukti yang ketiga, yakni Foto kopi Akta Notaris Muhammad 
Khalis, S.H. No. 05 tanggal 15 April 2011 tentang Akta pendirian 
PAUD Khairil Anwar X, yang juga oleh DKPP sebagai badan TUN 
tidak dipertimbagkan secara jeli/teliti dalam menangani pengaduan 
terhadap dirinya. Padahal, menurut Penggugat, alat bukti surat yang 
ketiga tersebut membuktikan bahwa yang menjadi Pengurus PAUD 
Khairil Anwar X, bukan Penggugat.

Penggugat juga sangat keberatan terhadap Surat Keputusan 
tersebut, atau objek sengketa dalam perkara TUN tersebut, karena 
KTUN itu bertentangan dengan rumusan ketentuan hukum dalam 
Pasal 28 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 
Dalam rumusan ketentuan hukum tersebut dinyatakan, bahwa: 

Dalam hal Rapat Pleno memutuskan pemberhentian Anggota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang bersangkutan 
diberhentikan sementara sebagai Anggota KPU, Kabupaten/
Kota sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberhentian. 
Sedangkan menurut Penggugat, dalam Keputusan objek sengketa 
itu Tergugat langsung membuat Surat Keputusan berupa 
“Penggugat diberhentikan tetap. 

Menurut pihak Penggugat, rumusan ketentuan itu berarti bahwa 
Tergugat tidak melewati prosedur yang sesuai dengan hukum (due 
process), yaitu pemberhentian sementara sebelum dikeluarkan surat 
pemberhentian terhadap Penggugat. Sehingga, dalam pandangan 
Penggugat, jelas-jelas perbuatan Penggugat, yaitu KPU Sumut sebagai 
Badan dan Pejabat TUN tersebut, bertentangan dengan Pasal 28 ayat 
(3) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang berlaku 
pada waktu itu.9

Perbuatan Tergugat itu, menurut Penggugat bertentangan 
dengan Pasal 29 ayat (1) butir (c) UU Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam rumusan ketentuan hukum 
yang berlaku pada waktu itu tersebut, dinyatakan bahwa Anggota 
KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena: memenuhi 

9Perlu dikemukakan di sini frasa “pada waktu itu”, sengaja ditambahkan 
oleh Penulis, sebab, ketika buku ini disusun, UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu telah dicabut dengan UU-Pemilu, atau UU No. 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum.
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Begitu pula, sejalan 
dengan rumusan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu 
dalam Pasal 28 ayat (3) yang di dalamnya disebutkan: “Dalam hal 
Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian Anggota”, maka 
yang bersangkutan diberhentikan sementara10 sebagai Anggota KPU 
Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya pemberhentian, 
sedangkan Tergugat dalam objek sengketa langsung membuat Surat 
Keputusan Pemberhentian Tetap terhadap Penggugat yang seharusnya 
terlebih dahulu membuat surat keputusan “Pemberhentian Sementara“ 
terhadap Penggugat.

Begitu pula, menurut Penggugat, Perbuatan Tergugat juga 
bertentangan dengan bunyi Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Azasi Manusia. Dalam rumusan ketentuan hukum tersebut 
dirumuskan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan 
hidup dan meningkatkan taraf hidupnya”. Sedangkan, menurut dalil 
yang dikemukakan pihak Penggugat, dalam Surat Keputusan objek 
sengketa a quo, Penggugat diberhentikan tetap, sehingga hak untuk 
mempertahankan hidup Penggugat telah dirampas oleh Tergugat, 
karena tidak dapat lagi mempertahankan hidup untuk bekerja lagi di 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya di KPU Kabupaten Batu 
Bara karena diberhentikan tetap tersebut.

Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan, bahwa apalagi pada saat 
itu Penggugat sedang menjalani ujian kelayakan dan kepatutan (fit and 

10DKPP dalam sistem UU UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu memang memiliki kewenangan untuk memberhatikan anggota KPU, 
hanya saja dalam Putusannya, DKPP tidak dapat langsung membuat amar putusan 
Pemberhentian Tetap. Sesuai due process menurut UU UU No. 15 Tahun 2011 pada 
waktu itu, DKPP hanya memberhentikan sementara. Pemberhentian tetap baru 
akan diterbitkan oleh KPU, dalam kasus di atas, yaitu KPU Sumut. Prosedur ini 
telah dilanggar dan menjadi celah Penggugat untuk menggugat KPU, karena ada 
cacat prosedural yang dilakukan DKPP. Sekalipun DKPP tidak ikut digugat dalam 
Perkara di atas, namun hal itu membuktikan bahwa secara substansial DKPP dapat 
digugat di PTUN, namun secara formal, sebagaimana terlihat dalam uraian kasus 
di atas, tidak dapat digugat, hal itu karena pihak KPU tidak menarik DKPP menjadi 
pihak (tergugat intervensi), betitu pula pihak Penggugat sendiri tiak melakukan 
hal itu, ketika gugatan itu berlangsung. Namun hal ini berpotensi dilakukan di 
kemudian hari. Hal ini menandakan semakin jelas bahwa DKPP adalah badan TUN, 
bukan badan peradilan yang sesungguhnya, secara materril.
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proper test) untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Batu Bara periode 
tahun 2013-2018 (periode yang ke II) dari 10 (sepuluh) besar yang lulus 
menjadi lima besar yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga, menurut 
Penggugat, dengan dirinya diberhentikan secara tetap tersebut, maka 
Penggugat tidak lulus masuk menjadi lima besar untuk bekerja kembali 
di KPU tersebut. 

Selanjutnya menurut Penggugat, sedangkan ujian yang lainnya 
yang dijalani dirinya, seperti ujian tertulis, Pemeriksaan Kesehatan, 
ujian psychotest dan ujian wawancara semuanya telah dilewati dengan 
baik dan dia telah dinyatakan lulus dengan Nilai Ujian yang sangat 
memuaskan (akan Penggugat buktikan pada persidangan Pembuktian). 
Oleh sebab itu, menurut Penggugat, dia telah kehilangan pekerjaan 
untuk menghidupi keluarganya. Atau dengan kata lain “Penggugat tidak 
diluluskan oleh Tergugat dari Ujian Kelayakan dan Kepatutan (fit and 
propert test) untuk masuk/bekerja kembali di KPU. Ketidaklulusannya 
tersebut, karena adanya Pemberhentian Tetap oleh DKPP, yang 
Keputusannya diteruskan/dibuatkan oleh Tergugat dalam perkara a 
quo (objek sengketa).

Menurut Penggugat, perbuatan Tergugat itu juga bertentangan 
dengan Peraturan DKPP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dikemukakan pihak 
Penggugat, bahwa dalam rumusan ketentuan hukum pada Pasal 30 ayat 
(2) Peraturan DKPP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa: “dalam hal tertentu 
persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh tiga orang Anggota 
DKPP”. Akan tetapi, menurut pihak Penggugat, pada persidangan I 
(pertama) yaitu pada tanggal 9 Desember 2013 persidangan hanya 
dihadiri oleh dua orang Majelis saja. Adapun kedua anggota Majelis 
yang hadir terrsebut, yaitu: 1) Pendeta Hamonangan Sirait, S.Th., 2) 
DR. Valina Singka Subakti, M.Si. Menurut pihak Penggugat, kedua 
orang yang hadir itu tidak berlatar pendidikan hukum, sehingga 
pengetahuannya di bidang hukum sangat diragukan.

Penggungat kemudian mengelaborasi lebih jauh dalil-dalil yang 
dikemukakannya di hadapan judex factie (PTUN Medan) dan, seperti 
diketahui bersama elaborasi dalil-dalil Penggugat itu telah diambilalih 
dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) 
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sebagaimana dikemukakan di atas. Adapun elaborasi lebih jauh dari 
dalil-dalil Penggugat itu, yaitu ad. b) Tentang Keputusan Tata Usaha 
Negara yang digugat tersebut di atas bertentangan dengan Asas-asas 
Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan 
(objek sengketa) tersebut tidak cermat, tidak teliti. Untuk menjelaskan 
apa yang dimaksud Penggugat tersebut, Penggugat kemudian 
mengemukakan bahwa apalagi Tergugat tidak pernah memanggil 
Penggugat sebagai bawahan untuk membicarakan dan membahas 
masalah keputusan DKPP tersebut. Menurut Penggugat, seandainya 
Tergugat melakukan hal itu, yaitu memanggil Penggugat sebagai 
bawahan untuk membicarakan dan membahas masalah keputusan 
DKPP tersebut, maka di sana akan diketahui dengan lebih baik tentang 
apakah benar Penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik atau tidak. 
Padahal menurut pandangan penggungat apa yang dipahaminya, yaitu 
bahwa dalam rumusan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 
5 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, 
hubungan antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota adalah 
bersifat hierarkis/berjenjang.

Penggugat juga mengemukakan bahwa, Tergugat tidak cermat, tidak 
teliti dalam menerbitkan surat keputusan (objek berwenang) dimaksud, 
padahal DKPP tidak mempunyai kewenangan (tidak berwenang) untuk 
memerintahkan KPU Provinsi Sumut untuk melaksanakan keputusan 
DKPP sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan DKPP No. 136/
DKPPPKE/II/2013 dan No. 137/DKPP-PKE/II/2013 tertanggal 20 
Desember 2013. Demikian pula, menurut Penggugat, padahal dalam 
rumusan ketetuan hukum pada Pasal 111 ayat (4) UU No. 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu secara jelas disebutkan wewenang 
DKPP adalah: a) Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga 
melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan 
pembelaan; b) Memanggil Pelapor, saksi dan/atau Pihak-pihak lain yang 
terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen 
atau bukti lainnya; c) Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu 
yang terbukti melanggar kode etik. Sedangkan kalimat Memerintahkan 
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(dalam hal ini memerintahkan KPU Provinsi Sumut11) tidak ada 
dalam Undang-Undang tersebut, sehingga perbuatan Tergugat yang 
menerbitkan surat keputusan (objek sengketa) adalah tidak berdasarkan 
hukum (tanpa dasar hukum) yang jelas. Penggungat mendalilkan, 
bahwa dengan kata lain Tergugat ikut saja perintah DKPP. Lagi menurut 
Penggugat, walaupun “perintah” itu tidak memiliki dasar hukum12.

Selanjutnya, menurut pihak penggugat, Tergugat tidak cermat, tidak 
teliti dalam menerbitkan surat keputusan (objek berwenang) karena 
duduk permasalahan dalam sengketa TUN tersebut adalah berasal dari 
gugatan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Batu Bara terhadap Penggugat 
selaku Ketua KPU Kabupaten Batu Bara di Mahkamah Konstitusi 
Nomor 144/PHPU.DXI/2013 oleh Pasangan No. 5 yang pada akhirnya 
Penggugat dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pihak 
pasangan Nomor tersebut melakukan gugatan lagi di PTUN Medan 
dengan Pekara No. 115/G/2013/PTUN-MDN yang akhirnya Penggugat 
dimenangkan lagi. 

Menurut Penggugat, seharusnya, degnan kemenagnan yang 
berkali-kali tersebut, seharusnya Tergugat sudah dapat mengetahui 
bahwa penggugat telah bertindak secara profesional, atau menurut 
Penggugat, Tergugat telah mengentahui tentang keprofesionalitasan 
Penggugat sebagai Anggota KPU sebagaimana diamanatkan oleh 
rumusan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu, yaitu Pasal 2 
butir (g) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam 
pandangan Penggungat, seharusnya hal itu juga telah menjadi bahan 

11Memang harus diakui bahwa secara hierarkis menurut Hukum yang berlaku 
(jiwa bangsa) pada waktu itu, yaitu UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu, DKPP bukan merupakan atasan langsung dari KPU Provinsi. 

12Apa yang dikemukakan dalam untaian kaliman yang terdapat dalam Putusan 
Pengadilan sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (volksgeist), dan yang dalam 
kenyataannya dibernarkan pihak Mahkamah Agung dalam Perkara sebagaimana 
dikemukakan di atas dapat menjadi suatu tonggak (menara mercusuar) yang 
penting dalam menjaga, dan menavigasi eksistensi DKPP sebagai Penegak Etik 
Penyelengara Pemilu di kemudian hari, sehingga dapat mengarungi samudera 
etika yang luas dan tidak lagi menabrak karang dan pecah, atau tidak akan lagi 
terantuk pada batu yang sama dan justru akan menjadi kontra produktif, sebab 
tadinya DKPP diharapkan menjadi penegak etika namun kenyatannya, sebagaimana 
digambarkan dalam uraian Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap di atas, 
justru menjadi lembaga yang tidak bermartabat atau lembaga yang menegakkan 
etik tidak menurut hukum yang berlaku.
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pertimbangan bagi Tergugat13 sebelum mengeluarkan objek sengketa 
di PTUN tersebut.

Bagi pihak Penggugat, Tergugat tidak mau berpedoman kepada 
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 115/PHPU.D-XI/2013 
yang telah diputus pada tanggal 1 Oktober 2013. Dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut, pada pokoknya dinyatakan di sana 
bahwa Mahkamah Konsitusi membatalkan Keputusan KPU Provinsi 
Banten Nomor 083/KPTS/KPU-Prov-015/2013 dan Nomor 84/DKPP-
PKEII/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 karena DKPP adalah Organ 
Tata Usaha Negara. Dikemukkan MK bahwa DKPP bukan merupakan 
lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945. 

Dalam Pasal 24 UUD 1945, lembaga peradilan adalah lembaga 
yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan 
keadilan. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi putusan DKPP tidak 
mengikat dan tidak wajib diikuti (pertimbangan MK pada halaman 111). 
Menurut pandangan Penggungat, seharusnya Putusan MK tersebut 
adalah merupakan dasar hukum bagi Tergugat, yaitu KPU Medan untuk 
tidak menerbitkan objek sengketa.

Menurut Penggugat, perbuatan Tergugat, yaitu KPU Medan 
juga menyalahi AAUPB. Karena, Tergugat tidak memberikan secara 
resmi kepada Penggugat Surat Keputusan (objek sengketa). Padahal, 
sebagaimana telah dikemukakan di atas pula, bahwa surat keputusan 
tersebut sangat perlu bagi Penggugat. Karena Keputusan itu tidai 
diberikan Tergugat, Penggugat terpaksa dengan caranya sendiri harus 
mencari surat keputusan (objek sengketa) dimaksud.

Penggugat mengemukakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat 
dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah berakhir sejak bulan 
Januari 2010. Menurut penggugat, hal itu dapat dia buktikan dengan 
Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara 
Nomor 180/6370 tertanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani 
oleh Asisten I Pemkab Batu Bara atas nama Sakti Alam Siregar, S.H. 
yang telah dijadikan sebagai alat bukti dengan kode T1 kepada DKPP. 
Akan tetapi DKPP tidak menjadikan sebagai pertimbangannya (lihat 
Keputusan DKPP pada Butir IV tentang pertimbangan putusan). Menurut 

13Harus diakui, bahwa Tergugat yang dimaksudkan pihak Penggungat itu, 
secara materiil bukan saja KPU Provinsi Sumut, tetapi juga DKPP.
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pihak Penggugat, dia menyesalkan perbuatan Tergugat, karena Putusan 
DKPP yang tidak mengindahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 180/6370 tertanggal 
10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Asisten I Pemkab Batu 
Bara atas nama Sakti Alam Siregar, S.H. yang telah dijadikan sebagai 
alat bukti dengan kode T1 kepada DKPP hanya ditindaklanjuti begitu 
saja oleh KPU Provinsi sehingga menjadi Surat Keputusan Ketua KPU 
Provinsi Sumut No. 3908/KPTS/KPU-Prov-002/2013, tertanggal 23 
Desember 2013 (objek sengketa).

Menurut Penggugat, pertimbangan Tergugat pada konsiderans 
”menimbang butir (a) yang membuat kesimpulan tanpa/tidak 
mempertimbangankan dan memeriksa alat bukti surat Penggugat 
berupa Bukti T1, yang secara jelas dan nyata tidak ada tercantum 
nama Penggugat dalam bukti T1 tersebut akan tetapi Tergugat tetap 
memutus tanpa alat bukti T1 tersebut adalah perbuatan yang sewenang-
wenang oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan pemerintah yang melanggar Asas-asas 
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan/atau melampaui batas 
wewenangnya (on rechtmatige overheids daad).14

Penggugat juga berpandangan bahwa pertimbangan Tergugat 
pada konsiderans menimbang butir (b) yang membuat kesimpulan/
keyakinan yang keliru. Menurut pihak Penggugat, hal itu dikarenakan 
sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam alat bukti Surat T2 dan T3 
bahwa yang menjadi Ketua PAUD se-Kabupaten Batu Bara adalah yang 
bernama Junaidi Raju bukan Penggugat. Selanjutnya, bahkan, menurut 
pihak penggugat, tidak ada satu buktipun di persidangan DKPP yang 
menyatakan bahwa Khairul Anwar (Penggugat) adalah Pendiri/Pemilik 
dari PAUD se-Kabupaten Batu Bara sebagaimana disebutkan dalam 
pengaduan/gugatan Pengadu ke DKPP tertanggal 4 November 2013. 
Dua hal itu telah menyebabkan Penggugat bertanya-tanya dan heran 
sekali dari mana dan apa dasarnya DKPP yang keputusan diteruskan oleh 

14Suatu pelajaran yang menarik yang ada dalam manifestasi jiwa bangsa 
(volksgeist), dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, yaitu bahwa KPU dan 
DKPP yang diharapkan menjadi Pemerintahan yang baik, dalam kasus yang telah 
dikemukakan di atas telah terjebak dalam pemerintahan yang tidak baik, yang 
melawan asas-asas umum pemerintahan yang baik, suatu pemerintahan yang 
tidak bermartabat.
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Tergugat (objek sengketa) dalam pertimbangan keputusan menyatakan 
bahwa Penggugat sebagai Pemilik/Pendiri PAUD Khairil Anwar se-
Kabupaten Batu Bara.

Dipertanyakan pihak Penggugat, dari mana dasarnya/alasannya 
Pertimbangan Majelis DKPP yang keputusannya diteruskan oleh 
Tergugat (objek sengketa) berkeyakinan Penggugat telah menggerakkan 
PAUD Khairil Anwar untuk menjadi bagian dari pemenangan pasangan 
Calon Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor 6. Sedangkan, menurut 
Penggugat, alat bukti surat dan saksi tidak ada dalam pemeriksaan yang 
berlangsung pada persidangan oleh DKPP.

Menurut Penggugat, DKPP yang keputusan diteruskan oleh 
Tergugat (objek sengketa) telah membuat pertimbangan yang salah dan 
keliru dalam pertimbangan keputusan objek sengketa. Atas dasar itu, 
maka menurut Penggugat dia secara tegas menolak pengaduan dalam 
objek sengketa dan membantahnya dalam persidangan di DKPP. Akan 
tetapi malah sebaliknya tanpa dasar hukum yang jelas DKPP telah 
mendengar pengakuan/kesaksian dari pihak Teradu V yaitu Abdul 
Masri Purba, S.Sos. yang statusnya sama-sama sebagai pihak Teradu 
bersama dengan Penggugat (ketika sidang di DKPP sama-sama Anggota 
KPU Kabupaten Batu Bara) tanpa mendengar dan mempertimbangkan 
keberatan Penggugat (Keputusan DKPP pada butir 4.1 tentang 
Pertimbangan Putusan).

Seharusnya, demikian argument pihak Penggugat, menurut hukum 
DKPP yang keputusannya diteruskan oleh Tergugat (objek sengketa) 
mendengar keterangan saksi-saksi lain untuk membuktikan benar atau 
tidak pengaduan tersebut; bukan hanya mendengar keterangan Teradu 
V (yang juga Anggota KPU Batu Bara) yang tidak pula disumpah, lalu 
kemudian membenarkannya dan dijadikan pula sebagai alasan/dasar 
keputusan oleh DKPP dalam objek sengketa (keputusan DKPP pada 
butir 4.1 tentang pertimbangan putusan).

Itulah sebabnya, menurut tesa pihak Penggugat, secara jelas dan 
nyata jikalau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 
adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan 
Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) butir (b) UU No. 5 Tahun 1986 
dengan Perubahannya, yaitu UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara (PTUN). 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut pihak 
Penggugat, jelas dan nyata-nyata bahwa keputusan objek sengketa 
telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b dari Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
dan sepatutnya untuk dibatalkan. Berdasarkan hal-hal yang berada di 
balik tesa pihak Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka 
Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar 
memberikan putusan sebagai berikut.

1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 2) Menyatakan batal atau tidak 
sah Surat Keputusan Tergugat No. 3908/KPTS/KPU-Prov-002/2013 
tertanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Khairul 
Anwar, S.H.; 3) Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan 
No. 3908/KPTS/KPUProv-002/2013 tertanggal 23 Desember 2013 
tentang Pemberhentian Khairul Anwar, S.H.; 4) Merehabilitasi/
memulihkan nama baik Penggugat; 5) Menghukum Tergugat untuk 
membayar ongkos perkara tersebut.

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 
telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 24/G/2014/PTUN-MDN. 
Tanggal 24 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut. 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2) 
Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Sumut No. 3908/KPTS/
KPU-Prov-002/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Tentang 
Pemberhentian Ketua KPU Batu Bara Provinsi Sumut atas nama 
Khairul Anwar, SH.; 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk 
mencabut Surat Keputusan KPU Sumut No. 3908/KPTS/KPU-Prov- 
002/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Tentang Pemberhentian 
Ketua KPU Batu Bara Provinsi Sumut atas nama Khairul Anwar, 
SH.; 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama 
baik Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Batu Bara; 5. 
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam 
sengketa ini sebesar empat ratus lima puluh empat ribu rupiah.

Pada tingkat banding, atas permohonan Pembanding/Tergugat 
putusan PTUN Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan No. 178/B/2014/PTTUN.
MDN., Tanggal 9 Desember 2014.
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Sesudah putusan terakhir di atas diberitahukan kepada Pembanding/
Tergugat pada Tanggal 29 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh 
Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat 
Kuasa Khusus No. 34/KPU.Prov-002/I/2015 Tanggal 07 Januari 2015 
diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada Tanggal 08 Januari 2015, 
sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 24/G/2014/
PTUN-MDN. Jo. No. 178/B/2014/PTTUN.MDN. yang dibuat oleh 
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut 
diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 20 Januari 2015.

Setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 20 Januari 
2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, 
namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi 
(Kontra Memori Kasasi) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Medan. Menimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut beserta 
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh 
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU 
Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima.

C.	 Antitesa Termohon Kasasi dalam Dialektika (Sengketa) 
Berkenaan dengan Eksistensi DKPP

Majelis Hakim di Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan 
alasan-alasan, atau dalam hal ini merupakan antitesa terhadap tesa yang 
dikemukakan pihak Termohon Kasasi yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi dalam Memori Kasasi yang pada pokoknya dikemukakan di 
bawah ini.

Bagi pihak Majelis, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Medan No. 178/B/2014/PT.TUN–MDN tanggal 09 Desember 
2014, oleh Pemohon Kasasi secara formal telah diajukan memori kasasi 
yang masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh 
UU, sehingga permohonan kasasi serta memori kasasi tersebut sudah 
sepatutnya diterima dan dipertimbangkan.
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Antitesa yang dikemukakan pihak Pemohon Kasasi terhadap 
tesa dari pihak Termohon Kasasi berkisar pada isi pernyataan sangat 
keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Medan No. 178/B/2014/PT.TUNMDN. Menurut antitesa 
yang dibangun pihak Pemohon Kasasi untuk mengkounter tesa pihak 
Termohon Kasasi dalam dialektika yang ada, yaitu bahwa Judex Facti, 
dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali 
tidak memerhatikan segi-segi hukum kepemiluan dan asas-asas hukum 
yang berlaku serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-
tengah masyarakat. 

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga, 
menurut pihak Pemohon Kasasi telah mengabaikan adanya upaya dan 
tujuan penegakan hukum kode etik untuk terjaganya kehormatan, 
kemandirian, integritas, dan kredibilitas Anggota KPU yang selama 
ini diinginkan publik. Semangat bersama tersebut secara nyata telah 
diimplementasikan melalui Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 
Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012.15 

Dalam pandangan pihak Pemohon Kasasi, selama ini, fungsi 
dan peran DKPP sebagai lembaga satu-satunya yang bertugas 
menangani perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu telah 
mampu berperan sebagai alat kontrol bagi sikap dan tingkah laku 
menyimpang dan potensi penyimpangan etik yang dilakukan oleh 
oknum Penyelenggara Pemilu. Keberadaan lembaga DKPP dengan 
kewenangannya yang diberikan undang-undang untuk menjatuhkan 
sanksi kode etik terhadap penyelenggara Pemilu telah dirasakan efektif, 
atau setidak-tidaknya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran etik.

Menurut pihak Pemohon Kasasi, dalam mendukung antitesisnya 
dalam dialektika (sengketa TUN) yang ada, ia menyesalkan sikap 
Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang dalam 

15Seperti telah dikemukakan di atas, juga telah dikemukakan dalam Bab 
sebelumnya, ketika persoalan yang sama mengemuka dalam gambaran Putusan 
di bab sebelum ini (catatan kaki No. 23, supra), saat ini, sesuai dengan rumusan 
ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP 
telah menyusun sendiri apa yang disebut dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 
2017 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1338 yang dalam Pasal 
25 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bersama KPU, Bawaslu 
dan DKPP No. 13, No. 11, No. 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum. Lihat, Teguh Prasetyo, (2017), Ibid., hlm., 224-237.
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memberikan penilaian, kurang begitu dengan seksama dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek sejarah dan 
semangat para stakeholder Pemilu sampai lahirnya DKPP. Pada kesempatan 
tersebut Pemohon Kasasi mengutip suatu buku, argumentasi yang 
sama sebetulnya telah dipergunakan Pemohon Kasasi dalam gambaran 
Putusan pada Bab sebelumnya, dengan maksud agar Majelis Hakim di 
PTUN, PT TUN dan di MA dapat memperluas khasanah dan literature 
hukum tentang peradilan etik. Menurut Pemohon Kasasi, seandainya 
Majelis Hakim PTUN Medan membaca buku itu, maka ia meyakini Judex 
Facti, yaitu PTUN Medan dan PT TUN Medan tidak sampai membuat 
keputusan yang menjadi objek sengketa hingga tingkat Kasasi itu, jika 
kutipan buku tersebut diperhatikan. 

Berikut pemaparan tentang kutipan buku yang dimaksud pihak 
Tergugat, atau pemohon Kasasi tersebut. Menurut pihak Pemohon 
Kasasi, dalam buku, yang juga sudah dikemukakan dalam gambaran 
Putusan pada bab sebelum bab ini, pada akhir abad ke-20 muncul ide 
untuk membangun infra-struktur kelembagaan kode etik terutama di 
lingkungan jabatan-jabatan publik yang memerlukan kepercayaan (trust 
atau amanah).

 Infra-struktur kelembagaan kode etik terutama di lingkungan 
jabatan-jabatan publik tersebut dibentuk untuk menegakkan kode 
etik dilingkungan jabatan-jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. 
Mengenai keberadaan kelembagaan komisi etik untuk penegakan kode 
etik di lingkungan jabatan-jabatan publik tersebut, masih mengutip 
buku yang dimaksudkan, Pemohon Kasasi berpandangan, bahwa tujuan 
dari keberadaan kelembagaan komisi etik untuk penegakan kode etik 
di lingkungan jabatan-jabatan publik tersebut agar sistem kode etik 
dan kode perilaku yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh 
dijalankan dan ditegakkan dengan sistem sanksi yang efektif bagi para 
pelanggarnya. 

Lebih jauh ditambahkan pihak Pemohon Kasasi, masih merujuk 
pada buku yang dia maksudkan di atas, menurut pihak Pemohon 
Kasasi, Semuanya, dalamhal ini yang dimaksudkan adalah keberadaan 
kelembagaan komisi etik untuk penegakan kode etik di lingkungan 
jabatan-jabatan publik tersebut, difungsikan untuk memeriksa laporan-
laporan ataupun pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik 



Bab 4 | DKPP RI Sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu 139

bagi para pelanggar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi para 
pelanggarnya. Melanjutkan kutipan yang digunakan untuk menguatkan 
dalilnya, Pemohon Kasasi mengemukakan bahwa penegakan kode etik 
tersebut di atas, selama ini belum dikonstruksikan sebagai proses 
peradilan ataupun badan peradilan, melainkan mengutuip buku di atas, 
Pemohon Kasasi menambahkan, hanya sebagai institusi penegak kode 
etik biasa, yang bekerjanya dipahami harus bersifat tertutup (etika 
fungsional tertutup) yang belum menerapkan prinsip-prinsip modern 
tentang peradilan sebagaimana dipahami dalam bidang hukum. 

Pihak Pemohon Kasasi, masih dalam kerangka mengutip buku 
yang dia maksudkan di atas, mengemukakan bahwa dalam praktik di 
Indonesia dewasa ini, mekanisme penegakan kode etik secara tertutup 
ini juga terus diterapkan di semua bidang etika. Di bidang kehakiman 
telah didirikan Komisi Yudisial, dibidang Legislatif adanya Badan 
Kehormatan, di lingkungan KPK dibentuk Majelis Kehormatan yang 
bersifat Ad hoc. 

Dikemukakan pihak Pemohon Kasasi, kembali dia mengutip buku 
yang dimaksudkan di atas tersebut, bahwa tahap perkembangan etika 
fungsional yang bersifat tertutup tersebut terus berkembang di dunia 
sampai sekarang. Di Indonesia pun, seperti diuraikan sebelumnya 
bahwa perkembangan etika fungsional yang bersifat tertutup juga 
masih terus menjadi kebiasaan. Akibatnya, mengutip buku di atas, 
menurut pihak Pemohon kasasi, proses penegakan kode etik tidak 
dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada 
publik yang di zaman sekarang menuntut keterbukaan, transparansi dan 
akuntabilitas publik yang lebih luas disemua bidang kehidupan sebagai 
prasyarat untuk terwujudnya prinsip good governance. 

Lebih jauh dijelaskan pihak Pemohon Kasasi, masih mengutip buku 
yang dikemukakan di atas, bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas 
publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang 
bersifat independen, jujur dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika 
proses pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat 
objektivitas, integritas dan independensinya tentu saja tidak dapat 
dipertanggungjawabkan selama proses penegakan kode etik tidak 
terbuka. Salah satu kasus Hakim Agung yang disidangkan melalui 
mekanisme persidangan Tertutup kemudian disidangkan kembali 
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melalui mekanisme persidangan terbuka adalah kasus Hakim Agung 
Ahmad Yamani. 

Dilanutkanlah kutipan buku di atas oleh pihak Pemohon Kasasi, 
bahwa kasus Hakim Agung Ahmad Yamani disidangkan melalui 
pemeriksaan Terbuka. Padahal, sebelumnya, menurut pemohon 
Kasasi dengan buku di atas, dikatakan, Putusan Majelis Kehormatan 
Hakim MA atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung Ahmad 
Yamani bahwa Putusan yang dijatuhkan baginya melalui persidangan 
yang bersifat tertutup hanya memberi kesempatan kepadanya untuk 
mengajukan permohonan pensiun dini. Terhadap Putusan demikian, 
banyak orang menilainya bukan sebagai sanksi atau hukuman bagi 
Ahmad Yamani melainkan kemudahan untuk melepaskan diri dari 
sorotan masyarakat. Karena itu muncul reaksi keras dari masyarakat 
yang menuntut agar Hakim Agung Ahmad Yamani disidangkan kembali 
melalui persidangan terbuka dengan melibatkan peran Komisi Yudisial. 
Atas dasar kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial akhirnya berhasil ditempuh suatu mekanisme persidangan 
Majelis Kehormatan secara terbuka sebagaimana yang dipraktikkan 
oleh Dewan Kehormatan KPU dan kemudian diteruskan oleh Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Sesudah kasus Ahmad Yamani disidangkan kembali melalui 
persidangan yang terbuka untuk umum, demikian penjelasan lanjutan 
dari pihak Pemohon Kasasi, sama seperti yang telah dikemukakan 
pula dalam gambaran putusan pada bab sebelumnya, baru diketahui 
secara luas bahwa Ahmad Yamani memang telah secara nyata terbukti 
melanggar kode etik dengan kategori yang berat, sehingga oleh sebab 
itu, sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian dengan tidak hormat. 
Setelah pemeriksaan yang seksama akhirnya Hakim Agung Ahmad 
Yamani diputuskan bersalah dan diberhentikan dari Jabatan Hakim 
Agung secara tidak hormat, inilah manfaat dari keterbukaan. 

Menurut pihak Pemohon Kasasi, dengan kembali mengutip buku 
yang telah dikemukakan di atas tersebut, tradisi penegakan kode 
etik melalui proses yang terbuka inilah yang dipelopori oleh Dewan 
Kehormatan KPU sejak tahun 2010, dan diteruskan oleh DKPP sampai 
sekarang, sehingga dapat dengan berkelanjutan menerapkan prinsip-
prinsip peradilan modern yang bersifat objektif, imparsial, profesional, 
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terbuka, transparan, akuntabel dan berintegritas. DKPP dibentuk secara 
resmi tanggal 12 Juni 2012 yang merupakan Lembaga Peradilan Etika 
yang mengarah ke pada penerapan good governance.16

Selanjutnya dikemukakan pihak pemohon Kasasi, bahwa UU 
Nomor 15 Tahun 201117 jelas menyebutkan tentang kewenangan 
DKPP dalam penegakan kode etik. Sehingga, apabila PTUN dalam 
mengambil keputusan untuk membatalkan keputusan KPU Sumut 
tidak berdasarkan pada prosedur DKPP, maka hal itu, menurut pihak 
Pemohon Kasasi berarti PTUN telah mengabaikan kedudukan DKPP 
sebagai lembaga Peradilan Etika yang diatur dalam UU.

Pihak Pemohon Kasasi mengemukakan bahwa penilaian terhadap 
pelanggaran kode etik penyelenggaran Pemilu, sesungguhnya berbeda 
tajam karakteristiknya dengan sengketa administrasi negara pada 
umumnya yang selama ini menjadi objek sengketa di Pengadilan 
Tata Usaha Negara Medan. Kode etik Penyelenggara Pemilu adalah 
satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi 
pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum. Landasan etik 
itu mewajibkan, dan melarang, menentukan hal yang patut atau yang 
tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan (Pasal 1 angka 
6 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP) dari Penyelenggara 
Pemilu. 

Hal itu berarti, menurut pihak Pemohon Kasasi, pemeriksaan 
dan penilaian tentang etika penyelenggara Pemilu, atau apa yang 
dikonsepkan dalam buku ini sebagai penegakan etik bagi Penyelenggara 
Pemilu, sesungguhnya secara integral proporsional sudah tepat diadili 
oleh Mejelis Etik DKPP, yang komposisi keanggotaannya mewakili KPU, 
Bawaslu, Akademisi dan tokoh masyarakat. Menurut pihak Pemohon 
Kasasi, formasi Majelis Etik yang demikian dari DKPP itu juga berasal 
dari gabungan Penyelenggara Pemilu yang nota bene memahami secara 
praktik tentang sikap dan perilaku jajaran Penyelenggara Pemilu ic. 
Anggota KPU Kabupaten/Kota yang muncul/terjadi dilapangan ketika 
melaksanakan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Lebih jauh, 

16Penjelasan pihak Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan di atas diambil 
dari buku yang ditulis Jimly Asshiddiqie, supra, Ibid.

17Undang-Undang itu telah diganti dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu.
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menurut pihak Pemohon Kasasi, bahkan sebagai facta notoir Majelis Etik 
DKPP tanpa harus dibuktikan secara formal sesungguhnya secara kaca 
mata etis Majelis Etik sudah dapat melihat unsur niat dan kejujuran 
Teradu dari sikap dan ucapannya selama di persidangan DKPP yang 
dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri pihak-pihak Pemohon, 
Termohon, Saksi dan Pihak Terkait.18

Menurut pihak Pemohon Kasasi, mempertimbangkan hal tersebut, 
seyogyanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 
dapat sejalan dan mendorong penegakan etika dengan efek pemberian 
sanksi yang dilakukan oleh DKPP atau setidaktidaknya Judex Facti 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sampai kepada 
keputusan menguatkan Putusan Pengadilan TUN Medan. Menurut 
pihak Pemohon Kasasi, satu dan lain hal semuanya demi terjaganya 
kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemilu dan terkawalnya 
proses demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas 
di Indonesia, sebab tugas-tugas Anggota KPU erat kaitannya dengan 
menjalankan urusan kepentingan umum (public interest). 

Menurut Pembanding, yang juga adalah pihak Pemohon Kasasi, 
disadari atau tidak, apabila putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Medan tersebut dipertahankan maka akibatnya, Putusan 
itu akan menjadi dasar bangunan persepsi negatif dari masyarakat dan 
peserta Pemilu terhadap eksistensi DKPP yang selama ini dan juga ke 
depan diharapkan, dipercaya sebagai lembaga pengawal moral, atau 
institusi penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu. Dalam pandangan 
pihak Pemohon Kasasi, yaitu antitesa terhadap tesa pihak Penggugat di 
atas, dengan dibatalkannya Putusan DKPP, maka sama halnya dengan 
meruntuhkan kewibawaan DKPP. Selanjutnya pihak Pemohon Kasasi 
mempertajam penilaiannya, bahwa dengan runtuhnya kewibawaan 
DKPP sama halnya dengan menurunkan kualitas demokrasi kita.

Oleh karena itu, dalam kesempatan kasasi tersebut, Pemohon 
Kasasi sangat mengharapkan kiranya Judex Facti MARI melakukan 
koreksi atau pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

18Suatu pelajaranyang menarik untuk dicatatkan dalam buku ini, yaitu bahwa 
kalau dicermati dengan seksama, argumentasi yang telah dipergunakan pihak 
Pemohon Kasasi dalam Putusanyang sudah digambarkan dalam bab sebelumnya, 
tidak terlalu berbeda dengan argumentasi yang dipergunakan pihak Pemohon 
Kasasi dalam membangun antitesisnya terhadap Penggugat.
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Negara Medan No. 178/B/2014/PTUN-MDN tanggal 09 Desember 
2014. Sehubungan dengan itu, Pemohon Kasasi memohon perkenan 
kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Kasasi tersebut untuk 
menambahkan argument antitesis terhadap tesa yang dikembangkan 
pihak Penggugat dengan alasan-alasan di bawah ini.

1. 	 Pemeriksaan Perkara Tidak Imparsial Karena Tidak Lengkap 
Pihak serta Bertentangan dengan Asas Equality Before the Law

Bagi Pemohon Kasasi, dia menilai kalau gugatan yang ada kurang 
pihak. Sebab, baginya, yaitu bagi Pemohon Kasasi, pemeriksaan 
perkara tersebut tanpa mengikutsertakan DKPP dan para pihak dalam 
persidangan di DKPP sebagai pihak.19 Begitu pula bagi Pemohon Kasasi 
gugatan yang ada, bahkan sejak pemeriksaan di PTUN kurang pihak, 
karena mestinya setidak-tidaknya Judex Facti juga telah terlebih dahulu 
memberi kesempatan kepada DKPP untuk didengarkan keterangan/
jawabannya. Menurut Pemohon Kasasi, dengan adanya fakta tersebut 
maka sama halnya Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 
dan PT TUN Medan telah mengabaikan secara nyata prinsip-prinsip 
keseimbangan dan keadilan hukum sebagai syarat mutlak terciptanya 
sebuah penegakan hukum20.

Padahal, Pemohon Kasasi, menurutnya dia telah berulang-ulang 
menyebutkan, baik dalam Jawaban, Duplik, maupun Kesimpulan 
Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang urgensi DKPP sebagai 
pihak dalam perkara tersebut. Bahkan pula, Tergugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi telah berulang kali menyatakan bahwa objek sengketa 
yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah semata-mata untuk 

19Di sini kembali tersirang dan secara tidak dengan sengaja, mungkin, pihak 
KPU sebetulnya telah membangun suatu konstruksi yuridis untuk memungkinkan 
DKPP berkedudukan sebagai Badan TUN dan para Komisioner dapat dipandang 
sebagai Pejabat TUN, yang tunduk pada jurisdiksi PTUN. Namun, tampaknya 
bangunan argumentasi itu kurang begitu kuat.

20Aspek Teori Penegakkan Hukum yang memiliki kaitannya dengan Teori 
Penegakan Etik menurut Hukum. Menurut perspektif Teori Keadilan Bermartabat, 
teori penegakkan hukum itu harus dibangun dengan memerhatikan hukum acara 
yang berlaku; maka teori penegakan etik menurut hukum memerhatikan hukum 
acara penegakan Etik Penyelenggara Pemilu yang disusun oleh DKPP, yaitu 
Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017.
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menindaklanjuti Putusan DKPP21. Menurut pihak Pemohon Kasasi, akan 
sangat janggal dipisahkannya DKPP dari KPU, dan dengan demikian 
janggal pula bila DKPP tidak dijadikan pihak dan hanya KPU, sebab 
kenyataannya objek sengketa yang diterbitkan KPU Sumut itu, menurut 
Pemohon Kasasi adalah semata-mata untuk menindaklanjuti Putusan 
DKPP; seandainya Pemohon Kasasi tidak menindaklanjuti Putusan 
DKPP akibatnya adalah Pemohon Kasasi telah melanggar undang-
undang, khususnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu.22

2. 	 Judex Facti, Telah Salah dan Keliru Menerapkan Mekanisme 
Pengujian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
yang Menguatkan Putusan PTUN

Menurut Pemohon Kasasi, subjektifitas hakim dalam membuat 
pertimbangan hukum perkara itu, nyata-nyata pula terlihat dalam 
pertimbangan halaman 6 sampai dengan 7. Dalam halaman-halaman 
itu, Judex Facti Pengadilan TUN Medan hanya mempertimbangkan 
fakta yang terungkap selama persidangan dan PT TUN Medan hanya 
menguatkan Putusan Pengadilan TUN Medan tanpa memerhatikan 
segi-segi hukum kepemiluan dan asas-asas hukum yang berlaku serta 
nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat 
dan mengabaikan adanya upaya dan tujuan penegakan hukum kode etik. 

Seharusnya, menurut pihak Pemohon Kasasi, Judex Facti Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara imparsial bersungguh-sungguh 
memerhatikan sejauh mana kapasitas hukum Pemohon Kasasi dalam 
menerbitkan objek sengketa. Seharusnya, Judex Facti Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Medan memahami bahwa KTUN (beschikking) yang 
diterbitkan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dipersamakan dengan 
KTUN pada umumnya. Quod non, kalaupun Judex Facti berpendapat 
bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah 
KTUN yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final 

21Pemohon Kasasi dalam Perkara Kasasi yang digambarkan di atas adalah 
KPU Provinsi Sumatera Utama di Medan.

22Dalam hal ini juga muncul suatu persoalan serius dalam bidang hukum, 
karena jika orang melaksanakan perintah undang-undang, apakah orang itu wajib 
diperiksa pengadilan?
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sehingga dapat ditarik sebagai objek sengketa Peratun, maka pertanyaan 
Pemohon Kasasi adalah apakah Pemohon Kasasi (KPU Provinsi 
Sumatera Utara) secara juridis dapat bertindak menurut hukum untuk 
dan atas nama serta DKPP mewakili DKPP di depan Pengadilan? 

Menurut Pemohon Kasasi, kalaupun putusan DKPP dianggap salah 
secara substantif oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Medan, apakah Pemohon Kasasi memiliki kewenangan hukum untuk 
tidak melaksanakan putusan DKPP sedangkan berdasarkan ketentuan 
Pasal 9 huruf (k) juncto Pasal 112 ayat (13) UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, juncto Surat Edaran KPU 
Nomor 1400/KPU/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 juncto dictum ke-2 
Putusan DKPP No. 136/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 137/DKPPPKE-

II/2013 tanggal 20 Desember 2014 juncto Peraturan Bersama KPU, 
Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1 Tahun 2012 menegaskan bahwa 
keputusan DKPP berlaku/bersifat final dan mengikat bagi KPU Provinsi 
(ic. Pemohon Kasasi) dan wajib pula dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi.

Oleh karena itu, menurut Pemohon Kasasi, seharusnya Judex 
Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memahami bahwa 
penerbitan objek sengketa itu memiliki karakteristik khusus yang yang 
tidak boleh dipersamakan dengan KTUN pada umumnya. Menurut 
Pemohon Kasasi, mengingat tindakan/kebijakan Pemohon Kasasi 
dalam menerbitkan objek sengketa adalah suatu kewajiban hukum 
tanpa kewenangan opsional dan korektif atas keputusan DKPP. Dengan 
pengertian lain, perintah DKPP bagi Pemohon Kasasi sama halnya 
sebagai perintah undang-undang yang harus dilaksanakan.

Pemohon Kasasi mengemukakan bahwa dia tidak mempunyai 
kewenangan untuk memberhentikan KPU Kabupaten/Kota tanpa 
melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Karena sesuai dengan rumusan ketentuan hukum dalam Pasal 28 ayat 
(1) huruf (a) UU Nomor 15 Tahun 2011: ”Pemberhentian Anggota 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf (a), 
huruf (b), huruf (c), huruf (f), dan/atau huruf (g) didahului dengan 
verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara 
Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/
atau rekomendasi dari DPR”. Dengan demikian, Pembanding/Pemohon 
Kasasi tidak boleh memberikan sanksi di luar batas kewenangannya.
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Selain itu, secara hirarchis, KPU Provinsi Sumut bukanlah institusi/
atasan DKPP. KPU Provinsi Sumut tidak memiliki atribusi kewenangan 
untuk memberikan persetujuan atau tidak baik secara vertical maupun 
horizontal terhadap berlakunya putusan hukum yang diterbitkan oleh 
DKPP. Menurut Pemohon Kasasi, justru peran penting DKPP adalah 
menjaga kehormatan, integritas, perilaku seluruh jajaran penyelenggara 
pemilu titdak terkecuali KPU Sumut (ic. Pemohon Kasasi). Bahkan, 
menurut hukum, DKPP pun berwenang menjatuhkan sanksi kepada 
Pemohon Kasasi apabila Pemohon Kasasi terbukti melanggar kode etik. 
Semisal, putusan DKPP yang ada tidak dilaksanakan oleh Pemohon 
Kasasi. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa unsur “sifat final” 
nya objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah 
suatu hal yang niscaya atau mutatis mutandis dan bukan timbul karena 
akibat persetujuan dari Pemohon Kasasi.23

Pihak Pemoon Kasasi juga mengemukakan bahwa KPU Provinsi 
dalam mengambil keputusan telah sesuai dengan prosedur dan 
mekanisme. Sebab, menurut pihak Pemohon Kasasi, pengambilan 
keputusan itu dilaksanakan dalam Rapat Pleno, dengan membuat 
Berita acara dan ditindak lanjuti dalam sebuah Surat Keputusan Ketua 
KPU Sumut. 

Seharusnya, menurut Pemohon Kasasi, patut menjadi pertimbangan 
Majelis TUN bahwa KPU Sumut di dalam membuat keputusannya 
sebagai tindak lanjut keputusan DKPP adalah merupakan kewajiban 
sebagaimana point-point yang telah ditetapkan. Bila tidak dilaksanakan 
pihak KPU Sumut, maka akibatnya KPU Sumut yang akan dikenakan 
pelanggaran Kode Etik karena tidak melaksanakan perintah undang-
undang.24

23Ada bangunan argumentasi yang sinistik di sini, terutama bagi mereka yang 
hendak menempatkan DKPP sebagai badan TUN, dan KPU dalam kedudukan yang 
sejajar, dalam konteks hubungan checks and balances di mana “kursinya”, tidak dapat 
diduduki oleh DKPP. Dimaksudkan dengan “kursinya diduduki”, kalau Putusan 
DKPP itu harus dilaksanakan KPU maka kedudukan DKPP terlihat berada di atas 
KPU. Sebetulnya dalam logika supremacy of law, maka Putusan DKPP itu adalah 
hukum, bukan sekadar suatu “rekomendasi” etik.

24Menarik untuk dicatatkan di sini, bahwa dalam ungkapan sebagaimana 
dikutip di atas, pelanggaran kode etik itu adalah pelanggaran undang-undang, 
atau pelanggaran hukum. Hal ini membuktikan bahwa dalam pemahaman pihak 
Pemohon Kasasi, Putusan DKPP adalah hukum yang berlaku, dan siapa saja wajib 
untuk tunduk dan patuh kepadanya.
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Kasasi 
kemudian merasa dapat menyimpulkan bahwa keputusan penerbitan 
objek sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sepenuhnya 
bergantung atau didasari karena adanya putusan DKPP. Sehingga, 
keputusan Pemohon Kasasi atas objek sengketa bukanlah keputusan 
yang mengandung vonis/penghukuman. Konsekwensi juridisnya 
adalah apabila Termohon Kasasi hendak mempersoalkan keabsahan/
substansi putusan DKPP, maka proses pemeriksaan, pengujiannya harus 
turut melibatkan DKPP sebagai pihak terperkara tersebut. Menurut 
Pemohon Kasasi, apa yang dikemukakannya itu didasarkan pada rasio 
yang sangat logis bahwa putusan DKPP bukanlah produk keputusan 
Pemohon Kasasi.25

Jadi, bagi Pemohon Kasasi pemeriksaan sengketa tersebut oleh 
Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa disertai 
pemberian hak kepada DKPP untuk mempertahankan keputusan yang 
diterbitkannya adalah tindakan yang bertentangan dengan asas-asas 
hukum acara yang berlaku terutama asas equality before the law dan asas 
objektifitas, dan melampaui kewenangannya sebagaimana diamanahkan 
oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan theory ilmu hukum, yang disebut dengan kaidah hukum 
bersifat imperatif26, dalam pandangan pihak Pemohon Kasasi, apabila 
kaidah hukum itu bersifat apriori harus/wajib ditaati, mengikat dan 
memaksa. Sehingga, menurut Pemohon Kasasi, untuk menyebut sebuah 
norma itu bersifat imperatif maka syarat frasa/kata: harus/wajib mutlak 

25Permasalahannya, kalau misalnya DKPP itu dipandang sebagai badan atau 
pejabat TUN, hal itu tidak memungkinkan. Karena Badan atau Pejabat TUN 
adalah badan atau pejabat yang menelorkan KTUN. Putusan DKPP bukan KTUN, 
karena belum final, menurut perspektif sistem peradilan TUN di Indonesia. Inilah 
sebabnya, di tempat lain, dikemukakan pula dalam buku ini, dalam bab tersendiri, 
telah diusahakan sengketa ini menjadi sengketa Konstitusional, bukan sengketa 
TUN, dan kemudian dibawalah ke Mahmakah Konstitusi. Hanya saja, seperti 
terlihat dalam gambaran Putusan MK, tetap masih ada persoalan yang penting 
untuk digarisbawahi, DKPP bukan merupakan pihak dalam perkara Konstitusional 
tersebut. Hal ini kembali menegaskan bahwa Putusan DKPP adalah Putusan yang 
setara dengan Putusan Pengadilan (Quasi Judicial), lihat argumentasi teoretis yang 
digunakan di Inggris, dalam Buku: Pemilu Bermartabat, hlm......

26Dalam pelajaran dasar ilmu hukum, sifat imperatif itu ada dalam rumusan 
ketentuan hukum yang memaksa.
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ada di dalam perumusan norma.27 Sedangkan syarat-syarat itu sama 
sekali tidak terpenuhi dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) dan (3) juncto 
Pasal 29 UU No. 15 Tahun 2011. Dengan demikian, sesungguhnya Pasal 
28 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 29 UU No. 15 Tahun 2011 bukanlah 
norma yang bersifat imperatif tetapi jusrtu bersifat fakultatif28. 

Lebih jauh pemohon Kasasi pun menambahkan bahwa apabila 
diidentifikasi ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat diketahui norma-norma yang 
bersifat imperatif terdapat dalam pasal-pasal lain, antara lain: kata 
wajib terdapat pada Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) huruf (i) berikut 
penjelasannya bunyi Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 36 ayat 
(1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 74, Pasal 110 ayat (3), 
Pasal 112 ayat (13), Pasal 116 ayat (2), Pasal 117, Pasal 126 ayat (1); 
dan kata harus terdapat pada bunyi Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) 
dan (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 huruf (f), Pasal 45 huruf (l), Pasal 
57 ayat (4), Pasal 100 ayat (3), Pasal 101 ayat (2), Pasal 102 ayat (3), 
Pasal 106 ayat (4), Pasal 112 ayat (6), Pasal 129 ayat (4).

Oleh karena jelas bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (3) jo. 
Pasal 29 UU No. 15 Tahun 2011 bukanlah norma yang bersifat imperatif 
tetapi justru bersifat fakultatif, serta terdapat pula situasi dan keadaan 
serta dasar hukum yang dapat mengecualikannya, maka menurut 
pihak Pemohon Kasasi, penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh 
Pemohon Kasasi telah sesuai dengan mekanisme formal prosedural dan 
karenanya haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

27Kembali tercium “bau” yang kurang sedap di sini, yaitu ada usaha untuk 
“melemahkan” kedudukan DKPP sebagai badan peradilan, namun tekniknya 
adalah masuk ke dalam “pembelaan” di hadapan Pengadilan, melalui suatu 
proses yuridis. Frasa, Sedangkan syarat-syarat itu sama sekali tidak terpenuhi 
dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 29 UU No. 15 Tahun 2011, 
menunjukkan bahwa pengaturan mengenai status hukum Putusan DKPP itu tidak 
bersifat imperatif, oleh sebab itu hanyalah bersifat rekomendatif, masih harus 
diputuskan oleh KPU, sebagai badan TUN yang pada gilirannya KTUN KPU itu 
diuji di Pengadilan (PTUN).

28Dalam pelajaran dasar ilmu hukum, sifat fakultatif itu ada dalam rumusan 
ketentuan hukum yang mengatur. Namun logika ini tidak dapat diikuti, sebab, 
dalam logika sebelumnya terlihat jika KPU tidak melaksanakan apa yang diputuskan 
DKPP berakibat dia akan dikenai saksi pelanggaran etik, dan diancam dengan 
sanksi, sehingga pada hakikatnya meskipun tampak bersifat fakultatif atau menatur, 
namun ada ancaman sanksinya apabila tidak diikuti, dus bersifat memaksa.
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Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan 
bukti-bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka menurut 
Pemohon Kasasi, telah cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi 
telah melaksanakan Keputusan DKPP sesuai dengan kewajiban hukum 
Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyenggara Pemilu berikut peraturan pelaksananya.

3. 	 Tentang Substansi Materil Penerbitan Objek Sengketa

Antitesa yang dibangun pihak Pemohon Kasasi selanjutnya, yaitu 
keseluruhan pokok-pokok pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata 
Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Putusan PT TUN Medan, 
merupakan kewenangan hukum DKPP dalam rangka mempertahankan 
pertimbangan dan keputusannya itu. Kapasitas Pemohon Kasasi hanya 
sebagai pihak yang diperintahkan DKPP untuk melaksanakan putusan 
DKPP dan wajib pula melaksanakannya sebagaimana telah diuraikan 
panjang lebar oleh Pemohon Kasasi sebelumnya di atas. Dengan 
demikian, dapat diartikan bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki 
kewenangan (overlapping competencies) untuk melakukan penilaian hukum 
menyangkut segala sesuatu penerapan hukum formal dan substansial 
yang telah diterapkan oleh DKPP.29

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata 
Usaha Negara Medan tersebut adalah menyangkut kewenangan DKPP 
atau di luar kewenangan Pemohon Kasasi, maka dalam pandangan pihak 
Pemohon Kasasi, semakin jelaslah bahwa Judex Facti nyata-nyata sekali 
lagi salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya serta bertentangan 
dengan asas keadilan bagi semua pihak. Selain itu, menurut Pemohon 
kasasi, Keputusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, 
bertentangan pula dengan “asas kepastian hukum”. Dalam pandangan 
Pemohon Kasasi, dikatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum, 

29Ungkapan ini kembali menegaskan sifat Putusan Pengadilan dari Putusan 
DKPP, yang tidak dapat diganggu-gugat, atau dalam terminologi hukum 
administrasi negara Inggris (common law) tidak dapat dilakukan judicial review. 
Sehingga, Pembuat Undang-undang Indonesia, yaitu lembaga yang mendapatkan 
legitimasi melalui proses demokrasi, telah menentukan bahwa sifat putusan 
DKPP adalah final dan mengikat. Dalam UU-Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017, frasa 
final dan mengikat itu tetap dipertahankan, sekalipun ada Putusan MK, yang 
telah menyatakan bahwa Putusan DKPP bukan Putusan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945.
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sebab quon non, menurut Pemohon Kasasi, andai kata saja Putusan 
Judex Facti incraht (berkekuatan hukum tetap) maka menurut Pemohon 
Kasasi putusan Judex Facti tersebut juga bersifat “non eksekutabel” (tidak 
dapat dipaksakan, atau tidak dapat dieksekusi). Dikatakan tidak dapat 
dipaksanakan, atau tidak dapat dieksekusi, sebab menurut Pemohon 
Kasasi pembatalan penerbitan objek sengketa a quo tidak dapat otomatis 
membatalkan putusan DKPP.30

4. 	 Judex Facti dan PT TUN Salah dalam Mengambil Keputusan

Dalam pandangan Pemohon Kasasi, sebagai pertimbangan dan 
memperluas khasanah dan literature hukum tentang peradilan etik 
dalam mengambil Keputusan oleh Majelis Hakim MA RI terhadap 
Keputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, 
Pemohon Kasasi memberikan referensi terkait perkara yang sama yang 
dimenangkan oleh Tergugat (KPU Provinsi Sulawesi Utara); kedua 
perkara dimaksud telah digambarkan pula dalam gambaran Putusan 
yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu.

30Hukum Administrasi Negara (Administrative Law Jurisprudence) mengajarkan, 
bahwa apabila PTUN menilai bahwa ada “kesalahan” yang dilakukan badan atau 
pejabat TUN, maka setelah menerima, memeriksa dan mengadili menurut hukum, dan 
menemukan “kesalahan”, maka PTUN memerintahkan badan atau pejabat TUN yang 
menerbitkan KTUN yang melawan hukum menurut PTUN dan merugikan kepentingan 
warga masyarakat atau orang pribadi (individu tertentu) tersebut untuk dicabut atau 
dibatalkan atau melakukan tindakan apa pun terhadap KTUN yang diperintahkan 
PTUN itu. Dalam Administrative Law Jurisprudence, apabila badan atau pejabat TUN 
tidak mau melaksanakan secara sukarela, karena mungkin badan atau pejabat TUN 
itu berpandangan bahwa judikatif tidak boleh duduk di kursi eksekutif, maka Perintah 
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan 
oleh badan atau pejabat TUN tersebut dapat diadukan pihak yang berkepentingan 
kepada Badan atau Penajat TUN yang lebih tinggi dari badan atau pejabat TUN yang 
menerbitkan KTUN, terus ke atas hingga instansi atau atasan tertinggi dari badan atau 
pejabat TUN tersebut, dalam hal ini atasan yang lebih tinggi dari KPU Sumut adalah 
KPU, dan selanjutnya yang tertinggi adalah Presiden dalam kedudukan sebagai Kepala 
Eksekuti. Perlu dikemukakan, seandainya KPU Sumut, mau melaksanakan secara 
sukarela Perintah PTUN, maka pelaksanaan itu tidak membatalkan Putusan DKPP 
dan tidak menghilangkan sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP; inilah sifat 
etika menurut hukum menurut perspektif keadilan bermartabat yang belum begitu 
banyak dipahami dan didalami. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada kecacatan secara 
etik menurut hukum dan ditegakkan, namun tidak terdapat kecacatan secara yuridis. 
Bentuk keadilan etik menurut hukum dan penegakkannya seperti itu, menarik untuk 
mendapatkan perhatian serius daripada ahli hukum.
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Pemohon Kasasi mengemukakan sebagai suatu pembanding31, yaitu 
Putusan PTUN Menado dengan Perkara No. 30/G/2014/PTUN.MDO 
antara Jean Christine Maengkom, S.H., M.H. dan kawan-kawan (Para 
Penggugat) melawan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat). Dalam 
Putusan tersebut, gugatannya mengenai pemberhentian Penggugat 
sebagai Anggota KPU Kota Medan. Dalam Putusan itu, pihak Tergugat 
(KPU Provinsi Sulawesi Utara) memberhentikan Penggugat karena 
menindaklanjuti Putusan DKPP.

Menurut Pemohon Kasasi, pihaknya sependapat dengan 
pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Menado. Menurut 
pihak Pemohon Kasasi, pada intinya Majelis Hakim PTUN Menado 
berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur sebagaimana 
yang ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2011 sebelum menerbitkan 
objek sengketa.

Menurut pihak Pemohon Kasasi, PTUN Medan dan PT TUN Medan 
salah dalam menerapkan hukum dalam Perkara yang tengah dijalaninya 
itu, sementara, dalam Perkara No. 30/G/2014/PTUN.MDO antara Jean 
Christine Maengkom, S.H., M.H. dan kawan-kawan (Para Penggugat) 
melawan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat) sumber hukum 
yang digunakan PTUN dalam mengambil keputusan adalah sama. 
Mengherankan bagi pihak Pemohon Kasasi, yaitu sekalipun perkaranya 
sama dan sumber hukum yang digunakan sama, tetapi PTUN Medan 
dan PT TUN Medan bisa berbeda dalam mengambil keputusan.

Dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbagnan yang 
telah dikemukakan di atas; maka menurut pihak Pemohon Kasasi 
dimohonkan kepada Majelis Hakim MARI yang tengah memeriksa dan 
mempertimbangkan perkaranya itu, agar dapat menilai dan mencermati 
pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Menado yang dapat 
digunakan sebagai pertimbangan oleh Hakim sebagaimana terlampir 
dalam Putusan Nomor 30/G/2014/PTUN.MDO.

Secara umum, menurut pihak Pemohon Kasasi, berdasarkan uraian-
uraian tersebut di atas, Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara 

31Dalam ilmu perbandingan hukum hal ini disebut dengan internal transposition. 
Lihat Esin Ӧrücü, The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-
First Century, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004).
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Medan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan 
telah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, sehingga tidak layak untuk dipertahankan.

D.	 Sintesa dalam Dialektika (Sengketa) TUN, yaitu Pertimbangan 
Majelis Hakim dalam Kaitan dengan Eksistensi DKPP 
Sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu

Terhadap alasan-alasan dalam dialektika yang telah dikemukakan di 
atas, baik itu berupa tesa dari pihak Penggugat, maupun antitesis yang 
dikemukakan pihak Pemohon Kasasi, yang sebelumnya berkedudukan 
sebagai Tergugat tersebut di atas Mahkamah Agung kemudian 
mengemukakan pendapat, yang dalam hal ini barangkali layak untuk 
dikatakan sebagai sautu sintesa dari dialektika (sengketa) yang ada, yaitu 
bahwa alasan yang dikemukakan oleh pihak Pemohon Kasasi tersebut 
di atas tidak dapat dibenarkan. 

Menurut pihak Majelis Hakim Kasasi dalam perkara tersebut, 
karena putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat 
dan benar. Pihak Majelis Hakim Kasasi tersebut menegaskan bahwa 
tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum.

Pihak Majelis Hukum Kasasi yang menerima, memeriksa 
dan menjatuhkan Putusan dalam Perkara Kasasi TUN tersebut 
mengemukakan sejumlah pertimbangan mereka sebagai berikut. Bahwa 
Putusan DKPP sebagaimana dimaksud UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 
112 ayat (13) wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.32 Hanya 
saja, Majelis Hakim dalam Kasasi Perkara TUN itu mengemukakan 
bahwa yang dimaksud dengan Putusan DKPP wajib dilaksanakan oleh 
Penyelenggara Pemilu harus dimaknai sebagai putusan yang telah 
menempuh seluruh proses dan mekanisme sesuai dengan kaidah atau 
norma yang diatur pada ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara 
Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. 

32Pertimbagnan hukum Majelis Kasasi dalam Perkara TUN tersebut sejalan 
dengan Administrative Law Jurisprudence, yang tetap mengakui eksistensi DKPP 
sebagai Peradilan Etik, berikut Putusannya. 
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Artinya, lebih jauh dielaborasi oleh pihak Majelis Hakim dalam 
Perkara Kasasi TUN itu, bahwa ketika Penyelenggara Pemilu mengetahui 
terdapat kekurangan yuridis terkait proses dan mekanisme pemeriksaan 
atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, maka putusan 
DKPP tersebut tidaklah serta merta mewajibkan kepada Penyelenggara 
Pemilu untuk begitu saja melaksanakannya. Dalam pandangan pihak 
Majelis Hakim Perkara Kasasi TUN itu, dengan demikian Penyelenggara 
Pemilu sebagai badan pejabat publik, juga harus mengedepankan asas 
pemberian alasan dan motivasi, asas kecermatan dari Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik dengan meneliti semua fakta dan keadaan yang 
relevan dalam setiap mengambil keputusan.33

Hanya saja, dalam pandangan penulis, pihak Majelis Hakim dalam 
perkara Kasasi TUN di atas telah melangkah terlalu jauh, sehingga 
memasuki wilayah penilaian terhadap Putusan DKPP. Sekalipun perlu 
dikemukakan bahwa penilaian yang demikian dalam konteks checks and 
balances, masih dapat ditolerir, sepanjang penilaian itu tidak dimaknai 
membatalkan Putusan DKPP dan menghapuskan sifat final dan 
mengikat dari Putusan DKPP. Majelis Hakim mengemukakan, bahwa 
objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan DKPP, harus diakui 
bersifat final dan mengikat. Namun badan judikatif tidak terikat dengan 
putusan tersebut.34 Keputusan yang diambil DKPP tentang peringatan 

33Pandangan pihak Majelis Hakim dalam Perkara Kasasi TUN sebagaimana 
dikemukakan di atas sejalan dengan ajaran dalam Administrative Law Jurisprudence, 
sebagaimana dikemukakan dalam catatan kaki terkait, supra.

34Pertimbangan ini dapat dibenarkan, dan masih sejalan dengan teori 
penegakan etik menurut hukum. Dalam Putusan ini, jika dibandingkan dengan 
Putusan yang telah dikemukakan lebih dahulu, Majelis menegaskan bahwa Putusan 
DKPP tidak mengikat Lembaga Pengadilan. Justru sebaliknya, terlihat dalam 
gambaran Putusan yang dikemukakan di atas, baik Putusan yang pertama, maupun 
Putusan PTUN yang tengah digambarkan ini, keduanya memerlihatkan bahwa 
hakim melakukan penilaian “menguji” (judicial review) atas Putusan DKPP. Sehingga, 
dalam teori perbandingan hukum, apa yang dilakukan PTUN ini sejalan dengan 
judicial review, bukan judicial review di tatanan Konstitusi seperti yang dilakukan 
MK, yang juga dilakukan di dalam sistem hukum Inggris. Apabila disepakati 
bahwa judicial review demikian yang tampaknya sedang dikembangkan dalam the 
rule of law di Indonesia, maka sistem tersebut telah menempatkan DKPP sebagai 
badan Peradilan. Hanya saja, jika dibandingkan dengan yang terjadi di Inggris, 
badan Peradilan yang Putusannya di-judicial review menjadi pihak, sedangkan di 
Indonesia, DKPP tidak merupakan pihak, namun Putusan DKPP menjadi alat bukti 
yang dinilai tanpa kehadiran pihak (Badan) pembuatnya.
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Penggugat melanggar ketentuan Etik Pilkada tidak didukung bukti 
yang cukup.35

Dalam pandangan Majelis Hakim Kasasi perkara TUN tersebut, 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata 
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan 
Pemohon Kasasi: Ketua KPU Provinsi Sumut tersebut harus ditolak. 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka 
Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya 
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi tersebut.

Mempertimbangkan pasal-pasal dari UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 
2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, UU No. 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 51 Tahun 
2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, Majelis 
Hakim dalam perkara Kasasi TUN tersebut kemudian megnadili Perkara 
dimaksud.

Pada Amar Putusannya, Majelis Hakim Agung Republik Indonesia di 
atas menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, yaitu Ketua KPU 
Provinsi Sumut. Majelis Hakim itu kemudian menghukum Pemohon 
Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar 
Rp500.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan 
Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 oleh H. Yulius, 
S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah 
Agung RI sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan 
Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota Majelis, 

35 Pandangan atau pemikiran ini, kurang dapat diterima, karena tidak 
fair, Majelis Hakim telah melangkah terlalu jauh (off-side), karena menilai putusan 
DKPP yang juga merupakan lembaga peradilan etik menurut hukum, eksistensinya 
dibenarkan Undang-Undang dalam Sistem Hukum Pancasila; sekalipun penilaian 
yang diberikan pihak Majelis Hakim itu, memang tidak menyebabkan Putusan 
DKPP kehilangan wibawanya; sebab Majelis Hakim dalam Perkara Kasasi TUN 
tersebut bukan atasan dari DKPP, tidak mempunyai kewenagan untuk menguji 
(melakukan judicial review) terhadap Putusan DKPP, karena Putusan DKPP adalah 
Putusan yang final dan mengikat, menurut hukum dan peraturan perundangan 
serta Administrative Law Jurisprudence.
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dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga 
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan 
dibantu oleh Sumartanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak 
dihadiri oleh para pihak.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



Berikut dalam bab ini dikemukakan suatu gambaran mengenai 
eksistensi DKPP sebagai penegak etik penyelenggara Pemilu bermartabat 
dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gambaran 
perkara yang dikemukakan di sini terlihat dengan jelas bahwa sebagai 
penegak etik dari Penyelenggara Pemilu, DKPP pernah menghadapi 
“ujian” atas eksistensi atau keberadaannya. Meskipun, dalam “ujian” 
tersebut DKPP tidak menjadi pihak dalam Perkara Konstitusi yang 
ada, namun Putusan DKPP dijadikan alat bukti oleh para pihak dan 
mendapatkan penilaian dalam dialektika (perkara), baik dari para pihak, 
maupun dari pihak Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi.

Mengikuti arahan Teori Keadilan Bermartabat (the dignified justice 
theory) yang berpostulat bahwa orang hanya dapat menemukan hukum 
dalam jiwa bangsa (volksgeist), dan tidak merujuk kepada hukum yang 
ada di luar jiwa bangsa (volkgeist) selain sistem hukum Indonesia 
yang berdaulat; dan karena itulah antara lain disebut dengan keadilan 
bermartabat; maka gambaran mengenai DKPP sebagai penegak etik 
penyelenggara Pemilu bermartabat haruslah merupakan suatu gambaran 
yang mendasarkan diri kepada volksgeist Indonesia. 

Perlu dikemukakan di sini, bahwa dalam perspektif teori keadilan 
bermartabat, manifestasi paling konkret dari jiwa bangsa atau volksgeist 
Indonesia tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dalam suatu sistem hukum berdaulat. Dalam perspektif Teori Keadilan 
Bermartabat, sistem hukum dimaksud yaitu Sistem Hukum Pancasila; 
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berbagai peraturan perundangan dimaksud, masih relevan, dapat 
dijumpai dalam Putusan MK, yang digambarkan di bawah ini.

Peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang menjadi 
sumber atau tempat ditemukannya hukum yang mengatur mengenai 
eksistensi DKPP sebagai penegak etik Penyelenggara Pemilu bermartabat 
tersebut, dalam hal ini, dapat dilihat kemunculannya dalam Putusan MK 
No. 115/PHPU.D-XI/2013; di samping Peraturan Perundang-undangan 
yang kini berlaku.1 Semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk 
dalam Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 yang gambaran utuhnya 
dikemukakan dalam bab ini, dapat dikatakan merepresentasikan secara 
konkret jiwa bangsa (volksgeist) Indonesia, tempat hukum yang pernah 
mengatur DKPP sebagai penegak etik Penyelenggara Pemilu terlihat. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 115/PHPU.D-XI/2013 
yang digambarkan di bawah ini tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi 
DKPP, karena kewenangan lembaga tersebut dipersoalkan dalam 
perkara konstitusi di MK. Oleh karena itu, maka dalam judul bab di 
atas, eksistensi DKPP sebagai penegak etik Penyelenggara Pemilu 
Bermartabat disandingkan dengan eksistensi MK. 

A.	 Subjek Hukum yang Dapat Menguji Eksistensi DKPP di MK

Hukum yang mengatur mengenai hubungan DKPP dan MK, terlihat 
dalam gambaran perkara konstitusi yang ditangani MK di bawah ini. 
Sama dengan pengadilan pada umumnya, perkara konstitusi dimaksud 
berjalan dengan berbasiskan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Putusan yang distudi, diketahui 
bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) mengadili 
Perkara Konstitusi tersebut pada tingkat pertama dan terakhir, telah 
memutus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim 
Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, 
Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad 

1Sebagaimana diketahui, Peraturan perundang-undangan yang dirujuk dalam 
Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, saat ini sudah dinyatakan tidak 
berlaku lagi. Oleh sebab itu, dalam gambaran eksistensi DKPP sebagai penegak 
etik Penyelenggara Pemilu ini, supaya konsisten dengan teori keadilan bermartabat, 
harus merujuk pula perbandingan (internal transposition) peraturan perundang-
undangan yang tengah berlaku sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (volksgeist).
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Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, 
masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis, 26 September 2013, 
dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, 1 Oktober 2013, selesai diucapkan pada pukul 16.31 WIB oleh 
sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan didampingi oleh Sunardi 
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, 
Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Dalam gambaran perkara konstitusi yang dikemukakan di bawah 
ini, hubungan DKPP dan MK dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan 
MK dalam perkara yang disebut secara spesifik sebagai perkara 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah (Kada) dan 
Wakil Kepala Daerah (Wakada) Kota Tangerang Tahun 2013. 

Perkara Konstitusi yang di dalamnya dapat dilihat hubungan antara 
DKPP dan MK di atas bermula dari Permohonan yang diajukan oleh2 
dua orang Pemohon. Pemohon pertama, yaitu DR. H. Harry Mulya Zein, 
M.Si. (HMZ) yang lahir di Tangerang, pada tanggal 19 Juli 1960, dan 
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia tinggal di Perumahan 
Banjar Wijaya, Jalan Nusa Indah, Blok A1 Nomor 19 Cipondoh, Kota 
Tangerang. Sedangkan Pemohon yang kedua, yaitu Iskandar, S.Ag. (Is) 
yang lahir di Tangerang, pada tanggal 29 November 1971, dan bekerja 
sebagai seorang Anggota DPRD Kota Tangerang. Ia tinggal di Jalan 
Maulana Hasanudin, Gang Flamboyan 6 Nomor 1, RT.3 RW.3 Kelurahan 
Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang.

Dalam Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 tersebut, kedua 
Pemohon di atas adalah Pasangan Calon (Paslon) Walikota (Wali) 
dan Wakil Walikota (Wawali) dalam Pemilu Kada dan Wakada Kota 
Tangerang Tahun 2013. Sebagai Paslon mereka memperoleh Nomor 
Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 102/SKK-AIAP/IX/2013, 
bertanggal 10 September 2013, kedua Pemohon tersebut memberi kuasa 
kepada Indra Firman Idrus, S.H., Gayuh Arya Hardika, S.H., Army 
Mulyanto, S.H., dan Ikhwan Tunggal Nugroho, S.H, semuanya adalah 
Advokat atau Konsultan Hukum pada AIA & Partners Law Office, yang 
berkedudukan di Ruko Komplek Deplu, Jalan Fatmawati Raya Nomor 
3A, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, kedua Pemohon 
kemudian diwakili oleh Penerima Kuasa untuk bertindak baik secara 

2Lihat Poin [1.1] dalam Naskah Putusan MK. 
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sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi 
kuasa. Dalam Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, pihak-pihak 
yang isentitasnya telah dikemukakan di atas disebut sebagai Pemohon.3

Pemohon menggugat Termohon, dalam hal ini yaitu Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten.4 KPU Banten berkedudukan di 
Jalan KH. Sokhari Nomor 42 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten. Pihak 
KPU Banten sebagai Termohon telah memberikan kuasa, berdasarkan 
Surat Kuasa KPU Banten No. 240/KPU-Prov.015/IX/2013 bertanggal 
18 September 2013 kepada H. Agus Setiawan, S. H., Musyafah Achmad, 
S.H., Ridwan Kusnandar, S. H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muhtar Latief, 
S.Hi, dan Mochamad Anggi Bimanes, S.H., Advokat dan Asisten Advokat 
pada Law Firm Asrek & Co, yang berkantor di Jalan Trip K. Jamaksari 
Ruko Inti Cinanggung, B-10 Kota Serang, Banten. Dengan Surat Kuasa 
dimaksud, pihak Penerima Kuasa bertindak baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa.5

Pihak Pemohon juga menggugat dua orang lainnya, dan kedua 
orang tersebut disebut sebagai pihak Terkait. Pihak Terkait dimaksud, 
yaitu H. Arief R. Wismansyah, B.Sc, M.Kes. (ARW) yang bekerja sebagai 
Swasta dan tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Teladan I RT 03 RW 04, 
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi 
Banten dan Drs. H. Sachrudin, (Hs) yang bekerja sebagai Camat Pinang 
dan tinggal di Jalan Panglima Polim Nomor 60 RT. 01 RW. 04, Kelurahan 
Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi 
Banten. Keduanya adalah Paslon Wali6 dan Wawali dalam Pemilu Kada 
dan Wakada Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 5.

Dalam Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, kedua pihak, 
yaitu pihak Terkait memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
bertanggal 12 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-MK/
IX/2013 tanggal 19 September 2013 kepada (1) Dr. A. Muhammad 
Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., 
M.H., dan Nurul Anifah, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada 
Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng 

3Lihat Poin [1.2.] dalam Naskah Putusan MK.
4Selanjutnya disingkat KPU Banten.
5Lihat Poin [1.3.] dalam Naskah Putusan MK. 
6Semua akronim wali dalam naskah ini artinya Walikota; sedangkan wawali 

artinya Wakil Walikota.



Bab 5 | DKPP RI Sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat 161

Square Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat. (2) Sumardi, 
S.H., M.H., H. Surya Bagya, S.H., M.H., Maskur, S.Hi., M.H., Susilo 
Wardoyo, S.H., dan Achmad Bustomi, S.H., Advokat pada Firma 
Hukum (Law Firm) Sumardi & Partner beralamat kantor di Jalan Jenderal 
Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor 33, Kelurahan Babakan, 
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Semua 
Penerima Kuasa itu bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama untuk dan atas nama pemberi kuasa.7

Adapun substansi dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
(PHPU) Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) 
Kota Tangerang Tahun 2013 dimaksud, termasuk substansi rumusan 
amar putusan yang dikemukakan di bawah ini berasal dari hal-hal 
yang berkenaan dengan permohonan Pemohon; keterangan Pemohon; 
jawaban Termohon; tanggapan pihak Terkait; keterangan saksi-saksi 
Termohon dan pihak Terkait, serta ahli Pemohon, Termohon, dan pihak 
Terkait yang dibaca dan didengar Majelis Hakim MK; hasil pemeriksaan 
bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan pihak Terkait; serta kesimpulan 
Pemohon, Termohon, dan pihak Terkait. 

B.	 Gambaran Pola Hubungan Hukum DKPP dan MK dalam 
Perkara Konstitusi

Berikut ini duduk perkara yang dipertimbangkan MK dalam 
Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dimaksud. Perkara 
tersebut muncul setelah Pemohon mengajukan permohonannya 
pada tanggal 11 September 2013. Permohonan tersebut diterima di 
Kepaniteraan MK pada tanggal 11 September 2013. Akta yang berisi 
catatan atas Penerimaan Berkas Permohonan, diberi nomor 403/PAN.
MK/2013. Permohonan dimaksud telah dicatat dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi dengan No. 115/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 
16 September 2013. Permohonan tersebut diserahkan di persidangan 
pada tanggal 19 September 2013 setelah dilakukan perbaikan pada 
petitumnya.8

7Lihat Poin [1.4] dalam Naskah Putusan MK.
8Lihat Poin [2.1] dalam Naskah Putusan MK.
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Berikut di bawah ini soal-soal yang ada dalam gambaran pokok 
perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dimaksud. Soal yang pertama, 
yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menjawab 
persoalan tersebut, dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 
24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 
ayat (1) huruf (d) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, serta Pasal 12 ayat (1) 
huruf (d) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah 
satu kewenangan MK adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan 
perselisihan tentang pemilihan umum (Pemilu).

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilu, maka Pemilu Kada dan Wakada yang sebelumnya disebut 
pemilihan Kada dan Wakada (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilu 
sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 
2 UU No. 22 Tahun 2007 tersebut ditetapkan bahwa pemilihan Kada 
dan Wakada secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selaras dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tersebut di 
atas, Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) berisi 
rumusan ketentuan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan 
suara oleh Mahkamah Agung (MA) dialihkan kepada MK paling lambat 
delapan belas bulan sejak berlaku diundangkannya UU dimaksud. 
Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua MA dan Ketua MK telah 
menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai 
pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

Di samping dasar hukum di atas, ditunjukkan pula dasar hukum 
lainnya dari soal kewenangan mengadili MK, yaitu beberapa kali 
keputusan MK dalam perkara sebelumnya. Ditunjuklah dua perkara, 
seperti perkara No. 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan No.57/PHPU.D-
VI/2008. Dalam Putusan-Putusan dimaksud, MK sendiri telah 
memberikan suatu kesimpulan bahwa sejalan dengan dasar konstitusi 
dan UU No. 8 Tahun 2011 juncto (jo.) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
MK telah menempatkan dirinya sendiri sebagai pengawal konstitusi. 

Selain itu, MK tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan 
memutus sengketa hasil Pemilu dan Pemilukada dalam arti teknis 
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matematis. Lebih jauh dari kewenangan tersebut, dalam Putusan-
Putusan MK sebagaimana telah dinyatakan di atas, terdapat basis 
yuridis yang dibuat MK sendiri, yaitu bahwa lembaga tersebut juga 
berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-
pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara 
yang kemudian dipersengketakan. Seperti hasil perhitungan suara yang 
dipersengketakan dalam Perkara Konstitusi No. 115/PHPU.D-XI/2013.

Mengingat MK telah menempatkan dirinya sebagai pengawal 
konstitusi (guardian of the constitution), seperti telah dikemukakan di atas, 
maka demi hukum dan keadilan MK berwenang untuk menafsirkan suatu 
ketentuan undang-undang rezim Pemilu. Penafsira itu dimaksudkan, 
agar hasil tafsir yang ada sejalan dengan konstitusi. Dengan demikian 
maka MK kembali menempatkan dirinya sendiri sebagai the interpreter 
of the constitution. MK juga berwenang menilai pelaksanaan undang-
undang rezim pemilu. Dalam kewenangan yang demikian itu, MK 
berhak menentukan apakah proses demokratisasi melalui Pemilu Kada 
konstitusional ataukah inkonstitusional. Dalam Pertimbangan Hukum 
Perkara No. 57/PHPU.DVI/2008, dinyatakan bahwa: 

[...] berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang 
menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah 
berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip 
Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 
Nomor 32 Tahun 2004.

Dipertimbangkan pula oleh MK, bahwa perkara yang diajukan 
oleh pihak Pemohon yang identitasnya telah dikemukakan di atas 
adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilu Wali dan Wawali 
Tangerang 2013. Dikemukakan dalam Putusan No. 115/PHPU.D-
XI/2013 dimaksud, bahwa pemungutan suara dari Pemilu Wali dan 
Wawali Tangerang 2013 itu dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013. 
Termasuk dalam sengketa hasil Pemilu Wali dan Wawali Tangerang 
2013 adalah segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilu yang 
langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, 
sistematis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya, 
baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon. 
Dalam pandangan MK, setelah Majelis MK yang mengadili perkara itu 
memerhatikan uraian yang diajukan Pemohon, maka menurut majelis 
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itu, perkara a quo dapat dikatakan sebagai perkara yang kewenangannya 
merupakan domain dari MK.9

Persoalan yang kedua, yaitu mengenai kedudukan hukum Pemohon. 
Dalam Putusan No. 115/PHPU.D-XI/2013 tersebut diketahui bahwa 
berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemda, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan MK No. 15 Tahun 
2008 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Kada telah diatur 
ketentuan antara lain: (1) Pemohon adalah Paslon dalam Pemilu Wali 
dan Wawali Tangerang Tahun 2013; (2)x Permohonan diajukan terhadap 
penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Wali dan Wawali Tangerang 
Tahun 2013 yang memengaruhi penentuan paslon yang dapat mengikuti 
Putaran II atau terpilihnya paslon Wali dan Wawali Tangerang Tahun 
2013.

Seperti telah dikemukakan di atas, Pemohon adalah Paslon Wali dan 
Wawali Kota Tangerang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1. Atas dasar 
itu, maka bagi Pemohon, Paslon tersebut dipandang telah memenuhi 
persyaratan berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68/
Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang 
Penetapan Nomor Urut Paslon Wali dan Wawali Tangerang Sebagai 
Peserta Pemilu Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 jo Keputusan 
KPU No. 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang 
Penetapan Paslon Wali dan Wawali Tangerang dalam Pemilu Wali dan 
Wawali Tangerang Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2013.10 Maka sesuai 

9Ada kesan, Mahkamah Konstitusi telah menafsir secara memperluas 
kewenangannya atas frasa perselisihan hasil Pemilu, sehingga MK dapat dipandang 
telah “duduk di atas kursi legislatif”, dan menempatkan dirinya di atas demokrasi. 
Hal ini wajar, karena orang mungkin berargumen bahwa kewenangan yang setinggi itu 
diberikan undang-undang, hasil dari demokrasi pula. Tetapi mungkin ada kesan yang 
lain lagi yang dapat saja muncul karena barang kali, MK pada waktu itu, berkeinginan 
untuk “mengambil” kewenangan yang diduganya telah diberikan ke penguasaan 
DKPP. Mungkin karena itu pulalah dalam perkara yang digambarkan di atas, MK 
kemudian mengadakan suatu konstruksi yuridis untuk “mendelegitimasi” angggapan 
sebelumnya oleh MK, yaitu bahwa MK-lah yang memiliki kewenangan judicial, selain 
PTUN, dan bukan kewenangan DKPP untuk sebagai pengawal konstitusi (guardian of the 
constitution) demi hukum dan keadilan berwenang untuk menafsirkan suatu ketentuan 
undang-undang rezim pemilihan umum agar sejalan dengan konstitusi (interpreter of 
the constitution) serta menilai pelaksanaannya apakah proses demokratisasi melalui 
pemilihan umum kepala daerah konstitusional ataukah inkonstitusional.

10Untuk selanjutnya disingkat Keputusan KPU Kota Tanggerang No. 68 dan 
67, Juli 2013
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uraian yang terdapat dalam beberapa pasal tersebut di atas, menurut 
Pemohon, dia dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan Permohonan Keberatan PHPU Wali dan Wawali Kota 
Tangerang Tahun 2013.

Dikemukakan bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan 
pembatalan terhadap Hasil Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, 
berdasarkan Keputusan KPU Banten No. 104/Kpts/KPU.Prov-015/
TAHUN 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 
Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan KPU Banten 
No. 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Paslon 
Terpilih Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013.11 Sehingga berdasarkan 
hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa, dia telah memenuhi syarat 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itu.

Persoalan yang ketiga, yaitu mengenai Tenggang Waktu Pengajuan 
Permohonan. Pihak Pemohon berpandangan bahwa Komisi KPU Banten 
telah melaksanakan penghitungan suara Pemilu Wali dan Wawali 
Kota Tangerang Tahun 2013. Hal itu ditetapkan dalam Berita Acara 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Wali dan Wawali oleh 
KPU Banten, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013.12 Permohonan 
keberatan atas penetapan tersebut diajukan oleh Pemohon dalam suatu 
berkas permohonan keberatan kepada MK pada tanggal 11 September 
2013.

Diatur dalam Pasal 5 Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 Permohonan 
Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (P3HPSP) 
diajukan ke MK paling lambat tiga hari kerja setelah Termohon 
menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang 
bersangkutan. 

Penetapan Termohon tersebut dibuat Jumat, 6 September 2013, 
sehingga hitungan tiga hari kerja adalah, 9 September 2013, Senin, 10 
September 2013, Selasa dan Rabu 11 September 2013. Pemohon telah 
mengajukan P3HPSP dimaksud pada tanggal 11 September 2013. Atas 
dasar itu maka menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 5 Peraturan MK 

11Untuk selanjutnya, kedua Keputusan KPU Banten itu disingkat dengan 
Keputusan KPU Banten No. 104 dan 105 Tahun 2013.

12Selajutnya disingkat Berita Acara Rekap.
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dimaksud P3HPSP yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 
sebagaimana ditentukan oleh peraturan tersebut.

C.	 Tantangan (Ujian) Bagi Kewenangan DKPP di Mahkamah 
Konstitusi

Deskripsi pokok perkara yang diambil dari sudut pandang Pemohon 
dalam perkara konstitusi di MK yang dikemukakan di bawah ini 
dapat dilihat sebagai suatu lukisan tentang pola hubungan hukum 
yang terbentuk di antara DKPP dan MK. Pola hubungan hukum yang 
terbentuk antara DKPP dan MK tersebut dimulai dari keterangan pihak 
Pemohon, bahwa pada pokoknya permohonannya itu adalah mengenai 
keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 
berdasarkan Keputusan KPU Banten No. 104 dan 105 Tahun 2013, 
tanggal 6 September 2013 yang berpangkal dari ketidaksahan dan 
kecacatan hukum dalam Perintah pada Putusan DKPP. Dalam rangka 
menguatkan pokok permohonannya, pihak Pemohon mengemukakan 
sejumlah dalil untuk itu.

Bahwa Pemohon adalah Paslon Wali dan Wawali Kota Tangerang 
yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan 
KPU Kota Tangerang No. 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013 
tertanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Paslon Wali 
dan Wawali Tangerang Sebagai Peserta Pemilu Wali dan Wawali 
Tangerang Tahun 2013 jo Keputusan KPU No. 67/Kpts/KPU-Kota 
Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Paslon Wali dan Wawali 
Tangerang dalam Pemilu Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013, 
tertanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Paslon Wali dan Wawali 
yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Wali dan Wawali Kota 
Tangerang Tahun 2013.13 

Didalilkan Pemohon, Pemilu Kada dan Wakada di Kota Tangerang 
adalah untuk memilih Wali dan Wawali Kota Tangerang Periode 2013-
2018. Hal itu dilaksanakan oleh Termohon pada hari 31 Agustus 2013, 
diikuti oleh lima Paslon Wali dan Wawali Kota Tangerang. Paslon Harry 
Mulya Zein (HMZ)-Iskandar Nomor Urut 1; Abdul Syukur-Hilmi Fuad 

13Selanjutnya disingkat dengan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang No. 
68 dan 67 Juli 2013.
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Nomor Urut 2; Dedy S Gumelar (Miing)-Suratno Abu Bakar Nomor 
Urut 3; Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto Nomor Urut 4; 
Arief R Wismansyah-Sachrudin Nomor Urut 5.

Dalam Rekap, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon, 
yaitu KPU Banten No. 104 dan 105 Tahun 2013, ditetapkan bahwa 
jumlah suara yang diperoleh Paslon Nomor Urut 1, adalah 45.627 suara; 
Nomor Urut 2, adalah 187.003 suara; Nomor Urut 3, adalah 121.375 
suara; Nomor Urut 4, adalah 15.060 suara, dan Nomor Urut 5, adalah 
340.810 suara.

Pemohon sangat meyakini keikutsertaan Paslon Arief R. 
Wismansyah-Sachrudin dan Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot 
Suprijanto dalam Pemilu Kada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 
yang ditetapkan oleh KPU Banten adalah tidak sah dan cacat hukum. 
KPU Banten menetapkan kedua paslon tersebut sebagai peserta Pemilu 
Kada Calon Wali dan Wawali Kota Tangerang Tahun 2013 melalui 
Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 201314, mengikuti Perintah 
Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013, atau Putusan DKPP No. 
83/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 84/DKPPPKE-II/2013 tertanggal 5 
Agustus 2013.15 

Adapun satu dari amar Putusan DKPP, yang menurut pemohon 
melanggar hukum dan inkonstitusional16 adalah sebagai berikut.

Memerintahkan kepada KPU Banten untuk memulihkan dan 
mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon Arief R. 
Wismansyah-Sachrudin dan Bakal Paslon Ahmad Marju Kodri-
Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Wali 
dan Wawali Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Paslon 
Peserta Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang telah 
ditetapkan sebelumnya”.

Pemohon mendalilkan bahwa dalam Keputusan KPU Kota Tangerang 
No. 67, Juli 2013 telah dinyatakan bila pasangan Ahmad Marju Kodri 
(AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin 

14Untuk selanjutnya disingkat dengan Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 
2013.

15Disingkat dengan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013.
16Cetak tebal sesuai dengan naskah asli. 
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tidak lolos sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah Kota Tangerang. Atas 
penetapan KPU Kota Tangerang tersebut, Pasangan Ahmad Marju Kodri 
(AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin 
membuat pengaduan kepada DKPP atas dasar dugaan pelanggaran kode 
etik penyelenggara Pemilu oleh komisioner KPU Kota Tangerang.

Mendapat pengaduan kedua Paslon tersebut, DKPP kemudian 
menggelar sidang dan memberikan Putusan No. 83 dan Nomor 84 
Tahun 2013 sebagai berikut.

1) mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian; (2) 
menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara sampai 
selesainya penetapan calon terpilih Pemilukada Wali dan Wawali 
Tangerang Tahun 2013 di tingkat KPU Kota Tangerang sesuai 
peraturan perundang-undangan kepada: (a) Teradu I Drs. Syafril 
Elain, RB selaku Ketua KPU Kota Tangerang; (b) Teradu II 
Munadi, S.Ag selaku Anggota KPU KPU Kota Tangerang; (c) 
Teradu III Drs. Adang Suyitno, M.Si selaku Anggota KPU Kota 
Tangerang; (d) Teradu IV Edy S. Hafas selaku Anggota KPU 
Kota Tangerang;17 3) memerintahkan kepada KPU Banten untuk 
menindaklanjuti Putusan DKPP itu dengan mengambil alih 
pelaksanaan tahapan Pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 
2013; 4) memerintahkan kepada KPU Banten untuk memulihkan 
dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon H. Arief R. 
Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon H. Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada 
Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan 
Paslon Peserta Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang 
telah ditetapkan sebelumnya; 5) memerintahkan kepada KPU RI 
dan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan tersebut.

17Ada hal yang menarik dari putusan ini, sekalipun dalam Petitimnya, 
Pemohon meminta agar MK 2 menyatakan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
2013 adalah melampaui wewenang (ultra vires); namun Putusan DKPP ini tidak 
pernah dibatalkan MK, namun Putusan KPU yang lahir karena perintah dalam 
Putusan DKPP tersebutlah yang dibatalkan oleh pihak MK. Akibatnya, para Teradu 
dalam sengketa etik di DKPP tetap dikenai dan berlaku sanksi yang final and binding 
yang telah dijatuhkan DKPP, yaitu Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 
tersebut. Inilah “keajaiban hukum” yang menarik untuk diamati dan merupakan 
fenomena keadilan bermartabat yang baru dalam Sistem Hukum Pancasila.
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Bagi Pemohon, amar putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 yang 
memerintahkan KPU Banten untuk memulihkan hak konstitusional 
Paslon Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan Paslon Arief 
R Wismansyah-Sachrudin adalah melampaui wewenang yang diatur 
dalam UU No. 15 Tahun 2011. Menurut pihak Pemohon, pelampauan 
wewenang yang dilakukan DKPP tersebut mencakup setidaknya 
dua hal. Soal yang pertama, yaitu wewenang untuk memeriksa dan 
menilai substansi keputusan yang telah diambil oleh KPU Kota 
Tangerang. Persoalan yang kedua, yaitu wewenang untuk menetapkan 
paslon. Pemohon berpandangan bahwa merupakan pelanggaran hak 
konstitusional jika DKPP ikut menentukan pihak yang berhak untuk 
mengikuti pemilu Kepala Daerah Kota Tangerang tahun 2013.18

Menurut Pemohon, Putusan DKPP tersebut di atas melanggar 
Pasal 1 angka 22 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 
Disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa DKPP adalah lembaga yang 
bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan 
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Menurut pihak 
Pemohon, inti dari rumusan ketentuan seperti itu artinya, DKPP hanya 
berwenang menangani pengaduan pelanggaran kode etik, tidak lebih 
dari hal tersebut. Selanjutnya, menurut pihak Pemohon, memerhatikan 
rumusan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011, “DKPP 
bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran 
kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu”. 

Begitu pula dalam rumusan Pasal 112 ayat (10) dan ayat (11) UU 
No. 15 Tahun 2011, menurut Pemohon, tugas DKPP dipertegas kembali, 
yaitu hanya menangani masalah etik. Di sana disebutkan: “Putusan 
DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. 
Sanksi dimaksud19 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian 
sementara, atau pemberhentian tetap”. Sehingga, menurut Pemohon, 
berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (11) UU No. 15 Tahun 2011 

18Secara eksplisit, ada pihak dalam masyarakat yang menuduh bahwa 
DKPP sebagai lembaga penegak etik Penyelenggara Pemilu justru melakukan 
pelanggaran etik itu sendiri, dan untuk itu kemudian melalui proses peradilan di 
MK sebagaimana dikemukakan di atas dicoba dicarikan “saluran” bahwa MK adalah 
institusi judicial yang berwenang untuk mengadili Putusan DKPP, yang dianggap 
melanggar etik menurut hukum dan merugikan kepentingan individu tertentu.

19Yaitu, dalam ayat (10).
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itu, jelaslah jika DKPP tidak berwenang untuk mengambil suatu 
keputusan yang menentukan siapa pasangan balon yang dapat mengikuti 
Pemilukada, in casu Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013.

Bagi Pemohon, keputusan penetapan KPU Kota Tangerang mengenai 
siapa paslon yang berhak mengikuti Pemilukada Kota Tangerang Tahun 
2013 diputuskan melalui Rapat Pleno. Rapat itu dihadiri empat orang 
anggota KPU Kota Tangerang. Dengan demikian, keputusan KPU Kota 
Tangerang telah sesuai dengan rumusan ketentuan hukum dalam Pasal 
30 UU No. 15 Tahun 2011 yaitu “Pengambilan keputusan KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno”. 

Tindakan KPU Kota Tanggerang itu, berkesesuaian dengan rumusan 
ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 33, yaitu 

(1) Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah 
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang anggota 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan 
daftar hadir. (2) Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga 
orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Bagi Pemohon, penetapan paslon yang berhak untuk mengikuti 
Pemilukada Kota Tangerang adalah wewenang atributif KPU Kota 
Tangerang. Dikatakan merupakan kewenangan atributif, karena 
kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf 
(i) UU No. 15 Tahun 2011. Dalam agenda demokrasi di Kota Tangerang 
tahun 2013, KPU Kota Tangerang dalam menetapkan Paslon yang berhak 
untuk mengikuti Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013 adalah 
dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 
Pasal 30 jo Pasal 33 UU No. 15 Tahun 2011 dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya.20

Menganalisis lebih jauh substansi dari Putusan DKPP, selanjutnya 
pihak Pemohon meminta perhatian pihak Majelis Hakim Konstitusi yang 
mengadili Perkara dimaksud, untuk menyimak bahwa dalam Putusan 
DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013,21 terdapat rumusan pertimbangan: 

20Hal ini merupakan persoalan hubungan antara persoalan democracy di satu 
sisi dengan the rule of law di sisi yang lain.

21Pada halaman 59-61.
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[3.16] keputusan Para Teradu didasarkan pada penggunaan 
peraturan dan dasar hukum yang tidak kuat, telah mengakibatkan 
timbulnya korban yakni pasangan Pengadu I, yakni H. Ahmad 
Marju Kodri-Gatot Suprijanto yang digugurkan sebagai paslon 
peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Oleh sebab itu, 
atas nama hukum dan keadilan, adalah kewajiban Negara, seluruh 
pihak terutama jajaran penyelenggara Pemilu dan secara khusus 
DKPP, untuk memulihkan hak konstitusional Pengadu I sebagai 
paslon peserta Pemilukada Kota Tangerang.

[3.17] jawaban dasar hukum dan bukti serta dokumen yang diajukan 
para Teradu atas pengadu II, terdapat beberapa informasi. Pertama, 
bahwa berdasarkan dokumen KPU Kota Tangerang (Bukti P-5E) 
para Teradu mengeluarkan ketentuan memenuhi syarat (MS) yang 
bersyarat, yang pada point 2 dinyatakan: “apabila pada penetapan 
paslon belum ada surat pemberhentian dari jabatan negeri bagi 
pegawai negeri sipil, maka status memenuhi syarat (MS) tersebut 
akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara pada 
persidangan, para Teradu menyatakan, pada awalnya pasangan 
Pangadu II telah memenuhi syarat, namun disebabkan adanya 
pengaduan dari masyarakat, atas nama Edi Faisal yang pada 
pokoknya melaporkan bahwa Bakal Paslon Wakil Wawali Pengadu 
II masih aktif menjalankan tugas jabatannya, mengakibatkan Para 
Teradu mengubah ketentuan yang telah dikeluarkannya menjadi 
Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Di samping itu, untuk mendukung 
alasan perubahan tersebut, para pengadu juga mendasarkan diri 
pada PP No. 6 dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
No. 10 tahun 2005 tentang PNS yang menjadi calon Kada/Calon 
Wakada.

[3.18] Menimbang fakta-fakta dan keterangan para pihak, dalam 
pemeriksaan sidang, terbukti, bahwa para Teradu telah sedemikian 
rupa mencari pembenaran atas keputusannya. Para teradu telah 
meninggalkan segala substansi dari peraturan yang berlaku 
dalam rezim penyelenggaraan Pemilu. Mereka hanya mencari-
cari legalitas dengan menggunakan peraturan yang berlaku untuk 
rezim pemerintahan. Para Teradu dengan sadar telah melampaui 
batas-patas yang patut dan lebih dari cukup dalam menentukan 
persoalan izin bagi PNS. Bahkan para Teradu juga telah menerapkan 
persyaratan baru yang sama sekali tidak diatur dan dikenal dalam 
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PKPU, “Memenuhi Syarat (MS) yang bersyarat”. Padahal, Peraturan 
yang justru dikeluarkan KPU sendiri, khususnya Pasal 67 ayat (9) 
(1) huruf (s), sama sekali tidak mewajibkan bakal paslon yang 
berasal dari unsur PNS untuk diberhentikan dari jabatan negeri, 
tetapi cukup dengan melampirkan surat pengunduran diri dari 
jabatan negeri bagi bakal paslon yang bersangkutan. Para Teradu, 
yang merupakan anggota KPU, sudah sepatutnya dan selayaknya 
memperlakukan PKPU, yang merupakan bagian dari dirinya sendiri, 
sebagai landasan utama, dalam penetapan calon dan pada seluruh 
proses-proses tahapan Pemilu. Bukan sebaliknya, mencari-cari 
peraturan yang berada pada rezim lainnya, untuk menafikkan 
atau mengebiri roh dan substansi paraturan KPU. Keterangan 
Ahli, Irman Putra Sidin dan penjelasan Komisioner KPU RI Juri 
Ardiantoro menguatkan keteledoran dan upaya-upaya para Teradu 
untuk melangkah sedemikian jauh memasuki peraturan rezim 
lain, khususnya rezim pemerintahan yang sama sekali justru tidak 
dipahami dan dikuasai para Teradu.

[3.19] Menimbang bahwa tindakan para Teradu dengan 
mendasarkan diri pada Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (10) huruf 
(s) PKPU No. 9 Tahun 2012, yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa terhadap pengaduan masyarakat atas bakal paslon, para 
Teradu harus menerima dan menyelesaikannya. Meski para 
Teradu sendiri mengakui bahwa hal tersebut sesungguhnya 
merupakan tugas pokok Panwaslu, namun para Teradu sendiri 
yang mengembangkan secara luas dan lebar, terutama untuk 
melakukan klarifikasi kepada Wali Tangerang. Bahkan Panwaslu 
Kota Tangerang, dalam keterangan di persidangan dan dokumen 
tertulis yang disampaikan, telah menyatakan, bahwa aduan 
masyarakat yang dimaksud, sama sekali tidak memenuhi unsur. 
Sebagai sesama penyelenggara Pemilu, para Teradu sangat layak 
dan terhormat berkonsultasi dengan Panwaslu Kota Tangerang. 
Klarifikasi terhadap atasan Pangadu II, jelas telah membuka ruang 
“politik perizinan” dari atasan dalam ranah pesta politik, yang 
sesungguhnya sedemikian rupa dicegah dan dilenyapkan di tengah-
tengah bangsa, kembali dihidupkan para Teradu. 

Alasan para Teradu, bahwa ada bakal Paslon lain yang berstatus 
PNS telah memiliki surat pemberhentian dari atasan, dan karena itu 
tidak adil, jika menetapkan bakal paslon yang tidak memiliki izin, 



Bab 5 | DKPP RI Sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat 173

selain alasan yang begitu dipaksakan, juga terbukti berdasarkan 
bukti tambahan yang diajukan Pengadu, bahwa paslon tersebut  
sesungguhnya belum memiliki surat berhenti dari atasannya. 
Dengan demikian, seluruh alasan dan bukti-bukti para Teradu 
yang diajukan para Teradu terbukti tidak memiliki dasar hukum 
yang kuat dan karena itu dapat diabaikan. Untuk itu, alasan yang 
diajukan Pengadu II dapat diterima dan DKPP berpendapat bahwa 
para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu Pasal 3 ayat (1) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2012 tentang 
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[3.18] Menimbang, bahwa keputusan para Teradu yang didasarkan 
pada penggunaan peraturan dan dasar hukum yang tidak kuat,22 
telah mengakibatkan timbulnya korban yakni pasangan Pengadu II, 
yakni H. Arief R. Wismansyah dan H. Sachrudin yang digugurkan 
sebagai paslon peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. 
Oleh sebab itu, atas nama hukum dan keadilan, adalah kewajiban 
Negara, seluruh pihak, terutama jajaran penyelenggara Pemilu, 
dan secara khusus DKPP untuk memulihkan hak konstitusional 
Pengadu II sebagai paslon peserta Pemilukada Kota Tangerang.

Menurut pihak Pemohon, dalam rumusan pertimbangan DKPP 
tersebut di atas, jelas sekali DKPP telah bertindak layaknya badan 
peradilan.23 Pihak Pemohon kemudian mengurai apa yang dia 
maksudkan dengan DKPP bertindak layaknya badan peradilan, yaitu  
DKPP telah menilai penerapan dan penafsiran hukum yang dilakukan 
oleh KPU Kota Tangerang. Menguatkan dalilnya tersebut, Pemohon 
mengemukakan bahwa hal itu terlihat dari frasa yang digunakan dalam 
Putusan DKPP di atas, yaitu “penggunaan peraturan dan dasar hukum 
yang tidak kuat.”

22Menarik untuk dicatatkan di sini, bahwa suatu keputusan yang diambil di 
atas suatu dasar hukum yang tidak kuat, lalu berakibat pada timbulnya korban 
adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran etik, menurut DKPP.

23Di sinilah untuk pertama kalinya keberadaan DKPP sebagai lembaga 
peradilan digugat. Dalam pemahaman pihak Pemohon, melakukan penilaian atas 
suatu peraturan hukum dan juga memberikan penilaian atas suatu penerapan 
hukum adalah melakukan fungsi peradilan. Padahal, menurut Pemohon, DKPP 
bukan badan peradilan.
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Bagi pihak Pemohon, agar supaya DKPP tidak dapat dibenarkan 
bertindak layaknya suatu badan peradilan, maka Pemohon kemudian 
mengajukan dalilnya: bahwa dalam rumusan ketentuan hukum Pasal 
24A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 
disebutkan:

 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah MK.”

Tidak hanya mendasarkan diri pada UUD 1945, namun merujuk 
kepada undang-undang, Pemohon menguatkan dalilnya untuk 
mendelegitimasi DKPP sebagai bukan lembaga peradilan. Menurut 
Pemohon, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2011, DKPP 
adalah lembaga etik dan bukan badan peradilan khusus dari salah satu 
lingkungan peradilan yang ada.24 Sehingga, lebih lanjut dikemukakan 
Pemohon, akibatnya, demi hukum, DKPP tidak mempunyai wewenang 
untuk memeriksa pengaduan mengenai penafsiran dan pelaksanaan 
hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang.25 

Menurut pihak Pemohon, kalaupun (quod non), anggota KPU Kota 
Tangerang melanggar kode etik, hal tersebut tidak berarti keputusan 
yang diambil oleh KPU Kota Tangerang melanggar atau bertentangan 
dengan hukum. Selanjutnya ditegaskan lagi oleh pihak Pemohon, 

24Argumentasi ini tidak menyadari bahwa DKPP itu adalah bukan lembaga 
etik biasa, yang memang tidak memiliki kewenangan untuk memasuki ranah 
penilaian atas peraturan perundangan yang berlaku: tetapi lembaga etik menurut 
hukum, yang tidak dilarang untuk melakukan hal itu sebagaimana dikemukakan 
dalam Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat, (Reorientasi Pemikiran Baru tentang 
Demokrasi), Kata Pengantar: Ketua DKPP RI Periode 2017-2022; Ketua KPU RI 
Periode 2017-2022 dan Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022 (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2017).

25Larangan hukum seperti yang dikemukakan pihak Pemohon di atas sama 
sekali tidak dijumpai dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di dalam Sistem Hukum Pancasila, apalagi tidak ada sanksi apa pun untuk 
melakukan hal itu, yang diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Sehingga, meskipun hal itu telah menjadi hukum, namun sangatlah 
riskan apabila MK mengikuti argumentasi Pemohon dalam dalil yang dikemukakan 
tersebut.
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bahwa untuk menguji apakah keputusan yang diambil oleh KPU 
Kota Tangerang telah sesuai dengan hukum atau tidak, baik secara 
formil maupun materiil, maka yang berwenang menguji adalah badan 
peradilan, dan bukan lembaga etik, dalam hal ini, yaitu (in casu) DKPP.26

Pihak Pemohon mendalilkan, bahwa tidak tertutup kemungkinan, 
dalam suatu keputusan yang diambil oleh suatu lembaga ada indikasi 
pelanggaran kode etik. Dan kalaupun setelah diselidiki ditemukan 
adanya bukti pelanggaran kode etik, maka lembaga etik yang memeriksa 
dan memutus dugaan pelanggaran kode etik tidak dapat membatalkan 
keputusan yang telah diambil sebelumnya.27 Untuk membatalkan 
keputusan yang diduga terkait pelanggaran kode etik, hal tersebut harus 
dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang.28

Menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (2) 
UUD 1945 dan Pasal 1 angka 22 jo Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 112 
ayat (10) dan ayat (11) UU No. 15 Tahun 2011, dapat dikatakan 
putusan DKPP yang memerintahkan kepada KPU Banten untuk 
memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon Arief 
R. Wismansyah-Sachrudin dan Bakal Paslon H. Ahmad Marju Kodri-
Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Wali dan 
Wawali Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Paslon Peserta 
Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan 
sebelumnya adalah melanggar hukum dan inkonstitusional. Pemohon 
pun, kembali membuat suatu pernyataan untuk menegaskan apa yang 
telah didalilkannya di atas, bahwa Paslon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot 
Suprijanto Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Undang-Undang.

Menurut Pemohon, selain melampaui wewenangnya, Putusan 
DKPP yang berisi rumusan: 

26Di sinilah pentingnya pemahaman tentang konsep lembaga etik dan 
lembaga etik menurut hukum, sebagaimana dikemukakan dalam buku di atas, 
supra, catatan kaki No. 4. Lihat Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 175, catatan kaki 
No. 9 dalam buku itu.

27Memang benar adanya argumentasi itu, jika bangunan argumentasinya 
didasarkan kepada fungsi lembaga etik pada umumnya, namun tiak dapat berlaku 
untuk lembaga etik menurut hukum, khususnya DKPP.

28Lagi-lagi, konstruksi tersebut di atas hanya merupakan pandangan biasa yang 
tidak memiliki landasan yuridis sama sekali, dan kurang memahami perbedaan 
antara konsep etik menurut hukum dan etika biasa. Lembaga etik menurut hukum 
dimungkinkan, atas nama keadilan.
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Memerintahkan kepada KPU Banten untuk memulihkan dan 
mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon H. Arief R. 
Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon H. Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada 
Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan 
Paslon Peserta Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang 
telah ditetapkan sebelumnya, 

adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pemilu, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh 
UU No. 8 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 berikut peraturan 
pelaksananya.

Menurut Pemohon, dalam rumusan ketentuan Pasal 59 ayat (1) 
huruf (a) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 
diubah oleh UU No. 8 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 telah 
diatur bahwa paslon, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi sekurang-kurangnya 
lima belas persen dari jumlah kursi DPRD atau lima belas persen dari 
akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah 
yang bersangkutan.

Berkaitan dengan itu, telah diatur dalam Keputusan Penetapan KPU 
Kota Tangerang No. 60/KPTS/KPUKota Tng/015.436421/V/2013 tanggal 
23 Mei 2013 tentang Penetapan Persentase Persyaratan Pencalonan Bakal 
Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Wali 
dan Wawali Tangerang Tahun 2013 mengatur sebagai berikut.

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana 
dimaksud pada diktum Kesatu memperoleh kursi pada Pemilu 
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 paling sedikit lima belas per 
seratus dari jumlah lima puluh kursi DPRD Kota Tangerang, yaitu 
delapan kursi Anggota DPRD Kota Tangerang; (2) Partai Politik 
atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum 
Kedua angka 1 memperoleh suara sah pada Pemilu DPR, DPD 
dan DPRD Tahun 2009 paling sedikit lima belas per seratus dari 
enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus suara sah 
tingkat Kota Tangerang; atau seratus empat ribu sembilan ratus 
sepuluh suara sah.
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Dalam komposisi perolehan kursi di DPRD Kota Tangerang, Partai 
Demokrat tercatat mendapatkan 13 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai 
Keadilan Sejahtera 6 kursi, PDI-P 5 kursi, PPP 5 kursi, Partai Gerindra 
5 kursi, PAN 4 kursi, PKB 3 kursi, Partai Hanura 2 kursi, dan PKNU 1 
kursi. Dalam pada itu pengaduan yang disampaikan oleh paslon Ahmad 
Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto kepada DKPP, karena paslon 
tersebut mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Hanura 
yang memiliki 2 kursi di DPRD Kota Tangerang.

Menurut Pemohon, DKPP tidak menyatakan Keputusan KPU 
Kota Tangerang No.67, Juli 2013, yang dikemukakan Pemohon dalam 
Dalil (A) di atas, adalah tidak sah. Sehingga menurut Pemohon, dapat 
dikatakan DKPP mengakui Keputusan KPU Kota Tangerang No. 67, Juli 
2013 tersebut adalah sah. 

Akibatnya, menurut Pemohon, di satu sisi DKPP tidak membatalkan 
Penetapan KPU Kota Tangerang mengenai Penetapan Paslon yang Berhak 
Mengikuti Pemilu Wali dan Wawali Kota Tangerang. Namun, di sisi 
yang lain DKPP memerintahkan KPU Provinsi untuk menetapkan 
paslon Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto sebagai peserta 
dalam Pemilu Wali dan Wawali Kota Tangerang Tahun 2013. Menurut 
Pemohon, hal itu artinya Paslon Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot 
Suprijanto mengikuti pemilu Wali dan Wawali Kota Tangerang secara 
tidak sah. Pemohon mengatakan demikian, karena Paslon dimaksud, 
tidak mendapatkan dukungan partai politik sesuai dengan ketentuan 
Pasal 59 ayat (1) huruf (a) jo ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana 
telah diubah oleh UU No. 8 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008.

Bagi Pemohon, Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto tidak 
mengikuti pemeriksaan kesehatan. Oleh karena pasangan Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi 
persyaratan administrasi sebagaimana Surat KPU Kota Tangerang 
Nomor 312/KPU-Kota-015.436421/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013, 
maka Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto tidak mengikuti 
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim kedokteran yang 
ditunjuk.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (e) jo Pasal 
18 huruf (c) jo. Pasal 23 Peraturan KPU No. 09 Tahun 2012, dinyatakan 
di sana bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilukada, 
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Paslon harus mempunyai kemampuan sehat jasmani maupun rohani. 
Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran 
yang ditunjuk. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan merupakan 
syarat mutlak bagi Paslon untuk dapat menjadi peserta Pemilukada.

Dengan demikian, menurut Pemohon, akibatnya Putusan DKPP 
No. 83 dan 84 Tahun 2013 yang memerintahkan kepada KPU Banten 
untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon 
Arief R. Wismansyah-Sachrudin dan Bakal Paslon Ahmad Marju Kodri-
Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Wali dan 
Wawali Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Paslon Peserta 
Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan 
sebelumnya adalah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (e) jo 
Pasal 18 huruf (c) jo Pasal 23 Peraturan KPU No. 09 Tahun 2012.

Dalam Petitumnya, pihak Pemohon memohon kepada Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi memutus sebagai berikut: (1) Menerima 
dan mengabulkan permohonannya untuk seluruhnya; (2) menyatakan 
Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 adalah melampaui wewenang 
(ultra vires); (3) menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Banten 
No. 083 Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013; (4) menyatakan tidak 
sah dan batal Paslon Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan 
Paslon Arif R. Wismansyah-Sachrudin sebagai peserta Pemilu Wali dan 
Wawali Kota Tangerang Tahun 2013. (5) menyatakan batal dan tidak sah 
Hasil Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan 
KPU Banten No. 104 dan 105 Tahun 2013 yang ditetapkan Termohon 
I pada tanggal 6 September 2013; (6) memerintahkan kepada KPU 
Kota Tangerang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Wali dan 
Wawali Kota Tangerang 2013 di seluruh wilayah Kota Tangerang, tanpa 
mengikutsertakan Paslon No. Urut 4, Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot 
Suprijanto dan Paslon Nomor Urut 5, Arif R. Wismansyah-Sachrudin. 
Atau, apabila MK berpendapat lain Pemohon meminta putusan yang 
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
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D.	 Pembuktian dan Alat Bukti yang Digunakan untuk Menggugat 
Eksistensi dan Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga 
Peradilan di Mahkamah Konstitusi

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya menggugat 
kewenangan DKPP sebagai suatu lembaga peradilan di MK, dalam proses 
pembuktian yang berlangsung di MK tersebut Pemohon mengajukan 
sejumlah alat bukti. Alat bukti jenis pertama, yaitu alat bukti surat/
tulisan. Alat bukti pihak Pemohon jenis atau kategori pertama tersebut 
terdiri dari tiga belas barang bukti. 

1.	 Presedensi Putusan DKPP Menjadi Objek dalam Perkara 
Konstitusi

Dalam kategori alat bukti yang pertama, yaitu alat bukti surat/
tulisan, terdapat barang-barang bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai 
dengan bukti P-13. Di antara barang-barang bukti kategori alat bukti 
surat/tulisan yang diajukan pihak Pemohon, terdapat fotokopi Putusan 
DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. Sehingga, dalam hal ini terlihat, 
bahwa meskipun DKPP sebagai suatu subjek hukum tidak dijadikan 
pihak dalam perkara konstitusi dimaksud, namun produk dari DKPP, 
yaitu Putusan DKPP menjadi preseden melalui perkara konstitusi ini 
dijadikan objek dalam perkara.

Dalam proses pembuktian di MK tersebut, selain kategori alat 
bukti berupa surat/tulisan, Pemohon juga mengajukan alat bukti 
kategori lainnya, yaitu saksi. Dalam kategori alat bukti yang kedua ini, 
Pemohon menghadirkan dua orang ahli. Kedua orang ahli tersebut, 
telah menyampaikan keterangan mereka yang disampaikan secara lisan 
dan di bawah sumpah/janji di persidangan tanggal 23 September 2013. 

Di samping keterangan lisan, kedua orang ahli dimaksud, telah 
pula menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam 
persidangan tersebut. Dalam keterangan tertulis itu, terdapat uraian 
mengenai hal-hal yang bersifat teoretis konsepsional, yang sudah barang 
tentu dimaksudkan untuk melemahkan kewenangan DKPP, termasuk 
eksistensinya sebagai suatu lembaga peradilan. 
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2.	 Konsepsi Negara Hukum dan Kedudukan Lembaga Peradilan 
Serta Penilaian Terhadap Eksistensi DKPP, Apakah Merupakan 
Peradilan

Tidak cukup hanya kategori alat bukti berupa surat/tulisan 
sebagaimana dikemukakan di atas, namun menguatkan permohonannya 
itu, teori dan konsep hukum juga dijadikan landasan dalam rangka 
melemahkan eksistensi DKPP, khususnya “Putusan DKPP”. Penggunaan 
teori dan konsep dalam rangka pelemahan eksistensi DKPP, atau setidak-
tidaknya Putusan DKPP merujuk kepada pendapat atau keterangan dua 
orang ahli.29 

Ahli yang pertama, yang diajukan pihak Pemohon, mengajukan 
argumentasi hukumnya dengan membagi keterangannya menjadi dua 
bagian. Dalam bagian yang pertama, dikemukakan keterkaitan antara 
konsepsi Negara Hukum dan Kedudukan Lembaga Peradilan.

Berkenaan dengan Konsepsi Negara Hukum, menurut ahli pihak 
Pemohon, konsepsi tentang negara hukum (rechtstaat) berkembang 
dalam tradisi pikiran Eropa Kontinental. Ahli mengutip pandangan 
Fredrich Julius Stall, yang dianggap oleh ahli mewakili tradisi pemikiran 
Eropa Kontinental itu. Menurut ahli, konsepsi negara hukum Eropa 
Kontinental bertumpu pada hukum tertulis. 

Dalam pemikiran Fredrich Julius Stall, menurut ahli, konsep 
Negara Hukum Kontinental30 tersebut memberikan tempat yang sangat 
strategis pada kekuasaan pembentukan hukum (legislasi) dalam upaya 
mencapai tujuan negara. Menarik untuk dikemukakan di sini, bahwa 
dalam pandangan ahli, perlindungan hak asasi adalah tujuan negara. 

29Ahli yang pertama, yaitu Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.
30Perlu dikemukakan di sini, bahwa dalam Sistem Hukum Pancasila, seperti 

yang digagas dalam Teori Keadilan Bermartabat, konsepsi negara hukum yang 
bermartabat adalah konsepsi negara hukum yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945. Teori Keadilan Bermartabat telah berusaha untuk merujuk konsepsi negara 
hukum yang ada dalam Sistem Hukum Pancasila. Kalaupun konsepsi negara hukum 
Barat dipelajari, hal itu tidak merupakan suatu kesalahan, namun konsepsi Barat 
itu harus disesuaikan dengan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yaitu yang merujuk 
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsepsi Barat itu harus 
terlebih dahulu disaring dengan nilai-nilai hukum dalam Sistem Hukum Pancasila 
sebelum dijadikan rujukan sebagai suatu asas atau kaidah hukum.
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Menurut ahli, dengan merujuk pandangan Fredrich Julius Stall, inilah 
sebab atau kausa bahwa hukum tertulis akan menjadi alat ukur utama 
benar tidaknya tindakan penyelenggara negara dalam pelaksanaan 
kewenangannya.

Mengutip Burkens ahli yang diajukan pihak Pemohon tersebut di 
atas berpandangan bahwa rechtsstaat memiliki beberapa syarat dasar. 
Pertama, asas legalitas. Dalam syarat pertama tersebut, setiap tindakan 
pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum (rehtsgrond). Dengan 
landasan ini, UUD dan Undang-undang sendiri merupakan tumpuan 
dasar tindak pemerintahan. Pembentukan undang-undang merupakan 
bagian penting dari negara hukum. Syarat dasar yang kedua, yaitu 
pembagian kekuasaan. 

Persyaratan ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak 
boleh hanya bertumpu pada satu tangan. Syarat dasar yang ketiga, 
yaitu adanya pengakuan atas hak-hak dasar (grondrechten). Dijelaskan, 
bahwa hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi 
rakyat. Hak-hak dasar tersebut, juga sekaligus membatasi kekuasaan 
pembentukan undang-undang. Syarat dasar yang keempat, yaitu 
pengawasan pengadilan. Untuk syarat dasar ini, dikemukakan bahwa 
bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan31 yang bebas untuk 
menguji keabsahan pemerintahan (rechtmatigeheids toetsing).

Salain konsepsi negara hukum, yang merujuk kedua pemikir Barat 
di Eropa Kontinental di atas, ahli di atas juga menuturkan konsepsi 
negara hukum yang merujuk pada konsepsi the rule of law, di Eropa 
Kepulauan, yaitu Inggris dan negara-negara lainnya seperti Amerika, 
Malaysia dan lain sebagainya. Menurut ahli, konsep rule of law tumbuh 

31Perlu dicatatkan di sini, bahwa pihak ahli yang diajukan pihak Pemohon 
tersebut di atas, tidak membahas mengenai konsep pengadilan, apakah yang 
dimaksudkan dengan konsep pengadilan dalam perspektif negara hukum menurut 
kedua filsuf Barat yang dirujuk oleh ahli. Apakah yang dimaksud dengan pengadilan 
tersebut, termasuk pula pengadilan etik menurut hukum, seperti DKPP, ataukah 
hanya pengadilan yang berada di bawah MA dan pengadilan konstitusi saja, yaitu 
MK. Tidak dijelaskan pula, bahwa Stahl dan Burkens, yang dirujuk oleh ahli dari 
pihak Pemohon dimaksud melarang orang untuk memasukkan pengadilan etik 
seperti DKPP ke dalam konsepsi negara hukum mereka. Sehingga dengan demikian, 
keterangan ahli ini memang masih cukup sumir untuk dijadikan pegangan pihak 
MK; hanya saja, faktanya memang telah menjadi hukum.
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dalam tradisi hukum common law yang berdasar pada prinsip hukum 
tidak tertulis.32 

Menurut pihak ahli yang diajukan pihak Pemohon, terdapat tiga 
pilar utama dalam prinsip rule of law. Pertama, supremasi absolut atau 
predominasi dari regular law. Kedua, persamaan di hadapan hukum atau 
penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the 
land yang dilaksanakan oleh ordinary court33. Ketiga, konstitusi adalah 
hasil dari the ordinary law of the land.

Inti dasariah dari the rule of law, menurut ahli yang diajukan pihak 
Pemohon, adalah perlindungan hak-hak individu melalui tindakan 
peradilan dan parlemen, untuk membatasi posisi crown34 dan pejabat-
pejabatnya35. Dalam konsepsi negara hukum menurut versi rule of law, 
peradilan diposisikan sebagai penjaga keberlangsungan penyelenggaraan 
ketertiban umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi.

Berbasis pada pemikiran di atas, maka menurut pihak ahli 
yang diajukan Pemohon, kedua konsepsi negara hukum tersebut 
jelas meletakkan asas legalitas/asas keabsahan menjadi pilar utama 
negara hukum. Dalam upaya menjaga prinsip keabsahan (wetmatig/
rechtmatig) tersebut, maka semua institusi negara harus melaksanakan 
kewenangannya sesuai dengan dasar hukum kewenangannya agar tidak 
terjadi tindakan yang bersifat inkonstitusional. 

32Apa yang dikemukakan pihak ahli yang diajukan Pemohon tersebut terlalu 
melakukan simplifikasi yang tidak berdasar. Dalam kenyataannya, tradisi hukum 
common law seperti yang dikenal di negara Skotlandia, justru menggunakan undang-
undang dan hukum tertulis sebagai basis utama sistem hukumnya.

33Ahli yang diajukan pihak Pemohon tidak menyadari sepenuhnya bahwa di 
Inggris ada yang disebut dengan the court of equity, yang berjalan paralel dengan 
jurisdiksi sendiri, terpisah dari the court of law, tetapi keduanya adalah merupakan 
lembaga pengadilan. Begitu pula ahli kurang memahami bahwa di Inggris pada 
suatu waktu terdapat apa yang dikenal dengan istilah justice of the peace, hakim-hakim 
merupakan pejabat dari the King atau the Queen. Dengan demikian, rujukan pada 
konsep Barat memang harus, seperti yang diamanatkan teori keadilan bermartabat, 
disaring dengan jiwa bangsa, yaitu Pancasila.

34Lagi-lagi, ahli tidak menyadari bahwa the Crown, atau the King atau the 
Queen, adalah juga Parlemen, seperti yang ada dalam frasa the King atau the Queen 
in Parliament; dan fakta bahwa sebelum suatu undang-undang berlaku harus 
mendapatkan persetujuan the King atau the Queen, yang dikenal dengan the Royal 
Assent.

35Juga tidak disadari ahli bahwa pejabat-pejabat administrasi di Inggris 
misalnya, satu dari negara common law berada di bawah Perdana Menteri.
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Agar penyelenggaraan negara menjadi tertib maka kekuasaan negara 
didistribusikan36 (wachtdeeling) oleh konstitusi kepada organ-organ 
negara dengan batasan kewenangan masing-masing serta dilarang37 
saling mencampuri (power limit power).

Desain sistem negara hukum Indonesia tujuan pokoknya juga 
perlindungan hak asasi (fundamental right/grondrechten). Menurut 
ahli, dalam hal terjadi penggunaan kewenangan/hak yang bersifat 
“onrehtmatigdaad” dan hal itu dirasakan sebagai bentuk pelanggaran 
hak asasi (fundamental right), maka harus tersedia lembaga peradilan 
sebagai penjaga terakhir. 

Dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945, sudah ditegaskan bahwa 
Lembaga Peradilan (kewenangan judicial) berada di tangan Mahkamah 
Agung dan MK (vide Pasal 24 UUD 1945). Oleh sebab itu, adalah 
tepat jlka terhadap tindakan institusi/lembaga negara dalam hal ini 
penyelenggara pemilihan umum (DKPP dan atau KPU) yang dirasakan 
telah “merugikan” hak asasi warga negara dalam proses Pemilukada, 
diajukan gugatan untuk dimintakan koreksi (review) kepada lembaga 
peradilan yaitu, MK.

3.	 Keputusan DKPP dan KPU/KPUD dalam Kajian Rechtbeslissingen

Pihak ahli yang diajukan Pemohon juga memaparkan analisisnya 
terhadap Keputusan DKPP dan/atau KPU. Teori atau konsep yang 
dipergunakan untuk analisisnya itu, yaitu rechtbeslissingen atau yang 
dipahami oleh ahli sebagai keputusan-keputusan hukum. Dikemukakan 
oleh ahli, bahwa dalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu, telah diatur kehadiran lembaga DKPP. Dalam ketentuan Pasal 1 
angka 22 dinyatakan: “DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani 
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu 
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”.

36Sangat disayangkan bahwa tidak terdapat penjelasan bahwa ketika UUD 
1945 itu mendistribusikan kekuasaan kepada komisi pemilihan umum ada larangan 
bahwa di dalam pelaksana Pemilu itu tidak boleh dibentuk lembaga peradilan etik.

37Seperti yang dikemukakan dalam catatan kaki di atas, dalam pembatasan 
yang ada mestinya konstitusi melarang adanya peradilan etik seperti DKPP dibentuk 
dalam kelembagaan penyelenggara Pemilu menurut UUD 1945.
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Berdasarkan konsepsi kelembagaan, maka lembaga DKPP bukan 
peradilan dan bukan legislatif. Menurut ahli, DKPP adalah bagian dari 
penyelenggaraan Pemilu (excuting of general election). DKPP diberi tugas 
khusus menjaga moralitas (pelanggaran kode etik) Penyelenggara 
Pemilu, yaitu angota KPU. Oleh sebab itu, tugas DKPP adalah melakukan 
penilaian. DKPP menilai apakah tindakan nyata/perilaku anggota KPU 
telah melanggar kode etik. Apabila terbukti ada pelanggaran, maka 
DKPP menjatuhkan sanksi atas penyimpangan tersebut.

Dalam praktik, telah nyata bahwa keputusan DKPP selain 
menjatuhkan sanksi juga memerintahkan kepada KPU untuk 
memulihkan hak politik pengadu. Selanjutnya berdasarkan perintah 
DKPP itu KPU membuat keputusan baru. Keputusan dimaksud memuat 
materi memasukkan “seseorang” (dapat orang perorang atau paslon) 
menjadi peserta Pemilu. Terbentuknya keputusan KPU yang baru, 
dengan konsideran yang merujuk keputusan DKPP, otomatis menjadikan 
keputusan DKPP tersebut menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu. 
Dengan demikian maka substansi (materi muatan) keputusan KPU 
tersebut dapat menjadi “objek” sengketa Pemilu. Sengketa tersebut 
berada di ranah kewenangan MK.

Menganalisis hal itu dari perspektif teori pembuatan keputusan 
hukum (beslissing recht theorie), maka menurut ahli, produk keputusan 
hukum dibagi dalam tiga jenis. Jenis yang pertama, yaitu wet atau 
Undang-Undang/legislation). Produk ini dibuat oleh lembaga legislatif. 
Jenis yang kedua, yaitu regeling dan atau beschikking (peraturan dan/atau 
keputusan). Produk ini dapat dihasilkan dari kewenangan pemerintahan. 
Jenis ketiga, yaitu uitspraak (vonis). Produk ini dihasilkan oleh lembaga 
judicial/peradilan.

Berdasar pemikiran di atas, maka produk hukum Keputusan 
KPU Kota Tangerang No. 67, Juli 2013 yang memulihkan hak politik 
seseorang dalam Pemilukada Tangerang, merupakan keputusan 
pemerintahan (bukan produk peradilan)38. Mengingat jenis keputusan 
itu merupakan keputusan pemerintahan maka “keabsahannya” dapat 
dinilai oleh lembaga Peradilan. Pembentukan keputusan pemerintahan 

38Argumentasi ini dapat dipatahkan dengan argumentasi yang telah dicoba 
dibangun, dengan mendasarkan diri pada Pasal 2 huruf (5), UU No. 5 Tahun 1986 
tentang PTUN.
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berkaitan dengan “penggunaan kewenangan pemerintahan” (bestuuren 
door de overheid). Ten Berge menyatakan, penggunaan kewenangan itu 
harus didasarkan pada prinsip “rechtmatigheid” (keabsahan). Penilaian 
atas keabsahan keputusan pemerintahan menggunakan wewenang 
pemerintahan itu sendiri sebagai dasar atau ukuran penilaian.

Wewenang merupakan sebuah tindakan hukum publik. Keberadaan 
tindakan publik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tentang 
tindakan hukum publik ini, mengutip Ten Berge, ahli mengemukakan: 

Publiekrechtelijk rechtshandelingen kunnen slecht voorvloeien uit 
publiekrechteiijk bevoegheiden. Een overheidsorgaan moet voor het 
nemen van publiekrechteiijk beslissingen over expliciet toegekende, dan 
wel door het recht veronderstelde bevoegheiden (tindakan hukum, 
Publik dapat dilakukan melalui penggunaan wewenang publik. 
Penetapan keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang 
harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, 
wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang 
terlebih dahulu ada).39

Berdasar pemikiran di atas, maka penggunaan wewenang oleh 
KPU dalam wujud pembuatan keputusan, harus tunduk pada peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasarnya (dasar substansi dan 
prosedur). Dalam hal keputusan tersebut berkaitan dengan “persyaratan 
calon” peserta Pemilukada, maka dasar rujukannya adalah UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemda. Tentang Persyaratan Calon Kada dan 
Wakada yang akan menjadi peserta Pemilukada dirumuskan dalam 
Pasal 58 dan Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2004. Ketentuan lebih lanjut 
tentang Persyaratan Calon diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 
40 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005.

Terhadap persoalan “keabsahan” Keputusan KPU Kota Tangerang 
No. 67 Juli 2013, selanjutnya hal itu berada dalam ranah (kewenangan 
Yang Mulia Majelis Hakim MK. Menurut ahli, justifikasi teoretis bagi MK 
melakukan penilaian tersebut (konformitas), telah disampaikan di atas.

39Ten Berg, 1996, hlm. 142. Kutipan dalam Putusann MK No. 115/PHPU.D-
XI/2013.
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Mengakhiri pemberian keterangannya itu, ahli memberikan 
simpulan sebagai berikut: (a) MK merupakan lembaga peradilan. 
Sebagai lembaga peradilan, MK bertugas menjaga perlindungan hak 
asasi manusia (fundamental right). Keberadaan dari hak asasi manusia itu 
telah ditegaskan dalam UUD 1945; (b) DKPP dan KPU adalah lembaga 
penyelenggara Pemilu. Sebagai badan penyelenggara, maka produk 
berupa keputusan yang dihasilkannya adalah “subject to” (tunduk) pada 
kewenangan MK dalam hal keputusan tersebut diajukan ke persidangan 
MK; (c) Untuk menilai keabsahan persyaratan Peserta Pemilukada maka 
dasar hukumnya adalah UU No. 32 Tahun 2004 (dan UU Perubahannya) 
serta PP No. 6 Tahun 2005 (dan PP Perubahannya).

4.	 Sebab Perkara Konstitusi Ujian Bagi Kompetensi DKPP

Ahli yang kedua adalah Mohammad Fajrul Falaakh. Mengemukakan: 
(1) PHPU Kada Kota Tangerang 2013 yang diperiksa MK tersebut 
berhulu pada perubahan peserta Pemilukada yang dilakukan oleh 
lembaga yang tidak kompeten. Apabila fakta yang dimajukan Pemohon 
kepada MK adalah benar maka penyelenggaraan Pemilukada Kota 
Tangerang 2013 tidak sesuai dengan asas kemandirian, kejujuran dan 
keadilan. (2) Ahli membahas persoalan di atas dari sudut distribusi 
kekuasaan negara ke berbagai lembaga, misalnya tentang wewenang 
yudikatif atas kompetisi politik, termasuk tentang penyelesaian 
PHPU Kada, dan tentang independensi penyelenggaraan Pemilu; (3) 
Pembahasan merujuk konstitusi dan legislasi, yaitu Pasal 24C ayat (1) 
jo. Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E, dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945; 
serta UU No. 32 Tahun 2004 (Pemda; diubah tahun 2008), UU No. 
15 Tahun 2011 (Penyelenggara Pemilu), UU MK No. 24 Tahun 2003 
sebagaimana diubah dengan No. 8 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012 
dan UU PTUN 1986/2006.

5.	 DKPP dalam Distribusi Kewenangan Antarkelembagaan Negara

Mengenai posisi DKPP dalam distribusi kewenangan kelembagaan 
negara, ahli menguraikan sembilan hal, khususnya berkenaan dengan 
pembagian kerja MK dan MA. Hal yang pertama dari kesembilan hal itu, 
yaitu bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk memutus PHPU. Ketentuan ini 



Bab 5 | DKPP RI Sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat 187

merupakan bentuk pembagian kerja MK dan MA menurut UUD 1945, 
yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa DKPP tidak memiliki 
kewenangan, sebagaimana apa yang telah dilakukan. 

Ahli menjelaskan, bahwa hasil Pemilu ditetapkan oleh KPU atau 
KPUD, sesuai dengan tingkatan atau jenis Pemilu yang diselenggarakan 
oleh KPU atau KPUD. Penetapan hasil Pemilu oleh KPU/KPUD 
merupakan keputusan administratif (beschikking).40 Ahli menambahkan, 
bahwa pada masa Orde Baru jenis beschikking tersebut untouchable bagi 
PTUN. Hal itu dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 huruf (g) UU No. 
5 Tahun 1986. Pada waktu Orde Baru, kata ahli, PTUN masih terlarang 
menyentuh Penetapan hasil Pemilu oleh KPU/KPUD sebagai keputusan 
administratif (beschikking).41 

Sedangkan saat ini, menurut ahli, mugkin yang dimaksudkan 
ahli yaitu di zaman now, yaitu zaman reformasi, khusus penetapan 
hasil Pemilu diperiksa dan diadili oleh MK. Dasar hukum mengenai 
hal itu, yaitu lex specialis constitutionalis pada Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945. Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 482/K/TUN/2003 
(tanggal 18 Agustus 2004) dinyatakan suatu kaidah konstitusional, 
bahwa keputusan TUN yang berkaitan dengan dan termasuk dalam 

40Perhatikan ada pengecualian dalam Pasal 2 huruf (g) dalam UU No. 5 Tahun 
1986, yang oleh saksi lain (Saldi Isha) dalam Perkara MK ini telah dianalisis tidak 
dapat dijadikan rujukan untuk mengecualikan Keputusan KPUD sebagai bukan 
objek sengketa TUN, namun kalau diteliti lebih jauh sebetulnya memang PTUN 
juga tidak berwenang, karena “semangatnya” adalah bahwa Keputusan yang 
berkaitan dengan hasil Pemilu (Pasal 2 huruf (g) UU No. 5 Tahun 1986) bukan 
objek sengketa TUN. Penilaian yang “mengipas” api di zaman Orde Baru sebagai 
Keputusan yang untouchable bagi PTUN, mungkin perlu dipertimbangkan dengan 
lebih proporsional sesuai dengan jiwa keadilan bermartabat, bukan dengan analisis 
sosiologis ala marxis (Raymon Wax). Perlu dikemukakan di sini,bahwa Keputusan 
TUN yang Pasal 2 huruf (g) itu dikecualikan dari yurisdiksi TUN, karena ranah 
Penyelenggaraan Pemilu itu adalah ranah etika politik menurut hukum, bukan 
persoalan yuridis.

41Tidak dikemukakan di sini, alasan mengapa Penetapan hasil Pemilu oleh 
KPU/KPUD sebagai keputusan administratif (beschikking) itu untouchable di zaman 
Orde Baru. Namun secara a-contrario dapat dikemukakan bahwa jika penetapan 
hasil Pemilu oleh KPU/KPUD sebagai keputusan administratif (beschikking) itu 
untouchable juga di zaman now, maka zaman reformasi tidak ada bedanya dengan 
zaman Orde Baru.
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ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kompetensi 
peradilan TUN.42

Menurut ahli, dengan adanya pembagian kerja konstitusional 
tersebut, maka berlaku teori residu.43 Dalam pembagian menurut teori 
residu, keputusan administratif pada umumnya masih jadi wewenang 
MA dan peradilan di bawah MA. Hal itu terbukti dengan pengaturan 
dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. UU PTUN, yaitu UU No. 5 
Tahun 1986 (terakhir kali diubah dengan UU No. 5 Tahun 2006). 
Oleh sebab itu, menurut ahli, secara eksplisit dan implisit sekaligus, 
konstitusi membagi pekerjaan antara MK dan MA dalam memeriksa 
dan mengadili keputusan TUN. 

Berdasarkan pembagian kewenangan demikian itu, maka sudah 
diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 
(SEMA) No. 7 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut membedakan dua 
jenis keputusan dalam proses Pemilu: (a) Keputusan yang berkaitan 
dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu; (b) Keputusan yang 
berisi mengenai hasil Pemilu.

Dalam perspektif teori residu, maka keputusan-keputusan yang belum 
atau tidak merupakan hasil Pemilu dikategorikan keputusan di bidang 
urusan pemerintahan. Apabila keputusan tersebut memenuhi kriteria 
Pasal 1 ayat (9) UU PTUN maka tetap dalam kompetensi PTUN. Dengan 
demikian, SEMA No. 7 Tahun 2010 memberikan peluang kepada pencari 
keadilan untuk menyelesaikan persoalan hukum Pemilu pada semua 
tahapan di PTUN, kecuali tentang tahapan hasil penghitungan suara.44 

42Perlu diperiksa Putusan MK yang ini, apakah hal itu merupakan pengujian 
terhadap Pasal 2 huruf (g) UU No. 5 Tahun 1986. Hanya saja, ada kesan, seolah-
olah keterangan ahli tersebut hendak memihak atau menjustifikasi MK dalam 
situasi adanya “kesan” tumpang tindak kewenangan mengadili atau menilai 
putusan sejenis, yaitu Penetapan hasil Pemilu oleh KPU/KPUD sebagai keputusan 
administratif (beschikking) antara PTUN dan DKPP. Menarik untuk dikemukakan 
di sini, bahwa tidak terdapat keterangan ahli tentang kedudukan Putusan DKPP, 
dan apakah putusan itu ikut menjadi bagian dari Keputusan KPU dan oleh sebab 
itu dapat diuji di MK, atau PTUN.

43Mengikuti logika dalam teori residu itu, apakah hal itu berarti bahwa teori 
itu menyisahkan seluruh kewenangan sisa ke MA, atau masih dibagi lagi kalau 
hal itu menyangkut etika menurut hukum, yang dipegang oleh DKPP sebagai 
lembaga Peradilan Etik?

44Hanya saja, tampaknya dalam Putusan MK No. 115 di atas, MK, mungkin 
bersandar pada kesaksian ahli tersebut juga “mengambil” hal-hal yang tersisa 
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SEMA No. 7 Tahun 2010 juga memberi arahan untuk: (1)  
mempercepat proses penyelesaian perkara TUN; (2) apabila 
akan memerintahkan penundaan (Pasal 67 UU PTUN), misalnya 
proses pendaftaran ulang peserta Pemilu, maka kasus demi kasus 
dipertimbangkan manfaatnya bagi penggugat maupun pejabat-tergugat. 
Dengan perkataan lain, peradilan TUN dituntut melaksanakan 
“pemeriksaan cepat” untuk mewujudkan tertib pemerintahan dan 
demokrasi.45 Peradilan TUN terkait Pemilu harus mengikuti kalender 
ketatanegaraan yang berlaku bagi Pemilu.

Sementara itu, dalam bagian penyelenggaraan Pemilukada, ahli 
mengemukakan bahwa Pemilukada Kota Tangerang 2013 seharusnya 
diselenggarakan oleh KPUD Tangerang. KPUD Tangerang sudah 
menetapkan tiga Paslon dalam Surat Keputusan KPU Kota Tangerang 
No. 68 dan 67, Juli 2013. Menurut Pasal 61 ayat (4) UU Pemda, 
penetapan calon tersebut bersifat final dan mengikat.46 Keberatan atas 
keputusan penetapan calon semestinya dilakukan melalui gugatan 
TUN.47

Keberatan atas perilaku komisioner KPUD yang diadukan kepada 
DKPP di atas juga mendapatkan penilaian ahli. Menurut ahli, kompetensi 
DKPP terbatas mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 

menurut teori residu dalam SEMA No. 7 Tahun 2010 itu. Menarik, bahwa dalam 
praktik mungkin karena berpegang pada SEMA tersebut di atas, MK menahan 
diri, tidak memberikan penilaian kepada Putusan DKPP yang juga menjadi objek 
dalam pemeriksaan di MK tersebut. Begitu pula dengan MA, dalam Putusan 
Pengadilan TUN yang pernah ada, telah “mengecualikan DKPP” sebagai pihak 
dalam sengketa TUN. Selain itu, perlu pula ditambahkan di sini, bahwa SEMA 
adalah suatu bentuk “baru” dari pelaksanaan negara hukum Indonesia, menjadi 
semacam sumber hukum yang penting dan diikuti, sekalipun hanya mengikat 
untuk internal institusi di bawah MA.

45Suatu usaha dalam SEMA untuk melindungi demokrasi. Hal ini merupakan 
spesies baru, apabila dilihat dalam perspektif teori negara hukum; namun dalam 
perspektif keadilan bermartabat, hal ini merupakan kaidah yang mengikat.

46Frasa bersifat final dan mengikat di sini sama dengan frasa final dan mengikat 
untuk menunjukkan sifat dari Putusan DKPP. Dalam perspektif hukum administrasi 
negara, sifat final dan mengikat atau final dan telah menimbulkan akibat hukum 
itu adalah, antara lain, syarat-syarat sebelum suatu KTUN dapat dikategorikan 
menurut hukum sah untuk dijadikan objek dalam sengketa TUN di PTUN.

47Sebetulnya, hal ini sudah selesai dikecualikan dalam Pasal 2 huruf (g) UU 
No. 5 Tahun 1986, yang dikemukakan ahli di atas sebagai the untouchable, namun 
dihidupkan lagi. Ini kesalahan konstruksi yuridis, sebab seperti telah dikemukakan 
di atas, persoalan Pemilu adalah persoalan demokrasi atau persoalan etika politik.
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dengan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau 
pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 22, 
Pasal 111-112 UU No. 15 Tahun 2011). 

Ahli menegaskan, bahwa tindakan DKPP tidak boleh menyentuh 
kepada peserta Pemilu. Apabila hal itu dilakikan maka DKPP telah 
melampaui kewenangannya. Ahli menyayangkan, menyaksikan 
kenyataan bahwa Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 bukan 
hanya menjatuhkan sanksi skorsing kepada seluruh komisioner KPU 
Kota Tangerang dan memerintahkan KPU Banten menyelenggarakan 
Pemilukada Tangerang, namun lebih jauh dari hal itu DKPP juga 
menetapkan dua pasangan peserta baru Pemilukada Tangerang 2013.48

Menurut ahli, apa yang dilakukan DKPP itu berbahaya bagi 
demokrasi.49 Ahli berpandangan bahwa apa yang dilakukan DKPP itu 
sekaligus mengandung moral hazard. Padahal, menurut ahli bahaya dan 
kandungan moral hazard itu telah dilindungi oleh distribusi kekuasaan 
negara kepada lembaga negara (sebagai constitutional morality), diatur 
dengan legislasi (dalam hal ini tentang penyelenggara Pemilu dan 
wewenang pengadilan di bidang kompetisi politik), serta seharusnya 
dijaga dengan self-restraint morality oleh DKPP.

Mengenai bagian Objectum Litis “Perselisihan Hasil Pemilu” (PHP), 
dalam keterangannya ahli mengemukakan bahwa sengketa Pemilukada 
ditentukan oleh makna “Pemilu” dan “PHP” pada Pasal 24C ayat (1) 
serta sesuai prinsip Luber Jurdil pada Pasal 22E UUD 1945. Makna 
“PHP” ditentukan oleh UUD, Undang-Undang dan Putusan MK, yaitu  
(a). Pemilukada termasuk ruang lingkup Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 
dan ada dalam ranah kompetensi MK; (b) makna “PHP” pada Pasal 
24C ayat (1) tidak ditemukan dalam UUD 1945 tetapi dalam beberapa 
undang-undang dan dalam Putusan MK (No. 57/PHPU.DVI/2008), 
yaitu: “... Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas  
prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 

48Mungkin ini yang menyebabkan ahli berpandangan bahwa DKPP telah 
mengurusi peserta pemilu, bertindak melampaui kewenangannya dan menjadikan 
kewenangannya tidak terbatas pada mengurusi penyelenggara, dalam kasus di 
atas. Hanya saja, dengan alasannya sendiri DKPP telah menimbulkan hak baru 
kepada peserta, karena DKPP melihat bahwa ada korban, dari Keputusan KPUD 
yang melanggar etik Pemilu?

49Bahaya ini kemudian dikoreksi melalui MK.
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No. 32 Tahun 2004.” Menurut ahli, faktor-faktor yang memengaruhi 
terjadinya PHP juga harus selalu diperiksa oleh pengadilan sesuai 
hukum acara, khususnya tentang hukum pembuktian.

Keterangan ahli itu ditutup dengan mengemukakan beberapa hal: 
PHPU Kada Kota Tangerang 2013 yang sedang diperiksa MK dan berhulu 
pada perubahan peserta Pemilukada dilakukan oleh lembaga yang tidak 
kompeten (DKPP), sehingga Pemilukada Kota Tangerang 2013 tidak 
sesuai dengan asas kemandirian, kejujuran dan keadilan: (a) Perubahan 
dilakukan bukan oleh KPU atau PTUN, melainkan oleh DKPP yang tidak 
memiliki kompetensi menentukan calon peserta Pemilukada maupun 
pemilu yang lain. Menurut Ashli, hal itu telah mencederai kemandirian 
penyelenggara pemilu.50 (b) Tidak jujur karena perubahannya lemah 
secara substantif dan keliru secara prosedural; (c) Tidak adil karena 
ada dua peserta yang tidak sah dipaksakan berkompetisi bersama tiga 
peserta yang sah. Sehingga, menurut ahli, potensi perolehan suara 
tiga peserta yang sah justru terkurangi oleh dua peserta tidak sah. 
Menurut ahli, kenyataan-kenyataan itu sudah menunjukkan potensi 
DKPP untuk kembali membatalkan pasangan yang sudah ditetapkan 
KPU pada Pemilu maupun Pilpres 2014. Apabila hal itu dibiarkan, maka 
menurut ahli, hal itu akan menandai adanya moral and political hazard 
jelas membayangi Pemilu dan Pilpres 2014.51

Dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menyusun intisari dari 
kesaksian ahli pihak Pemohon dimaksud sebagai berikut. Menurut Dr. 
Himawan Estu Bagijo, S.H, M.H., berdasarkan konsepsi kelembagaan, 
DKPP bukan peradilan dan bukan legislatif, tetapi sebagai bagian dari 
penyelenggara Pemilu yang diberi tugas khusus menjaga moralitas 
(pelanggaran kode etik) penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu, tugas 
DKPP adalah melakukan penilaian apakah tindakan nyata/perilaku 
anggota KPU telah melanggar kode etik serta menjatuhkan sanksi atas 
penyimpangan tersebut.

50Justru kemandirian Penyelenggara Pemilu, termasuk di dalamnya DKPP akan 
terjaga, apabila penyelenggaraan itu tidak sampai terlalu melibatkan intervensi 
dari lembaga lain.

51Hal yang menarik untuk diungkap, bahwa ada moral hazard (bukan 
terminologi yuridis) yang terjadi apabila DKPP melampaui kewenangannya, 
sebagaimana digambarkan dalam Putusan MK No. 115 itu.
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Keputusan KPU yang dalam konsideran merujuk kepada keputusan 
DKPP menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu, sehingga substansi 
(materi muatan) yang terkandung dalam keputusan tersebut dapat 
menjadi “objek” sengketa Pemilu yang menjadi ranah kewenangan MK. 
Penggunaan wewenang KPU dalam membuat keputusan harus tunduk 
pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya (dasar 
substansi dan prosedur), sehingga penetapan persyaratan calon peserta 
Pemilukada, harus merujuk pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda 
dan peraturan pelaksananya.

Sedangkan menurut, Mohammad Fajrul Falaakh, rumusan Pasal 1 
angka 22, Pasal 111-112 UU No. 15 Tahun 2011 bahwa kewenangan 
DKPP terbatas mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 
dengan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau 
pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu, bukan menetapkan 
dua Paslon baru dalam Pemilukada Tangerang 2013 sebagaimana 
Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. DKPP yang tidak memiliki 
kompetensi menentukan Paslon peserta Pemilukada maupun 
Pemilu yang lain sebab hal tersebut dapat mencederai kemandirian 
penyelenggara Pemilu.

E.	 Dialektika, Sudut Pandang KPU Mengenai Eksistensi DKPP 
dalam Perkara Konstitusi

Bukan hanya pihak Pemohon, namun pihak Termohon juga 
menyampaikan keterangannya dalam persidangan di MK pada tanggal 
23 Desember 2013 tersebut. Jawab-jinawab antara para pihak, baik 
Pemohon dan Termohon serta pihak Terkait dalam perkara konstitusi 
dimaksud, sejauh hal itu berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan 
DKPP dalam Perkara Konstitusi yang digambarkan di sini penulis sebut 
sebagai suatu dialektika. Secara leksikal, dialektika (dialectic)52 diartikan 
sebagai suatu metode dalam filsafat untuk menemukan kebenaran dari 
gagasan-gagasan dengan cara mendiskusikan atau membahas suatu 
bangunan argumentasi yang logis, terutama memertimbangkan gagasan-
gagasan yang saling bertentangan satu sama lain untuk menemukan 

52Sally Wehmeier, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Revised Edition (Oxford 
University Press, 2000), hlm., 346.
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suatu konklusi. Dalam hal ini gagasan-gagasan, baik yang dikemukakan 
pihak Pemohon, Termohon dan pihak Terkait mengenai eksistensi DKPP 
dalam Perkara Konstitusi di MK. Keterangan Termohon, juga pihak 
Terkait yang menjadi antitesis bagi keterangan Pemohon sebagai tesis 
dalam dialektika dimaksud disampaikan dalam bentuk jawaban tertulis 
dalam sidang MK bertangggal 23 Desember 2013. Jawaban tertulis 
tersebut diserahkan pada tanggal 23 Desember 2013. Berikut di bawah 
ini hal-hal dalam dialektika dimaksud.

Antitesa pihak Termohon dikemukakan sebagai eksepsi. Pokok 
eksepsi mengenai formalitas permohonan Pemohon, menurut 
Termohon, yaitu adanya kurang pihak. Bagi pihak Termohon, setidak-
tidaknya pihak DKPP perlu dimintakan keterangan dalam Persidangan 
Mahkamah. Selanjutnya pihak Termohon juga berkeberatan (eksepsi) 
dengan membangun argumentasi mengacu pada UU No. 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo. Peraturan 
MK No. 15 Tahun 2008. 

Menurut Termohon, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemda sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda 
menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemda, permohonan Pemohon kabur dan tidak Jelas (Obscuur), 
karena salah pihak (error in persona).

Tentang formalitas permohonan Pemohon, Termohon memersoalkan 
identitas Termohon. Menurut Termohon, KPU Kota Tangerang dan/atau 
KPU Banten adalah pihak Termohon dalam PHPU Kada dimaksud. Hal 
itu dinilai sejalan dengan kategori pihak dalam pengaturan yang terdapat 
di dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan MK (PMK) No. 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Kada. Dalam kenyataannya, 
KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara 
Pemilukada.53

53Argumentasi ini dengan jelas menunjukkan suatu kaidah, bahwa setiap 
pihak yang masuk dalam kategori Penyelenggara Pemilu, termasuk Penyelenggara 
Pemilihan atau yang dalam putusan di atas disebut sebagai Pemilukada dapat 
menjadi pihak di dalam perkara konstitusi sebagaimana halnya perkara di atas.
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Rumusan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK No. 15 Tahun 2008 berisi 
ketentuan, bahwa: Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam 
PHP adalah: a. Paslon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/
KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Selanjutnya, berdasarkan rumusan 
ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Pasal 3 ayat (1), huruf (b) PMK No. 15 
Tahun 2008, KPU Banten dan/atau KPU Kota Tangerang in casu adalah pihak 
dalam perselisihan hasil Pemilukada Kota Tangerang, yaitu pada Permohonan 
Keberatan atas PHPU-D Kota Tangerang Tahun 2013 pada MK.

Pihak KPU Banten dan/atau KPU Kota Tangerang adalah subjek 
hukum yang penting untuk disebutkan identitas lengkapnya sebagaimana 
identitas lengkap Pemohon. Menurut pihak Termohon, hal itu diatur 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a). Pentingnya identitas lengkap Termohon 
diuraikan dalam permohonan Pemohon, mengingat menurut Termohon, 
Pemohon “menarik”. KPU Banten dengan menyebutkan tempat 
kedudukan di Serang, Banten. Penunjukan “Serang” sebagai tempat 
kedudukan KPU Banten adalah sumir. Menurut Termohon, “Serang” 
terdiri dari dua wilayah. Wilayah yang pertama, yaitu kabupaten Serang. 
Wilayah kedua, yaitu Kota Serang. Sementara KPU Kota Tangerang ditarik 
oleh Pemohon tanpa menyebutkan “tempat kedudukan”.

Menurut Termohon, akibat dari hal di atas, adalah inkonsistensi 
antara penunjukan tempat kedudukan Termohon KPU Banten dan 
KPU Kota Tangerang. Oleh karena identitas lengkap Termohon tidak 
diuraikan dalam permohonan Pemohon maka ada inkonsistensi 
antara penunjukan tempat kedudukan Termohon KPU Banten dan 
KPU Kota Tangerang. Atas dasar argumentasi tersebut maka, sebagai 
suatu eksepsi, Termohon meminta Panel Majelis MK tersebut dapat 
menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan eksepsi kewenangan MK, Termohon membangun 
argumentasi menyanggah permohonan Pemohon (vide: perubahan 
permohonan pemohon, tertanggal 19 September 2013 yang telah 
diterima oleh Panel Majelis MK yang memeriksa perkara dimaksud), 
khususnya dalam Petitum permohonan Pemohon angka (2) dan (3), 
yang berisi permintaan Pemohon kepada MK untuk: 

(1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya; (2) Menyatakan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
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2013 adalah melampaui wewenang (ultra vires);54 (3) Menyatakan 
tidak sah dan batal Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 2013 
tertanggal 11 Agustus 2013; (4) Menyatakan tidak sah dan 
batal Paslon Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan 
Pasangan Arif R Wismansyah-Sachrudin sebagai peserta Pemilu 
Walik dan Wawali Tangerang Tahun 2013; (5) Menyatakan tidak 
sah dan batal Hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 
2013 berdasarkan Keputusan KPU Banten No. 104 dan 105; (6) 
Memerintahkan kepada KPU Kota Tangerang untuk melakukan 
Pemungutan Suara Ulang Wali dan Wawali Tangerang 2013 di 
seluruh wilayah, tanpa mengikutsertakan Paslon Nomor Urut 
(4) Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan Paslon 
Nomor Urut 5. Arif R Wismansyah-Sachrudin; atau, apabila MK 
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 
bono).

Menurut Termohon, petitum Pemohon angka 2-4 tersebut adalah 
permintaan untuk membatalkan proses penyelenggaraan Pemilukada 
Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013. Padahal, menurut Termohon, 
pihak Pemohon tidak dapat menjelaskan jika Putusan DKPP No. 83 dan 
84 Tahun 2013 dan Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 2013 adalah 
suatu peristiwa hukum yang memengaruhi hasil penghitungan suara 
yang ditetapkan oleh Termohon dan/atau yang menyebabkan terjadinya 
hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu. Petitum 
Pemohon seperti dalam permohonannya, menurut Termohon, bukan 
termasuk kewenangan mahkamah dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) 
huruf (b) PMK No. 15 Tahun 2008.

Berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan MK No. 41/PHPU.D-
VI/2008, dalam kapasitasnya selaku Pengawal Konstitusi, MK tidak saja 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilu 
dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang 
menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 
menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian 
dipersengketakan itu.

54Permohonan ini tidak dikabulkan MK, seperti dikemukakan dalam Amar 
Putusan MK di atas.



DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat196

Dalam SEMA No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa 
Mengenai Pemilu Kepala daerah (Pilkada) pada pokoknya dinyatakan, 
bahwa segala keputusan yang diterbitkan sebelum meningkat pada 
tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau 
pencontrengan), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Termohon 
berpandangan bahwa Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 dan 
Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 2013 adalah putusan atau 
keputusan yang terbit: sebelum meningkat pada tahap pemungutan 
suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), 
sebagaimana dimaksud SEMA No.7 Tahun 2010 tersebut.

Karenanya jelas, menurut pihak Termohon dinyatakan oleh hukum 
MK tidak berwenang memeriksa dan menilai serta memberi keadilan 
terhadap segala putusan dan/atau keputusan yang terbit: “sebelum 
meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara 
(pencoblosan atau pencontrengan)”, yaitu terhadap: “Putusan DKPP 
No. 83 dan 84 Tahun 2013 dan Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 
2013”. Tambahan pula, menurut Termohon, pihak Pemohon tidak 
dapat membuktikan tesanya bahwa objek yang dimohonkan batal 
tersebut adalah sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan 
terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan 
itu. Selanjutnya masih dalam antitesa yang diajukan pihak Termohon, 
itulah dasar argumentasi MK tidak berwenang memeriksa dan menilai 
serta memberi keadilan terhadap Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
2013 dan Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 2013, Termohon 
membangun argumentasi sebagai berikut.

Termohon juga membangun argumentasi bahwa Putusan DKPP No. 
83 dan 84 Tahun 2013 merupakan keputusan yang bersifat final dan 
mengikat. Menurut Termohon, hal itu diatur dalam UU No. 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Tepatnya, dalam Pasal 122 ayat 
(10) dan ayat (12). Dikemukakan dalam Ayat (10), bahwa: “Putusan 
DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”; 
Ayat (12) “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final 
dan mengikat”.

Merujuk UU Pemilu No. 15 Tahun 2011 Pasal 122 ayat (10) dan ayat 
(11) di atas, maka menurut Termohon, sangatlah jelas bahwa putusan 
DKPP bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan tersebut tidak 
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dapat diperkarakan dan atau dipermasalahkan lagi di tingkat peradilan 
manapun termasuk di MK.55 Demikianlah antitesis yang dibangun pihak 
Termohon untuk menguatkan pandangannya bahwa tidaklah menjadi 
kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan 
DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013.

Antitesis yang dibangun pihak Termohon untuk menyanggah 
tesis pihak Pemohon dalam petitum angka 3, yang pada intinya 
Pemohon meminta kepada mahkamah agar membatalkan Keputusan 
KPU Banten No. 083 Tahun 2013, yaitu bahwa, pemohon dimaksud 
mengandung uraian yang tidak jelas dalam mendukung petitum 
tersebut. Ketidakjelasan petitum itu, karena menurut Termohon, tidak 
ada tittle dari Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 2013.

Dirasakan perlu untuk ditegaskan pihak Termohon, bahwa tittle dari 
Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 2013 adalah tentang Perubahan 
Terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68, Juli 2013, tertanggal 
11 Agustus 2013. Keputusan KPU Banten tersebut merupakan 
keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Banten pada masa tahapan Pemilu 
Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 yaitu tahapan penetapan Paslon 
dan penetapan nomor urut pasangan – quod non melaksanakan– Putusan 
DKPP dalam masa sebelum Tahapan Pemungutan dan Penghitungan 
Suara Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013.

Sebagaimana rumusan ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2010 
tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilu Kepala daerah 
(Pilkada), antara lain: 

Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di 
lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan 
penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah 
dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran 
pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan 
sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-
keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (beschikking), yaitu 
keputusan KPU di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan 
tersebut yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan 
umum”, dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan 

55Lihat catatan kaki terkait, supra.
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pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut 
memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 UU tentang PTUN, maka 
tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk 
memeriksa dan mengadilinya.

Oleh sebab itu, menurut pihak Termohon, merujuk SEMA No. 7 
Tahun 2010 di atas, cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa 
bukanlah menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus: Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 dan Keputusan 
KPU Banten No. 083 Tahun 2013. Karena objek yang dimohonkan 
batal tersebut, menurut pihak Termohon, dikeluarkan pada masa 
pelaksanaan tahapan penetapan Paslon dan penetapan nomor urut 
Paslon Wali dan Wawali Tangerang dalam Pemilukada Kota Tangerang 
Tahun 2013. Karenanya, menurut Termohon, hal itu adalah kewenangan 
dari PTUN.56 Termohon merasa ada cukup alasan untuk memohon agar 
MK berkenan untuk memutuskan, dan menyatakan eksepsinya itu 
diterima dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan eksepsi tentang kurang pihak atau setidak-
tidaknya DKPP dimintakan keterangan dalam persidangan mahkamah, 
pihak Termohon membangun argumentasi untuk mendukung antitesa 
kepada Pemohon sebagai berikut. Dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu Pasal 1 ayat (22) dinyatakan bahwa: DKPP, adalah 
lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara 
Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. 
Selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (22), ditegaskan pula pada bagian 
Umum Paragraf Ketiga Penjelasan atas UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu, bahwa: 

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 
terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu 
sendiri, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh 

56Ada hal yang menarik di sini, yaitu bahwa dalam Perkara ini, sebetulnya 
KPU (Termohon) telah mengakui kewenangan PTUN meliputi objek yang adalah 
Putusan DKPP juga. Hal ini membuktikan bahwa di lingkungan KPU sendiri telah 
ada pemikiran bahwa DKPP itu merupakan badan TUN.
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undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, 
tugas dan kewenangannya masing-masing.

Memerhatikan rumusan ketentuan hukum sebagaimana 
dikemukakan di atas, maka bagi pihak Termohon, telah nyata disebutkan 
bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh sebab 
itu, maka menurut pihak Termohon, ia mendasarkan diri pada UU No. 
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 1 ayat (22) berikut 
Penjelasanya, menurutnya, kedudukan DKPP dalam bentuk sederhana 
adalah sebagai berikut.

(a) Dalam penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU 
maka kedudukan DKPP adalah sama dengan KPU sebagai satu 
kesatuan penyelenggaraan bersama dengan Bawaslu; (b) Dalam 
penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi 
maka kedudukan DKPP adalah sama dengan KPU Provinsi sebagai 
satu kesatuan penyelenggaraan bersama dengan Bawaslu Provinsi; 
(c) Dalam penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh 
KPU Kabupaten/Kota maka kedudukan DKPP adalah sama dengan 
KPU Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan penyelenggaraan 
bersama dengan Panwaslu Kabupaten/Kota bahkan sampai dengan 
penyelenggaraan di tingkat terendah.

Atas dasar argumentasi pihak Termohon di atas, maka menurut 
Termohon, MK sebagai Pengawal Konstitusi, sangat memiliki kapasitas 
untuk–setidak-tidaknya–memanggil DKPP. Panggilan itu, menurut pihak 
Termohon, dimaksudkan agar DKPP dapat memberikan keterangannya, 
terkait dengan objek putusan yang dipersoalkan oleh Pemohon. 
Demikian pula menurut Termohon, dalam lingkup kewenangan MK 
tersebut, di masa yang akan datang, DKPP dapat ditetapkan sebagai 
pihak dalam suatu sengketa Pemilu, mengingat kewenangan dan fungsi 
DKPP itu menghasilkan produk hukum yang menimbulkan akibat 
hukum yang nyata bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 
Pemilu.57

57Ada yang menarik dalam uraian di atas, yaitu bahwa tampak “seolah-olah” ada 
niat atau motif dari KPU sebagai Termohon, untuk “menggunakan pintu belakang” 
dalam memangkas kewenangan DKPP dan menempatkan DKPP sebagai Badan 
atau Pejabat TUN, atau yang kewenangannya dapat menjadi objek sengketa di MK. 
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Bagi pihak Termohon, terobosan dan/atau penemuan hukum seperti 
yang dia kemukakan di atas, pernah dibuat MK dalam merumuskan 
frasa “terstruktur, sistematis, dan masif”, yang telah membumi dalam 
kehidupan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (vide: Putusan MK No. 
41/PHPU.DVI/ 2008).58

Menurut Termohon, petitum Pemohon terkait dengan permintaan 
menyatakan batal Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 sebagai 
tindakan ultra vires, bagi pihak DKPP (apabila petitum tersebut 
dikabulkan mahkamah) akan menimbulkan akibat hukum. Akibat 
hukum dimaksud, yaitu karenanya DKPP patut menjadi addresat dalam 
permohonan tersebut; oleh karenanya pula, menurut Tergugat, Pemohon 
harus “mensengajakan diri” menarik DKPP sebagai pihak dalam perkara 
konstitusi di MK yang tengah berlangsung itu.59

Antitesa dalam eksepsi pihak Termohon berikut ini dibangun di 
atas dasar rumusan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo. PMK No. 15 
Tahun 2008. Ditemukan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi 
syarat yuridis tersebut. Berikut ini alasan yang dibangun pihak Tergugat 
mengenai hal itu. 

Setelah pihak Termohon memerhatikan seluruh uraian Pemohon, 
ternyata di dalam tidak dimuat uraian yang jelas mengenai: kesalahan 
hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Tidak ada 
pula rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/
penggelembungan atau sebutan lain yang menyatakan perbedaan 

Apakah di sini orang mungkin dapat mengatakan bahwa pihak KPU pun merasa 
kuatir, kalau-kalau kewenangan DKPP itu justru akan “mengganggu” atau menjadi 
“batu sandungan” KPU di waktu-waktu yang akan datang? Seolah-olah ada “perang” 
mempertahankan status dan kekuasaan/kewenangan di balik argumen di atas, dan 
dalam hal ini pihak DKPP hanya bersifat pasif, karena bukan pihak dalam Perkara MK 
tersebut, juga dalam uraian di bab yang lain dari buku ini, bukan pihak dalam PTUN 
sehingga tidak dapat “membela diri”, dari argumentasi yang demikian itu.

58Apa yang dikemukakan pada catatan kaki terkait di atas, semakin dikuatkan 
oleh argumentasi dalam poin 6 ini. Bahwa “ada keinginan” di dalam KPU agar 
MK melakukan Penemuan Hukum dan memastikan bahwa DKPP juga merupakan 
suatu badan TUN, sehingga putusannya dapat menjadi objek sengketa, baik di 
MK maupun PTUN.

59Kembali terlihat di sini, bahwa apa yang dikemukakan dalam catatan kaki 
terkait, supra semakin dikuatkan kebenarannya.
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penghitungan antara Pemohon dan Termohon sehingga terjadi 
perbedaan angka yang merugikan Pemohon.

Sudah dikemukakan di atas, jikalau objek permohonan Pemohon 
dan/atau petitum Pemohon, yaitu keberatan jikalau: Putusan DKPP 
No. 83 dan 84 Tahun 2013 adalah melampaui wewenang (ultra vires); 
Keputusan KPU Banten No.083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 
tertanggal 11 Agustus 2013; Keputusan KPU Banten No. 104 dan 
105. Sedangkan Berita Acara Rekap tidak dijadikan objek dan/atau 
dimasukkan dalam permohonan Pemohon. Padahal berita acara dan 
surat keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. Ditambah lagi, menurut Termohon, pihak Pemohon tidak 
menguraikan secara jelas dan rinci tentang penghitungan suara versi 
Pemohon.

Itulah sebabnya, menurut Termohon, beralasan bila dia 
menyatakan jikalau permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi 
syarat sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo. Pasal 4 Peraturan 
MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU-D. 
Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud terdapat 
rumusan hukum sebagai berikut.

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara 
yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Banten) yang 
memengaruhi: (a) Penentuan Paslon yang dapat mengikuti putaran 
kedua Pemilukada; atau, (b) Terpilihnya Paslon sebagai Kada dan 
Wakada.

Merujuk pada keseluruhan isi permohonan Pemohon dalam perkara 
tersebut, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon, 
yang dapat menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tersebut 
dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan Pemilukada. Berdasarkan 
Pasal 6 PMK No. 15 PMK Tahun 2008, ayat (2) huruf (b) ditetapkan, 
Pemohonan memuat uraian yang jelas mengenai: (a) kesalahan hasil 
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (b) permintaan/
petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan 
oleh Termohon; (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil 
penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
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Berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon maupun 
dalam permintaan amar putusannya, dalam pandangan pihak Termohon, 
Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum 
agar MK yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud untuk 
menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. 
Berdasarkan Pasal 13 PMK No. 15/PMK/2008, ayat (3) huruf (a) diatur 
bahwa Amar Putusan (MK) dapat menyatakan Permohonan tidak dapat 
diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 
6 peraturan PMK 15/PMK/2008. 

Fakta yang menunjukkan, menurut pihak Termohon, bahwa dalam 
permintaan Amar putusan, Pemohon tidak menuliskan Permintaan/
Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar 
menurut Pemohon. Menurut pihak Termohon, itulah bukti bahwa syarat 
sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 PMK No. 15/PMK/2008, ayat 
(2) huruf (b) angka 3 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon. Karenanya 
Termohon telah meminta agar MK berkenan menyatakan bahwa 
permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Selanjutnya, pihak Termohon juga membangun argumentasi 
antitesisnya dalam eksepsi, yang didasarkan pada UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemda Menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemda. Dikemukakan Rumusan Pasal 106 ayat 
(2) UU tentang Pemda, yang menurut Termohon tegas dan jelas berisi 
ketentuan bahwa: “keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kada 
dan Wakada hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang 
memengaruhi terpilihnya Paslon”. Karenanya menurut Termohon, 
Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah hukum yang mengatur 
mengenai suatu permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 
106 ayat (2) tentang Pemda tersebut. Pihak Termohon, membangun 
argumentasi lebih jauh atau tambahan untuk menjelaskan dalil atau 
antitesanya tersebut, sebagai berikut.
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Dalam Pasal 106 ayat (2) telah diatur bahwa “keberatan terhadap 
penetapan hasil pemilihan Kada dan Wakada hanya berkenaan dengan 
hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Paslon”. 
Menurut Termohon, bagaimanapun juga masih harus menjadi pegangan 
bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim MK, karena selain pasal tersebut 
masih berlaku, juga karena urgensinya untuk melindungi keuangan 
negara maupun keuangan daerah yang telah begitu besar digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan sebuah Pemilukada.

Menurut pihak Termohon, ketentuan Pasal 106 ayat (2) tersebut 
penting untuk tetap dijadikan dasar bagi mereka yang mulia di Panel 
Majelis Hakim MK dalam memberi putusan atas permohonan itu. Hal 
itu terlihat dalam limitasi dalam rumusan kata dalam kalimat “.....
hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi 
terpilihnya Paslon”, begitu tegas dan jelas. Bagi pihahk Termohon, 
maksud pembuat undang-undang ketika memilih kata ‘hanya” dalam 
rumusan kalimat “.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara 
yang memengaruhi terpilihnya Paslon”, tentu memiliki semangat kuat 
yang didukung dengan logika hukum dan konstruksi akademis yang 
mumpuni. Oleh sebab itu, maka menurut Termohon, pihak Pemohon 
harus mengajukan permohonan yang disertai data matematis yang 
nyata. Data matematis dimaksud, menurut Termohon, dimaksudkan 
untuk membuktikan jikalau hasil suara yang diperolehnya dapat 
memengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (in casu).

Sehingga karenanya Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan 
tepat mengenai uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara 
itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan 
letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara 
yang memengaruhi terpilihnya Paslon. Karenanya Pemohon harus 
memiliki pembanding atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil 
penghitungan versi Pemohon).

Syarat uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara 
itu sendiri harus pasti dan terukur. Menurut Termohon, hal itu 
dimaksudkan agar tidak terjadi penyelundupan hukum atau pemalsuan 
keadaan maupun fakta, rekayasa alat bukti atau bentuk kecurangan yang 
disebabkan baik karena kesengajaan atau ketidaksengajaan demi satu 
tujuan, yaitu kemenangan. Oleh karena syarat sebagaimana ditentukan 
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dalam PMK No. 15/PMK/2008 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemda tidak terpenuhi, maka Termohon mengharapkan kepada yang 
mulia di Panel Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara konstitusi itu 
dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berkaitan dengan uraian di atas, pihak Termohon, dapat 
membuktikan bahwa nyata menurut hukum jikalau menjadi kewajiban 
bagi Pemohon untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon 
telah melakukan kesalahan penghitungan yang merugikan Pemohon. Hal 
ini penting, menurut pihak Termohon, agar rumusan ketentuan Pasal 
106 ayat (2) UU tentang Pemda tidak hanya dijadikan bahan bacaan 
saja, dan tidak diremehkan oleh setiap Pemohon yang mengajukan 
permohonan sengketa PHPU di MK.

Setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana 
register Perkara No.115/PHPU.D-X/2013 tertanggal 16 September 
2013 itu, Termohon tidak dapat menemukan fakta bahwa Pemohon 
menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi 
Pemohon. Ketidakmampuan menjelaskan ada atau tidak adanya 
perbedaan/kesalahan yang memengaruhi terpilihnya Paslon, menjadikan 
syarat formal Permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU 
tentang Pemda menjadi tidak terpenuhi. 

Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, 
cukup berdasar dan beralasan hukum jikalau Permohonan Pemohon 
dengan register Perkara No. 115/PHPU.D-X/2013 tertanggal 16 
September 2013, menurut pihak Termohon, tidak memenuhi kaidah 
pengajuan PHPU dalam Pemilu Wali dan Wawali Tangerang Tahun 
2013. Sehingga, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon 
untuk memohon kepada mereka Yang Mulia di Panel Majelis Hakim 
MK untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan 
permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berikut ini antitesis yang dibangun pihak Termohon dalam Eksepsi 
Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur). 
Menurut Termohon, permohonan Pemohon adalah kabur/tidak jelas 
(obscuur) dan tidak konsisten karena susunan argumentasi Termohon 
sebagai berikut. Dalam permohonan Pemohon, tidak diuraikan dengan 
jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh 
Termohon. Tidak ditemukan pula oleh pihak Termohon mengenai 
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rincian data yang sah berdasar hukum, tentang di TPS, PPK mana telah 
terjadi kesalahan dalam penghitungan ataupun di tingkat kota, sehingga 
terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon. 

Fakta dalam permohonan Pemohon memerlihatkan bahwa 
Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap terhadap 
kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan/atau menguraikan 
secara jelas dan lengkap penghitungan suara versi Pemohon 
(tandingan/pembanding). Atas dasar itu, maka menurut Termohon, 
semua dalil yang telah dikemukakan Pemohon adalah tidak berdasar 
secara hukum. Argumentasi pihak Termohon itu sejalan atau mutatis 
mutandis dengan argumentasi yang dikemukakan dalam eksepsi pihak 
Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, maka 
menurut pihak Termohon, permohonan Pemohon adalah obscuur 
maka permohonan yang seperti itu seharusnya dinyatakan tidak dapat 
diterima.

Berhubungan dengan eksepsi pihak Termohon Tentang Salah Pihak 
(Error in Persona), pihak Termohon membangun argumentasi sebagai 
berikut. Dalam permohonannya, Pemohon telah menunjuk KPU Kota 
Tangerang sebagai Termohon dan KPU Banten sebagai Termohon 
lainnya. Penunjukan KPU Kota Tangerang sebagai Termohon adalah 
keliru. Dengan memerhatikan secara seksama keseluruhan permohonan 
Pemohon sampai dengan Petitum Permohonannya, maka menurut pihak 
Termohon, telah teridentifikasi satu hal yang menurutnya (Termohon) 
sangat prinsip. Penunjukan pihak dan/atau para pihak dalam suatu 
sengketa in casu PHPU Kota Tangerang pada MK harus disertai dengan 
uraian kualifikasi KPU Kota Tangerang sebagai Termohon berdasarkan 
objek keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Tangerang dan 
dijadikan dasar permohonan untuk kemudian dimintakan putusan 
kepada Mahkamah dan akibat hukum apa yang harus dilaksanakan 
oleh KPU Kota Tangerang yang disebut Pemohon sebagai Termohon.

Menurut pihak Termohon, kewenangan KPU Kota Tangerang 
menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam rangka 
Pemilu Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 didasarkan pada adanya 
Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. Menyusul Putusan DKPP No. 
83 dan 84 Tahun 2013 tersebut, KPU menerbitkan Keputusan KPU Kota 
Tangerang No. 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/II/2013 tentang 
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Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Wali dan Wawali 
Tangerang Tahun 2013 hingga Keputusan KPU Kota Tangerang No. 67 
Juli Tahun 2013 jo. Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68, Juli 2013.

Secara nyata dan tegas KPU Kota Tangerang disebut sebagai 
Termohon oleh Pemohon. Namun, tidak ada satupun petitum 
permohonan Pemohon yang meminta kepada mahkamah untuk 
membatalkan produk hukum atau keputusan yang diterbitkan oleh 
Termohon (KPU Kota Tangerang) dimaksud. Berdasarkan uraian 
tersebut di atas, maka penunjukan KPU Kota Tangerang sebagai 
Termohon adalah tidak tepat dan keliru. Sehingga beralasan hukum 
untuk dinilai sebagai permohonan Pemohon adalah salah pihak (error 
in persona).

Selain berbagai eksepsi yang disampaikan Termohon dalam 
keterangannya pada persidangan di MK pada tanggal 23 Desember 
2013, Termohon juga menyampaikan sejumlah hal, yang dapat pula 
dikelompokkan sebagai antitesa atas tesa yang diajukan pihak Pemohon, 
namun apa yang dikemukakan di bawah ini berkenaan dengan Pokok 
Perkara. 

Adapun alasan di balik kenyataan bahwa dalil-dalil yang berkenaan 
dengan pokok perkara yang dikemukakan pihak Termohon di bawah 
ini dapat dikelompokkan sebagai antitesa atas tesa yang diajukan pihak 
Pemohon, dikarenakan menurut pihak Termohon, dalil-dalil yang 
dikemukan oleh Termohon dalam eksepsi di atas, dimohonkan agar 
dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-
dalil dalam pokok perkara yang dikemukakan di bawah ini. Berikut di 
bawah ini penolakan yang tegas yang dikemukakan pihak Termohon 
atas dalil-dalil selebihnya pada bagian pokok perkara yang disusun 
pihak Pemohon.

Menurut pihak Termohon, dalam pokok perkara permohonan 
Pemohon, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas tentang 
kesalahan Termohon. Baik itu dalam rekapitulasi suara maupun hal 
dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Wali dan Wawali Tangerang Tahun 
2013. Akan tetapi, Pemohon mempermasalahkan putusan DKPP. 
Sehingga Termohon berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak 
dapat dikualifikasikan sebagai PHPU Wali dan Wawali Tangerang Tahun 
2013 PMK 15/PMK/2008 maupun merujuk pada Putusan MK No. 41/
PHPU.D-VI/2008.
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Permohonan Pemohon juga salah, karena menurut Termohon, 
kedudukan hukum Pemohon tidak hanya didasarkan pada Keputusan 
KPU Kota Tangerang No. 67 dan 68, Juli 2013 saja. Akan tetapi, menurut 
Termohon, kedudukan hukum Pemohon juga harus didasarkan pada 
Keputusan KPU Banten No. 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 
tanggal 11 Agustus 201360 tentang Perubahan Terhadap Keputusan 
KPU Kota Tangerang No. 67, Juli 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 
jo. Keputusan KPU Banten, No. 083 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68, Juli 2013, tertanggal 
11 Agustus 2013. Karenanya pokok permohonan Pemohon harus 
dikesampingkan.

Benar dalil dalam permohonan Pemohon yang menyatakan 
bahwa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 
diikuti oleh lima Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang, 
sebagaimana telah disinggung di atas. Di sana Pemohon memohon 
agar dalil permohonan Pemohon itu dapat diterima dan sekaligus 
menjadi pengakuan dari Pemohon. Pemohon telah menyatakan bahwa 
Keputusan KPU Banten No. 082 Tahun 2013 tentang Perubahan 
terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang No. 67, Juli 2013 tertanggal 
11 agustus 2013 jo Keputusan KPU Banten, No. 083 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68, Juli 2013, 
tertanggal 11 Agustus 2013 adalah berlaku, mengikat diri Pemohon 
sebagai Paslon Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 dan sah sebagai 
suatu keputusan yang berdasarkan undang-undang.

Benar bahwa pihak Pemohon, yaitu Paslon Wali dan Wawali 
Tangerang Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 45.627 atau 
sama dengan 6,43 %. Dalil Pemohon tersebut mengandung permohonan 
pihak Pemohon agar mahkamah menerima hal itu sebagai suatu 
pengakuan bahwa perolehan Pemohon dalam Pemilu Wali dan Wawali 
Kota Tangerang Tahun 2013 adalah sebanyak 45.627 suara atau sama 
dengan 6,43% dan tidak ada keberatan atas perolehan suara yang 
ditetapkan Termohon tersebut.

Dalil Pemohon dalam yang menyatakan bahwa “Putusan DKPP 
adalah melanggar hukum dan inkonstitusional” adalah harus ditolak 

60Selanjutnya disingkat dengan Keputusan KPU Banten No. 82 Tahun 2013.
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seluruhnya. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada. Dalil itu, 
juga menurut Termohon, tidak didasarkan pada logika/alasan apalagi 
kaidah hukum. Dijelaskan oleh pihak Termohon, DKPP adalah sebuah 
lembaga yang lahir karena UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan 
menjadi wewenang atau dilaksanakan oleh DKPP. Berdasarkan UU No. 
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan: 

(a) Pasal 112 ayat (10): Putusan DKPP berupa sanksi atau 
rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP; (b) Pasal 112 ayat 
(12): Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat 
final dan mengikat; (c) Pasal 112 ayat (13): KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 
PPL, dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP.

Berdasarkan uraian jawaban di atas, jelas dapat dibuktikan bahwa 
lembaga dan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP adalah berdasarkan 
undang-undang. Karenanya, menurut pihak Termohon, ia memohon 
agar dalil Pemohon tersebut agar dikesampingkan. Selanjutnya jawaban 
Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan DKPP adalah 
melampaui wewenangnya ditegaskan sekali lagi oleh Termohon bahwa: 

(a) DKPP adalah sebuah lembaga yang lahir karena UU No. 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; (b) Penegakan Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan menjadi wewenang 
atau dilaksanakan oleh DKPP; (c) Bahwa berdasarkan UU No. 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan: Pasal 112 
ayat (10): Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil 
dalam Rapat Pleno DKPP; Pasal 112 ayat (12): Putusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat; Pasal 112 ayat 
(13): KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, 
KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/
Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN wajib melaksanakan 
Putusan DKPP. 

Seluruh ketentuan pasal tersebut, menurut pihak Termohon, 
terpenuhi dan telah dilaksanakan oleh KPU Banten.
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Selain dan selebihnya dalil Pemohon yang berkaitan dengan DKPP 
secara kelembagaan dan kewenangannya, menurut Termohon, agar 
dikesampingkan karena: 

DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode 
etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan Pemilu. DKPP dalam praktiknya menerapkan 
prinsip penting dalam penyelenggaraan peradilan etik, yaitu  
audi et alteram partem, prinsip independensi, imparsialitas dan 
transparansi agar putusannya yang bersifat final dan mengikat 
mudah dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu lainnya yang 
dimaksud oleh putusan DKPP tersebut dan berkepastian hukum. 
Bahwa putusan final mengikat yang dilaksanakan secara mutlak 
oleh para pihak (untuk sementara ini) masih didominasi oleh MK 
dan (sekarang) DKPP, yang pada gilirannya membawa dampak 
kewibawaan hukum yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh 
seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Harapan kewibawaan dan 
kepastian hukum berhasil dijawab oleh MK dan DKPP, karenanya 
segala logika yang tidak beralasan hukum yang akan meruntuhkan 
kembali kewibawaan dan kepastian hukum tersebut mohon untuk 
dikesampingkan.

Terkait dengan kepastian hukum sebagaimana Termohon dalilkan 
di atas, tindakan Termohon, yaitu KPU Banten on behalf of KPU Kota 
Tangerang menerbitkan Keputusan KPU Banten No. 082 Tahun 2013 
tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang No. 
67, Juli 2013 jo. Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68, Juli 
2013, tertanggal 11 Agustus 2013 adalah bentuk ketaatan pihak yang 
menerima akibat hukum untuk melaksanakan undang-undang in casu 
Putusan DKPP sebagaimana Putusan No. 83 dan 84 Tahun 2013 dengan 
jumlah dan nomor urut peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, 
yang sudah disinggung di atas. 

Termohon, yaitu KPU Banten sebagai penyelenggara Pemilu 
diatur dan dengan demikian terikat oleh ketentuan UU No. 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Diatur pada Bagian Ketiga Tugas, 
Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 1 KPU Pasal 9 ayat (4). Disebutkan 
di sana bahwa KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, 
bupati, dan wali berkewajiban: 

(a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan 
tepat waktu; (b) memperlakukan peserta Pemilu, Paslon Presiden 
dan Wakil Presiden, calon gubernur, bupati, dan wali secara adil dan 
setara; (c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu 
kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan 
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; (f) mengelola, memelihara, 
dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya 
berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi 
dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang 
ditetapkan oleh KPU dan ANRI; (g) mengelola barang inventaris 
KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan 
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada 
Bawaslu; (i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU 
Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; 
(j) menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat 
provinsi; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan (l) melaksanakan 
kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitupun ketentuan berikut di bawah ini, menurut Tergugat, 
dipatuhi dan dilaksanakan KPU Banten, yaitu rumusan: 

Pasal 112 ayat (10): Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi 
diambil dalam Rapat Pleno DKPP; Pasal 112 ayat (12): Putusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat; 
Pasal 112 ayat (13): KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 
PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN 
wajib melaksanakan Putusan DKPP.

Sehingga karenanya, tepat menurut pandangan dari pihak Tergugat, 
jikalau rumusan amar Putusan DKPP, yang berisi rumusan: 
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(1) Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian; (2) 
Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian sementara sampai 
selesainya penetapan calon terpilih Pemilukada Wali dan Wawali 
Tangerang Tahun 2013 di tingkat KPU Kota Tangerang sesuai 
peraturan perundang-undangan kepada: a) Teradu I Drs. Syafril 
Elain, RB selaku Ketua KPU Kota Tangerang; b) Teradu II Munadi 
S. Ag, selaku Anggota KPU Kota Tangerang; c) Teradu III Drs. 
Adang Suyitno, M.Si., selaku Anggota KPU Kota Tangerang; d)
Teradu IV Edy S Hafas, selaku Anggota KPU Kota Tangerang. 
(3) Memerintahkan Kepada KPU Banten untuk menindaklanjuti 
Putusan DKPP tersebut dengan mengambil alih pelaksanaan 
tahapan Pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013; 
(4) Memerintahkan kepada KPU Banten untuk memulihkan 
dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon H. Arief R 
Wismansyah-H. Sachrudin dan bakal Paslon H. Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon peserta Pemilukada 
Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan 
paslon peserta Pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 
lain yang telah ditetapkan sebelumnya; (5) Memerintahkan kepada 
KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Dilaksanakan oleh KPU Banten tanpa dikurangkan dan dilebihkan. 
Khusus tentang amar putusan DKPP yang memerintahkan kepada KPU 
Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional 
bakal Paslon H. Arief R Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon 
H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon peserta 
Pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013, hal itu, menurut 
pihak Termohon, harus dilakukan dengan prinsip, yaitu tanpa merugikan 
Paslon peserta Pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 lain 
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, menurut Termohon, pihaknya tidak dapat 
dipersalahkan karena melaksanakan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
2013. Bahwa Termohon melaksanakan Putusan DKPP, hal itu dapat 
pula disebut sebagai melaksanakan UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu.

Hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilukada 
Kota Tangerang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekap, jo Surat 
Keputusan KPU Banten No. 104 Tahun 2013 sebagai berikut.
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Nomor Urut 1, Nama Paslon Harry Mulya Zein dan Iskandar 
Zulkarnaen, dengan jumlah perolehan suara sah adalah 45.627, 
atau persentase perolehan suara sah adalah 6,43%; Nomor Urut 
2, Nama Paslon H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom 
dengan jumlah perolehan suara sah adalah 187.003, atau persentase 
perolehan suara sah adalah 26,34%; Nomor Urut 3, Nama Paslon 
Tubagus Dedi Gumelar Dan Suratno Abu Bakar dengan jumlah 
perolehan suara sah adalah 121.375, atau persentase perolehan 
suara sah adalah 17,10%; Nomor Urut 4, Nama Paslon Ahmad 
Marju Kodri dan Gatot Suprijanto dengan jumlah perolehan suara 
sah adalah 15.060, atau persentase perolehan suara sah adalah 
2,12%; Nomor Urut 5, Nama Paslon Arief R Wismansyah dan 
Sachrudin dengan jumlah perolehan suara sah adalah 340.810, 
atau persentase perolehan suara sah adalah 48,01%.

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut di atas, Termohon 
menerbitkan Surat Keputusan KPU Banten No.105/Kpts/KPU.
Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Paslon Terpilih Wali dan 
Wawali Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013, yaitu 
H. Arief R Wismansyah, B.Sc. M. Kes dan Drs. H Sachrudin dengan 
perolehan suara 340.810 suara dengan persentase 48,01%. Selebihnya 
Termohon melampirkan Laporan Kronologis Pengambilalihan KPU Kota 
Tangerang oleh KPU Banten pada bagian akhir jawabannya tersebut, 
yaitu mulai dari tanggal 06 Agustus, yaitu dimulai dari tanggal Putusan 
DKPP sampai dengan 06 September 2013 (Rapat Pleno Terbuka dan 
Penyerahan Pengembalian Tugas Wewenang Kepada Ketua dan Anggota 
KPU Kota Tangerang).

Menurut pihak Termohon, oleh karena permohonan Pemohon 
tidak berdasar hukum, untuk itu Termohon memohon kepada mereka 
yang Mulia di Panel Majelis Hakim MK tersebut berkenan memberikan 
putusan dengan Amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi, (1) mengabulkan Eksepsi Termohon; (2) 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam 
pokok permohonan, (1) menyatakan menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya; (2) menyatakan sah dan berkekuatan 
hukum Berita Acara Rekap; (3) menyatakan sah dan berkekuatan 
hukum Surat Keputusan KPU Banten No. 104 Tahun 2013, (4) 
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan KPU 
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Banten No. 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang 
Penetapan Paslon Terpilih Wali dan Wakil Wawali Tangerang Tahun 
2013, tertanggal 6 September 2013. Dalam Eksepsi dan Pokok 
Permohonan, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal menarik perlu dikemukakan di sini, yaitu bahwa sekalipun 
dalam bangunan argumentasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, 
pihak Termohon tampaknya membela eksistensi DKPP, khususnya 
Putusan DKPP yang dijadikan butir dalam Konsiderans Putusan 
yang diproduksi olehnya, namun dalam Amar yang dimintakan pihak 
Termohon, tidak ada permintaan pihak Termohon untuk menguatkan 
Putusan DKPP, yang oleh pihak Pemohon, seperti telah dikemukakan 
di atas, justru dipandang sebagai melampaui kewenangan (ultra vires). 
Seperti telah dikemukakan di atas, Amar Putusan yang dimintakan pihak 
Pemohon, yaitu antara lain: (2) menyatakan Putusan DKPP No. 83 dan 
84 Tahun 2013 adalah melampaui wewenang (ultra vires);

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 
sejumlah alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai 
dengan bukti T-16. Meskipun dalam argumentasi pihak Termohon 
sebagaimana dikemukakan di atas, pihak tersebut mengharapkan agar 
MK menggunakan kewenangannya untuk mengahadirkan pihak DKPP, 
di antara sejumlah alat bukti surat/tulisan tersebut, pihak Termohon 
juga mengajukan bukti berupa fotokopi Putusan DKPP No. 83 dan 84 
Tahun 2013, hal yang sama, seperti telah dikemukakan di atas diajukan 
pula oleh pihak Pemohon. 

Selain itu, Termohon juga menghadirkan lima orang saksi dan 
satu orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah 
pada persidangan tanggal 24 September 2013. Berkenaan dengan 
kesaksian ahli, satu orang ahli yang diajukan pihak Termohon,61 yang 
mengemukakan pandangannya sebagai berikut.

61Dra. Endang Sulastri, M.Si.
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F.	 Dialektika, Sudut Pandang Ahli Mengenai Eksistensi DKPP 
dalam Perkara Konstitusi

Dalam dialektika yang berlangsung antara pihak Pemohon dan 
pihak Termohon, pihak Termohon memperkuat antitesanya terhadap 
tesa yang dikemukakan pihak Pemohon yang telah diuraikan di atas 
dengan mengajukan pendapat ahlinya sendiri. Berikut di bawah ini 
argumentasi yang dibangun ahli yang diajukan pihak Termohon, dalam 
tema utama, yaitu mengenai eksistensi DKPP dalam menegakkan 
etika penyelenggara Pemilu dalam kaitannya dengan lembaga negara 
lainnya, yaitu MK ketika terjadi perkara konstitusi di MK. Menurut ahli 
pihak Termohon, terbitnya Keputusan Termohon yang didasarkan pada 
Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 adalah sah menurut hukum.

Membangun antitesanya untuk melawan tesa yang dikemukakan 
pihak Pemohon, ahli dari pihak Termohon mengajukan argumentasi 
bahwa demi menjamin kepastian hukum, begitu pula menjamin asas 
ketertiban, dan menjamin asas manfaat hukum maka KPU Banten 
(Termohon) tidak memiliki pilihan lain, kecuali melaksanakan Putusan 
DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. Ahli menunjuk rumusan Pasal 2 UU 
No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk menguatkan 
argumentasinya tersebut. Menurut pihak ahli yang diajukan pihak 
Termohon, ketentuan dalam peraturan perundangan sebagaimana 
dikemukakan di atas berisi kaidah bahwa: “Penyelenggara Pemilu 
harus berpedoman pada asas-asas, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian 
hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas”. 

Lebih jauh ahli dari pihak Termohon itu mengemukakan 
bahwa, dalam rumusan Pasal 9 ayat (4) No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu dinyatakan, “KPU Provinsi dalam Pemilu anggota 
DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, serta 
Pemilu gubernur, bupati, dan wali berkewajiban, huruf (a) melaksanakan 
semua tahapan, dan di antaranya berkewajiban, menurut huruf (k) 
ketentuan dimaksud, melaksanakan keputusan DKPP.”

Kedua pasal tersebut di atas, menurut ahli yang diajukan 
Termohon, mengatur mengenai kewajiban KPU Provinsi. Pengaturan 
itu dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, menjamin 
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asas ketertiban, dan menjamin asas manfaat hukum. Oleh sebab 
itu, maka KPU Banten yang telah melaksanakan Putusan DKPP No. 
83 dan 84 Tahun 2013, dalam pandangan ahli adalah sah menurut 
hukum. Sebab, menurut ahli, tugas KPU adalah melaksanakan tugas, 
kewenangan, dan kewajibannya berdasarkan atas undang-undang, serta 
keputusan pengadilan, maupun Putusan DKPP sebagaimana yang telah 
diamanahkan dalam undang-undang.

Selanjutnya menurut keterangan pihak ahli yang diajukan pihak 
Termohon, bahwa: KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak berwenang 
untuk menilai atau menginterpretasikan putusan lembaga lain 
yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar KPU melaksanakan 
keputusannya. Menurut ahli, ketentuan itu telah dilaksanakan oleh 
KPU selama ini terhadap pelaksanaan putusan-putusan lembaga lain, 
seperti MK, DKPP, Bawaslu, maupun PTUN. Ahli yang diajukan pihak 
Termohon tersebut tidak mengabaikan kenyataan, yang menurutnya 
sering terjadi kontroversi terhadap putusan-putusan lembaga-lembaga 
(MK, DKPP, Bawaslu, maupun PTUN) tersebut. Tetapi, ditegaskan 
pihak ahli Termohon itu, bahwa tidak ada pilihan bagi KPU untuk 
tidak melaksanakan putusan-putusan tersebut. Karena, menurut ahli 
dimaksud, hal itu merupakan kewajiban dari KPU. Menurut ahli, pihak 
KPU wajib melaksanakan keputusan sebagaimana yang diamanahkan 
dalam undang-undang. 

Melaksanakan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013, KPU 
Banten telah mensosialisasikan, melaksanakan seluruh tahapannya 
bersama-sama dengan seluruh Paslon. Ahli pihak termohon, juga 
mengemukakan bahwa pada saat pelaksanaan keputusan DKPP, seluruh 
Paslon mengikuti semua tahapan dengan baik, mulai daripada saat 
pengambilan nomor urut, kampanye, deklarasi kampanye damai diikuti 
oleh seluruh Paslon, sampai pemungutan suara.

Begitu pula dikemukakan pihak ahli yang diajukan pihak Termohon, 
bahwa: Keputusan DKPP, berisi perintah kepada KPU dan Bawaslu 
untuk mengawasi terhadap putusan tersebut. Menurut ahli yang 
diajukan pihak Termohon, hal itu mengandung makna, bahwa apabila 
KPU Banten salah dalam melaksanakan keputusan DKPP maka KPU 
ataupun Bawaslu mempunyai tanggung jawab untuk ikut meluruskan 
terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut. 
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Lebih jauh dijelaskan ahli yang diajukan pihak Termohon, bahwa 
hal itu mengandung arti, jika tanggung jawab yang dilaksanakan oleh 
KPU Banten juga menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Apabila 
terdapat Paslon yang belum melakukan tes kesehatan dan terdapat partai 
politik yang memberikan dukungan ganda, hal tersebut sudah dilalui 
dalam proses persidangan di DKPP. KPU tidak mempunyai kewenangan 
untuk menginterpretasikan putusan-putusan DKPP. Kewajiban KPU 
berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU 15/2011 adalah hanya melaksanakan 
putusan DKPP.

Menurut mahkamah, intisari dari keterangan ahli yang diajukan 
pihak Termohon di atas adalah sebagai berikut. Menurut Pasal 9 ayat 
(4) UU No. 15 Tahun 2011 bahwa salah satu kewajiban KPU adalah 
melaksanakan keputusan DKPP. Sehingga, demi untuk menjamin 
kepastian hukum, menjamin asas ketertiban, dan menjamin asas 
manfaat hukum maka tidak ada pilihan bagi KPU Banten untuk 
tidak melaksanakan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. KPU 
sebagai penyelenggara Pemilu tidak berwenang untuk menilai ataupun 
menginterpretasikan putusan lembaga lain yang telah diperintahkan 
oleh undang-undang.

G.	 Dialektika, Sudut Pandang Pihak Ketiga atas Eksistensi DKPP 
dalam Perkara Konstitusi

Selain memertimbangkan dialektika antara pihak Pemohon 
dan pihak Termohon dalam persidangan perkara konstitusi di MK 
sebagaimana dikemukakan di atas itu, dialektika antara pihak Pemohon 
dan Termohon di atas juga dibayangi oleh pandangan, rasionalisasi dan 
logika hukum yang dibangun pihak Terkait, atau pihak ketiga yang ikut 
dipertimbangkan Majelis Hakim MK. 

Keterangan Pihak Terkait dimaksud, juga dapat dimasukkan sebagai 
bagian dari dialektika antara pihak Pemohon dan pihak Termohon, 
mengenai eksistensi DKPP. Pihak Terkait, dalam kenyataannya 
membangun argumentasi yang memperkuat antitesa yang sudah 
dibangun pihak Termohon. Bangunan argumentasi itu diberikan dalam 
persidangan tanggal 23 September 2013. Di sama pihak Terkait telah 
menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 19 September 2013 
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yang diserahkan di persidangan tanggal 23 September 2013, yang 
menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Argumentasi yang dibangun pihak Terkait dikemukakan sebagai 
eksepsi. Menurut eksepsi yang pertamanya, menguatkan eksepsi yang 
dikemukakan pihak Termohon, menurut pihak Terkait, Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum. Dalam rumusan yang lebih lengkap, 
bagi pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan Permohonan Keberatan tersebut. Ditunjukkan pihak 
Terkait, bahwa kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan 
Keberatan dimaksud diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf (g) UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemda LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437, 
[vide bukti PT.1-6] jo. Pasal 10 ayat (3) huruf (i) jo. Pasal 9 UU No. 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu LN Tahun 2011 Nomor 101, 
TLN 5246, [vide bukti PT.1-7] jo. Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Beracara dalam PHPU-D. 

Pihak Terkait mengemukakan bahwa Pemohon tidak memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan keberatan, karena 
secara sadar Pemohon tidak mengakui diri Pemohon sendiri sebagai 
Paslon Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Bagi pihak Terkait, 
pihak Pemohon hanya menyandarkan status hukum sebagai Paslon 
Wali dan Wawali dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, 
sebagaimana tertuang dalam dua Keputusan KPU Kota Tangerang, yaitu 
Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68 dan 67, Juli 2013. 

Padahal, menurut pihak Terkait, telah menjadi fakta hukum 
bahwa Keputusan KPU Kota Tangerang No. 67, Juli 2013 telah dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku dengan dua Keputusan KPU Banten. 
Keputusan KPU Banten yang pertama, yaitu bernomor 082 Tahun 2013. 
Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68, Juli 2013 telah dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan KPU yang kedua, yaitu 
Keputusan KPU Banten No. 083 Tahun 2013.

Dalam benak pihak Terkait, sikap Pemohon yang tetap mengakui 
Keputusan KPU Kota Tangerang No. 67 dan 68, Juli 2013 sebagai dasar 
hukum dari status hukum Pemohon sebagai Paslon Wali dan Wawali 
dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 tersebut, demi hukum, 
menurut pihak Terkait, telah menyebabkan pihak Pemohon bukanlah 
Paslon Wali dan Wawali dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013.
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Hanya menyandarkan diri pada Keputusan KPU Kota Tangerang 
No. 67 dan 68, Juli 2013 sebagai dasar hukum status hukum Pemohon 
sebagai Paslon Wali dan Wawali dalam Pemilukada Kota Tangerang 
Tahun 2013, maka Pemohon telah bersikap tidak konsisten dalam 
melihat sengketa Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Dalam 
kenyataannya Pemohon telah turut dalam semua tahapan Pemilukada 
Kota Tangerang Tahun 2013 tanpa pernah mempersoalkan eksistensi 
Keputusan KPU Banten No. 082 Tahun 2013 jo. Keputusan KPU Banten 
No. 083 Tahun 2013 sampai Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN 
Serang dan Permohonan Keberatan itu ke MK. 

Sehingga, dalam pandangan pihak Terkait, seharusnya secara logis 
dapat dikatakan bahwa persoalan sesungguhnya yang dihadapi Pemohon 
adalah “Pemohon tidak siap kalah, hanya siap menang.” Pemohon 
pun, menurut pihak Terkait, tidak pernah mempersoalkan eksistensi 
Keputusan KPU Banten No. 082 Tahun 2013 jo. Keputusan KPU Banten 
No. 083 Tahun 2013 ke hadapan Panwaslu Kota Tangerang. Oleh karena 
itu, maka beralasan hukum, apabila menurut Pihak Terkait ia memohon 
agar MK menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Pemilu 
Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013.

Sedangkan untuk pokok eksepsi yang kedua, menurut pihak 
Terkait, ada kesalahan pada objek (error in objecto). Dijelaskan pihak 
Terkait, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat 
(2) UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 22 Tahun 2007 jo. UU No. 12 
Tahun 2008 jo bahwa objektum litis sengketa perselisihan Pemilukada 
adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang 
memengaruhi terpilihnya Paslon Kada dan Wakada, yang semula 
diajukan ke MA kemudian dialihkan ke MK sejak 29 Oktober 2008. 

Sekalipun Pemohon mendalilkan bahwa objektum litis adalah 
Permohonan Keberatan terhadap “Keputusan KPU Banten No. 104 dan 
105 Tahun 2013”, akan tetapi, menurut pihak Terkait, tidak sedikitpun 
Pemohon memersoalkan “persoalan penghitungan suara”, sebagai 
objektum litis dalam permohonannya tersebut, sesuai dengan rumusan 
ketentuan dalam PMK No. 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara 
Perselisihan Pemilukada.
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Bagi pihak Terkait, Pemohon juga bukanlah Paslon Wali dan Wawali 
dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Hal itu, menurut 
pihak Terkait disebabkan Pemohon menyandarkan status hukum 
sebagai Paslon Wali dan Wawali dalam Pemilukada Kota Tangerang 
Tahun 2013 pada “Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68 dan 67, Juli 
2013”. Seperti telah dikemukakan di atas, kedua Keputusan KPU itu 
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh KPU Banten. Dengan 
demikian, menurut pihak Terkait, Pemohon bukanlah Pemohon dalam 
Sengketa Perselisihan Pemilukada di MK. Pemohon tidak memenuhi 
syarat subjectum litis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
(a) PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan 
di Pemilukada. Oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhinya 
syarat subjectum litis dan syarat objectum litis, maka berdasarkan alasan 
tersebut, pihak Terkait memohon agar MK menolak permohonan itu, 
atau setidak-tidaknya MK menyatakan permohonan tersebut tidak 
dapat diterima.

Sementara itu, untuk pokok eksepsi yang ketiga, pihak Terkait 
mengemukakan: bahwa ada ketidakjelasan Penentuan Pihak Termohon. 
Menguraikan lebih jauh mengenai hal tersebut, pihak Terkait 
berpandangan bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu, Pasal 5 ayat (1), ditentukan bahwa “KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis”. Implikasi dari 
fraseologi “bersifat hierarkis”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 
ayat (1) itu, menurut pihak Terkait, yaitu KPU di tingkat atas dapat 
mengoreksi tindakan dan/atau keputusan KPU di tingkat bawahnya. 
Hal itu dilakukan, manakala ada kekeliruan ataupun perintah pengadilan 
atau lembaga lain yang diberikan wewenang oleh undang-undang. 
Implementasi ”bersifat hierarkis” tersebut, dapat dilihat ketika KPU 
mengambil alih tahapan lanjutan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tenggara setelah DKPP memberhentikan Komisioner 
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta memerintahkan KPU untuk 
mengambil alih pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sebagai tindaklanjut atas Putusan DKPP 
(Maklumat DKPP No. 20-21/DKPP-PKEI/2012).

Preseden yang sama dalam memaknai “sifat hierarkis” tersebut, 
dengan demikian sama pula dengan pelaksanaan Putusan DKPP No. 
83 dan 84 Tahun 2013, menurut pihak Terkait. Dalam putusannya 
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tersebut, DKPP memerintahkan, antara lain sebagaimana disebutkan 
dalam Amar putusan tanggal 6 Agustus 2013: kepada KPU Banten 
untuk menindaklanjuti Putusan DKPP itu, dengan mengambil alih 
pelaksanaan tahapan Pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 
2013; juga, memerintahkan kepada KPU Banten untuk memulihkan 
dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon H. Arief R. 
Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon H. Ahmad Marju Kodri-
Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Kota 
Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Paslon Peserta 
Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan 
sebelumnya; 5) Memerintahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk 
mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.62

Dengan adanya Putusan DKPP, sebagaimana Putusan DKPP No. 
83 dan 84 Tahun 2013 di atas, yang memerintahkan agar KPU Banten 
mengambil alih pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilukada Kota 
Tangerang Tahun 2013, maka KPU Banten memikul tanggung jawab 
secara kelembagaan dalam melaksanakan Pemilukada Kota Tangerang 
Tahun 2013 dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan 
Pemilukada tersebut di hadapan hukum. Juga dengan merujuk pada 
Pasal 5 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011, maka secara hukum KPU Banten 
yang berkompeten mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan 
Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 manakala ada gugatan terhadap 
hasil Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 di hadapan MK. 

Dengan konstruksi berpikir demikian, maka tidak tepat 
memasukkan KPU Kota Tangerang sebagai Pihak Termohon (Termohon 
I) bersama dengan KPU Banten sebagai (Termohon II). Sebab kenyataan 
yuridisnya, KPU bersifat hierarkis. Sehingga, menurut pihak Terkait, 

62Sampai di sini mulai terasa bahwa sebetulnya MK tidak menyalahkan DKPP 
seluruhnya, misalnya dalam hal Paslon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin, 
karena hak untuk dipilih dari Paslon ini, yang dihidupkan DKPP, sekalipun telah 
digugurkan KPU karena persoalan syarat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS 
masih dikuatkan pihak MK dalam putusan yang tengah digambarkan ini, sebab 
sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Apa yang dilakukan MK, yaitu 
menguatkan apa yang sudah ada. Sebab, dalam pemilukada Banten dan di tempat 
lain, keadaan yang diciptakan oleh Putusan DKPP masih tetap berlangsung, 
sekalipun ada gugatan di MK dan Putusannya “seolah-olah” mengalahkan DKPP 
yang memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi putusan yang telah 
dibuatnya.
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hanya KPU Banten yang seharusnya menjadi pihak dalam Permohonan 
Keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam 
Pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013. Sedangkan KPU 
Kota Tangerang cukup memberikan dukungan keterangan bagi KPU 
Banten dalam menghadapi perkara tersebut. Oleh karena itu, demi 
hukum Pihak Terkait menilai telah kelebihan pihak dalam perkara 
itu. Sehingga, atas dasar itu Pihak Terkait memohon agar mahkamah 
menyatakan permohonan tersebut tidak memenuhi unsur subjectum litis.

Pihak Terkait juga mengemukakan bahwa dalil-dalil permohonan 
tidak benar, kabur (obscuur). Untuk menguraikan mengenai hal itu, 
menurut pihak Terkait, dia menolak semua dalil dalam permohonan 
Pemohon tersebut, karena dalil-dalil permohonan itu tidak benar dan 
kabur (obscuur), kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. 
Menurut pihak Terkait, Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Bahwa 
sesungguhnya Pihak Terkait menolak dalil Pemohon, yang menyatakan 
bahwa Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 tertanggal 6 Agustus 
2013, yang salah satu Amarnya terdapat rumusan: memerintahkan 
kepada KPU Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak 
konstitusional Bakal Paslon Arief R. Wismansyah-Sachrudin dan 
Bakal Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi 
Paslon Peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa 
merugikan Paslon Peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 
lain yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah melanggar hukum dan 
inkonstitusional.

Bahwa dengan adanya frasa: tanpa merugikan Paslon Peserta 
Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan 
sebelumnya, maka tidak benar bila dikatakan inkonstitusional 
Keputusan KPU Banten menambah jumlah Peserta Pemilu Wali dan 
Wawali Tangerang 2013 menjadi lima Paslon dengan menjadikan 
Balon Arief R. Wismansyah-Sachrudin dan Balon Ahmad Marju Kodri-
Gatot Suprijanto menjadi Paslon Peserta Pemilukada Kota Tangerang 
Tahun 2013, sehingga hak Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kota 
Tangerang Tahun 2013 tidak terkurangi dengan diikutsertakan Paslon 
Arief R. Wismansyah-Sachrudin” dan “Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot 
Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Kota Tangerang 
Tahun 2013”. 
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Menurut pihak Terkait, dalil Pemohon bahwa dirinya dirugikan 
dengan Bakal Paslon Arief R. Wismansyah-Sachrudin dan Bakal Paslon 
Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta 
Pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 ditolak majelis 
hakim Pengadilan TUN Serang sebagaimana dimuat dalam bagian 
“Tentang Pertimbangan Hukum”, dalam Putusan No. 30/G/2013/
PTUN-SRG, tanggal 30 Agustus 2013, yaitu

Menimbang, bahwa adapun mengenai bertambahnya peserta Paslon 
pemilukada Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013 dari yang 
semula ditetapkan tiga Paslon dan kemudian menjadi lima Paslon, 
maka hal tersebut tidak secara nyata menimbulkan kerugian bagi 
Para Penggugat dalam hal perolehan suara pemilih, oleh karena 
tidak akan dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum seberapa 
besar suara pemilih yang diperoleh masing-masing Paslon sebelum 
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan.

Menurut pihak Terkait, sesungguhnya Pemohon telah salah 
memahami tugas dan kewenangan DKPP, yang telah secara jelas diatur 
dalam UU No. 15 Tahun 2011, khususnya ketentuan dalam Bab V Pasal 
109 sampai Pasal 114. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 109 ayat 
(2) UU No. 15 Tahun 2011: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan 
memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran 
kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, 
anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota 
PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota 
Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota 
Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota 
Pengawas Pemilu Luar Negeri.” Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
2013 dibuat berdasarkan mandat UU No. 15 Tahun 2011, khususnya 
ketentuan Bab V UU No. 15 Tahun 2011. 

Menurut pihak Terkait, Pemohon telah salah dan tidak berdasar atas 
hukum dengan mengatakan bahwa Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
2013 yang salah satu Amarnya telah dikutip di atas adalah melanggar 
hukum dan inkonstitusional, karena satu dan lain hal Pemohon tidak 
menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan mana dan 
landasan konstitusional apa yang dilanggar atau bertentangan dengan 
Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. 
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Lebih dari itu, dikemukakan pihak Terkait, bahwa sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 112 ayat (12): Putusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) bersifat final dan mengikat, maka bagi para pihak 
tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan putusan DKPP. Dalam 
rumusan Pasal 112 ayat (10) UU No. 15 Tahun 2011 dinyatakan: 
“Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat 
pleno DKPP.” Pasal 112 ayat (11) UU No. 15 Tahun 2011, “Sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, 
pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.” Pasal 112 ayat 
(13) UU No. 15 Tahun 2011, “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/
Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib 
melaksanakan putusan DKPP.” Oleh karena dalil permohonan dimaksud 
tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah 
mengesampingkan dalil itu.

Pihak terkait membantah dalil Pemohon: “Bahwa Amar putusan 
DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 yang memerintahkan KPU Banten untuk 
memulihkan hak konstitusional paslon Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot 
Suprijanto dan paslon Arief R. Wismansyah-Sachrudin adalah melampaui 
wewenang dari DKPP berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011.”

Menurut pihak Terkait, Pemohon tidak memahami hakikat DKPP 
sebagai lembaga negara yang bersifat otonom dan putusannya bersifat 
final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Bab V UU 15/2011. 
Terkait dengan status putusan DKPP bersifat final dan mengikat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (12), maka secara hukum 
(by law) tidak ada satu lembaga negara pun yang dapat menilai dan 
memeriksa putusan DKPP sebagai konsekuensi terhadap independensi 
DKPP. Oleh karena dalil permohonan itu tidak beralasan hukum, maka 
Pihak Terkait memohon agar mahkamah mengesampingkan.

Pihak Terkait juga mendalilkan bahwa KPU Banten tidak punya 
pilihan lain kecuali melaksanakan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
2013. Karena, bila tidak dilaksanakan oleh KPU, maka KPU Banten akan 
dituduh telah merintangi pelaksanaan Putusan DKPP dan akhirnya juga 
akan dinilai melanggar etika penyelenggara Pemilu akibat tidak taat 
pada peraturan perundang-undangan. 

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, dijelaskan pihak 
Terkait. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya 
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hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak 
ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno DKPP terbuka untuk 
umum. Mengikat artinya, putusan itu langsung mengikat dan bersifat 
memaksa. Akibatnya, semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara 
dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan 
putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. 

Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindaklanjuti 
sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, ataupun oleh pemerintah 
dan lembaga-lembaga terkait. Dengan konstruktif berpikir demikian, 
maka sudah tepat KPU Banten melaksanakan Putusan DKPP No. 83 
dan 84 Tahun 2013. Oleh karena dalil permohonan tersebut tidak 
beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar mahkamah 
mengesampingkan dalil itu.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon bahwa Amar putusan DKPP 
mengenai Pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan 
Pasangan Arief R. Wismansyah-Sachrudin yang sebelumnya tidak 
diloloskan oleh KPU Kota Tangerang sebagai calon, kemudian menjadi 
calon maka hal itu artinya DKPP telah bertindak sebagai pemutus 
sengketa administrasi Pemilu. Begitu pula pihak Terkait menolak 
pandangan Pemohon, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis, hal 
seperti yang dilakukan DKPP tersebut merupakan wewenang mutlak 
dari Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 259 UU Nomor 8 Tahun 
2012). Selain itu, UU No. 15 Tahun 2011 tidak memberikan wewenang 
kepada DKPP untuk memberikan perintah berupa “perbaikan” 
administrasi tahapan Pemilu yang telah dilalui, yang telah ditetapkan 
oleh KPU Kota Tangerang. Sehingga, selanjutnya pihak Terkait juga 
menolak argumen Pemohon bahwa hal-hal di atas menyebabkan DKPP 
dapat disebut telah melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya 
(ultra vires).

Menurut pihak Terkait, bahwa dalil Pemohon tersebut di atas 
adalah tidak berdasar atas hukum. Karena, Putusan DKPP dimaksud 
memberhentikan sementara Komisioner KPU Kota Tangerang setelah 
terbukti melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu. Sehingga, 
KPU Banten harus mengambil alih pekerjaan tahapan lanjutan 
Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 vide Pasal 127 ayat 3 UU No. 
15 Tahun 2011. Menurut pihak Terkait, termasuk di dalamnya membuat 
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koreksi atas Keputusan KPU Kota Tangerang No. 67 dan 68, Juli 2013, 
tertanggal 11 Agustus 2013.

Adapun rumusan ketentuan hukum dalam Pasal 127 ayat (3) 
UU No. 15 Tahun 2011 dinyatakan: Apabila terjadi hal-hal yang 
mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat 
menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk 
sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya. Koreksi kedua 
Keputusan KPU Kota Tangerang itu harus dilakukan oleh KPU Banten. 
Karena hal itu merupakan perintah DKPP yang wajib dilaksanakan [vide 
Pasal 112 ayat (13) UU No. 15 Tahun 2011. Serta juga, karena kedua 
Keputusan KPU Kota Tangerang itulah yang menjadi bukti pelanggaran 
etika penyelenggara Pemilu oleh KPU Kota Tangerang.

Adapun rumusan Pasal 112 ayat (13) UU No. 15 Tahun 2011 
adalah: “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, 
KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/
Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan 
Putusan DKPP.” Pasal 9 ayat (4) huruf (k) UU No. 15 Tahun 2011: 
KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Wali, berkewajiban: (k) melaksanakan Keputusan DKPP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf (k) UU No. 15 
Tahun 2011, Pasal 112 ayat (13) UU No. 15 Tahun 2011 dan Pasal 127 
ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011, maka tidak benar bila menyatakan 
ilegal tindakan korektif KPU Banten terhadap Keputusan KPU Kota 
Tangerang No. 67 dan 68, Juli 2013, dengan memasukkan pasangan 
Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. 
Wismansyah-Sachrudin sebagai peserta Pemilukada Wali dan Wawali 
Tangerang Tahun 2013.

Perintah DKPP dalam Amar Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
2013 untuk memulihkan hak konstitusional pasangan Ahmad Marju 
Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah-
Sachrudin dengan menjadikan pasangan tambahan calon Wali dan 
Wawali dalam Pemilukada Kota Tangerang 2013 dilaksanakan oleh 
KPU Banten. Hal itu dikarenakan telah lahirnya Keputusan KPU Kota 
Tangerang No. 67 dan 68, Juli 2013 yang merupakan bukti adanya 
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pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode 
etik dalam pengertian telah diakibatkan oleh keputusan-keputusan 
(tindakan) itu, kerugian hak konstitusional bagi pasangan Ahmad Marju 
Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah-
Sachrudin berupa hilangnya hak untuk dipilih (right to be candidate) 
dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013.

Menghilangkan hak konstitusional bakal calon Kada dan Wakada 
merupakan pelanggaran serius etika penyelenggara Pemilu. Sejalan 
dengan bukti pelanggaran etika penyelenggara Pemilu yang dilakukan 
oleh KPU Kota Tangerang tersebut, maka sudah tepat dan beralasan 
hukum DKPP untuk memerintahkan KPU Banten untuk memulihkan 
hak konstitusional pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot 
Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah-Sachrudin untuk 
ditetapkan sebagai Paslon Wali dan Wawali Tangerang dalam Pemilukada 
Kota Tangerang Tahun 2013 sebagai bentuk “restoratif justice” (keadilan  
yang dipulihkan). Oleh karena dalil permohonan tersebut tidak 
beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar mahkamah 
mengesampingkan dalil itu.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon selanjutnya, karena, Putusan 
DKPP telah melalui pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk 
umum dan imparsial dengan memberi kesempatan para pihak untuk 
membuktikan dalil-dalilnya serta membantah dalil-dalil pihak-pihak 
lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) 
jo Pasal 112 UU No. 15 Tahun 2011. Oleh karena dalil permohonan 
tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar mahkamah 
mengesampingkan dalilnya.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena DKPP memang harus 
memeriksa dengan menganalisis sumber-sumber hukum dari produk 
KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk menilai adanya bentuk 
pelanggaran etika profesi penyelenggara Pemilu. Oleh karena dalil 
permohonan tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon 
agar Mahkamah mengesampingkannya.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon. Karena, bila ternyata muncul 
dugaan putusan DKPP lahir dari tindakan yang melanggar etika, maka 
seharusnya DKPP membentuk panel independen untuk memeriksa 
pelanggaran etika tersebut, tetapi pemeriksaan putusan DKPP tidak 
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dapat diserahkan kepada badan lain, termasuk badan peradilan, untuk 
memeriksa putusan DKPP sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 112 ayat 
(12) UU No. 15 Tahun 2011 bahwa: “Putusan DKPP bersifat final dan 
mengikat”. Oleh karena itu, dalil permohonan tidak beralasan hukum, 
maka Pihak Terkait memohon agar mahkamah mengesampingnya.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon. Karena, sifat DKPP sebagai 
lembaga negara yang bersifat otonom dan memiliki independensi 
dalam membuat putusan serta putusannya bersifat final dan mengikat. 
Maka, putusan DKPP tidak dapat dinilai melanggar hukum dan 
inkonstitusional. Apalagi pemohon tidak menjelaskan alasan untuk 
mengatakan putusan DKPP inkonstitusional tanpa merujuk landasan 
konstitusi apa yang dilanggar oleh DKPP. Oleh karena dalil permohonan 
tidak beralasan hukum, maka pihak Terkait mohon agar mahkamah 
mengesamping dalil dimaksud.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon, yang berisi pernyataan: 
“Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto mengikuti Pemilu Wali 
dan Wawali Kota Tangerang secara tidak sah karena tidak mendapatkan 
dukungan partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf 
(a) jo. ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh 
UU No. 8 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008”.

Dalil Pemohon tersebut tidak benar sama sekali, menurut pihak 
Terkait. Karena tiga Paslon Wali dan Wawali Tangerang Nomor Urut 
1, 2 dan 3 diloloskan oleh Termohon 1 (KPU Kota Tangerang). Hal itu 
berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang No. 67, Juli 2013; karena 
didasarkan pada penelitian kelengkapan administrasi pencalonan. 
Sedangkan, lolosnya Paslon Nomor Urut 4 dan 5 berdasarkan Keputusan 
KPU Banten (Termohon II) No. 082 Tahun 2013. Keputusan itu 
disandarkan pada putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat 
untuk memulihkan hak konstitusional pasangan Ahmad Marju Kodri 
(AMK)-Gatot Suprijanto dan pasangan Arief R. Wismansyah-Sachrudin. 

Keputusan KPU Kota Tangerang No. 67, Juli 2013 telah dinyatakan 
tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tidak berlaku dengan 
adanya Keputusan KPU Banten No. 082 Tahun 2013.

Terkait dengan penambahan Paslon Wali dan Wawali dalam 
Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 dari tiga pasangan menjadi 
lima pasangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Banten 
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No. 082 Tahun 2013 yang disandarkan pada Putusan DKPP No. 83 dan 
84 Tahun 2013. Dengan bersandarkan tanggal pengeluaran Keputusan 
KPU Banten No. 082 Tahun 2013, maka penetapan Balon menjadi Paslon 
tidak dapat lagi mundur memasuki “tahapan pencalonan” yang telah 
selesai pada tanggal 2 Agustus 2013. Dengan adanya Keputusan KPU 
Banten No. 082 Tahun 2013, maka dalil Pemohon tentang dukungan 
minimal 15% partai politik tidak lagi memiliki relevansi dan tidak 
berdasar atas hukum.63 Oleh karena itu, pihak Terkait mohon agar 
mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Penetapan Paslon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto 
memenuhi unsur legalitas, keadilan. Penetapan H. Ahmad Marju Kodri-
Gatot Suprijanto sebagai Paslon Wali dan Wawali dalam Pemilukada 
Kota Tangerang Tahun 2013 merupakan perintah putusan DKPP. 
Sudah dikemukakan di atas, Putusan DKPP itu adalah Putusan yang 
merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Karena final dan 
mengikat maka Putusan DKPP adalah putusan untuk dilaksanakan oleh 
KPU Banten dengan mengikuti alur lanjutan tahapan Pemilukada Kota 
Tangerang Tahun 2013. Sehingga, manakala diadakan tes kesehatan 
bagi H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto, maka hal itu berarti 
KPU Banten menarik mundur jadwal Pemilukada Kota Tangerang 
Tahun 2013.

Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto telah dinyatakan 
tidak memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung oleh KPU 
Kota Tangerang pada tanggal 13 Juli 2013 berdasarkan Berita Acara 
KPU Kota Tangerang No. 378/KPU-Kota Tng/015.436421/VI/2013 
tanggal 13 Juli 2013. Sementara itu, jadwal pemeriksaan kesehatan 
para Paslon dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai 20 Juli 2013 
berdasarkan “Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 
Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013” (Lampiran I: Keputusan KPU 
Kota Tangerang No. 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013, 
tanggal 31 Maret 2013. Alhasil, tidak memungkinkan pasangan Ahmad 
Marju Kodri-Gatot Suprijanto menjalani tes kesehatan karena Ahmad 
Marju Kodri-Gatot Suprijanto telah diputuskan tidak memenuhi syarat 

63Keputusan KPU Banten, yang ada karena ada perintah Putusan DKPP itu 
bahkan dipandang dapat mematahkan ketentuan undang-undang. Menurut pihak 
Terkait dalam Perkara MK tersebut.
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dukungan partai politik sebelum jadwal tes kesehatan dilakukan, 
demikian pihak Terkait.

Dengan merujuk pada “Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilu Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013”, 
yang tidak diubah oleh KPU Banten ketika mengambil alih pelaksanaan 
tahapan lanjutan Pemilukada Kota Tangerang sebagai pelaksanaan 
Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013, maka tidak memungkinkan 
pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto menjalani tes kesehatan 
karena telah melampaui jadwal tahapan Pemilukada.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaran Pemilu Kada dan Wakada [vide Peraturan KPU No. 
9 Tahun 2010}, perubahan jadwal tahapan Pemilukada hanya dapat 
dilakukan atas dasar kondisi “terjadi bencana alam, kerusuhan, 
gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.” Bahwa pada dasarnya 
jadwal Pemilukada harus dilaksanakan “tepat waktu” sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 10 Peraturan 
KPU No. 9 Tahun 2010, maka dapat dimengerti mengapa KPU Banten 
tidak melakukan perubahan jadwal tahapan Pemilukada Kota Tangerang 
Tahun 2013 hanya untuk pemeriksaan kesehatan bagi pasangan Ahmad 
Marju Kodri-Gatot Suprijanto, yang berarti mengubah tahapan jadwal 
pemilukada dengan alasan di luar yang telah ditentukan Pasal 11 ayat 
(1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010.

Seluruh tahapan pencalonan Pemilukada Tangerang Tahun 2013 
telah selesai pada tanggal 2 Agustus 2013. Sementara, Putusan DKPP 
No. 83 dan 84 Tahun 2013 diucapkan dalam sidang terbuka pada 
tanggal 6 Agustus 2013. Sehingga, kedua putusan DKPP itu tidak dapat 
mengubah tahapan jadwal Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013.64

Lebih dari itu, menurut pihak Terkait, Pemohon dalam mendalilkan 
tidak membaca dan memahami putusan DKPP secara komprehensif. 
Karena Termohon II sesungguhnya hanya melaksanakan perintah 
putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. 

64Ada logika yang tidak konsisten dari pihak Terkait ini, sebab di satu sisi 
dikatakan Putusan DKPP dapat mengubah Putusan KPU, namun di sisi yang lain, 
dikemukakan bahwa Putusan DKPP tidak dapat mengubah Peraturan KPU.
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Final dan mengikat karena wajib dilaksanakan oleh Termohon 
sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu. Selain itu, permasalahan yang didalilkan 
Pemohon tersebut sesungguhnya sudah dinilai dan dipertimbangkan 
dalam Putusan PTUN Serang Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG tanggal 
30 Agustus 2013. 

Adapun, pada pokoknya, dalam Putusan PTUN Serang Nomor 
30/G/2013/PTUN.SRG tersebut dinyatakan gugatan para Penggugat 
tidak dapat diterima. Oleh karena dalil permohonan tidak beralasan 
hukum, maka pihak Terkait memohon agar mahkamah mengesampingkan 
dalil tersebut.65

Mendasarkan pada argumen sebagaimana telah dikemukakan 
di atas, maka pihak Terkait mengajukan Petitum sebagai berikut. 
Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas dengan disertai pembuktian 
tertulis dan keterangan saksi dan ahli yang didengar dalam pemeriksaan 
permohonan itu, maka Pihak Terkait memohon agar MK menjatuhkan 
putusan sebagai berikut: Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak 
Terkait. Dalam pokok permohonan: menerima Keterangan Pihak Terkait 
dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan mempertimbangkan pula bahwa untuk membuktikan 
keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang 
diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-1.11. 

Menarik untuk dikemukakan di sini, sama seperti yang dilakukan 
pihak Pemohon, dan pihak Termohon, pihak Terkait juga mengajukan 
fotokopi Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. 

Namun, sekalipun membela eksistensi DKPP dalam argumentasinya, 
pihak Terkait tidak mengemukakan niatnya, begitu pula berhasil untuk 
menarik pihak DKPP dalam Perkata Konstitusi tersebut. Barang kali, 
karena argumennya yang selalu berpegang kepada sifat final dan 
mengikat dari putusan DKPP seperti telah dikemukakan di atas.

65Di sini terlihat ada kait mengait antara Putusan DKPP, Putusan KPU, 
Putusan PTUN dan nantinya, Putusan MK. Suatu hal yang menarik untuk melihat 
kedudukan DKPP dalam kaitannya dengan KPU, PTUN dan MK, dan itu berarti 
seberapa power yang dimiliki DKPP dalam melaksanakan fungsi hukum, yaitu 
menjadi penegak etik Penyelenggara Pemilu bermartabat.
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H.	 Dialektika, Sudut Pandang Ahli Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Negara Atas Eksistensi DKPP dalam 
Perkara Konstitusi

Pihak Terkait juga menghadirkan lima saksi dan dua orang ahli. 
Ahli dari pihak Terkait, yaitu: (1) Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan 
(2) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H. Berikut di bawah ini dikemukakan 
keterangan dari para saksi dan ahli pihak Terkait dimaksud. Mengingat 
keterangan yang dibangun pihak ahli yang diajukan pihak Terkait 
dimaksudkan untuk menopang dalil-dalil yang menyanggah dalil-dalil 
(tesa) yang sudah dikemukakan pihak Pemohon di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa dalil-dalil yang dibangun pihak ahli yang diajukan 
pihak Terkait, adalah antitesa yang diajukan dalam dialektika yang 
berkisar pada temuan eksistensi DKPP sebagai lembaga penegak etik 
penyelenggara Pemilu di Indonesia. Perlu ditambahkan di sini, bahwa 
dilihat dari latar belakang kedua ahli yang diajukan pihak Terkait adalah 
ahli dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, 
maka seperti sub-judul di atas, bagian ini menguraikan tentang antitesis 
dalam dialektika yang melibatkan ahli hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara.

Keterangan ahli pihak Terkait yang pertama, yaitu Prof. Dr. Saldi 
Isra, S.H., MPA, mengandung dua antitesis terhadap tesis pihak 
Pemohon dan bertumpu pada dua aspek. Pertama, terkait dengan tugas, 
kewenangan, dan peran DKPP sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. 
Termasuk keberadaan DKPP di tengah tidak efektifnya mekanisme 
penyelesaian sengketa TUN Pemilukada, melalui Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN). Kedua, apakah keputusan KPU Banten yang didasarkan 
pada putusan DKPP dapat dikualisir sebagai pelanggaran yang 
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam sebuah Pemilukada 
sebagaimana didalilkan.

Menurut ahli, tugas, wewenang, dan peran DKPP sebagai salah satu 
unsur penyelenggara Pemilu, memiliki dasar konstitusional yang sangat 
kuat. DKPP lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. 
Pemahaman demikian, menurut Ahli Tata Negara dari pihak Terkait, 
yaitu ditunjukkan oleh rumusan frasa “komisi pemilihan umum” yang 
ditulis dengan huruf kecil dalam UUD 1945. Dengan demikian, menurut 
ahli, nama KPU hanyalah diatur dalam undang-undang, bukan nama 
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yang langsung diberikan oleh konstitusi atau UUD 1945. Konstruksi 
berpikir demikian terkait dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, serta, 
menurut ahli, telah menjadi tafsir resmi MK, melalui Pengujian UU 
No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dikemukakan pihak ahli yang diajukan pihak Terkait, bahwa 
pada salah satu pertimbangan hukumnya, yaitu Putusan No. 11/
PUUVIII/ 2010 dinyatakan pihak MK: Bahkan Dewan Kehormatan yang 
mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai 
lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. 
Dengan demikian, dijamin kemandirian dalam penyelenggaraan Pemilu 
menjadi Pemilu yang nyata dan jelas.

Tafsir itulah kemudian yang ditindaklanjuti (diratifikasi)66 dalam 
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Oleh UU 
tersebut, KPU, Bawaslu, maupun DKPP didefinisikan sebagai lembaga 
penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi Pemilu. 
Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, sesuai rumusan Pasal 1 angka 
2 UU No. 15 Tahun 2011 terdapat definisi DKPP sebagai lembaga yang 
bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan 
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.67 Demikian 
pula dengan tugas dan wewenang DKPP, juga disebut secara eksplisit 
dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan fungsi dan tugas wewenang tersebut, DKPP diidealkan 
berperan sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik penyelenggara 

66Kata ditindaklanjuti yang digunakan oleh ahli di atas disamakan maknanya 
dengan diratifikasi, adalah tambahan penulis. Hal itu untuk memperlihatkan 
bahwa Putusan MK harus diikuti dengan apa yang dalam ilmu hukum, seperti 
dikemukakan H.L.A. Hart, yaitu the law of recognition. Tindakan recognition itu wajib 
dilakukan oleh lembaga legislator, yang memiliki kewenangan konstitusional 
untuk membuat undang-undang. Hal ini merupakan suatu pertanda baru dalam 
perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya the rule of law dan 
democracy menurut jiwa bangsa (volksgeist) Indonesia dalam perspektif Keadilan 
Bermartabat.

67Dengan didefinisikannya DKPP dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku maka dalam perspektif keadilan bermartabat, yang memandang bahwa 
hukum hanya ditemukan dalam jiwa bangsa (volksgeist) yang memanifestasikan 
dirinya melalui rumusan peraturan perundangan yang berlaku, maka DKPP itu 
sama saja dengan Institusi Penyelenggara Pemilu bermartabat. Bermartabat karena 
sesuai dengan rumusan jiwa bangsa, absah sesuai jiwa bangsa, bukan menurut 
rumusan teori Barat misalnya.
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Pemilu. Putusan DKPP dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode 
etik penyelenggara Pemilu didasarkan pada Ketentuan Pasal 112 
ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 adalah bersifat final dan mengikat. 
Dalam arti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dan putusan 
tersebut wajib dipatuhi semua pihak. Secara konseptual, tugas dan 
wewenang itu pada dasarnya menempatkan DKPP sebagai mahkamah 
etik (court of ethics) bukan mahkamah keadilan (court of justice) maupun 
mahkamah sistem atau court of law. Dalam batas-batas itu, pendapat 
yang menyatakan bahwa DKPP tidak berwenang mengadili kelalaian 
dan kesalahan di KPU daerah menyebabkan bakal Paslon dirugikan 
tentu ada benarnya. 

Lagi pula desain kelembagaan penyelenggaraan Pemilu yang 
hendak dibangun sesuai dengan tafsir MK hanya menempatkan DKPP 
dalam pemahaman seperti itu. Jika demikian pemahamannya, lembaga 
manakah yang semestinya memeriksa, mengadili keputusan KPU daerah 
yang dinilai merugikan bakal Paslon atau Paslon dalam Pemilukada. 
Hal ini sebetulnya terjawab dengan keberadaan Pasal 2 angka 7 UU 
No. 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan UU tersebut, 
keputusan KPU baik pusat maupun daerah yang bukan mengenai 
hasil Pemilukada tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 2 angka 
7, sehingga putusan tersebut tetap menjadi objek sengketa TUN yang 
dapat diperiksa oleh PTUN.

Hal ini dipertegas pula melalui SEMA No. 7 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Teknis Sengketa mengenai pemilu kepala daerah. Dalam SEMA 
itu disebutkan keputusan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada 
dapat digolongkan sebagai keputusan yang diterbitkan oleh pejabat 
TUN atau beschikking. Dengan begitu keputusan KPU pusat, daerah, 
menyangkut ketetapan Paslon Kada dan Wakada merupakan keputusan 
TUN, sehingga proses penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut 
Peradilan Tata Usaha Negara.68

68Penafsiran ahli sebagaimana dikemukakan di atas secara eksplisit 
menegaskan bahwa DKPP yang memerintahkan KPU melakukan perbuatan tertentu 
dalam Putusan DKPP adalah merupakan Badan atau Pejabat TUN. Hal ini tidak 
sejalan dengan spirit of law yang ada dalam frasa final dan mengikat sebagai sifat 
dari Putusan DKPP.
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Sekalipun demikian,69 apakah keliru bila kesalahan atau kekeliruan 
dalam keputusan KPU pusat maupun daerah terkait dengan penetapan 
calon kepala daerah yang merugikan pasangan bakal calon (balon) juga 
diperiksa, diadili DKPP sejalan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
kode etik penyelenggaraan Pemilu. Dari sudut pandang komposisi 
DKPP sebagai code70 of ethic maka DKPP sudah masuk ke ranah yang 
bukan kompetensinya. Hanya saja bila71 diukur dari sudut pandang 
keberadaan DKPP sebagai bagian penyelenggara Pemilu yang turut 
bertanggung jawab memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum 
dalam proses Pemilukada, maka Putusan DKPP yang masuk ke ranah 
penyelamatan right to be candidate dapat diterima dan memiliki alasan 
yang dapat dibenarkan. Apalagi putusan seperti itu diambil di tengah 
tidak efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa TUN Pemilu, yang 
tersedia untuk mewujudkan Pemilukada yang jujur dan adil.72

Penyelesaian sengketa Pemilukada melalui PTUN tidak efektif, 
sebab meskipun SEMA No. 7 Tahun 2010 sebagaimana dikemukakan 
di atas mengandung penegasan pemeriksaan terhadap sengketa TUN 
Pemilukada dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses 
penyelesaian sengketanya, namun proses penyelesaian sengketa oleh 
PTUN tidak seimbang dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan 
tahap demi tahap Pemilukada. Sehingga, menurut ahli itu, ketika proses 
persidangan di PTUN masih sedang berlangsung, tahapan pemungutan 
suara Pemilukada sudah harus dilaksanakan. Apalagi dalam sistem 
kepemiluan bahwa putusan PTUN tidak menjadi salah satu alasan 
untuk menunda tahapan Pemilukada. 

69Tampaknya dengan fraseologi seperti itu, ahli hendak melakukan 
pengecualian atau menciptakan exceptional clause terhadap asas yang dikemukakan 
dalam catatan kaki No. 27 di atas.

70Mungkin ada kesalahan pengetikan di sini, barang kali yang dimaksud 
adalah court of ethics.

71Kembali terlihat, bahwa dengan penggunaan frasa seperti itu, ahli tampaknya 
hendak melanjutkan pengecualian atas asas yang sudah dia kemukakan lebih 
dahulu pada catatan kaki No. 27.

72Ada konstruksi prinsip pragmatisme yang telah dibangun ahli di atas 
untuk memberikan justifikasi terhadap keberadaan DKPP yang “melampaui” 
kewenangannya yang menurut pandangan ahli adalah kewenangan yang normal. 
Pandangan ahli ini apabila tidak dibantah, dapat menjadi suatu prinsip hukum 
yang merupakan jiwa bangsa (volksgeist) dalam perspektif keadilan bermartabat.
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Padahal, secara filosofi penyediaan mekanisme penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan adalah untuk menjaga agar hak seorang 
tetap dapat dilindungi dan sekaligus menyediakan ruang agar segala 
kerugian yang dialami seseorang dapat dipulihkan.73 Begitu juga dengan 
mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara untuk Pemilukada. Dalam hal 
itu, bakal Paslon yang merasa dirugikan oleh Keputusan KPU daerah 
dapat menuntut pemulihan haknya.74

Dalam perjalanannya, kelemahan penyelesaian sengketa TUN 
pemilukada tersebut telah memakan banyak korban. Dalam Pemilukada 
di beberapa daerah, banyak bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi 
syarat oleh KPU daerah. Lantas, mereka mencoba mengajukan gugatan 
ke PTUN. Sebagian ada yang dikabulkan, sebagian lagi ditolak. Bagi yang 
dikabulkan bukan berarti mereka langsung ditetapkan oleh KPU daerah 
sebagai Paslon. Sebab, masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh 
KPU untuk mempertahankan keputusannya.75

Secara bersamaan meski proses hukum tengah berlangsung di 
PTUN, tahapan Pemilukada juga tetap dilanjutkan oleh KPU daerah. 
Sehingga, balon yang merasa haknya dirugikan sekalipun gugatannya 
telah dimenangkan di PTUN tetap tidak dapat mengikuti proses 
pemungutan suara dalam Pemilukada. Akhirnya upaya hukum yang 
ditempuh di PTUN menjadi sia-sia.

Pada saat yang bersamaan bakal calon dimaksud pun kehilangan 
haknya untuk memeroleh kepastian hukum atas haknya menjadi 
calon yang diduga dilanggar oleh KPU daerah. Kondisi demikian 
memperlihatkan meski tersedia mekanisme penyelesaian sengketa 
terkait dengan putusan KPU daerah yang dinilai merugikan Paslon, 
maupun calon kepala daerah, namun mekanisme yang dimaksud tidak 
cocok dengan Pemilukada yang tunduk pada tahapan penyelenggaraan 
waktu yang sangat ketat. Proses penyelesaian sengketa TUN berjalan 

73Pemulihan hak yang dilakukan DKPP dalam kasus di atas, adalah suatu 
pertanda DKPP merupakan lembaga peradilan yang secara pragmatis dijustifikasi 
oleh ahli.

74Seperti yang telah dilakukan, yaitu mengadukan ke DKPP.
75Justifikasi pragmatis terhadap Putusan DKPP sebagai penegak Etik 

Penyelenggara Pemilu Bermartabat, karena di sini, ada terlihat aspek nguwongke 
wong, memanusiakan manusia, yang juga merupakan postulat dasar dari teori 
keadilan bermartabat.
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santai, sementara tahapan Pemilu harus berjalan dengan cepat. Hal ini 
tentunya sangat berbeda dengan penyelesaian TUN Pemilu Legislatif 
yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 2011.76

Kelemahan penyelesaian sengketa TUN Pemilukada itu sangat 
mungkin dimanfaatkan oleh sebagian komisioner KPU daerah 
untuk mengambil keputusan yang menguntungkan calon tertentu, 
serta merugikan calon lainnya.77 Peluang ini juga sangat mungkin 
dimanfaatkan untuk menjegal calon-calon tertentu yang diingini oleh 
komisioner daerah. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa proses 
penyelesaian sengketa TUN Pemilukada tidak efektif, sehingga jaminan 
terlaksananya Pemilukada yang jujur dan adil juga akan tercederai.78 
Bukan salah Pengadilan Tata Usaha Negaranya, melainkan terdapat 
celah hukum yang sangat mungkin dimanfaatkan penyelenggara Pemilu 
yang tidak independent untuk berlaku curang.

Sebagaimana diketahui, dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota 
Tangerang terdapat dua bakal Paslon yaitu Arief dan Syahrudin, dan 
Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dinyatakan tidak 
memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Kota 
Tangerang. KPU Kota Tangerang mendalilkan bahwa pengunduran diri 
Syahrudin dari jabatannya tidak mendapat respons dari atasannya, 
dalam hal ini Wali Tangerang. Padahal, menurut ahli, merujuk pada Pasal 
67 ayat (1) huruf (s) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 bagi seorang 
yang sedang menduduki jabatan negeri hanya dapat dipersyaratkan 
menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan 
negerinya bagi pegawai negeri sipil. Tidak penting apakah pernyataan 
mundur tersebut direspons atau disetujui atau tidak.

Dalam kasus ini sangat jelas dan tidak ragu lagi bahwa KPU Kota 
Tangerang telah keliru menerapkan peraturan KPU sehingga merugikan 
hak seorang untuk menjadi Paslon. Dalam kasus di atas Paslon yang 

76Hal ini patut menjadi perhatian serius, yaitu apakah dalam UU No. 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu, persoalan konstrain waktu itu telah diakomodir di sana. Perlu 
Periksa UU No. 7 Tahun 2017 tersebut. Sebab, jikalau hal itu sudah dipenuhi, 
maka justifikasi pragmatis yang dapat dirujuk dari pandangan ahli sebagaimana 
dikemukakan di atas untuk membenarkan Putusan DKPP dalam kasus-kasus 
sebagaimana ada dalam Perkara MK di atas akan sia-sia.

77Ada kecurigaan peluang pelanggaran etik oleh KPU.
78Kembali ditekankan justifikasi pragmatis bagi Putusan DKPP dan campur 

tangan DKPP yang melampaui kewenangannya.
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merasa dirugikan dapat saja mengajukan gugatan ke PTUN dengan 
konsekuensi besar kemungkinan pasangan dimaksud tetap tidak dapat 
mengikuti Pemilukada dengan segala alasan dan persoalan sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan 
konstitusional bersangkutan untuk menjadi kandidat Pemilukada. Pada 
saat bersamaan79 Paslon tersebut juga melaporkan tindakan Komisioner 
KPU Kota Tangerang sebagai pelanggaran kode etik kepada DKPP, 
sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu. Lembaga ini pun 
meresponsnya dengan memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran 
kode etik, serta memerintahkan KPU Banten sebagai atas KPU Kota 
Tangerang mengambil alih penyelenggara Pemilu Kota Tangerang 
dengan memulihkan hak balon atau pelapor yang sebelumnya telah 
dilanggar.

Tindakan DKPP dalam kasus tersebut harus dibaca sebagai 
sebuah upaya untuk mengisi kelemahan atau kekosongan hukum80 
dalam rangka memberikan kepastian keadilan bagi seorang yang telah 
dilanggar haknya oleh KPU Kota Tangerang. Untuk itu tidak ada yang 
salah dengan putusan yang diambil DKPP, lagi pula putusan DKPP 
yang memerintahkan agar KPU Banten memulihkan hak konstitusional 
Balon Wali dan Wawali Tangerang bukanlah untuk kali pertama. 
Menurut ahli, sebelumnya DKPP juga mengambil keputusan yang 
sama dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur. Dalam Putusan DKPP 
itu, hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa dipulihkan. Putusan 
tersebut diterima dan dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara 
Pemilu81. Dengan demikian, praktik82 tersebut sudah dapat dinilai 
sebagai alasan penguat terhadap apa yang diputuskan untuk Pemilukada 
Kota Tangerang.

79Bagaimana kemelut the rule of law dan democracy terlihat di sini dan bagaimana 
mengatasinya merupakan aspek penelitian hukum yang menarik.

80Legitimasi atau justifikasi yang begini bermasalah. Sebab, dalam teori 
keadilan bermartabat, hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem yang sempurna, 
tidak terdapat kelemahan di dalamnya. Apabila ada kelemahan maka kelemahan itu 
dapat diatasi oleh sistem itu sendiri, dalam hal ini sudah tepat apa yang dilakukan 
DKPP, karena dalam perspektif keadilan bermartabat, hukum itu suatu sistem, 
dalam sistem itu tersedia sarana hukum untuk menjamin tetap berjalannya sistem 
yang bersangkutan.

81Tidak digugat oleh pasangan lainnya ke MK, seperti yang terjadi dalam 
perkara yang dikemukakan di atas.

82Tampak di sini, bahwa justifikasi masih berbasis praktik, bukan yuridis.
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Selain itu, menurut ahli, putusan pemulihan hak Paslon yang 
dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU daerah juga tidak 
merugikan calon lainnya. Ahli beralasan, putusan tersebut hanya 
berdampak pada kewajiban KPU Banten memasukkan pasangan pelapor 
tanpa harus mengganggu keberadaan Paslon lain yang ditetapkan 
sebelumnya. Penilaian seperti itu juga diberikan oleh PTUN Serang 
dalam salah satu pertimbangan putusannya dinyatakan ada pun 
mengenai pertimbangan peserta Paslon Pemilukada Wali atau Wawali 
Kota Tangerang Tahun 2013 dari yang semula ditetapkan tiga Paslon dan 
kemudian menjadi lima paslon, maka hal tersebut tidak menimbulkan 
kerugian bagi para Penggugat, dalam hal ini perolehan suara.

Oleh karena tidak dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum 
suara pemilihan diperoleh masing-masing Paslon sebelum pelaksanaan 
pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Sehingga 
argumentasi yang menyatakan bahwa ditetapkan Paslon sebelumnya 
dinilai tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Tangerang sebagai Paslon 
oleh KPU Banten bukanlah alasan yang dapat diterima secara hukum. 
Sebab tidak ada korelasi masuknya Paslon baru dengan kerugian yang 
diderita oleh calon lain, kecuali jika kerugian yang dimaksud adalah 
kerugian dari aspek politik. Seperti, kekalahan dalam persaingan. 
Tentunya ini persoalan lain bukan persoalan hukum yang layak 
dimajukan ke persidangan MK.

Kasus yang terjadi dalam Pemilukada Kota Tangerang khususnya 
terkait dengan tindak lanjut putusan DKPP oleh KPU Banten sulit 
menemukan hubungan antara sikap KPU Banten dengan terjadi 
pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM). 
Menurut ahli, hal itu dikarenakan, menindaklanjuti putusan DKPP. 
Apalagi putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat. Artinya, menurut 
ahli, tidak dapat dikualifisir sebagai pelanggaran, melainkan justru 
sebuah kewajiban. Sebab, menurut ahli, apabila putusan tersebut tidak 
ditindaklanjuti, maka lembaga yang diperintah, dalam hal ini KPU 
Banten, yang akan dituntut atas tuduhan melakukan pelanggaran TSM 
tersebut. Dengan begitu, menurut ahli, pada dasarnya KPU Banten tidak 
punya pilihan lain kecuali melaksanakan putusan DKPP dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas prinsipnya tidak terdapat alasan-alasan 
yang sahih secara hukum, memersoalkan tindakan KPU Banten yang 
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menindaklanjuti Putusan DKPP sebagai sebuah pelanggaran. Selain 
itu, jika ingin menggugat Putusan DKPP pengajuannya PHPU ke MK 
bukanlah langkah yang tepat. Tambahan lagi, menurut ahli, ada sifat 
final dan mengikat Putusan DKPP harus dihormati oleh siapa pun 
tanpa terkecuali.

Sebagai salah seorang yang terus memantau perkembangan proses 
penyelesaian masalah hukum Pemilu dan Pemilukada, menurut ahli, 
sekalipun terdapat kelemahan dalam Putusan DKPP, tetapi tindakan 
DKPP dalam Pemilukada Kota Tangerang untuk menyelesaikan masalah 
jangka pendek harus diterima. Setidaknya, hal itu dilakukan untuk 
menjawab, atau mengatasi masalah pelanggaran hak konsitusional 
warga negara menjadi calon Kada dan Wakada. Hanya saja dalam jangka 
panjang (ke depan) berbagai persoalan yang terjadi di seputar proses 
pencalonan dan penetapan calon Kada dan wakil kepala daerah harus 
mendapat perhatian khusus dari pembentuk undang-undang.83

Ahli mengingatkan dalam kesempatan itu, bahwa jangan sampai 
proses pencalonan memberi ruang bagi penyelenggara Pemilu untuk 
berlaku tidak jujur yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak 
warga negara menjadi calon. Pada saat yang bersamaan, mekanisme 
penyelesaian sengketa TUN Pemilukada juga harus dibenahi.84 Tidak 
cukup hanya bersandar pada mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara 
yang pada dasarnya berbeda rohnya dengan Tata Usaha Negara 
Pemilu. Dalam hal ini, menurut ahli, mesti ada mekanisme khusus 
yang disediakan. Sehingga, menurut ahli, balon kepala daerah atau 
wakil kepala daerah yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya 
hukum yang dapat diharapkan mampu memberikan kepastian hukum 
dan keadilan bagi mereka. Jika mekanisme tersebut sudah disediakan, 
tentunya DKPP tidak perlu lagi turun tangan untuk menyelesaikan 
masalah hukum Pemilukada yang bersifat sengketa kepada calon peserta 
Pemilukada dengan KPU Daerah.

83Dalam hal ini perlu distudi, apakah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (UU-Pemilu) telah mengakomodir kepentingan jangka panjang yang 
dimaksud.

84Studi terhadap hal ini perlu dilakukan pula, untuk memastikan apa yang 
telah dikemukakan itu telah diakomodir oleh pihak Pembuat Undang-Undang, 
yaitu UU No. 7 Tahun 2017.
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Ahli dari pihak Terkait yang kedua, yaitu Dr. Dian Puji Simatupang, 
S.H, memberikan keterangan sebagai berikut. Dalam Hukum 
Administrasi Negara yang modern, penegakan hukum dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan (law enforcement and compliance 
to laws and regulation) tidak hanya ditujukan pada, bagaimana aspek 
legalitas dan yuridisitasnya. Tetapi, yang utama dan terutama pada 
aspek legitimasinya.

Aspek legalitas dan yuridisitas memastikan setiap keputusan dan 
perbuatan administrasi negara sejalan dengan kepastiannya. Sedangkan 
aspek legitimasi, memastikan seluruh keputusan dan perbuatan 
administrasi negara sejalan dengan kemanfaatan bagi publik.

Penerapan aspek legitimasi pada perbuatan administrasi negara 
menjadi penting pada perkembangan dewasa ini. Karena, menurut ahli, 
perbuatan hukum yang dilakukan administrasi negara didasarkan pada 
wewenangnya yang luar biasa, yaitu wewenang menurut hukum publik.

Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat maupun daerah 
provinsi/kabupaten/kota adalah administrasi negara yang mendapatkan 
wewenangnya yang luar biasa menurut undang-undang, khususnya UU 
No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 

Adanya wewenang yang luar biasa pada KPU sebagai administrasi 
negara menurut teori hukum administrasi negara kemungkinan 
menciptakan tindakan administrasi negara yang tidak teratur. Merujuk 
pandangan dari Prof. Belifanthe, ahli menyebut, bahwa tindakan 
administrasi negara yang tidak teratur sebagai tindakan dan perbuatan 
administrasi negara yang tidak hanya mengandung kekurangan yuridis 
(geen juridische gebreken), tetapi juga penyimpangan etika yang diterima 
secara luas sebagai prinsip dasar penyelenggaraan administrasi negara.

Etika dalam kaitannya dengan administrasi negara adalah: (1) 
memastikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi dan 
menjamin dampak tindakan administrasi untuk kepentingan masyarakat 
secara keseluruhan; (2) memastikan adanya motivasi keadilan dalam 
perbuatan administrasi negara, sehingga tidak merugikan siapa pun serta 
tidak membedakan satu sama lain; (3) memastikan prinsip otonomi. 
Dimaksudkan dengan prinsip otonomi, yaitu pejabat administrasi negara 
diberikan keleluasaan bertindak, tetapi tetap dibatasi tanggung jawab, 
komitmen profesional, dan kepentingan umum yang harus dilindungi; 
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(4) memastikan integritas dan komitmen pejabat administrasi negara 
pada jabatan, fungsi, dan tugasnya.

Apabila dikaitkan dengan keberadaan DKPP, tentu tidak terlepas 
dari organisasi penyelenggara pemilihan sebagai administrasi negara. 
Pasal 1 angka 22 UU No. 15 Tahun 2011 mengatur DKPP sebagai 
lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. 
Sehingga, menurut ahli, kedudukannya tidak terlepas pada sistem 
penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Hal ini berarti DKPP hakikatnya 
memastikan penyelenggara Pemilu menjalankan empat tujuan etika 
yang dikehendaki, sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga Pemilu 
lebih berkualitas dan lebih berkedaulatan rakyat.

Penerapan etika bagi penyelenggara Pemilu adalah persoalan 
reputasi legitimasi. Artinya, etika diterapkan guna menjamin 
kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, yang 
paling utama terhadap penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Persoalan 
reputasi legitimasi atau persoalan kepercayaan rakyat yang berdaulat 
tidak hanya dapat bersandar pada legalitas dan yuridisitas, melainkan 
juga pada legitimasi.

Oleh sebab itu, adanya sanksi yang bersifat administratif dan/atau 
rekomendasi yang memperbaiki keputusan penyelenggara Pemilu harus 
diletakkan pada motivasi menjaga reputasi legitimasi terhadap Pemilu, 
agar tetap berkedaulatan rakyat dan tetap dipercaya.85

Penegakan etika bagi penyelenggara Pemilu, menurut ahli, pada 
hakikatnya juga menjaga prinsip-prinsip pengelolaan organisasi 
administrasi negara, khususnya penyelenggara Pemilu yang modern, 
yaitu organisasi yang tetap mengutamakan efisiensi, efektivitas, 
keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan demokratis.

Hukum administrasi negara klasik, misalnya yang dikemukakan 
Weber dan Wilson tidak menempatkan etika sebagai suatu sumber 
dalam tindakan administrasi negara. Hal demikian wajar terjadi. 
Menurut ahli, hal itu karena tindakan kepemerintahan (administrative 

85Dalam konteks teori keadilan bermartabat, hal ini harus dilihat sebagai 
untuk memastikan terselenggaranya suatu Pemilu yang bermartabat, yaitu yang 
memenuhi legalitas dan yuridisitas serta legitimasi atau kepercayaan rakyat, yang 
memanusiakan manusia (nguwongke wong).
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action) pada masa klasik adalah bekerjanya administrasi negara pada 
tugas dan fungsinya.

Akan tetapi, perkembangan ke arah hukum administrasi 
negara modern, yang ditandai dengan berbagai bentuk dan macam 
tindakan administrasi negara serta sifat dan bentuk kelembagaannya, 
menyebabkan tindakan kepemerintahan (administrative action) diharapkan 
sesuai dengan manfaat bagi kepentingan umum, mampu mendefinisikan 
kepentingan publik, dan mengkreasikan kepentingan umum dalam 
tindakan administrasinya. Sehingga, etika dalam pengambilan tindakan 
dan keputusan administrasi bukan hanya merupakan pilihan, tetapi 
merupakan rasionalitas.

Oleh karenanya, rasionalitas itulah yang mendasari reputasi 
legitimasi.86 Etika penyelenggaraan Pemilu adalah konsep dan gagasan 
administrasi negara mengenai pentingnya kepercayaan, pentingnya 
ketertiban, pentingnya efisiensi, dan pentingnya kemanfaatan dari 
tindakan administrasi penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, rakyat 
tetap memercayai Pemilu sebagai instrumen demokrasi.

Kembali mengutip pandangan ahli asing, yaitu Nicholas Henry 
(1995) pada bukunya yang judulnya diterjemahkan menjadi Paradigma 
Administrasi Negara, ahli mengemukakan keterkaitan etika dan 
administrasi negara dipengaruhi oleh hilangnya dikotomi politik 
administrasi, munculnya teori perilaku pengambilan keputusan. Dalam 
teori itu, menurut ahli, rasionalitas menjadi sangat diutamakan, dan 
munculnya gagasan administrasi negara baru sebagai counterculture 
critique terhaaap administrasi negara klasik.

Adanya DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu adalah concern 
ethic dalam politik hukum Pemilu. Khususnya, menurut ahli, guna 
menjamin adanya reputasi legitimasi penyelenggara Pemilu. Pembentuk 
Undang-undang saat itu mungkin menyadari, penyelenggara Pemilu 
sebagai organisasi administrasi tidak diadakan untuk dirinya sendiri 
dan kemanfaatannya untuk kegiatan rutin lima tahunan, tetapi 
memengaruhi dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum yang 

86Hal ini sejalan dengan pemikiran dalam Teori Keadilan Bermartabat yang 
memegang postulat bahwa manusia itu adalah mahluk ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa yang mulia, yang megnandalkan reason, bukan okal dalam melakukan 
tindakannya. Begitu pula dengan Penyelenggara Pemilu.
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dilindungi, bermanfaat bagi demokratisasi, dan bernilai sebagai suatu 
kepercayaan.

Oleh karena itu, wajar jika kemudian DKPP mengambil tindakan 
administrasi yang diperlukan guna tetap memastikan semua 
penyelenggara Pemilu bekerja atas dasar reputasi legitimasinya serta 
tetap memegang rasionalitas etikanya.

Lagi-lagi, mendasarkan diri kepada justifikasi teori yang dibangun 
di Barat, ahli mengemukakan, Paul Henson Appleby dalam bukunya 
Policy and Administration memandang penting persoalan reputasi 
administrasi negara dalam dukungannya bagi demoktratisasi. Dalam 
hal ini, soal reputasi legitimasi akan melahirkan keputusan yang 
rasional yang diciptakan administrasi negara dan akan dipercaya. 
Suatu keputusan rasional akan menciptakan kepercayaan publik, dan 
kepercayaan itulah yang mendasari publik untuk memilih, menentukan, 
dan menilai pemimpinnya. Dan semua itu terjadi karena jaminan 
etika administrasi negara, dan bukan terjadi hanya karena hukum dan 
peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, putusan DKPP seperti keputusan kilat yang 
dalam hukum administrasi negara untuk menjamin kepastian hukum. 
Dan juga, penyelenggaraan yang tertib dalam administrasi negara 
diperlukan suatu keputusan yang serta merta, keputusan kilat yang 
pada hakikatnya menjamin aspek-aspek administrasi negara berjalan 
sebagaimana mestinya.

Dalam kaitan hukum dan etika pada hakikatnya dalam negara 
hukum janganlah meletakkan konsep negara berdasarkan hukum hanya 
berdasarkan pada hukum-hukum tertulis, tetapi juga harus pada norma 
dan etika, serta nilai-nilai, serta kaidah-kaidah yang berlaku di dalam 
masyarakat, yang dianut, diakui, dan dijadikan dasar untuk pedoman 
berbuat baik atau berbuat benar.

Keberadaan DKPP berfungsi untuk menjaga konseptual untuk 
menjaga persoalan legitimasi dan Bawaslu adalah untuk menjamin 
pelaksanaan administrasi dan juga pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan 
sesuai dengan yang dikehendaki undang-undang.87

87Frasa yang digunakan ahli di atas, “yang dikehendaki undang-undang”, 
menarik diperhatikan dalam konteks pemikiran Teori Keadilan Bermartabat.
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Mengenai adanya keputusan DKPP yang kemungkinan dapat 
melampaui wewenang, ahli juga mengemukakan penilaiannya. 
Menurut ahli, harus dikatakan apa dan bagaimana motivasi DKPP 
dalam mengambil keputusan tersebut. Motivasi tersebut dapat dibaca 
dalam pertimbangan DKPP apakah untuk menjaga reputasi, legitimasi. 
Kadangkala wewenang atribusi ingin memiliki dasar-dasar dan 
pemahaman yang penuh penafsiran. Oleh sebab itu, untuk menguji 
batas-batas hukum dan motivasi yang diambil oleh DKPP, maka dalam 
persidangan yang tengah berlangsung itu, dalam pandangan ahli, MK 
perlu menilai dan menguji legalitasnya. Apakah DKPP melampaui 
kewenangannya atau tidak.

Mengenai persoalan legitimasi dan legalitas dalam beberapa 
literatur hukum administrasi negara dinyatakan persoalan legitimasi 
merupakan hal yang paling utama dan terpenting dalam penyelesaian 
dan pencapaian tujuan administrasi negara. Oleh sebab itu, apabila 
antarlegalitas dan legitimasi bersinggungan maka menurut hukum 
administrasi negara legitimasi dan kepentingan umum harus dilindungi 
untuk mencapai tujuan administrasi negara.

Pandangan kedua ahli di atas oleh mahkamah diringkas sebagai 
berikut. Menurut ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, DKPP menurut 
Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2011 didefinisikan sebagai lembaga 
yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara 
Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. 
Berdasarkan fungsi dan tugas wewenang tersebut, DKPP diidealkan 
berperan sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik penyelenggara 
Pemilu. Dengan demikian, kewenangan DKPP adalah sebagai Mahkamah 
Etik (court of ethics) bukan Mahkamah Keadilan (court of justice) maupun 
Mahkamah Sistem (court of law).

Dalam batas-batas itu, maka jika DKPP disebut tidak berwenang 
mengadili kelalaian dan kesalahan KPU daerah yang menyebabkan bakal 
Paslon dirugikan ada benarnya. Menurut ahli lembaga yang berwenang 
mengadili keputusan KPU daerah yang merugikan bakal Paslon dalam 
Pemilukada adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 angka 7 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai pengecualian 



Bab 5 | DKPP RI Sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat 245

keputusan TUN tidak termasuk hasil Pemilu. Dengan demikian 
keputusan KPU pusat, daerah yang menyangkut ketetapan Paslon Kada 
dan Wakada merupakan keputusan tata usaha negara, sehingga dapat 
diadili di Peradilan Tata Usaha Negara (vide SEMA No. 7 Tahun 2010).

Dipandang dari sudut kewenangan DKPP sebagai court of ethic 
maka DKPP sudah masuk ke ranah yang bukan kompetensinya. Namun 
apabila diukur dari sudut pandang keberadaan DKPP sebagai bagian 
penyelenggara Pemilu yang turut bertanggung jawab memberikan rasa 
keadilan dan kepastian hukum dalam proses Pemilukada, maka putusan 
DKPP yang masuk ke ranah penyelamatan right to be candidate dapat 
diterima dan dapat dibenarkan.

Penyelesaian sengketa Pemilukada melalui Peradilan Tata Usaha 
Negara tidak efektif sebab meskipun SEMA No. 7 Tahun 2010 
menegaskan memprioritaskan mempercepat pemeriksaan terhadap 
sengketa tata usaha negara Pemilukada. Namun, proses penyelesaian 
sengketa oleh PTUN tidak seimbang dengan waktu yang tersedia untuk 
pelaksanaan tahap demi tahap Pemilukada, sehingga ketika proses 
persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara masih sedang berlangsung, 
tahapan pemungutan suara Pemilukada sudah harus dilaksanakan.

Selain itu, menurut ahli putusan PTUN tidak menjamin bagi 
Pemohon yang dikabulkannya permohonan ditetapkan sebagai Paslon 
sebab masih ada upaya hukum yang lain (banding) bagi KPU untuk 
mempertahankan keputusannya. Dengan demikian, putusan PTUN 
yang mengabulkan permohonan Pemohon menjadi sia-sia.

Tindakan DKPP dalam kasus ini harus dibaca sebagai sebuah 
upaya untuk mengisi kelemahan atau kekosongan hukum dalam rangka 
memberikan kepastian keadilan bagi seorang yang telah dilanggar 
haknya oleh KPU Kota Tangerang. Sekalipun terdapat kelemahan dalam 
putusan DKPP, tetapi tindakan DKPP dalam Pemilukada Kota Tangerang 
untuk menyelesaikan masalah jangka pendek harus diterima, setidaknya 
untuk menjawab, mengatasi masalah pelanggaran hak konstitusional 
warga negara menjadi calon Kada dan Wakada.

Sementara itu, ringkasan keterangan ahli Dr. Dian Puji Simatupang, 
S.H, yaitu DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu adalah concern ethic 
dalam politik hukum Pemilu, khususnya untuk menjamin adanya 
reputasi legitimasi penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, wajar apabila 
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DKPP mengambil tindakan administrasi yang diperlukan guna tetap 
memastikan semua penyelenggara Pemilu bekerja atas dasar reputasi 
legitimasinya serta tetap memegang rasionalitas etikanya.

Keberadaan DKPP berfungsi untuk menjaga persoalan legitimasi 
dan Bawaslu untuk menjamin pelaksanaan administrasi dan juga 
pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki 
undang-undang.

Adanya putusan DKPP yang melampaui wewenang harus dilihat 
dari motivasi DKPP dalam mengambil keputusan tersebut. Motivasi 
tersebut dapat dibaca dalam pertimbangan DKPP apakah untuk menjaga 
reputasi, legitimasi. Kadangkala wewenang atribusi ingin memiliki 
dasar-dasar dan pemahaman yang penuh penafsiran. Oleh sebab itu, 
untuk menguji batas-batas hukum dan motivasi yang diambil oleh 
DKPP, Mahkamah Konstitusi perlu menilai dan menguji legalitas DKPP 
apakah melampaui kewenangannya atau tidak.

I.	 Sintesa Mengenai Eksistensi DKPP dalam Kaitannya dengan 
MK

Berbagai pertimbangan dikemukakan Majelis Hakim Konstitusi 
sebelum menarik sintesa untuk dialektika yuridis di Mahkamah 
Konstitusi, dalam kaitan dengan temuan yang sudah dibatasi, yaitu 
mengenai eksistensi DKPP sebagai lembaga penegak etik penyelenggara 
Pemilu dalam kaitan dengan MK. Pertimbangan yang dapat dijumpai 
dalam putusan itu, yaitu pertama, yang berkenaan dengan sikap para 
pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam penyampaian 
kesimpulan tertulis pada tanggal 25 September 2013 yang diserahkan 
dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 September 2013. 
Mahkamah menilai bahwa masing-masing pihak memiliki sikap yang 
keras, yaitu pada pokoknya mereka tetap dengan pendiriannya.

Selanjutnya, mahkamah mencoba untuk menguraikan penilaian 
terhadap sikap masing-masing pihak dimaksud. Bagi Pemohon, 
misalnya, sebagai suatu contoh keteguhan sikap dari masing-masing 
pihak itu, menurut pertimbangan majelis, Pemohon tetap berpendirian, 
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas 
Keputusan KPU Banten No. 104 dan 105 Tahun 2013. Pertimbangan 
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ini mengesampingkan fakta, bahwa asal-muasal dari perkara konstitusi 
di atas, adalah Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013; hal yang 
dikemukakan terakhir itu, berkaitan sangat erat dengan tema yang 
dibatasi di sini, yaitu eksistensi DKPP sebagai lembaga penegak etik 
bagi Penyelenggara Pemilu.

1.	 Sintesa Atas Dialektika Kewenangan Mahkamah Mengadili 
Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu 
Pengajuan Permohonan

Berkenaan dengan sintesa kewenangan mengadili MK, lembaga itu 
mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK 
sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (Lembaran Negara Republik 
Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia (TLN RI) No. 5226) jo. UU No. 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda  
LNRI Tahun 2008 No. 59, TLN RI No. 4844, Pasal 29 ayat (1) huruf (d) 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 
2009 No.157, TLN RI No. 5076) salah satu kewenangan konstitusional 
mahkamah adalah memutus PHPU,88 seperti yang dimohonkan pihak 
Pemohon di atas.

Diterangkan lebih lanjut mengenai alasan MK menganggap bahwa 
lembaga itu berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili 
permohonan Pemohon dalam perkara konstitusi itu sebagai berikut. 
Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan 
UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemda (LNRI Tahun 2004 No. 125, TLN RI No. 
4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang 
memengaruhi terpilihnya Paslon diajukan ke MA.

88Terlihat di sini, dari gambaran faktual perkara seperti telah dikemukakan 
di atas, bahwa kewenangan MK juga termasuk di dalamnya memeriksa eksistensi 
DKPP, sekalipun kenyataannya DKPP tidak menjadi pihak dalam perkara konstitusi 
di atas, namun Putusan DKPP diterima sebagai barang bukti dalam perkara 
konstitusi itu. Suatu hal yang cukup janggal, karena asas audi alteram partem yang 
harus dijunjung tinggi pengadilan.
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Kewenangan MA tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 PP 
No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 
49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kada dan 
Wakada (LNRI Tahun 2008 No. 92, TLN RI No. 4865).

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilu (LNRI Tahun 2007 No. 59, TLN RI No. 4721) 
ditentukan, Pemilihan Umum Kada dan Wakada adalah Pemilu untuk 
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam 
NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemda, khususnya Pasal 236C ditetapkan, “Penanganan 
sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh MA 
dialihkan kepada MK paling lama delapan belas bulan sejak undang-
undang itu diundangkan”. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua MA 
dan Ketua MK bersama-sama telah menandatangani Berita Acara 
Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 
No. 12 Tahun 2008 di atas.

 Alasan bahwa mahkamah memiliki kewenangan mengadili 
permohonan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, seperti 
telah dikemukakan memperoleh eksepsi dari pihak Termohon dan 
pihak Terkait. Untuk itu, mahkamah dalam pertimbangannya kembali 
mengemukakan eksepsi Termohon, yang rumusan lengkapnya 
telah dikemukakan di atas. Menurut mahkamah, pihak Termohon 
mengajukan eksepsi jika Pemohon dalam permohonannya tidak 
menyebutkan dengan lengkap identitas KPU Banten sebagai Termohon 
dalam permohonannya. Pihak Termohon juga berdalil jika MK tidak 
berwenang mengadili Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 sebab 
Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Selanjutnya, menurut 
pihak Termohon, permohonan Pemohon kurang pihak karena tidak 
memasukkan DKPP sebagai pihak dalam permohonannya.

Ikut dipertimbangkan pula oleh mahkamah sebelum mengemukakan 
sintesa, yaitu eksepsi pihak Termohon, bahwa 

(4) Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan 
dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 
24 Tahun 2003 tentang MK sebab objek permohonan Pemohon 
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antara lain berupa Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. (5) 
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan 
dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebab objek 
permohonan Pemohon bukan keberatan terhadap Penetapan Hasil 
Pemilukada yang memengaruhi terpilihnya Paslon. (6) Permohonan 
Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan dengan 
jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. 
(7) Permohonan Pemohon salah pihak sebab telah salah menunjuk 
KPU Kota Tangerang sebagai Termohon.

Berkenaan dengan eksepsi pihak Termohon di atas, MK juga 
memasukkan pertimbangan tentang eksepsi yang dikemukakan pihak 
Terkait, yaitu 

(1) Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan 
permohonan; (2) Permohonan Pemohon salah objek karena sama 
sekali tidak mempersoalkan mengenai penghitungan suara; (3) 
Pemohonan Pemohon tidak jelas yang menjadikan (menarik) KPU 
Kota Tangerang sebagai Termohon.

Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan 
eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan 
hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok 
Permohonan, terlebih dahulu mahkamah mempertimbangkan eksepsi 
tersebut.

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 1, menurut mahkamah, 
benar Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan bahwa 
KPU Banten sebagai Termohon dalam permohonan Pemohon. Menurut 
mahkamah sekalipun permohonan Pemohon tidak menyebutkan dengan 
jelas identitas KPU Banten sebagai Termohon, namun hal tersebut 
tidak menyebabkan batalnya permohonan Pemohon. Adapun alasan 
mahkamah, yaitu permohonan Pemohon sudah jelas mempersoalkan 
mengenai Keputusan KPU Banten No. 104 dan 105 Tahun 2013. 
Mengingat objek keberatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU 
Banten maka dengan sendirinya yang menjadi Termohon adalah KPU 
Banten. Berdasarkan penilaian tersebut, menurut mahkamah, sintesa 
mengenai kedudukan Termohon adalah KPU Banten berkedudukan 
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sebagai Termohon dan dengan demikian eksepsi pihak Termohon tidak 
beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 2, menurut mahkamah 
eksepsi Termohon tersebut sudah memasuki pokok permohonan 
Pemohon. Oleh sebab itu, eksepsi Termohon itu dinilai dan 
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 3, menurut mahkamah, 
yang menjadi para pihak dalam sengketa Pemilukada di MK diatur 
dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Beracara dalam PHPU-D, yaitu (i) Paslon sebagai Pemohon; (ii) KPU/
KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon; dan/atau 
Paslon selain Pemohon sebagai Pihak Terkait. Dengan demikian, DKPP 
bukan merupakan pihak dalam sengketa Pemilukada, namun lembaga 
DKPP tersebut menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai lembaga yang bertugas 
menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan 
penilaian dan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah eksepsi 
Termohon dimaksud tidak beralasan menurut hukum.89

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 4, menurut mahkamah, 
Termohon telah salah menilai mengenai objek permohonan Pemohon. 
Objek permohonan Pemohon bukan Putusan DKPP No. 83 dan 84 
Tahun 2013, namun objek permohonan Pemohon adalah Keputusan 
KPU Banten No. 104 dan 105 Tahun 2013. Adapun Putusan DKPP 
disebutkan dalam permohonan Pemohon, hal itu hanya sebagai alasan 
untuk menguatkan dalil Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta 
tersebut, menurut mahkamah, eksepsi Termohon dimaksud tidak 
beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 5 dan angka 6, serta 
eksepsi Pihak Terkait pada angka 2, menurut mahkamah sejak Putusan 
MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek 

89Menjadi persoalan adalah, kalau DKPP bukan pihak dalam perkara di atas 
mengapa produk dari DKPP menjadi bagian dari alat bukti yang diperiksa dalam 
persidangan tersebut? Bahkan, seperti telah dikemukakan di atas, mahkamah 
sendiri berpendapat bahwa Putusan DKPP diterima disebutkan dalam permohonan 
Pemohon, sebagai alasan menguatkan dalil Pemohon. Jika Putusan DKPP 
merupakan alasan yang menguatkan, maka pihak yang menghasilkan alasan itu 
seharusnya diikutkan untuk dimintai pertanggungjawaban.
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sengketa Pemilukada di MK tidak hanya berkaitan mengenai adanya 
kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Mahkamah 
juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi dalam proses Pemilukada. 

Adapun pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang 
dapat dinilai oleh mahkamah antara lain money politic, keterlibatan 
oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu 
yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh 
terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan 
menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat 
tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan 
bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil 
Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi 
syarat sejak awal. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut 
mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 7 dan eksepsi Pihak 
Terkait pada angka 3, menurut Mahkamah Termohon telah salah dalam 
mencermati permohonan Pemohon. Setelah mahkamah mencermati 
dengan seksama permohonan Pemohon, tidak ditemukan adanya KPU 
Kota Tangerang sebagai Termohon dalam permohonan Pemohon. 
Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut mahkamah eksepsi 
Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi pihak Terkait pada angka 1, menurut mahkamah 
oleh karena eksepsi pihak Terkait tersebut berkaitan dengan kedudukan 
hukum Pemohon, maka eksepsi pihak Terkait itu akan dinilai dan 
dipertimbangkan bersama-sama dalam penilaian kedudukan hukum 
Pemohon di bawah ini.

Menimbang bahwa berdasar penilaian dan pertimbangan di atas, 
yang mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, oleh 
karena permohonan Pemohon berkaitan dengan Keputusan KPU Banten 
No. 104 dan 105 Tahun 2013 maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 
No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 008 dan Pasal 4 Peraturan 
MK No. 15 Tahun 200 Mahkamah berwenang mengadili permohonan 
tersebut.

Berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, mahkamah 
menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 
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2004 dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Beracara dalam PHPU-D, Pemohon dalam perselisihan 
hasil Pemilukada adalah Paslon Kada dan Wakada Peserta Pemilukada. 
Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 083 Tahun 2013 dan 
lampirannya, tertanggal 11 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu 
Paslon Wali dan Wawali Peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 
2013 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itu.

Sehubungan dengan Pertimbangan Hukum MK Mengenai Tenggang 
Waktu Pengajuan Permohonan, mahkamah menemukan sintesis bahwa 
berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 
MK No. 15 Tahun 2008 tenggang waktu untuk mengajukan P3HPSP ke 
mahkamah paling lambat tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan 
Hasil Penghitungan Dua Arah Pemilukada di daerah yang bersangkutan. 

Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Paslon Wali dan 
Wawali Tangerang Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan KPU 
Banten No.104 Tahun 2013. Sehingga, tiga hari kerja setelah tanggal 
penetapan tersebut adalah hari Senin tanggal 9 September 2013, Selasa 
tanggal 10 September 2013, dan Rabu tanggal 11 September 2013. 
Mengingat hari Sabtu tanggal 7 September 2013, dan hari Minggu 
tanggal 8 September 2013 bukan hari kerja. Permohonan Pemohon 
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 
September 2013 pukul 14.58 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas 
Permohonan No. 403/PAN.MK/2013. Sehingga, permohonan Pemohon 
masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Karena mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan 
dimaksud, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan tersebut, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu 
yang ditentukan, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan 
pokok permohonan.

Mahkamah memertimbangkan bahwa Pemohon dalam 
permohonannya pada pokoknya mendalilkan dua hal. Pertama, 
Keputusan KPU Banten (Termohon) yang menetapkan Paslon H. Arief 
R. Wismansyah, BSc, M.Kes-Drs. H. Sachrudin dan Paslon Ahmad 
Marju Kodri-Gatot Suprijanto sebagai peserta Pemilukada Kota 
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Tangerang tahun 2013 yang mendasarkan pada Putusan DKPP No. 83 
dan 84 Tahun 2013 adalah inkonstitusional dan tidak sah. Kedua, Paslon 
Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto tidak memenuhi 
syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik sekurang-
kurangnya lima belas persen dari jumlah kursi DPRD Kota Tangerang 
dan tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim 
dokter yang ditunjuk.

Mahkamah mengemukakan bahwa dalam dialektika perkara itu, 
untuk membuktikan tesis atau dalilnya, Pemohon mengajukan bukti 
surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta dua 
orang ahli. Seperti telah dikemukakan secara terperinci di atas, berikut 
ringkasan menurut pendapat mahkamah. Kedua ahli pihak Pemohon 
tersebut menyampaikan keterangan di bawah sumpah/janji pada 
persidangan tanggal 23 September 2013. 

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan 
antitesa, atau jawaban lisan dan tertulis bertanggal 23 September 
2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2013, 
seperti telah dikemukakan di atas. Untuk membuktikan bantahan atau 
antitesanya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti 
T-1 sampai dengan bukti T-16, serta lima orang saksi, dan satu orang 
ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada 
persidangan tanggal 24 September 2013, sebagaimana dikemukakan 
di atas. Begitu pula terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait 
menyampaikan keterangan lisan dan tertulis tertanggal 19 September 
2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2013 
yang sudah dikemukakan pula di atas.

Untuk membuktikan bantahan atau antitesa yang mendukung 
antitesa yang diajukan pihak Termohon, Pihak Terkait mengajukan bukti 
surat/tulisan bertanda bukti PT-1.1 sampai dengan bukti PT-1.11, serta 
lima orang saksi, dan dua orang ahli yang menyampaikan keterangan di 
bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 24 September 2013 yang 
sudah dikemukakan di atas. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait 
menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 25 September 2013 yang 
diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 September 2013, yang 
pada pokoknya para pihak pada dalil masing-masing.
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2.	 Sintesa Atau Kesimpulan Atas Dialektika (Perkara) Konstitusi 
Berkenaan dengan Eksistensi DKPP Sebagai Penegak Etik 
Penyelenggara Pemilu Menurut Putusan MK

Menarik sintesa dari kesimpulan yang ada, mahkamah 
mengemukakan pertimbangannya bahwa Pemohon mendalilkan 
pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 dilakukan melalui 
proses yang tidak benar, tidak sah, dan cacat hukum sebab KPU 
Banten (Termohon) dalam menetapkan Ahmad Marju Kodri-Gatot 
Suprijanto dan H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes-Drs. H. Sachrudin 
menjadi Paslon Wali dan Wawali Peserta Pemilukada Wali dan Wawali 
Tangerang Tahun 2013 didasarkan pada Putusan DKPP No. 83 dan 84 
Tahun 2013. Menurut Pemohon, dalam Putusan DKPP No. 83 dan 84 
Tahun 2013 dirumuskan, memerintahkan kepada KPU Banten untuk 
memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon Arief 
R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon Ahmad Marju Kodri-
Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Wali dan 
Wawali Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Paslon Peserta 
Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan 
sebelumnya adalah melanggar hukum dan inkonstitusional.

Selain itu, menurut Pemohon Paslon Nomor Urut 4 Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat dukungan partai politik 
atau gabungan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 
ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Di samping itu, menurut Pemohon 
Paslon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto tidak 
mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter 
yang ditunjuk, sehingga yang bersangkutan oleh KPU Kota Tangerang 
dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan administrasi berdasarkan 
Surat No. 312/KPU-Kota-015.436421/VI/2013, tanggal 15 Juni 2013.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan 
jawaban lisan dan tertulis bertanggal 23 September 2013 yang 
disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2013 dan pada 
pokoknya mengemukakan sebagai berikut. Bahwa, dalil Pemohon 
mengenai Putusan DKPP melanggar hukum dan inkonstitusional 
harus ditolak, mengada-ada, tidak benar logika/alasan ataupun kaidah 
hukum sebab kewenangan-kewenangan DKPP tersebut diatur dalam 
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UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan 
Pasal 9 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 112 ayat (13) UU No. 15 Tahun 
2011 pada pokoknya menyatakan Termohon sebagai penyelenggara 
Pemilu wajib melaksanakan keputusan DKPP, sehingga Termohon tidak 
dapat dipersalahkan apabila melaksanakan Putusan DKPP No. 83 dan 
84 Tahun 2013.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti 
surat/tulisan bertanda bukti T-5 dan bukti T-8, serta satu orang 
ahli bernama terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait juga 
menyampaikan keterangan lisan dan tertulis tertanggal 19 September 
2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 
2013. Pada pokoknya mengemukakan hak Pemohon sebagai peserta 
Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 tidak terkurangi dengan 
diikutsertaannya Paslon Arief R. Wismansyah-Sachrudin dan Paslon 
Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto sebagai Paslon Peserta Pemilukada 
Kota Tangerang Tahun 2013.

Menurut Pihak Terkait bahwa Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 
2013 dibuat berdasarkan mandat UU No. 15 Tahun 2011. Pemohon 
tidak memahami hakikat DKPP sebagai lembaga negara yang bersifat 
otonom dan putusannya bersifat final dan mengikat. Putusan DKPP 
bersifat final dan mengikat tersebut mengandung konsekuensi bahwa 
tidak ada satu lembaga negara pun yang dapat menilai dan memeriksa 
Putusan DKPP.

Menurut Pihak Terkait bahwa lolosnya Paslon Nomor Urut 4 
Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto sebagai peserta Pemilukada Kota 
Tangerang Tahun 2013 didasarkan pada Putusan DKPP No. 83 dan 84 
Tahun 2013 yang ditindaklanjuti oleh KPU Banten dengan Keputusan 
No. 082 Tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pihak Terkait 
penetapan bakal Paslon menjadi Paslon tidak dapat diundur dan telah 
selesai pada tanggal 2 Agustus 2013. Demikian juga Paslon Nomor Urut 
4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto tidak mengikuti pemeriksaan 
kesehatan yang dijadwalkan tanggal 20 Juli 2013. Pada waktu KPU 
Provinsi mengambil alih pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 
2013 tidak melakukan perubahan jadwal tahapan Pemilukada karena 
perubahan jadwal tahapan Pemilukada tersebut hanya dapat dilakukan 
apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/
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atau gangguan lainnya [vide Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 
9 Tahun 2010].

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti 
surat/tulisan bertanda bukti PT-1.1, bukti PT-1.8, serta saksi bernama 
Imron Khamami, S.H. dan ahli bernama Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA 
dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H, yang menyampaikan keterangan di 
bawah sumpah/janji di persidangan tanggal 24 September 2013 yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Menurut 1. Saksi Imron Khamami, S.H, pada tanggal 13 Juli 2013, 
Paslon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto oleh KPU 
Kota Tangerang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai 
politik sebab Partai Hanura yang semula mendukung pencalonan Ahmad 
Marju Kodri-Gatot Suprijanto mengalihkan dukungan kepada Paslon 
Nomor Urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar. 

Ahmad Marju Kodri mengajukan keberatan ke DKPP dan DKPP pada 
tanggal 5 Agustus 2013 menjatuhkan putusan yang antara lain berisi 
perintah kepada KPU Banten untuk memulihkan dan mengembalikan 
hak konstitusional Bakal Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto 
untuk menjadi Paslon Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013. Paslon 
Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto tidak mengikuti 
pemeriksaan kesehatan sebab putusan DKPP baru diputus tanggal 5 
Agustus 2013, sedangkan jadwal pemeriksaan kesehatan dimulai pada 
tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013.

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-
bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli dari 
Pemohon, keterangan saksi dan ahli dari Termohon dan Pihak Terkait, 
serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah 
mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keputusan 
Termohon yang menetapkan Paslon H. Arief R. Wismansyah, BSc, 
M.Kes-Drs. H. Sachrudin dan Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot 
Suprijanto sebagai peserta Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, 
berdasarkan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013. Menurut 
Pemohon putusan DKPP tersebut adalah inkonstitusional dan tidak sah. 

Selain itu, menurut Pemohon Paslon Nomor Urut 4 Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya lima 
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belas persen dari jumlah kursi DPRD Kota Tangerang dan tidak mengikuti 
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter yang ditunjuk. 
Akibat keputusan Termohon tersebut telah memengaruhi dan mengubah 
konfigurasi perolehan suara Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013.

Oleh karena keputusan DKPP telah memengaruhi konfigurasi hasil 
Pemilu, yang menjadi lingkup kewenangan mahkamah, maka mahkamah 
terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah keputusan 
DKPP tersebut adalah putusan yang secara konstitusional sah dan 
mengikat sehingga wajib diikuti oleh Termohon. 

Putusan DKPP harus dinilai sama dengan keputusan KPU 
sebagai penyelenggara Pemilu yang dapat dinilai dan diputuskan oleh 
mahkamah. Menurut mahkamah, keberadaan dan kewenangan DKPP 
harus memerhatikan rumusan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu UU No. 15 Tahun 2011, khususnya 
ketentuan Pasal 1 angka 21, Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), ayat 
(3) huruf (a) dan huruf (b), ayat (4) huruf (a) dan huruf (c), serta Pasal 
112 UU No. 15 Tahun 2011, yaitu:

(1) Pasal 1 angka 21: “DKPP, selanjutnya, adalah lembaga yang 
bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 
dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”; 
(2) Pasal 109 ayat (2): “DKPP dibentuk untuk memeriksa 
dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota 
KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, 
anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, 
anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu 
Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas 
Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”; 
(3) Pasal 111 (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan 
dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara 
Pemilu. (3) Tugas DKPP meliputi: a) menerima pengaduan 
dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh 
Penyelenggara Pemilu; b) melakukan penyelidikan dan verifikasi, 
serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya 
pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c) menetapkan 
putusan (4) DKPP mempunyai wewenang untuk: a) memanggil 
Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode 
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etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b) memanggil 
pelapor, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai 
keterangan, termasuk untuk diminti dokumen atu bukti lain; dan 
c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti 
melanggar kode etik. (4) Pasal 112 ayat (1): Pengaduan tentang 
dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 
diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, 
tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan 
identitas pengadu kepada DKPP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, DKPP merupakan satu kesatuan 
fungsi penyelenggara Pemilu di samping KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota (disingkat KPU) dan Bawaslu. KPU adalah lembaga 
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, Bawaslu 
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu, sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani 
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 

Berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 jelas bahwa DKPP 
hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan 
penyelenggara Pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai 
dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan Bawaslu 
yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Menurut mahkamah, keputusan KPU selain dari penetapan 
mengenai hasil perolehan suara Pemilu merupakan keputusan pejabat 
tata usaha negara yang apabila terjadi sengketa merupakan lingkup 
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). DKPP sebagai 
lembaga yang oleh undang-undang hanya diberikan kewenangan untuk 
memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa 
keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya.

Menurut mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam 
kasus yang ada adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui 
kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang, sehingga tidak 
mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara 
yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk 
menegakkan hukum dan keadilan. 



Bab 5 | DKPP RI Sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat 259

Walaupun putusan DKPP tersebut tidak sah, namun karena 
dalam persidangan terbukti tidak ada kepastian calon yang didukung 
oleh Partai Hanura maka demi kepastian hukum, KPU Banten harus 
melakukan verifikasi ulang terhadap dua Paslon yaitu Paslon Nomor 
Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Paslon 
Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keputusan Termohon yang 
menetapkan bakal Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto dan 
bakal Paslon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes-Drs. H. Sachrudin 
menjadi Paslon Wali dan Wawali Peserta Pemilukada Wali dan Wawali 
Tangerang Tahun 2013 yang didasarkan pada Putusan DKPP No. 83 dan 
84 Tahun 2013 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

Di luar penilaian mahkamah mengenai keabsahan dan 
konstitusionalitas Putusan DKPP sebagaimana telah diuraikan di atas, 
dengan adanya Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013, keduanya 
tertanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan, 

Memerintahkan kepada KPU Banten untuk memulihkan dan 
mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon Arief R. 
Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon Ahmad Marju Kodri 
-Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Wali 
dan Wawali Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Paslon 
Peserta Pemilukada Wali dan Wawali Tahun 2013 lain yang telah 
ditetapkan sebelumnya.

Menurut mahkamah, Putusan DKPP tersebut, tidak serta merta 
mewajibkan KPU secara langsung menetapkan Bakal Paslon Arief R. 
Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot 
Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Wali dan Wawali 
Tangerang Tahun 2013. DKPP hanya memerintahkan Termohon untuk 
memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Paslon 
Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada Wali 
dan Wawali Tangerang Tahun 2013. Artinya, untuk memulihkan hak 
konstitusional kedua balon tersebut, Termohon tidak harus langsung 
menetapkan kedua bakal Paslon tersebut menjadi peserta Pemilukada 
Kota Tangerang Tahun 2013, tetapi harus melakukan penilaian dan 
verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua Paslon tersebut secara 
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objektif sebagai Paslon peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, 
sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan.90

Keputusan Termohon yang secara langsung menetapkan Bakal 
Paslon Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Paslon Ahmad 
Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Paslon Peserta Pemilukada 
Wali dan Wawali Tangerang Tahun 2013, mengakibatkan Termohon 
mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
syarat bakal Paslon peserta Pemilukada untuk ditetapkan menjadi calon 
peserta Pemilukada. 

Dalam perkara itu, Termohon telah mengabaikan syarat pemenuhan 
prosedur pemeriksaan kesehatan terhadap Paslon Ahmad Marju Kodri-
Gatot Suprijanto, sehingga menurut mahkamah Paslon Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto haruslah dianggap tidak memenuhi syarat 
kesehatan karena tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. 
Demikian juga halnya, Termohon telah mengabaikan syarat dukungan 
partai politik terhadap Paslon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto, 
karena ternyata Paslon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri-Gatot 
Suprijanto ditetapkan diusulkan oleh Partai Hanura, sedangkan 
sebelumnya Partai Hanura telah ditetapkan mengusulkan Paslon Nomor 
Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar. 

Pengusulan rangkap Partai Hanura tersebut menimbulkan persoalan 
yuridis. Karena tidak mungkin sebuah partai politik dalam waktu yang 
sama mengusulkan dua Paslon kepala daerah dalam satu Pemilukada. 
Apalagi posisi kedua Paslon tersebut terancam tidak memenuhi syarat 
dukungan partai politik apabila usulan Partai Hanura ditetapkan untuk 
satu Paslon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, 
Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/
Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota 
Tangerang No. 68, Juli 2013, tanggal 11 Agutsus 2013, khususnya untuk 

90Di sini terlihat bahwa sebetulnya secara retoris, MK secara diam-diam 
mengakui eksistensi DKPP dan kewenangan yang telah diambilnya untuk 
memilihkan hak konstitusional dari Paslon. Hanya saja, kewenangan yang demikian 
itu bukan merupakan suatu perintah yang serta merta harus dilakukan KPU, 
namun harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu, sekalipun verifikasi itu harus 
menarik muncur jadwal pentahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan atau 
Pemilukada yang telah ditetapkan.
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Paslon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto dan Paslon 
Nomor Urut 5 H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes-Drs. H. Sachrudin, 
adalah cacat hukum. 

Oleh karena itu, Termohon harus melakukan proses pemeriksaan 
kesehatan terhadap Paslon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri-Gatot 
Suprijanto untuk menentukan apakah Paslon tersebut memenuhi syarat 
kesehatan ataukah tidak. Selain itu, Termohon juga harus melakukan 
verifikasi ulang pengusulan Partai Hanura terhadap Paslon Ahmad Marju 
Kodri-Gatot Suprijanto dan terhadap Paslon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, 
M.Si dan Iskandar untuk memastikan kepada Paslon manakah Partai 
Hanura memberikan dukungan atau dengan kata lain, Partai Hanura 
mengusulkan pasangan yang mana di antara kedua Paslon tersebut 
dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013. Untuk memastikan 
pengusulan tersebut Termohon harus melakukan verifikasi faktual 
keabsahan pengusulan dari Partai Hanura sesuai dengan peraturan 
dengan perundang-undangan.

Adapun mengenai Paslon Nomor Urut 5 H. Arief R. Wismansyah, 
BSc, M.Kes-Drs. H. Sachrudin, yang oleh KPU Kota Tangerang tidak 
diloloskan sebagai Paslon peserta Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, 
karena tidak ada penetapan (surat keputusan) pemberhentian terhadap 
Drs. Sachrudin dalam jabatan negeri, mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: setelah mahkamah mencermati peraturan yang terkait 
dengan syarat-syarat pencalonan Kada dan Wakada. Sebagaimana 
tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Ditemukan fakta, bahwa 
pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai Kada dan Wakada hanya 
dipersyaratkan untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan 
diri dari jabatan negeri. Tidak ada keharusan untuk menyampaikan 
penetapan (surat keputusan) pengunduran diri dari atasan pegawai yang 
bersangkutan. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 59 
ayat (5) huruf (g) UU Pemda dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 
5 No. 2006 dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan 
di atas, menurut Mahkamah Keputusan KPU Kota Tangerang yang 
tidak meloloskan Paslon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes-Drs. 
H. Sachrudin karena tidak adanya keputusan pemberhentian Drs. 
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H. Sachrudin dalam jabatan negeri sebagai camat, adalah tidak 
beralasan hukum. Undang-undang hanya mewajibkan bagi PNS yang 
sedang menjabat jabatan negeri untuk mengajukan surat pernyataan 
pengunduran diri dari jabatan negeri tanpa harus menunggu keputusan 
pemberhentian dari atasan. 

Oleh karena itu, terhadap Paslon H. Arief R. Wismansyah, BSc, 
M.Kes-Drs. H. Sachrudin tidak perlu dilakukan verifikasi lagi.91 
Demikian juga terhadap pasangan lainnya, yaitu Paslon H. Abdul 
Syukur-Milmi Fuad, ST, M.Kom dan Paslon Tb. Dedi Suwandi Gumelar-
Ir. Suratno Abubakar, MM tidak perlu dilakukan verifikasi kembali. 
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut mahkamah 
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan 
di atas, mahkamah menarik konklusi atau berkesimpulan bahwa: 
mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut; Pemohon 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan yang ada; 
Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; 
Eksepsi Termohon dan Eksepsi pihak Terkait tidak beralasan menurut 
hukum; Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (LNRI Tahun 2011 
No. 70, TLN RI No. 5226), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda 
sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda (LNRI 
Tahun 2008 No. 59, TLN RI No. 4844) dan UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 No. 157, TLN RI 
No. 5076), mahkamah membuat Amar putusannya, mengadili perkara 
konstitusi itu dengan menyatakan bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi 
Pihak Terkait ditolak. 

91Pertimbangan hukum mahkamah ini kembali menjustifikasi eksistensi DKPP 
dalam menegakkan etik penyelenggara Pemilu, karena oleh DKPP dalam rangka 
melindungi hak-hak konstitusional Paslon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes-
Drs. H. Sachrudin, diperintahkan dalam Putusan untuk tidak perlu dilakukan 
verifikasi lagi.
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Sedangkan untuk Pokok Perkara, MK dengan tidak memasukkan 
Putusan DKPP dalam vonisnya, menjatuhkan putusan akhir dengan 
mengabulkan sebagian permohonan Pemohon; membatalkan Keputusan 
KPU Banten No. 083 Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap 
Keputusan KPU Kota Tangerang No. 68, Juli 2013, bertanggal 11 
Agustus 2013.

Pada Amar yang berkenaan dengan pokok perkara tersebut, MK 
juga menunda pelaksanaan Keputusan KPU Banten No. 104 Tahun 
2013; menunda pelaksanaan Keputusan KPU Banten No. 105 Tahun 
2013; memerintahkan KPU Banten untuk melakukan: (a) verifikasi 
ulang pengusulan partai politik terhadap Paslon Nomor Urut 1, Dr. 
H.M. Harry Mulya Zein, M.Si., dan Iskandar serta Paslon Nomor Urut 
4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto; (b) pemeriksaan 
kesehatan terhadap Paslon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan 
Drs. Gatot Suprijanto; memerintahkan KPU, Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Provinsi Banten, dan Bawaslu, untuk mengawasi pelaksanaan 
verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut 
sesuai dengan kewenangannya; memerintahkan KPU Banten, KPU, 
Bawaslu Provinsi Banten, dan Bawaslu, untuk melaporkan kepada 
mahkamah pelaksanaan Amar putusan dimaksud dalam waktu paling 
lambat dua puluh satu hari sejak putusan tersebut diucapkan.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



Berulangkali telah dikemukakan di dalam bab-bab awal dari buku 
ini bahwa gagasan, pembentukan institusi pelaksana dan penegakan 
etik positif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dalam Sistem Hukum Pancasila, termasuk secara spesifik yaitu gagasan, 
eksistensi institusi dan penegakan etik oleh DKPP bagi Penyelenggara 
Pemilu merupakan fenomena baru. Kebaruan gagasan, institusi dan 
pelaksanaan penegakan etik bagi Penyelenggara Pemilu tersebut 
tidak hanya bagi Indonesia, namun bagi dunia. Gagasan itu bermula 
dari Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang di dalamnya telah 
diperkuat kembali dasar-dasar pemerintahan Indonesia agar lebih 
demokratis. Misalnya, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, 
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Perwujudan dari kedaulatan rakyat itu, antara 
lain dilaksanakannya Pemilu. 

Hal itu selanjutnya dielaborasi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, 
bahwa: “Pemilihan umum (Pemilu) dilaksanakan secara langsung,1 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dengan 

1Hal ini dapat dilihat sebagai indikator akan hubungan yang erat antara 
demokrasi atau kedaulatan rakyat dan the rule of law. Rumusan ketentuan di atas, 
membuktikan akan pentingnya the rule of law, sehingga orang dapat mengatakan 
bahwa secara di atas kertas, Indonesia adalah negara yang mengakui demokrasi, 
bahkan Indonesia menganut demokrasi langsung.
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adanya ketentuan tersebut, maka negara menjamin kepastian bahwa 
Pemilu akan diselenggarakan secara teratur setiap lima tahun sekali. 

Kemudian, dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditentukan bahwa, 
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Di balik rumusan itu, 
ada kehendak bahwa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, menurut 
Konstitusi, benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang harus dijunjung 
tinggi oleh Penyelenggara Pemilu, yaitu antara lain independensi dan 
imparsialitas.

Sebelum UU Pemilu, atau UU No. 7 Tahun 2017 yang baru saja 
diterbitkan, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 22E UUD 1945 
maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu.2 Baik dalam UU Pemilu, maupun dalam UU 
Nomor 15 Tahun 2011 yang digantikan oleh UU No. 7 Tahun 2017 
dapat dijumpai ketentuan yang sama bagi fungsi dalam penyelenggaraan 
Pemilu, yaitu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 
lembaga pengawas Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu). Keduanya, merupakan satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

Selain KPU dan Bawaslu, baik dalam UU Pemilu maupun dalam 
UU yang digantikannya, juga melembagakan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara permanen. Sebagaimana telah 
digambarkan dengan cukup lengkap dan terperinci dalam Bab II buku 
ini, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu. Sama dengan kedua lembaga di atas, DKPP 
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.3 

Secara kelembagaan, seperti telah dikemukakan di muka, tujuan 
pembentukan DKPP sebagaimana terdapat dalam adalah untuk menjaga 
kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu 
berjalan dengan baik dan benar.4 Dimaksud penyelenggara Pemilu, 

2Perlu dikemukakan kembali di sini, bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU Pemilu, 
atau UU No. 7 Tahun 2017.

3Dalam UU yang lama, hal itu diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011.

4Dalam UU lama, hal itu dirumuskan dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011.



Bab 6 | Penutup: Penilaian Masyarakat Terhadap Penegakan Etik 267

baik dalam UU yang lama maupun dalam UU Pemilu, adalah terdiri 
dari anggota KPU, anggota Bawaslu, dan segenap jajarannya. Untuk 
memastikan para penyelenggara Pemilu tetap terjaga kemandirian, 
integritas, dan kredibilitasnya, maka DKPP dalam melaksanakan 
tugasnya menitikberatkan pada pelaksanaan asas-asas penyelenggara 
Pemilu.5 

Sejak dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 hingga bulan mei 2017, 
DKPP telah memeriksa 871 perkara, dengan jumlah 3379 Penyelenggara 
Pemilu yang memperoleh Putusan DKPP. Dari jumlah tersebut, 412 
orang diantaranya diberikan sanksi pemberhentian tetap. Terhadap 
kinerja DKPP, secara umum masyarakat menilai bahwa peran DKPP 
cukup signifikan dalam menegakkan Kode Etik penyelenggara Pemilu. 
Penilaian masyarakat ini sejalan dengan data penanganan perkara 
dugaan pelanggaran Kode Etik. Diantaranya DKPP telah memutus 
pemberhetian tetap sebanyak 412 Penyelenggara Pemilu. Di balik 
peran yang signifikan itu, tetap saja ada pihak yang masih menganggap 
bahwa eksistensi DKPP, terutama Putusannya, kontroversial. Seperti 
yang dikemukakan dalam tiga bab terdahulu dari buku ini, eksistensi 
DKPP dalam hal ini diwakili oleh Putusannya, dipandang melampaui 
kewenangan (ultra vires), meskipun masyarakat pun dapat melihat 
dengan jernih, bahwa: “pada kenyataannya kehadiran DKPP telah 
memberikan kontribusi terhadap penegakan etika Penyelenggara Pemilu 
di Indonesia”.6

Dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penilaian yang dikemukakan 
masyarakat, Laporan Penelitian di atas mengemukakan bahwa dalam 
melaksanakan tugasnya untuk memeriksa perkara dugaan pelanggaran 
Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP bersifat final dan 
mengikat. Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan No. 31/PUU-
XI/2013, sebagaimana telah digambarkan secara lengkap di dalam Bab 
V di muka, telah memberikan tafsir tentang sifat final dan mengikat 

5Dalam UU lama, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, hal itu diatur 
dalam Pasal 2, yaitu meliputi: asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, 
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, 
efisiensi, dan, efektivitas.

6Lihat, Laporan Penelitian dari Tim Peneliti USAKTI, Tri Sulistyowati, et. al., 
Analisis Yuridis terhadap Putusan DKPP: Kajian terhadap Keputusan KPU/Bawaslu yang 
Digugat ke PTUN, Jakarta, 2017.
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dari Putusan DKPP itu, yaitu mengikat bagi Presiden, KPU Provinsi, 
KPU kabupaten/Kota, dan Bawaslu. 

Dengan sifat final dan mengikat tersebut, sebagai kelanjutan dari 
Putusan DKPP, misalnya yang berupa teguran tertulis, pemberhentian 
sementara, dan pemberhentian tetap, maka lembaga-lembaga yang 
disebutkan MK di atas, yaitu KPU/Bawaslu, termasuk Presiden apabila 
hal itu berkenaan dengan keanggotaan dari KPU/Bawaslu, wajib 
melaksanakannya dengan mengeluarkan Keputusan sebagai tindak 
lanjut Putusan DKPP. Terhadap Keputusan Presiden, KPU/Bawaslu 
tersebut, maka pihak yang sebelumnya menjadi Teradu, terlihat 
dalam gambaran “ujian” bagi eksistensi DKPP di muka, berhak untuk 
mengajukan ke PTUN.

Dapat digugatnya Keputusan Presiden, juga Keputusan KPU/
Bawaslu yang menindaklanjuti Putusan DKPP, karena Keputusan 
Presiden, juga Keputusan KPU/Bawaslu, oleh Tim Peneliti dari USAKTI 
dikategorikan sebagai suatu bentuk Keputusan deklaratoir. Disamping 
bersifat deklaratoir, Putusan DKPP itu juga dikelompokkan oleh Tim 
Peneliti USAKTI, tetap harus dilihat sebagai merupakan Keputusan 
Pejabat dan atau Badan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek 
Sengketa TUN. Dalam penilaian masyarakat, yang dalam hal ini diwakili 
oleh Tim Peneliti USAKTI di atas, hal yang demikian itu sejalan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang memberikan penafsiran atas 
masalah ini.

Menurut Tim Peneliti USAKTI di atas, adanya kewenangan PTUN 
untuk memeriksa dan mengadili gugatan terhadap Keputusan Presiden7, 
juga Keputusan KPU/Bawaslu, artinya terbukanya kemungkinan untuk 
“menguji” sifat final dan mengikat Puusan DKPP, karena keputusan-
keputusan yang diuji merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP telah 
menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa terhadap 

7Tambahan oleh Penulis, sebab ada kemungkinan pihak yang diperintahkan 
DKPP adalah Presiden, untuk mengenakan sanksi sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan perundnag-undangan kepada Penyelenggara Pemilu yang 
pengangkatannya dilakukan dengan Keputusan Presiden. Hanya saja, memang 
harus diakui hingga saat ini hal seperti itu belum pernah terjadi. Namun tidak 
tertutup kemungkinan ada Penyelenggara Pemilu yang diangkat dengan Keputusan 
Presiden, setelah melalui pengaduan pihak yang dirugikan, karena adanya (terbukti) 
melakukan pelanggaran etik menurut Putusan DKPP.
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Keputusan Presdien dan juga Keputusan KPU/Bawaslu yang merupakan 
tindak lanjut dari Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat bisa 
diajukan gugatan ke PTUN. Permasalahan itu kemudian telah dijawab 
Tim Peneliti USAKTI di atas, setelah terlebih dahulu mereka melakukan 
kajian, melakukan proyek yang dikehendaki DKPP, secara yuridis atas 
persoalan mengapa Keputusan Presiden, juga Keputusan KPU/Bawaslu 
tersebut dapat digugat di PTUN, dan bagaimana seharusnya Putusan 
DKPP, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh PTUN.

Penelitian terhadap sepuluh Keputusan KPU dan satu Bawaslu 
yang digugat di PTUN selama tahun 2014 yang dilakukan Tim Peneliti 
USAKTI itu (proyek yang dimintakan pihak DKPP), juga secara 
tersirat memersoalkan pengaturan yang sama yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan8 yang tidak hanya mengatur DKPP, 
namun juga secara selintas menyinggung atau diarahkan kepada 
pengaturan kelembagaan atau dewan etik yang berada pada lembaga 
tertentu yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pelanggaran 
etik. Lembaga-lembaga, yang juga secara tersirat menjadi sasaran 
studi Tim Peneliti USAKTI tersebut, yaitu Majelis Kehormatan Hakim 
(MA dan KY), Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR RI), Majelis 
Kode Perilaku (Kejaksaan), Kode Etik Advokat (Profesi Advokat), dan 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Profesi Dokter), 
dan Mahkamah Kehormatan Hakim MK. 

Dikatakan juga menjadi concern dari penelitian Tim Peneliti USAKTI 
tersebut, karena adanya permasalahan yang terungkap dalam Laporan 
Penelitian dimaksud, yaitu akan menjadi seperti apakah nasib dari 
Keputusan lembaga-lembaga (dewan etik) itu, jika Putusan DKPP yang 
bersifat final saja dapat digugat di PTUN. 

Penelitian survei di atas bersifat kualitatif, meskipun menggunakan 
metode purposive sampling, karena menyasar sebelas Keputusan KPU/
Bawaslu pada tahun 2014 yang merupakan tindak lanjut Putusan DKPP 
yang digugat ke PTUN. Dalam survey kualitatif dimaksud, menarik 
untuk dikemukakan pula di sini, ada pula diikutkan sebelas Putusan 
DKPP, yang seperti dikemukakan penulis di bab-bab terdahulu dari buku 

8Saat ini semua peraturan perundang-undangan tersebut telah digantikan 
dengan UU Peilu, yaitu UU No. 7 Tahun 2018, kecuali yang mengatur mengenai 
Pemilihan (istilah untuk menggantikan Pemilukada dalam pengaturan yang lama). 
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ini tidak secara langsung menghadapi “ujian” di PTUN karena setidak-
tidaknya kesebelas Putusan DKPP itu hanya menjadi barang bukti 
dalam sengketa PTUN dimaksud dan pihak DKPP sebagai institusi serta 
Penjabat pembuat Putusan DKPP juga tidak ditarik, atau melibatkan 
diri dalam sengketa. 

Selain putusan-putusan yang telah digambarkan dalam bab-bab 
terdahulu dari buku ini (dua Putusan PTUN dan satu Putusan MK), 
dirasakan perlu pula untuk mengemukakan di bawah ini uraian katalogis 
terhadap putusan-putusan DKPP yang pernah menghadapi “ujian” 
secara tidak langsung di PTUN9. Putusan DKPP yang pertama, yaitu 
Putusan No. 333/DKPP-PKE-III/2014 Kabupaten Padang Lawas Utara. 
Putusan DKPP itu ditindaklanjuti Surat Keputusan KPU No. 2383/
Kpts/KPU-Prov-002/2014. Keputusan DKP ini kemudian digugat ke 
PTUN No.205/G/2014/PTUN-JKT. Tidak dilakukan upaya Banding, 
maupun Kasasi. Gugatan ditolak di PTUN Jakarta. Dalam Putusan 
No.205/G/2014/PTUN-JKT tersebut, terdapat pertimbangan hukum 
Hakim, bahwa terbukti ada permasalahan Etik, dengan pihak korban, 
yaitu adanya pelecehan seksual dan pemerasan.

Putusan DKPP yang kedua, yaitu Putusan No. 67/DKPP-PKE-
III/2014 Provinsi Sumatera Utara. Putusan DKPP itu ditindaklanjuti 
Surat Keputusan Keputusan KPU No. 1485/Kpts/kpu-prov-002/ 
2014 tentang Pemberhentian Tetap pada Penggugat dan Peringatan 
Keras Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumut. Keputusan DKPP 
ini kemudian digugat ke PTUN No.42/G/2014/PTUN.MDN. Tidak 
dilakukan upaya banding, maupun Kasasi atas Putusan PTUN 
Medan tersebut. Gugatan dikabulkan PTUN Medan. Dalam Putusan 
No.42/G/2014/PTUN.MDN tersebut terdapat pertimbangan hukum 
Hakim, bahwa mereka melihat adanya kesalahan prosedural dari 
Putusan DKPP. 

9Tidak hanya gambaran akan “ujian” yang dihadapi DKPP di PTUN, buku 
ini jua secara sangat lengkap telah memaparkan gambaran tentang “ujian” yang 
pernah dihadapi DKPP secata tidak langsung di Mahkamah Konstitusi. Hal itu 
dikemukakan dalam Bab V buku ini. Perlu dikemukakan di sini, adalah merupakan 
fair use, harus diapresiasi, bahwa informasi yang dikemukakan di sini dikutip dari 
Laporan Penelitian Tim Peneliti USAKTI, sebagaimana telah dikemukakan di atas. 
Lihat, Tabel 1, Keputusan KPU/Bawaslu sebagai Tindak Lanjut Putusan DKPP 
yang Digugat ke PTUN.
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Keputusan DKPP memberikan sanksi yang berbeda terhadap 
Teradu II (Penggugat), jika dibandingkan dengan sanksi terhadap 
Teradu I, III, IV, dan V. PTUN menilai Putusan DKPP mengandung 
pelanggaran terhadap asas keseimbangan. Dikatakan pelanggaran atas 
asas keseimbangan, karena hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat 
dan Teradu I, III, IV dan V tidak seimbang dengan kesalahan yang 
diputuskan. Begitu pula dikemukakan dalam pertimbanan hukum hakim 
itu, alasan, bahwa Penanganan pelaporan penyelenggaraan Pemilu tidak 
melalui mekanisme hukum yang berlaku.10

Putusan DKPP yang ketiga, yaitu Putusan No. 65/DKPP-PKE-
III/2014, No. 66/DKPP-PKE-III/2014 Provinsi Sumatera Utara. 
Putusan DKPP itu ditindaklanjuti Surat Keputusan KPU No 1481/
Kpts/kpu-prov-002/2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringan 
Keras Anggota KPU Nias Selatan Prov Sumut.11 Keputusan DKP 
ini kemudian digugat ke PTUN No.43/G/2014/PTUN.MDN. Tidak 
ada upaya hukum, baik itu berupa Banding, maupun Kasasi atas 
Putusan PTUN Medan dimaksud oleh KPU sebagai pihak Tergugat. 
Dalam Putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat itu, terdapat 
pertimbangan hukum Hakim di PTUN Medan, bahwa ada pelanggaran 
prosedural yang dilakukukan DKPP. Selanjutnya dikemukakan alasan, 
bahwa penanganan pelaporan dugaan pelanggaran penyelenggara 
Pemilu melanggar sejumlah rumusan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dikemukakan kaidah yang dilanggar pihak DKPP, yaitu 
tidak dilakukannya proses Pemberhentian Sementara.12 Pelanggaran 
prosedural juga terlihat, dilakukan pihak DKPP, karena pokok aduan 
yang diajukan pihak Pengadu kepada DKPP tidak termasuk dalam 
kualifikasi menurut ketentuan hukum yang berlaku.13

10Terdapat di sana aturan-aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu 
Pasal 249 dan Pasal 250 UU No 8 Tahun 2012 jo Pasal 10 Peraturan DKPP No. 1 
Tahun 2013.

11Gambaran lengkap mengenai sengketa ini dikemukakan dalam bab 
sebelumnya.

12Pasal 249 ayat (1) dan ayat (5) UU No 8 Tahun 2012, Pasal 8 Peraturan 
DKPP No. 2 Tahun 2012; Pasal 28 UU No 15 Tahun 2012. Aturan-aturan ini sudah 
dinyatakan tidak berlaku dengan UU Pemilu.

13Pasal 251 UU No 8 Tahun 2012. Aturan-aturan ini telah sudah dinyatakan 
tidak berlaku dengan UU Pemilu.
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Putusan DKPP yang keempat, yaitu Putusan No. 308/DKPP-
PKE-III/2014 Provinsi Sulawesi Selatan. Putusan DKPP itu 
ditindaklanjuti Surat Keputusan KPU Provinsi Sulsel No. 66/Kpts/
KPU-Prov-025/XI/2014. Keputusan DKP ini kemudian digugat ke 
PTUN No.108/G/2014/PTUN.MKS. Terhadap Putusan PTUN Makasar 
tersebut, diajukan upaya hukum Banding, yaitu dengan No.89/B/2015/
PT.TUN.MKS. Tidak terdapat upaya hukum Kasasi. Dalam Putusan 
Banding atas Putusan PTUN No.108/G/2014/PTUN.MKS, terdapat 
pertimbangan hukum Hakim di PT TUN Makasar, bahwa terbukti ada 
pelanggaran etik yang dilakukan pihak Penyelenggara Pemilu. Dalam hal 
ini, pihak Penyelenggara menemui Caleg dan meminta uang. Gugatan 
ditolak.

Putusan DKPP yang kelima, yaitu Putusan No. 290/DKPP-PKE-
III/2014 Makasar. Putusan DKPP itu ditindaklanjuti Surat Keputusan 
Bawaslu Sulsel No. 052-KEP Tahun 2014. Keputusan DKP ini kemudian 
digugat ke PTUN No. 05/G/2015/PTUN.MKS. Berbeda dengan yang 
terjadi dalam Putusan-Putusan sebelumnya, dalam Putusan PTUN 
kali ini, terdapat upaya Banding, yaitu Putusan No. 112/B/2015/
PT.TUN.MKS, maupun Putusan Kasasi No. 181 K/TUN/2016. 
Perlu dikemukakan di sini, bahwa dalam Putusan Kasasi No. 181 K/
TUN/2016, Gugatan pihak Penggugat ditolak. Dalam pertimbagnan 
hukum Hakim dijumpai alasan, bahwa gugatan Penggugat itu ditolak, 
karena benar terbukti ada Pelanggaran etik, yaitu Etik Pihak Penggugat 
meminta uang kepada sekretariat Panwaslu.

Putusan DKPP yang keenam, yaitu Putusan No. 199-200/PKE-
III/2014 Kabupaten Musi Banyuasin Palembang. Putusan DKPP 
itu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU No. 100/KPTS/
KPU.Prov-006/IX/2014. Keputusan DKPP ini kemudian digugat ke 
PTUN No. 50/G/2014/PTUN-PLG. Tidak ada upaya hukum, baik itu 
berupa Banding maupun Kasasi atas Putusan PTUN No. 50/G/2014/
PTUN-PLG tersebut. Dalam Putusan PTU tersebut, gugatan pihak 
Penggugat dikabulkan oleh pihak PTUN. Alasan dikabulkannya 
Gugatan Penggungat, karena dalam pertimbangan hukum Hakim 
PTUN dimaksud, dikemukakan bahwa DKPP terbukti melakukan 
pelanggaran prosedur. Dijelaskan dalam pertimbangan Hakim dalam 
Putusan dimaksud, bahwa pelanggaran proseduran dimaksud, yaitu 
Komisioner DKPP tidak ada yang menghadiri sidang. Disamping 
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itu, dikemukakan pula sebagai indikator pelanggaran prosedur yang 
dilakukan pihak DKPP, yaitu pihak Penggugat tidak diberi kesempatan 
untuk menghadirkan saksi.

Putusan DKPP yang ketujuh, yaitu Putusan No. 70.106.121/PKE-
III/2014. Putusan DKPP itu ditindaklanjuti Surat Keputusan KPU No. 
93/Kpts/Kpu.Prov-031/2014, Keputusan KPU No. 101/Kpts/Kpu.
Prov-031/2014. Keputusan DKPP ini kemudian digugat ke PTUN No. 
10/G/2014/PTUN-TPI. Tidak ada upaya hukum Banding maupun 
Kasasi atas Putusan PTUN dimaksud. Gugatan pihak Penggugat 
dalam sengekta TUN ini dikabulkan pihak Pengadilan TUN. Adapun 
pertimbangan hukum pihak Hakim dalam megnabulkan gugatan pihak 
Penggugat dimaksud, yaitu karena adanya cacat prosedur. Dikemukakan, 
bahwa terbitnya Keputusan cacat prosedur, melanggar asas kecermatan.

Putusan DKPP yang kedelapan, yaitu Putusan No.49/DKPP-PKE-
III/2014 Kabupaten Solok Selatan. Putusan DKPP itu ditindaklanjuti 
Surat Keputusan KPU No. 68/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014. 
Keputusan DKPP ini kemudian digugat ke PTUN No. 12/G/2014/
PTUN-PDG. Dalam Putusan dimaksud, Gugatan Penggugat ditolak. 
Dilakukan upaya Banding oleh pihak Penggugat, yaitu dengan No. 
57/B/2015/PT.TUN.MDN dan Kasasi dengan No. 374 K/TUN/2015. 
Adapun pertimbangan hukum Hakim menolak gugatan Penggugat, 
karena terbukti Penggugat melakukan pelanggaran etik, yaitu melakukan 
Pembiaran atas tertukarnya kertas suara.

Putusan DKPP kesembilan, yaitu Ptusan No. 133.182/DKPP-PKE-
III/2014 Kabupaten Simeulue. Putusan DKPP itu ditindaklanjuti Surat 
Keputusan KPU No. 570/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Keputusan DKPP 
ini kemudian digugat ke PTUN No. 254/G/2014/PTUN-JKT. Tidak 
terdapat upaya hukum, baik banding maupun Kasasi atas Putusan 
PTUN Jakarta, yang berisi penolakan atas gugatan pihak Penggugat. 
Adapun pertimbangan hukum Hakim di balimk penolakan atas gugatan 
Penggugat itu, yaitu terbukti Penggugat melakukan pelanggaran 
etik. Dikemukakan, bahwa pihak Penggugat Tidak melaksanakan 
rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simeuleu untuk melakukan 
perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan suara.

 Putusan DKPP kesepuluh, yaitu Putusan No. 91/DKPP-PKE-
III/2014 Kabupaten Mentawai. Putusan DKPP itu ditindaklanjuti Surat 
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Keputusan KPU No. 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014. Keputusan 
DKPP ini kemudian digugat ke PTUN No. 13/G/2014/PTUN-PDG. 
Gugatan Penggugat tersebut ditolak PTUN, dan Penggugat melakukan 
upaya hukum berupa Banding, No. 55/B/2015/PT.TUN-MDN dan 
Kasasi, dengan No. 451 K/TUN/2015. Adapun pertimbangan hukum 
Hakim yang menolak gugatan Penggugat tersebut, yaitu terbukti 
bahwa Penggugat melakukan pelanggaran etik. Dikemukakan, bahwa 
Terbukti membuat kesepakatan secara tertulis untuk tidak melakukan 
pemungutan suara ulang terkait adanya surat suara yang tertukar.

Putusan DKPP kesebelas dalam studi Tim Peneliti USAKTI di 
atas, yaitu Putusan No. 271/DKPP-PKE-III/2014 Kabupaten Padang 
Lawas Utara. Putusan DKPP itu ditindaklanjuti Surat Keputusan 
KPU Nomor: 2383/Kpts/KPU-Prov-002/2014. Keputusan DKPP ini 
kemudian digugat ke PTUN No. 205/G/2014/PTUN-JKT. Pihak PTUN 
Jakarta menolak gugatan Penggugat, karena terbukti bahwa Penggugat, 
menurut pertimbangan hukum Hakim yang megnadili sengekta 
dimaksud, melakukan pelecehan seksual. Tidak ada upaya hukum, baik 
Banding maupun Kasasi dalam sengketa TUN tersebut. Dalam grafik-2 
yang dikemukakan di bawah ini, dikemukakan visualisasi atas keadaan 
putusan-putusan DKPP yang “diuji” di PTUN.

Menurut Peneliti di atas, semua Putusan di atas merupakan 
Putusan pemberhentian tetap. Dari jumlah Putusan yang dikemukakan 
di atas itu, terdapat sepuluh Keputusan KPU dan satu Keputusan 
Bawaslu yang merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP. Dari sebelas 
Putusan PTUN, empat diantaranya melakukan upaya Banding, dan tiga 
diantaranya berakhir sampai Kasasi. Ada tujuh Putusan PTUN menolak 
gugatan Penggugat. Menurut Tim Peneliti USAKTI tersebut di atas, 
penolakan dalam Putusan PTUN itu berarti bahwa ada tujuh Putusan 
PTUN yang menguatkan Keputusan KPU/Bawaslu, sebagai tindak lanjut 
dari Putusan DKPP. Empat Putusan PTUN lainnya, dikemukakan Tim 
Peneliti USAKTI tersebut di atas mengabulkan gugatan Penggugat. Hal 
itu dapat diartikan bahwa Putusan DKPP secara otomatis dipertanyakan 
eksistensinya.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Tim Peneliti di 
atas, menurut Tim Peneliti itu, dan seperti telah dikemukaan di atas 
dapat dianggap dalam buku ini sebagai mewakili masyarakat, kemudian 
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memberikan penilaian yang bersifat umum. Menurut mereka (Tim 
Peneliti di atas), dapat dikatakan sebagai suatu rumus umum, yang 
dibangun dari Penelitian yang mereka lakukan, bahwa PTUN akan 
menolak gugatan Penggugat apabila tidak ada pelanggaran prosedur 
yang dilakukan oleh DKPP dalam mengeluarkan Putusan untuk 
menegakkan etik bagi Penyelenggara Pemilu karena adanya pelanggaran 
etika dari Penyelenggara Pemilu sebagai dasar Keputusan KPU/Bawaslu. 
Sebaliknya, PTUN akan memutuskan menerima gugatan Penggugat 
apabila terdapat pelanggaran prosedural, termasuk yang dilakukan 
DKPP dalam pemberhentian tetap,14 tanpa melihat adanya pelanggaran 
etika sebagai dasar dikeluarkannya Putusan DKPP.

Menurut Tim Peneliti sebagaimana dikemukakan di atas, dari 
hasil penelitian yang mereka lakukan, telah diperoleh gambaran bahwa 
alasan etik yang dipergunakan oleh DKPP untuk menjatuhkan Putusan 
pemberhentian tetap dapat berupa pelanggaran etik dalam rangka 
proses pelaksanaan Pemilu, maupun pelanggaran etika yang merupakan 
persoalan pribadi, tetapi sangat terkait dengan etika pejabat publik. 

Terdapat contoh yang dikemukakan Tim Peneliti USAKTI, dalam 
Laporan Tim Peneliti USAKTI di atas, kasus yang terkait etika yang 
bersifat pribadi. Misalnya, kasus pelecehan seksual yang dilakukan 
komisioner KPU terhadap Komisioner KPU yang lain. Hal itu 
pernah terjadi di KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan 
bentuk-bentuk pelanggaran etik yang berkaitan dengan kredibilitas 
Penyelenggara Pemilu, menurut Tim Peneliti di atas, yaitu menemui 
Caleg dan meminta uang, menyalahgunakan keuangan sekretariat 
Pengawas Pemilu, pembiaran terjadinya kasus tertukarnya kertas suara, 
tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu, membuat kesepakatan 
untuk tidak melaksanakan pemilihan ulang.

14Perlu dikemukakan di sini, bahwa Laporan Penelitian yang dikemukakan di 
atas, merupakan suatu Laporan Penelitian yang masih menggunakan dasar hukum 
yang lama, yaitu UU No. 15 Tahun 2011 dan Peraturan DKPP No.2 Tahun 2012. 
Saat ini, seperti di sana-sini dikemukakan dalam buku ini, kedua dasar yuridis 
yang menjadi alasan dilakukannya Penelitian oleh Tim Peneliti di atas, sudah 
tidak berlaku lagi.
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Grafik 2. Tindak Lanjut Putusan DKPP
Sumber: Laporan Penelitian Tim Peneliti USAKTI 2017.

Penting pula untuk mengemukakan dimensi menarik dalam Laporan 
Penelitian Tim Peneliti USAKTI di atas, bahwa setelah mereka melihat 
bagaimana proses kerja, wewenang dan sifat putusan lembaga atau 
dewan etik lain, Tim Peneliti USAKTI di atas kemudian memberikan 
penilaian yang bersifat perbandingan lembaga-lembaga etik itu dengan 
DKPP. Menurut Tim Peneliti USAKTI dimaskud, dibandingkan dengan 
kewenangan Lembaga-Lembaga Etik lainnya, diperoleh gambaran 
bahwa hanya pada lembaga DKPP saja putusan terhadap pelanggaran 
etik itu bersifat final dan mengikat lembaga yang lain. Sedangkan pada 
lembaga etik lain selain DKPP, Putusan dari lembaga-lembaga itu hanya 
merupakan rekomendasi saja, tidak bersifat final dan mengikat.

Laporan Penelitian dari Tim Peneliti USAKTI sebagaimana 
dikemukakan di atas juga mengemukakan analisis dan pembahasan. Ada 
dua pokok analisis yang dikemukakan dalam Penelitian di atas. Pertama, 
bahwa menurut Tim Peneliti di atas, dan seperti dalam judul bab ini 
dikategorikan sebagai penilaian masyarakat terhadap eksistensi DKPP 
sebagai institusi penegak etik bagi Penyelenggara Pemilu, Keputusan 
KPU/Bawaslu yang merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP dapat 
dibatalkan PTUN. Tim Peneliti USAKTI itu tidak menyatakan secara 
eksplisit, bahwa Putusan DKPP yang memerintahkan KPU/Bawaslu, 
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termasuk kemungkinan termasuk memerintahkan Presiden dan lembaga 
terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan 
PTUN.

Undang-Undang lama, yang mengatur menenai DKPP yang menjadi 
pusat perhatian Penelitian Tim Peneliti FH-USAKTI itu, yaitu UU No. 
15 Tahun 2011, berisi rumusan ketentuan bahwa DKPP, adalah lembaga 
yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 
dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP 
dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau 
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, 
anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota 
KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota 
Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota 
Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per-orang 
Pejabat Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam 
arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, 
provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti 
sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu 
tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi.

Sesuai dengan tujuan dibentuknya DKPP, maka kewenangan DKPP 
adalah memberikan Putusan terhadap pelanggaran etika dilakukan 
oleh penyelenggara Pemilu, baik itu anggota KPU, Bawaslu, Panwaslu, 
bahkan sampai pada pelaksana yang paling rendah tingkatannya, yaitu 
KPPS.

Menjawab pertanyaan mengapa Keputusan PU/Bawaslu, termasuk 
Keputusan Presiden dan lembaga terkait menurut peraturan perundang-
undagnan lainnya sebagai tindak lanjut (perintah) dari Putusan DKPP 
dapat digugat ke PTUN, maka Tim Peneliti itu membahasnya dengan 
memerhatikan kedudukan DKPP, substansi kewenangan DKPP, dan 
prosedur Putusan DKPP.

Tim Peneliti dari FH USAKTI dalam Laporan Penelitiannya 
mengemukakan kesetujuannya dengan Putusan MK, bahwa dari sudut 
kedudukan, maka dalam ketatanegaraan Indonesia DKPP itu bukanlah 
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pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir dari rezim hukum kekuasaan 
kehakiman. Tim Peneliti USAKTI yang melakukan Penelitian atas 
Perintah DKPP itu justru mengemukakan bahwa DKPP adalah suatu 
lembaga yang lahir dari rezim Hukum Pemilihan Umum. Menurut 
Tim Peneliti FH-USAKTI tersebut, dalam rezim hukum kekuasaan 
kehakiman, penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah 
Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, 
dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pihak Tim Peneliti FH-USAKTI di atas selanjutnya mengemukakan 
bahwa DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk 
dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana 
dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat 
(1) UU No. 48 Tahun 2009. Kembali ditegaskan pihak Tim Peneliti 
FH-USAKTI itu, bahwa DKPP tidak termasuk pula sebagai salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) 
UUD 1945.15 Menguatkan dalil mereka, Tim Peneliti FH-USAKTI itu 
kemudian mengutip Putusan MK, seperti gambaran lengkapnya telah 
dikemukakan dalam Bab V Buku ini, bahwa: “

Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa 
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), yaitu Putusan Nomor 
115/PHPU.D-XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota 
Tangerang) yang di dalamnya dinyatakan, “DKPP adalah organ 

15Kesimpulan dan penegasan yang dikemukakan pihak Tim Peneliti FH-
USAKTI tersebut di atas, agak berbeda dengan pandangan penulis buku ini, 
seperti urainnya telah dikemukakan dalam Bab II di muka. Lihat, supra, hlm., 
34-36. Bandingkan pula dengan yang dikemukakan dalam Teguh Prasetyo, Pemilu 
Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi), (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2017), hlm. 172-174, 178-179, 194-196. Perhatikan pula sejumlah catatan 
kaki dalam Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang 
Demokrasi), Cetakan Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), yaitu catatan 
kaki No., 4, 6, 14, 32.
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tata usaha negara16 yang bukan merupakan lembaga peradilan17 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24UUD 1945 yang memiliki 
kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

Menurut Tim Peneliti FH-USAKTI, kedudukan DKPP yang bukan 
merupakan lembaga peradilan tersebut berakibat pula pada putusan 
yang dikeluarkannya. Dijelaskan lebih jauh oleh Tim Peneliti USAKTI 
tersebut, bahwa meskipun Putusan DKPP sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 12 ayat (12) adalah final dan mengikat, namun sifat final 
dan mengikat itu telah ditafsir lagioleh pihak Tim Peneliti FH-USAKTI 
tersebut sebagai “tidak sama dengan putusan lembaga peradilan”.18 
Menjadi persoalan adalah, apakah tafsir MK yang diikuti Tim Peneliti 
FH-USAKTI di atas adalah hukum yang berlaku. Bukankah baru akan 
menjadi hukum, apabila pihak legislator telah melakukan adopsi atas 
tafsir tersebut ke dalam undang-undang? 

Ditekankan kembali oleh Tim Peneliti FH-USAKTI di atas, bahwa 
sifat putusan final dan mengikat DKPP, hal yang sama juga merupakan 
sifat dari Putusan MK, tidak dapat disamakan dengan putusan final dan 
mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Menurut Tim Peneliti 
FH-USAKTI tersebut, oleh karena DKPP adalah perangkat internal 
penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. 
Ditekankan lebih jauh oleh pihak Tim Peneliti FH-USAKTI itu bahwa 
sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP hanyalah mengikat terhadap 
Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. 

Oleh karena Presiden, KPU, maupun Bawaslu merupakan lembaga 
atau organ Tata Usaha Negara, maka setiap keputusan yang dikeluarkan 
oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan objek sengekata Tata Usaha 

16Apa yang dikemukakan pihak Tim Peneliti FH-USAKTI dan yang merujuk 
justifikasi yuridis pada Putusan MK di atas, berbeda dengan apa yang dikemukakan 
penulis, dalam Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru 
tentang Demokrasi), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017), hlm., 194-195, 
khususnya catatan kaki No. 32 buku itu. Bahwa DKPP bukan merupakan badan 
administratif dalam Sistem Hukum Pancasila, namun merupakan badan di atas 
ketatanegaraan.

17Pandangan ini juga berbeda dengan pengertian peradilan menurut Sudikno 
Mertokusumo, dalam Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran 
Baru tentang Demokrasi),(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm., 173 dan juga 
perhatikan catatan kakidalam buku itu, No. 14, 32. 

18Tidak terdapat argumentasi lebih jauh. 
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Negara, termasuk di dalamnya adalah Keputusan yang merupakan tindak 
lanjut atas Putusan DKPP. Dengan demikian, Keputusan Presiden, KPU, 
dan Bawaslu yang merupakan tindak lanjut atas Putusan DKPP dapat 
dibatalkan oleh PTUN apabila menurut pertimbangan hakim memenuhi 
syarat formal dan/atau syarat materiil suatu keputusan. Tidak dianalisis 
dalam Laporan Penelitian Tim Peneliti FH-USAKTI itu, yaitu persoalan 
apakah PTUN dapat membatalkan Putusan DKPP.19

Tim Peneliti FH-USAKTI di atas, juga mengelaborasi lebih jauh 
analisis mereka. Analisis yang meeka lakukan, yaitu dari sudut pandang 
Prosedur Pembebanan Sanksi atas Pelanggaran Etika. Menurut mereka, 
prosedur pemeriksaan pengaduan oleh DKPP diatur dalam diatur Pasal 
111-123 UU No. 15 Tahun 2011 dan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 
2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
Umum20. Berdasar hasil penelitian, menurut Tim Peneliti FH-USAKTI di 
atas, sepanjang DKPP melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, 
maka perkara etik yang menjadi dasar dikeluarkannya Putusan yang 
berisi pemberhentian anggota KPU/Bawaslu tidak akan diperiksa 
kembali oleh PTUN, sehingga PTUN dalam putusannya akan menolak 
gugatan Penggugat. Tidak terdapat kejelasan di sini, namun tampaknya 
rumusan kaliman yang dikemukakan Tim Peneliti FH-USAKTI di atas, 
secara tersirat telah menempatkan DKPP berada di bawah jurisdiksi 
PTUN. Padahal, tidak ada rumusan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tegas mengatur bahwa Putusan DKPP adalah merupakan 
beschikking.

Tidak ada yang salah dengan padangan masyarakat bahwa PTUN 
lebih menitikberatkan aspek prosedural di dalam pertimbangan 
putusannya. Dengan demikian, Keputusan KPU/Bawaslu, termasuk 
Keputusan Presiden yang merupakan tindak lanjut Putusan DKPP yang 
dikeluarkan tidak sesuai prosedur dapat dibatalkan oleh PTUN. Sebab, 
seperti yang dikemukakan pihak Tim Peneliti USAKTI di atas, hal itu 
dapat dibuktikan dengan hasil penelitian, di mana dari 11 Keputusan 
KPU/Bawaslu yang digugat di PTUN, empat Keputusan diantaranya 
dibatalkan oleh PTUN dengan alasan Keputusan dikeluarkan tidak 

19Jawaban atas persoalan ini sebetulnya masih menggantung. Hanya saja, hal 
itu dapat dilihat dalam gambaran lengkap putusan-putusan PTUN dan MK yang 
telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu dari buku ini.

20Kedua aturan ini sudah ketinggalan zaman (out of date).
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sesuai prosedur. Menjadi persoalan, seperti telah dikemukakan di 
atas adalah apakah dengan dibatalkannya putusan-putusan itu, 
secara otomatis Putusan DKPP menjadi batal. Persoalan ini masih 
membutuhkan kajian yang mendalam.

Ditilik dari sudut Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) 
PTUN, Tim Peneliti FH-USAKTI di atas mengemukakan bahwa PTUN 
berwenang untuk memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP 
yang menjadi dasar Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota. Pandangan ini sangat terburu-buru. Sebab, apabila 
diperhatikan dengan cermat isi putusan-putusan yang dikaji pihak Tim 
Peneliti FH-USAKTI di atas, di sana sama sekali tidak terlihat DKPP 
terlibat sebagai pihak secara langsung dalam sengketa-sengketa itu. 
Dalam hukum, tidak dapat dibenarkan sama sekali ada pemeriksaan 
terhadap suatu perbuatan tanpa mendengarkan pihak pembuatnya. 

Menurut pihak Tim Peneliti FH-USAKTI di atas, hal yang mereka 
kemukakan di atas itu, yaitu Putusan DKPP dapat dinilai oleh PTUN 
dikarenakan objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan 
pejabat TUN yang konkret, final, dan individual. Dengan demikian, 
adalah dimungkinkan apabila Keputusan KPU/Bawaslu yang merupakan 
tindak lanjut dari Putusan DKPP itu menjadi objek perkara dan 
bahkan dibatalkan atau sebaliknya dikuatkan oleh PTUN. Tampaknya, 
penilaian masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas tersebut telah 
menjumbuhkan antara Putusan DKPP dengan Putusan yang diterbitkan 
atas perintah Putusan DKPP. 

Jurisdiksi PTUN itu tidak dapat menjangkau putusan DKPP-nya 
tetapi putusan badan atau pejabat yang melaksanakan putusan DKPP. 
Putusan DKPP tidak dapat diganggu gugat, sebab final dan mengikat. 
Tampaknya, pandangan Tim Peneliti FH-USAKTI itu mengikuti 
pendapat hakim dalam putusan PTUN Medan21. Kewenangan PTUN 
untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Keputusan KPU/
Bawaslu yang merupakan tindak lanjut Putusan DKPP didasarkan 
pada alasan, bahwa DKPP adalah bagian dari organ Tata Usaha Negara 
di penyelenggara negara di bidang Pemilu, yang putusannya ditindak-

21Lihat pendapat hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara yang telah digambarkan dalam bab-bab di muka.
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lanjuti oleh lembaga Tata Usaha Negara, yaitu Presiden, KPU dan 
Bawaslu.

Sedangkan pokok analisis yang kedua dari Tim Peneliti FH-
USAKTI di atas, yaitu mengenai Substansi Putusan DKPP yang Secara 
Yuridis Tidak Dapat Dilakukan Upaya Hukum. Menurut Tim Peneliti 
di atas, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada 
perilaku etika pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas 
penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang 
menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu 
diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini juga merupakan 
pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 
No.31/PUU-XI/2013. Dari segi substansi, Putusan DKPP adalah berupa 
teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap 
terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran 
etik.

Telah dikemukakan di atas, bahwa menurut Tim Peneliti FH-
USAKTI itu, berdasar hasil penelitian, dari sebelas perkara gugatan 
ke PTUN, ada tujuh perkara yang ditolak oleh PTUN dengan dasar 
pertimbangan terbukti secara meyakinkan telah terjadi pelanggaran 
etika. Selanjutnya, telah dikemukakan pula pandangan Tim Peneliti 
FH-USAKTI di atas, bahwa sisanya, yaitu empat Keputusan KPU/
Bawaslu yang kemudian dibatalkan oleh PTUN dikarenakan menurut 
PTUN secara hukum cacat prosedural. 

Dalam pertimbangan hakim PTUN terhadap keputusan-keputusan 
yang dibatalkan tersebut, menurut Tim Peneliti FH-USAKTI, semuanya 
berkaitan dengan prosedur, diantaranya: (1) Putusan DKPP dikeluarkan 
tidak sesuai prosedur: Komisioner DKPP tidak ada yang menghadiri 
sidang. Penggugat tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi; 
(2) KPU menerbitkan surat pemberhentian tetap tanpa didahului 
pemberhentian sementara. Terbitnya Keputusan cacat prosedur, 
melanggar asas kecermatan; (3) KPU melanggar asas kecermatan, karena 
keputusan terbit hanya tiga hari setelah Putusan DKPP.

Dalam hal alasan dikabulkannya gugatan Penggugat adalah karena 
KPU melakukan kesalahan prosedur karena mengeluarkan Keputusan 
Pemberhentian Tetap tanpa melalui Pemberhentian Sementara. Namun 
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demikian, menurut Tim Peneliti FH-USAKTI di atas, hasil penelitian 
menunjukkan inkonsistensi Putusan PTUN, sehingga berdampak 
akhir pada Putusan PTUN yang berbeda-beda, sesuai Majelis Hakim 
yang memutuskan. Beberapa PTUN menjadikan alasan tersebut di atas 
sebagai dasar pertimbangan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat. 

Akibatnya, Keputusan KPU dibatalkan oleh PTUN. Sementara 
dalam beberapa kasus yang lain, meskipun Putusan DKPP menyatakan 
Pemberhentian Tetap, tanpa melalui sanksi Pemberhentian Sementara, 
yang kemudian ditindak-lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU, 
tidak dibatalkan oleh PTUN. 

Dalam pandangan masyarakat, dalam hal ini yaitu Tim Peneliti FH-
USAKTI di atas, sesuai dengan Hukum Administrasi, maka Keputusan 
Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu 
yang hanya merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP dapat 
dikualifikasikan sebagai bersifat deklaratoir, karena keputusan tersebut 
hanya menguatkan keadaan hukum yang telah dibuat DKPP melalui 
putusannya. 

Sedangkan Presiden, KPU RI, Bawaslu, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota tidak berada pada posisi menciptakan hubungan 
hukum baru atau keadaan baru dari yang sebelumnya tidak ada. 
Dengan demikian maka Putusan DKPP itu putusan pengadilan karena 
melahirkan dan menciptakan hubungan hukum/hak dan kewajiban serta 
keadaan baru yang eksekutoir, bukan sekadar deklaratif. 

Sehingga tafsir yang menguntungkan kedudukan DKPP haruslah 
merupakan putusan lembaga peradilan menurut UU Pemilu. kalau 
tafsir ini yang digunakan, maka langsung menimbulkan akibat hukum 
dan tidak dapat digugat di ptun karena KTUN yang merupakan hasil 
putusan pengadilan tidak dapat menjadi objek gugatan di PTUN. 

Ini membantah semua rasio dalam berbagai putusan PTUN 
dan MK dan diikuti dengan pendapat ahli seperti yang ada dalam 
penelitian di atas. ini juga sejalan dengan teori keadilan bermartabat 
untuk menjadikan DKPP sebagai penegak etik penyelenggara pemilu 
bermartabat. Kalau tidak ada seperti ini maka DKPP menjadi bukan 
penegak yang bermartabat, namun dapat dipecundangi. 

Hanya saja, dalam padangan masyarakat yang ada, seperti yang 
diwakili oleh Tim Peneliti FH-USAKTI di atas, keputusan DKPP 
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hanya berfungsi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai 
instrumen untuk menimbulkan akibat hukum terhadap apa yang telah 
diputuskan oleh DKPP. Oleh karena itu, sepanjang Putusan DKPP tidak 
bertentangan dengan wewenang yang dimiliki dan tidak bertentangan 
dengan prosedur, maka PTUN tidak boleh mengadili apa yang menjadi 
wewenang DKPP yang merupakan peradilan etik menurut hukum.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, terutama terkait dengan 
masalah materiil (substansi atau objek sengeta TUN) yang bersumber 
dari Keputusan KPU/Bawaslu, serta prosedur formil terkait kewenangan 
mengadili (kompetensi absolut PTUN), dalam hal ini terdapat lembaga 
negara sejenis DKPP yang memiliki kewenangan memutus atas perkara 
persaingan usaha tidak sehat. 

Pada awal terbentuknya otoritas persaingan usaha, beberapa kali 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) digugat ke PTUN, 
meskipun secara eksplisit yuridis undang-undang menyatakan, bahwa 
upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU diajukan ke Pengadilan 
Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Guna mengatasi prosedur 
berperkara yang belum diatur secara rinci dalam UU No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Upaya Mengajukan Keberatan atas Putusan KPPU. 

Peraturan tersebut antara lain menyatakan bahwa Putusan KPPU 
bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara. Bertolak dari pembentukan 
hukum tersebut. Menurut Tim Peneliti USAKTI di atas, guna mengatasi 
gugatan Keputusan KPU/Bawaslu yang bersumber dari Putusan DKPP, 
Mahkamah Agung dapat membentuk Surat Edaran yang berlaku di 
lingkungan pengadilan agar Pengadilan Tata Usaha Negara menolak 
Keputusan KPU/Bawaslu yang bersumber dari Putusan DKPP yang 
menjatuhkan sanksi etik kepada pihak-pihak penyelenggara Pemilu.

Berdasar hasil penelitian dan analisis penelitian mereka, Tim Peneliti 
FH-USAKTI di atas mengambil kesimpulan bahwa: 1) Keputusan KPU/
Bawaslu yang merupakan tindak lanjut Putusan DKPP dapat dibatalkan 
oleh PTUN. Hal itu dikarenakan, KPU dan Bawaslu merupakan organ 
tata usaha negara. Mengingat KPU dan Bawaslu merupakan organ tata 
usaha negara, maka keputusan yang dikeluarkannya merupakan objek 
sengketa Tata Usaha Negara. Di dalam praktiknya, PTUN lebih banyak 
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membatalkan Keputusan KPU/Bawaslu yang dikeluarkan dengan tidak 
memenuhi kaidah prosedural, meskipun benar telah terjadi pelanggaran 
etik. 

2) Putusan DKPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan 
Keputusan KPU/Bawaslu dan dilakukan upaya hukum dalam hal 
putusan tersebut: (a) secara yuridis putusan tersebut ditetapkan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No.15 tahun 2011 
dan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012. b. secara substantif sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliki DKPP berdasarkan ketentuan dalam 
UU No.15 Tahun 2011.

Masyarakat, dalam hal ini Tim Peneliti FH-USAKTI di atas 
juga mengajukan rekomentasi agar Keputusan KPU/Bawaslu yang 
merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP yang merupakan 
hasil putusan berdasarkan pelanggaran etik tidak dibatalkan oleh 
PTUN berdasarkan alasan prosedural semata, maka perlu dibangun 
Kesepahaman antara DKPP dengan Mahkamah Agung sebagai puncak 
kekuasaan kehakiman yang tertinggi, dengan maksud untuk membuat 
kesepakatan antara DKPP dan MA, yang isinya PTUN tidak akan 
memeriksa gugatan terhadap Keputusan KPU/Bawaslu yang merupakan 
tindak lanjut Putusan DKPP. 

Kesepahaman tersebut dapat dituangkan dalam Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) atau sekurang-kurangnya Surat Edaran yang 
berlaku di lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Dengan 
demikian, upaya untuk menegakkan etika penyelenggara Pemilu dalam 
rangka mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL dapat terlaksana 
dengan bekerjanya penyelenggara Pemilu secara profesional dengan 
memerhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
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Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1999 
No. 75, Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI No. 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor  5316) (telah dicabut dan dinyatakan 
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Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2017 No.  1338 );

Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 mencabut Peraturan DKPP No. 
1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu (BNRI Tahun 2013 No. 1603).

3.	 Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 43/G/2014/PTUN-
MDN, tanggal 3 November 2014;

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dengan 
Putusan No. 20/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Maret 2015;
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PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG 
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	 :	 a.	 bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan 
kredibilitas penyelenggara pemilihan umum perlu disusun kode etik 
dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilihan umum;

		  b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu 
menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 
Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 
Pemilihan Umum;

Mengingat	 :	 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	    2.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

	 3.		 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	 :	PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN 

UMUM TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU 
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
	         Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1.	 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, 
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.	 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk 
memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.	 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk 
memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.

4.	 Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, 
etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara 
Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan 
yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

5.	 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah 
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.

6.	 Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU 
Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

7.	 Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Aceh dan 
KIP Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis 
dengan KPU.

8.	 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU 
Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

9.	 Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu 
di tingkat kecamatan atau nama lain.

10.	 Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu 
di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

11.	 Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar 
negeri.

12.	 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat 
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan 
pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

13.	 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya 
disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk 
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melaksanakan pemungutan suara  di tempat  pemungutan  suara luar 
negeri.

14.	 Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga 
Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15.	 Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu 
Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

16.	 Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia  Pengawas 
Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan 
yang hierarkis dengan Bawaslu.

17.	 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya 
disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi 
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

18.	 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu 
Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota 
untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau 
nama lain.

19.	 Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut 
Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi 
Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

20.	 Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut 
Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk 
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

21.	 Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 
Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan 
untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

22.	 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat 
DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode 
etik Penyelenggara Pemilu.

23.	 Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota 
DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan 
untuk Pemilu anggota DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik 
dan perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pasal 2
Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, 
wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan 
Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/
janji jabatan.

Pasal 3
Pengaturan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu bertujuan menjaga integritas, 
kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
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BAB II
ASAS, LANDASAN, PRINSIP, DAN SUMPAH JANJI PENYELENGGARA 

PEMILU 

		  Pasal 4
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil.

		  Pasal 5
(1)	 Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada:

a.	 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

b.	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor VI/MPR/2001tentang Etika Kehidupan Berbangsa;

c.	 sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
d.	 asas Pemilu; dan
e.	 prinsip Penyelenggara Pemilu.

(2)	 Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
a.	 anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota 

KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 
KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu 
Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas 
TPS;

b.	 Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.
(3)	 Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang Aparatur Sipil Negara.

		  Pasal 6
(1)	 Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu 

wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.
(2)	 Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada prinsip:
a.	 jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 

Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan 
pribadi, kelompok, atau golongan;

b.	 mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 
Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun 
yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan 
dan/atau putusan yang diambil;

c.	 adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 
Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;

d.	 akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 
Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(3)	 Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berpedoman pada prinsip:
a.	 berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, 

Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Lampiran 1 297

b.	 aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara 
Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan 
kesempatan;

c.	 tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 
Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan 
keseimbangan;

d.	 terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 
Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;

e.	 proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, 
Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan 
pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

f.	 profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, 
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban 
dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, 
dan wawasan luas;

g.	 efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 
Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana 
tahapan dengan tepat waktu;

h.	 efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara 
Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam 
penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

i.	 kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, 
Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan 
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Pasal 7
(1)	 Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota 

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:
	 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
	 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai 

anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP 
Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

	 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja 
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 
Pemilu Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, 
tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi 
atau golongan”.

(2)	 Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai 
berikut:

	 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
	 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai 

anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN dengan sebaik-baiknya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.
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	 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja 
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya 
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau 
golongan”.

(3)	 Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, 
Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai berikut:

	 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
	 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu 
Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

	 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja 
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya 
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau 
golongan”.

BAB III
PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 8
Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap 
dan bertindak:
a.	 netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan 

calon, dan/atau peserta Pemilu;
b.	 menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk 

terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
c.	 tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan 

atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
d.	 tidak memengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan 

dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;
e.	 tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau 

atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai 
politik atau peserta Pemilu tertentu;

f.	 tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak 
menanyakan pilihan politik kepada orang lain;

g.	 tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari peserta 
Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat 
menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara 
Pemilu;

h.	 menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau 
pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun 
tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, 
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dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan;

i.	 menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian 
lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan 
atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang 
bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum 
yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan;

j.	 tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan 
untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, 
penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apa pun dari pihak yang 
berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;

k.	 menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki  hubungan 
keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim 
kampanye;

l.	 menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik 
adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

Pasal 9
Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan 
bertindak:
a.	 menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik 

dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
b.	 memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi 

yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa 
informasi sementara.

Pasal 10
Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan 
bertindak:
a.	 memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon 

pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
b.	 memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap 

dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan 
yang dikenakannya;

c.	 menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam 
rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya 
sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan

d.	 mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan  kasus yang 
terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara 
adil.

Pasal 11
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu 
bersikap dan bertindak:
a.	 melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang 

secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b.	 melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang 

sesuai dengan yurisdiksinya;
c.	 melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan 

menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan

d.	 menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan 
tidak berpihak.
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Pasal 12
Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan 
bertindak:
a.	 menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan 

Pemilu;
b.	 mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; 
c.	 menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
d.	 memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan 

disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan
e.	 memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara 

lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13
Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap 
dan bertindak:
a.	 memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk 

mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan 
yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b.	 menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi 
publik secara efektif; 

c.	 memberikan respons secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan 
pertanyaan publik.

Pasal 14
Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap 
dan bertindak:
a.	 mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang 

dapat menimbulkan situasi konflik  kepentingan dalam pelaksanaan 
tugas Penyelenggara Pemilu;

b.	 menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu 
keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung 
maupun tidak langsung;

c.	 tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak 
resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan

d.	 menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat 
yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah 
ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk 
umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap 
dan bertindak:
a.	 memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara 

Pemilu;
b.	 menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program  lembaga 

Penyelenggara Pemilu;
c.	 melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan 

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

d.	 mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, 
dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
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e.	 menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai 
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

f.	 bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi 
profesi administrasi Pemilu;

g.	 melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan 
komitmen tinggi; dan

h.	 tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi 
Penyelenggara Pemilu.

Pasal 16
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap 
dan bertindak:
a.	 menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
b.	 menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan 

dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya 
perbaikannya;

c.	 menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
d.	 memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan 

mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
e.	 bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17
Dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan 
bertindak:
a.	 menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal 

penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan

b.	 melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan 
peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak 
konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.

Pasal 18
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap 
dan bertindak:
a.	 kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan 

anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan
b.	 menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab Pemerintah dalam 
melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai 
dengan prosedur dan tepat sasaran.

Pasal 19
Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu 
bersikap dan bertindak:
a.	 menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
b.	 menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;
c.	 menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga 

dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

d.	 menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
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e.	 Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu 
dan pemangku kepentingan Pemilu; 

f.	 tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi 
maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan 
kewajibannya;

g.	 memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan 
pikiran dan kesadaran pemilih;

h.	 memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses 
Pemilu;

i.	 membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk 
berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;

j.	 menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan 
hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan

k.	 memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi 
pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan 
dan menyampaikan hak pilihnya.

Pasal 20
Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, Penyelenggara Pemilu bersikap 
dan bertindak:
a.	 menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas 

sesuai kebutuhan;
b.	 memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi 

penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;
c.	 memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat 

mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai 
calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon 
Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai 
Penyelenggara Pemilu.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21
DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu 
yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 

Pasal 22
(1)	 Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:

a.	 teguran tertulis;
b.	 pemberhentian sementara; atau
c.	 pemberhentian tetap.

(2)	 Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a.	 peringatan; atau
b.	 peringatan keras.

(3) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c berupa:
a.	 pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau
b.	 pemberhentian tetap sebagai anggota.

Pasal 23
Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 
Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan Peraturan DKPP mengenai pedoman 
beracara penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan Dewan ini 
diundangkan, tetap berlaku ketentuan dalam Peraturan Bersama 
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 
2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan Bersama 
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 
2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
		        Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA,

									         HARJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1338 



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG 
PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK 
INDONESIA,

Menimbang	 :	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1) 
dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum;

Mengingat	 :	 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

		  2.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

		  3.	 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor  1338 );

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	 :	 PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA 

PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN BERACARA KODE ETIK 
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:
1.	 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
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rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.	 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk memilih 
gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

3.	 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri 
atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh 
rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.

4.	 Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan 
filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa 
kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut 
dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

5.	 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga 
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

6.	 Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah 
Penyelenggara Pemilu di provinsi.

7.	 Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota 
adalah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.

8.	 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU 
Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

9.	 Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat 
kecamatan atau nama lain.

10.	 Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang 
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa 
atau nama lain/kelurahan.

11.	 Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

12.	 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS 
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan 
suara di tempat pemungutan suara.

13.	 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya 
disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk 
melaksanakan pemungutan suara  di tempat  pemungutan  suara luar negeri.

14.	 Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga 
Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15.	 Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah 
badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di wilayah provinsi.

16.	 Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan 
Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan 
Bawaslu.

17.	 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu 
Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah kabupaten/kota.
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18.	 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu 
Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

19.	 Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu 
Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 
kelurahan/desa atau nama lain.

20.	 Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu  LN 
adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan 
Pemilu di luar negeri.

21.	 Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS 
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu 
Panwaslu Kelurahan/Desa.

22.	 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP 
adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu.

23.	 Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD 
provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota 
DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan 
perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

24.	 Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama partai 
politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh 
pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu 
penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis 
penyelenggaraan kampanye.

25.	 Masyarakat adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 
pemilih atau kelompok masyarakat.

26.	 Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh 
belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

27.	 Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut Rekomendasi 
DPR adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat.

28.	 Pengaduan dan/atau Laporan adalah pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara 
Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi 
DPR.

29.	 Pengadu dan/atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim 
kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau Rekomendasi DPR yang menyampaikan 
Pengaduan dan/atau Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu.

30.	 Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP 
Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, 
anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, 
anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu 
Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu Luar 
Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara 
Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

31.	 Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
32.	 Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan 

kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan.
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33.	 Verifikasi Materiel adalah pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya 
terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik.

34.	 Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh DKPP/Tim Pemeriksa Daerah 
untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu.

35.	 Resume adalah pendapat akhir dan rekomendasi setiap anggota Tim Pemeriksa 
terhadap hasil pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu.

36.	 Rapat Pleno DKPP adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk 
membahas, memusyawarahkan dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali 
dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP.

37.	 Putusan DKPP adalah putusan tentang perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
38.	 Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk 

oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi atau KIP 
Aceh, Bawaslu Provinsi dan unsur masyarakat.

39.	 Majelis adalah Ketua dan/atau Anggota DKPP yang melakukan sidang pemeriksaan 
dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU dan/atau anggota Bawaslu.

40.	 Tim Pemeriksa adalah TPD yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan 
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah.

41.	 Sekretariat adalah Sekretariat DKPP yang dikepalai oleh seorang Sekretaris.
42.	 Hari adalah hari kerja.

BAB II
PRINSIP PERSIDANGAN KODE ETIK

Pasal 2
(1)	 Persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip cepat, terbuka, dan 

sederhana.
(2)	 Pengaduan dan/atau Laporan serta persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu tidak dipungut biaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
(1)	 Setiap Penyelenggara Pemilu wajib mematuhi kode etik.
(2)	 Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

BAB IV
PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1)	 Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa 

a.	 Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
b.	 Rekomendasi DPR.

(2)	 Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diajukan oleh:
a.	 Penyelenggara Pemilu;
b.	 Peserta Pemilu;
c.	 tim kampanye;
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d.	 masyarakat; dan/atau
e.	 pemilih.

(3)	 Rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan 
oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 5
(1)	 Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran kode etik disampaikan secara 

tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen 
Pengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan secara 
elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat (compact disk) atau 
yang sejenis dengan itu.

(2)	 Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a.	 identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;
b.	 identitas Teradu dan/atau Terlapor;
c.	 uraian dugaan pelangaran kode etik; dan
d.	 permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan 

pelanggaran kode etik.
(3)	 Identitas Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b paling sedikit memuat:
a.	 nama lengkap;
b.	 jabatan; dan
c.	 alamat kantor.

(4)	 Uraian dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing 
Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi:
a.	 waktu perbuatan dilakukan;
b.	 tempat perbuatan dilakukan;
c.	 perbuatan yang dilakukan; dan
d.	 cara perbuatan dilakukan.

Pasal 6
(1)	 Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan 

dengan mengisi formulir dan melampirkan:
a.	 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau 

Pelapor; 
b.	 surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor; dan
c.	 alat bukti.

(2)	 Selain melampirkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Pengadu 
dan/atau Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus.

(3)	 Formulir Pengaduan dan/atau Laporan, surat pernyataan dan surat kuasa 
khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

Pasal 7
(1)	 Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) 

alat bukti.
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(2)	 Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.	 keterangan saksi;
b.	 keterangan ahli;
c.	 surat atau tulisan;
d.	 petunjuk; 
e.	 keterangan para pihak; atau
f.	 data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di 
atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara 
elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 8
(1) Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara: 

a.	 langsung; atau
b.	 tidak langsung.

(2)	 Pengaduan dan/atau Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a disampaikan kepada petugas penerima Pengaduan.

(3)	 Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b disampaikan melalui:
a.	 media elektronik; dan/atau
b.	 media non-elektronik.

Pasal 9
Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
a.	 anggota KPU;
b.	 anggota Bawaslu;
c.	 anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh;
d.	 anggota Bawaslu Provinsi;
e.	 anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
f.	 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
g.	 anggota PPLN; 
h.	 anggota Panwaslu LN; atau
i.	 anggota KPPSLN,
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu.

Pasal 10
Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
a.	 anggota PPK; 
b.	 anggota Panwaslu Kecamatan;
c.	 anggota PPS;
d.	 anggota Panwaslu Kelurahan/Desa; 
e.	 anggota KPPS; atau
f.	 pengawas Tempat Pemungutan Suara,
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota.

Pasal 11
(1)	 KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/

Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan 
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dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, Pengaduan dan/
atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara 
berjenjang.

(2)	 Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU 
Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian, 
anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada 
DKPP.

Pasal 12
Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

BAB V
PEMERIKSAAN PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN

Bagian Kesatu

Verifikasi Administrasi

Pasal 13

(1)	 Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan verifikasi administrasi oleh DKPP.

(2)	 Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan 
kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

(3)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS, DKPP menyampaikan kepada 
KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

(4)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/
atau Pengawas TPS, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

(5)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, DKPP menyampaikan kepada 
KPU.

(6)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota Panwaslu LN, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu.

(7)	 Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
dan Pasal 10 belum memenuhi syarat administrasi, DKPP wajib memberitahukan 
kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki.

(8)	 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis 
oleh DKPP paling lama 5 (lima) Hari setelah Pengaduan dan/atau Laporan 
dilakukan verifikasi administrasi.

(9)	 Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan 
dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki 
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengaduan dan/atau 
Laporan menjadi gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan dan/atau 
Laporan baru.

Pasal 14
(1)	 Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9, dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu.
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(2)	 Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan 
kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

(3)	 Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan belum memenuhi syarat administrasi, 
Bawaslu wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk 
melengkapi dan/atau memperbaiki.

(4)	 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bawaslu 
secara tertulis paling lama 3 (tiga) Hari sejak Pengaduan dan/atau Laporan 
diterima.

(5)	 Pengadu dan/atau Pelapor harus melengkapi dan/atau memperbaiki Pengaduan 
dan/atau Laporan  dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

(6)	 Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat 
administrasi, Bawaslu wajib menyampaikan berkas Pengaduan dan/atau Laporan 
kepada DKPP dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(7)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, Bawaslu menyampaikan 
kepada KPU untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme 
internal KPU.

(8)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota Panwaslu LN, Bawaslu melakukan verifikasi dengan 
berpedoman pada mekanisme internal Bawaslu.

Pasal 15
(1)	 Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10, dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran 

kode etik anggota PPK, PPS dan/atau KPPS, Bawaslu Kabupaten/Kota 
menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk 
dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU 
Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

(3)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/
atau Pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dengan 
berpedoman pada mekanisme internal Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 16
(1)	 Setiap Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan secara langsung telah 

dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan diberikan surat tanda terima.
(2)	 Formulir surat tanda terima Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

Bagian Kedua
Verifikasi Materiel, Registrasi, dan Penjadwalan Sidang

Pasal 17

(1)	 Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilakukan verifikasi 
materiel oleh DKPP.

(2)	 Verifikasi materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan 
kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk disidangkan.

(3)	 Dalam hal verifikasi materiel menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan belum 
memenuhi syarat untuk disidangkan, DKPP wajib memberitahukan kepada 
Pengadu dan/atau Pelapor dan diberi kesempatan untuk melengkapi.
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(4)	 Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan 
dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengaduan dan/atau 
Laporan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan dan/atau Laporan 
baru.

Pasal 18
Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi Verifikasi Administrasi dan 
Verifikasi Materiel dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP.

Pasal 19
Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi 
Materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan 
Pengaduan dan/atau Laporan.

Pasal 20
(1)	 DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama 2 (dua) Hari setelah Pengaduan 

dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel dan dicatat 
dalam buku registrasi perkara.

(2)	 Penetapan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 
kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diumumkan kepada masyarakat.

(3)	 Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan sidang, Pengadu dan/atau 
Pelapor wajib menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan sebanyak 8 
(delapan) rangkap disertai dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dalam format 
digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, 
cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu.

(4)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor belum menyerahkan dokumen Pengaduan 
dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menunda 
pelaksanaan sidang.

BAB VI
PERSIDANGAN

Bagian Kesatu
Persiapan Persidangan

Pasal 21

(1)	 Sekretariat menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya 
guna mendukung penyelenggaraan Persidangan.

(2)	 Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di kantor 
KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu Provinsi atau tempat lainnya.

Pasal 22
(1)	 Sekretariat menyampaikan panggilan sidang kepada Pengadu dan/atau Pelapor, 

Teradu dan/atau Terlapor paling singkat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan 
Persidangan.

(2)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak memenuhi panggilan pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa keterangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil persidangan, DKPP dapat 
menetapkan putusan.

(3)	 Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyampaikan panggilan 
kedua dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Persidangan.
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(4)	 Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), DKPP dan/atau TPD tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan 
menetapkan putusan.

Pasal 23
Dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh.

Pasal 24
Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain 
untuk mewakili dalam Persidangan.

Bagian Kedua
Tata Tertib Persidangan

Pasal 25
(1)	 Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, aman, lancar dan berwibawa.
(2)	 Pengunjung Persidangan wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan 

dalam Persidangan.
(3)	 Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait 

serta pengunjung Persidangan dilarang: 
a.	 membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau 

mengganggu jalannya Persidangan; 
b.	 melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu Persidangan 

dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Persidangan; dan 
c.	 merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan 

Persidangan lainnya.

Pasal 26
Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait serta 
pengunjung Persidangan wajib: 
a.	 menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan.
b.	 menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan 
c.	 menunjukkan sikap hormat kepada Majelis/Tim Pemeriksa.

Pasal 27
(1)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan 

Pihak Terkait serta pengunjung melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan teguran kepada 
pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban.

(2)	 Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, Ketua 
Majelis/Ketua Tim Pemeriksa berwenang memerintahkan untuk mengeluarkan 
pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dari 
tempat Persidangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Sidang Pemeriksaan

Pasal 28
(1)	 Setiap anggota Majelis/Tim Pemeriksa menandatangani daftar hadir sebelum 

dimulainya Persidangan.
(2)	 Petugas membacakan tata tertib Persidangan.
(3)	 Ketua dan Anggota Majelis/Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa memasuki 

ruangan.
(4)	 Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
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(5)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan Persidangan dibuka dan terbuka 
untuk umum sebelum Persidangan dimulai.

(6)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk 
membuka Persidangan.

(7)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menanyakan kepada para pihak apakah 
diminta atau memberi uang kepada Majelis/Tim Pemeriksa atau jajaran staf 
sekretariat pada setiap Persidangan.

(8)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan agenda Persidangan setelah 
Persidangan dibuka.

(9)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilakan Pengadu dan/atau Pelapor, 
Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan diri.

(10)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilakan Pengadu dan/atau Pelapor, 
Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan saksi dan/atau ahli dan/atau 
Pihak Terkait yang diajukan.

(11)	 Saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan 
pendapatnya yang dipandu oleh Majelis/Tim Pemeriksa.

(12)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu 
dan/atau Pelapor untuk menyampaikan pokok aduan.

(13)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Teradu dan/
atau Terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan dan/atau jawaban 
atas Pengaduan dan/atau Laporan dari pihak Pengadu dan/atau Pelapor.

(14)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada saksi, ahli, 
atau Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan.

(15)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu 
dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan pertanyaan dan/
atau tanggapan atas keterangan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.

(16)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Anggota 
Majelis/Anggota Tim Pemeriksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu 
dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait.

(17)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu 
dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/
atau alat bukti tambahan di dalam Persidangan.

(18)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk 
menunda Persidangan.

(19)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk 
melanjutkan Persidangan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (18).

(20)	 Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk 
menutup Persidangan.

(21)	 Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Persidangan

Pasal 29
(1)	 Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP.
(2)	 Dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 2 (dua) 

orang anggota DKPP.

Pasal 30
(1)	 Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi Teradu dan/

atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi Majelis.
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(2)	 Anggota DKPP dari unsur KPU atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang 
ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu.

(3)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU menjadi Teradu dan/atau Terlapor, 
pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU.

(4)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, 
pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur Bawaslu.

(5)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU serta Ketua dan seluruh Anggota 
Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota 
DKPP tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu.

Pasal 31
(1)	 Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa.
(2)	 Dalam hal sidang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota 

DKPP.
(3)	 Majelis/Tim Pemeriksa sidang tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok 

aduan yang diajukan dalam pokok perkara.
(4)	 Pelaksanaan persidangan meliputi:

a.	 memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
b.	 mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;
c.	 mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
d.	 mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
e.	 mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
f.	 mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
g.	 memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

(5)	 Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat 
menyampaikan alat bukti  tambahan dalam persidangan.

(6)	 Dalam hal sidang dianggap cukup, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa 
menyatakan persidangan selesai dan dinyatakan ditutup.

(7)	 Majelis menyampaikan hasil persidangan kepada Rapat Pleno.
(8)	 Sidang dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

BAB VII
SIDANG PEMERIKSAAN DI DAERAH

Pasal 32
(1)	 DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 

kode etik oleh:
a.	 anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu 

Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/
Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau

b.	 anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota 
Panwaslu Kelurahan/Desa,  anggota KPPS, Pengawas TPS jika 
dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, 
anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota 
KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2)	 DKPP dapat menugaskan TPD untuk memeriksa pemberhentian anggota 
PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu 
Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang dilaporkan oleh KPU 
Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota 
kepada DKPP.

(3)	 TPD diangkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan 
kebutuhan.
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(4)	 TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a.	 1 (satu) orang unsur anggota DKPP;
b.	 1 (satu) orang unsur anggota KPU Provinsi;
c.	 1 (satu) orang unsur anggota Bawaslu Provinsi; dan
d.	 1 (satu) orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh 

masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan 
etika, berdomisili di wilayah kerja TPD.

(5)	 Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu 
Provinsi sebagai Teradu, TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/
atau Bawaslu Provinsi tidak dapat menjadi Pemeriksa.

(6)	 Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu 
Provinsi menjadi Teradu, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu 
Provinsi mengajukan pengganti.

(7)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh menjadi 
Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD 
tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh.

(8)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, 
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa 
melibatkan unsur Bawaslu Provinsi.

(9)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh serta 
Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan 
dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur 
KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi.

(10)	 Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik menghadirkan Teradu dan/atau 
Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor, dan dapat menghadirkan saksi, ahli dan/
atau Pihak Terkait.

Pasal 33
(1)	 Dalam hal Ketua Tim Pemeriksa berhalangan, Ketua DKPP dapat 

menugaskan anggota DKPP lainnya sebagai pengganti.
(2)	 Dalam hal Ketua dan seluruh Anggota DKPP berhalangan menjadi TPD, 

pelaksanaan sidang pemeriksaan ditunda dan dilakukan penjadwalan ulang.

Pasal 34
(1)	 Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu 

Provinsi berhalangan, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu 
Provinsi dapat mengajukan pengganti.

(2)	 Dalam hal anggota TPD dari unsur masyarakat berhalangan, DKPP dapat 
menugaskan anggota TPD unsur masyarakat lainnya. 

Pasal 35
(1)	 Dalam hal sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa 

menyatakan sidang pemeriksaan selesai dan ditutup.
(2)	 Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Tim Pemeriksa Daerah dapat 

melaksanakan rapat.
(3)	 Setiap anggota Tim Pemeriksa wajib membuat resume dan rekomendasi 

serta menyampaikan kepada DKPP paling lama 2 (dua) Hari sejak sidang 
pemeriksaan ditutup.

(4)	 Resume dan rekomendasi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaporkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno 
DKPP.

(5)	 Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka 
kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno DKPP.
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BAB VIII
PENETAPAN PUTUSAN

Pasal 36
(1)	 Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari 

setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup.
(2)	 Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) 

orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 
5 (lima) orang anggota DKPP.

(3)	 Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan.
(4)	 DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya 

menetapkan putusan.
(5)	 Dalam hal anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota 

DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan 
dalam Rapat Pleno DKPP.

(6)	 Dalam hal anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan 
Rapat Pleno.

(7)	 Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara 
musyawarah untuk mufakat.

(8)	 Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan 
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan 
berdasarkan suara terbanyak.

(9)	 Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal 
ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda 
dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.

Pasal 37
(1)	 Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari 

sejak Rapat Pleno penetapan putusan.
(2)	 Putusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno DKPP diucapkan dalam 

Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak 
Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait.

(3)	 Amar putusan DKPP menyatakan:
a.	 Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;
b.	 Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau 
c.	 Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

(4)	 Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor 
terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa:
a.	 teguran tertulis;
b.	 pemberhentian sementara; atau
c.	 pemberhentian tetap.

(5)	 Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan 
tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor.

(6)	 Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan 
Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan 
persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu 
untuk melakukan pemeriksaan.

(7)	 DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik  berdasarkan hasil 
pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/
Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat Bawaslu di 
setiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP 
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Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, 
Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, 
Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, 
Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/
Desa.

Pasal 38
(1)	 Dalam hal pengaduan dan/atau laporan telah diregistrasi, sidang 

pemeriksaan terhadap Teradu dan/atau Terlapor yang tidak lagi sebagai 
Penyelenggara Pemilu dapat tetap dilanjutkan.

(2)	 Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila 
terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sanksinya pemberhentian 
tetap, DKPP dapat menjatuhkan sanksi untuk tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pasal 39
(1)	 Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
(2)	 Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 

(tujuh) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.
(3)	 Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, 

jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat 
keputusan pemberhentian tetap diterbitkan.

(4)	 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan 
mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

Pasal 40
(1)	 Salinan Putusan DKPP disampaikan kepada:

a.	 Teradu dan/atau Terlapor;
b.	 Pengadu dan/atau Pelapor; dan
c.	 Pihak Terkait lainnya.

(2)	 Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
ditindaklanjuti. 

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

(1)	 KPU melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN 
dan KPPSLN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas.

(2)	 KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan 
dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan 
berpedoman pada Peraturan KPU.

(3)	 Bawaslu melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota 
Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas.

(4)	 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran 
kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 
Pengawas TPS berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

Pasal 42
(1)	 Dalam hal Rapat Pleno KPU memutus pemberhentian anggota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan 
sementara sebagai PPLN, dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya 
keputusan pemberhentian.

(2)	 Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota 
memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 ayat (2), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota 
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PPK/PPD, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan 
pemberhentian.

(3)	 Dalam hal Rapat Pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), yang bersangkutan 
diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan 
diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(4)	 Dalam hal Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian 
anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), yang bersangkutan 
diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sampai dengan diterbitkannya 
keputusan pemberhentian.

(5)	 Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (4) diadukan dan/atau dilaporkan oleh KPU, KPU Kabupaten/
Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 
kepada DKPP untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Penyelesaian pelanggaran kode etik yang masih diproses dan belum diputus sebelum 
berlakunya Peraturan Dewan ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara 
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1603) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode 
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 810), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2017

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK 
INDONESIA,

								        HARJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017
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DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2017 NOMOR 1404
LAMPIRAN I	
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA 
PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 
2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA KODE ETIK 
PENYELENGGARA PEMILU
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A.	 FORMULIR PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN (FORM I-P/L DKPP)
											           FORM I-P/L DKPP

  PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Nomor     : ____ /I-P/L-DKPP/20____
I.	 Pengadu dan/atau Pelapor

a.	 Nama		 : ..................................................
b.	 No. KTP/Identitas lainnya		 : ..................................................
c.	 Tempat/Tanggal Lahir		 : ..................................................
d.	 Jenis Kelamin		 : ..................................................
e.	 Pekerjaan		 : ..................................................
f.	 Keterkaitan dengan 
	 aktivitas kepemiluan)*		 : ..................................................
g.	 Organisasi/Lembaga		 : ..................................................
h.	 Alamat tinggal/Kantor		 : ..................................................
i.	 No. Telpon/Selular		 : ..................................................
j.	 Faksimile		 : ..................................................
k.	 e-mail		 : ..................................................
Memberikan Kuasa Kepada)*		 : ..................................................
a.	 Nama	 : ..................................................
b.	 No. KTP/Identitas lainnya	 : ..................................................
c.	 Tempat/Tanggal Lahir	 : ..................................................
d.	 Jenis Kelamin	 : ..................................................
e.	 Pekerjaan 	 : ..................................................
f.	 Keterkaitan dengan 
	 aktivitas kepemiluan)*	 : ..................................................
g.	 Organisasi/Lembaga	 : ..................................................
h.	 Alamat tinggal/Kantor 	 : ..................................................
i.	 No. Telpon/Selular	 : ..................................................
j.	 Faksimile	 : ..................................................
k.	 e-mail	 : ..................................................

II.	 Teradu dan/atau Terlapor
Teradu 1
a.	 Nama	 : ................................................................
b.	 Jabatan	 : ................................................................
c.	 Kantor/Alamat	 : ................................................................
d.	 Telp/Hp	 : ................................................................
Teradu 2
a.	 Nama	 : ................................................................
b.	 Jabatan	 : ................................................................
c.	 Kantor/Alamat	 : ................................................................
d.	 Telp/Hp	 : ................................................................
Teradu 3
a.	 Nama	 : ................................................................
b.	 Jabatan	 : ................................................................
c.	 Kantor/Alamat	 : ................................................................
d.	 Telp/Hp	 : ................................................................
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Teradu 4
a.	 Nama	 : ................................................................
b.	 Jabatan	 : ................................................................
c.	 Kantor/Alamat	 : ................................................................
d.	 Telp/Hp	 : ................................................................
Teradu 5
a.	 Nama	 : ................................................................
b.	 Jabatan	 : ................................................................
c.	 Kantor/Alamat	 : ................................................................
d.	 Telp/Hp	 : ................................................................
Teradu 6
a.	 Nama	 : ................................................................
b.	 Jabatan	 : ................................................................
c.	 Kantor/Alamat	 : ................................................................
d.	 Telp/Hp	 : ................................................................
Teradu 7
a.	 Nama	 : ................................................................
b.	 Jabatan	 : ................................................................
c.	 Kantor/Alamat	 : ................................................................
d.	 Telp/Hp	 : ................................................................

III.	 Kronologi Kejadian
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

IV.	 Keterangan Lain
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................	
	

V.	 Tempat dan Waktu Pengaduan dan/atau Laporan
a.	 Diadukan dan/atau dilaporkan di	 :  ............................................
b.	 Hari/Tanggal/Jam		  : .............................................

Pengadu dan/atau Pelapor,				    Penerima Pengaduan dan/ 
										          atau Laporan,

…………………………………..… 			   ………………………………

Keterangan :
)* tidak perlu diisi jika pengadu tidak menguasakan kepada pihak lain
)** diisi apabila diketahui keterangan lain teradu dan/atau Terlapor
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B.	 FORMULIR SURAT PERNYATAAN (FORM II-P/L DKPP)
											           FORM II-P/L DKPP

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini .............. tanggal .... bulan ................ tahun ......... , saya: 
a.	 Nama	 : ….......................................................
b.	 Organisasi/Lembaga	 : ..........................................................
c.	 Nomor KTP/Identitas lain	 : …..…….............................................
d.	 Tempat/Tanggal Lahir	 : ..........................................................
e.	 Jenis Kelamin	 : ..........................................................
f.	 Pekerjaan	 : ..........................................................
g.	 Alamat Tinggal dan Kantor	 : ..........................................................
h.	 No. Telpon/Selular	 : ..........................................................
i.	 Faksimile	 : …......................................................
j.	 e-mail	 : ..........................................................
Selaku Kuasa Dari
a.	 Nama	 : …......................................................
b.	 Organisasi/Lembaga	 : ..........................................................
c.	 Nomor KTP/Identitas lain	 : …..…….............................................
d.	 Tempat/Tanggal Lahir	 : ..........................................................
e.	 Jenis Kelamin	 : ..........................................................
f.	 Pekerjaan	 : ..........................................................
g.	 Alamat Tinggal dan Kantor	 : ..........................................................
h.	 No. Telpon/Selular	 : ..........................................................
i.	 Faksimile	 : …......................................................
j.	 e-mail	 : ..........................................................

telah membuat Pengaduan dan/atau Laporan tentang pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu yakni ................................................. sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal ..................... 

	 Dengan Teradu Dan/Atau Terlapor I :
a.	 Nama	 : ..........................................................
b.	 Jabatan	 : ..........................................................
c.	 Alamat Kantor	 : ..........................................................
d.	 Keterangan lain	 : ..........................................................
Dengan Teradu dan/atau Terlapor II:
a.	 Nama	 : ..........................................................
b.	 Jabatan	 : ..........................................................
c.	 Alamat Kantor	 : ..........................................................
d.	 Keterangan lain	 : ..........................................................
		    .......................................................... 

				  
MENYATAKAN :

a.	 Pengaduan dan/atau Laporan tidak pernah disampaikan kepada DKPP/ Bawaslu 
Provinsi )* ;

b.	 Pengaduan dan/atau Laporan tidak pernah diputus oleh DKPP.
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Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari 
diketahui Pengaduan dan/atau Laporan ini palsu maka saya bersedia dituntut sesuai 
ketentuan hukum. 

……………………., …………… 20 .....
								        Yang membuat pernyataan,

								                

Materai

Keterangan:
)* Coret yang tidak perlu.
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C.	 FORMULIR SURAT KUASA KHUSUS (FORM III-P/L DKPP)					   
										          FORM III-P/L DKPP

SURAT KUASA KHUSUS

Pada hari ini ................. tanggal …. bulan .................... tahun ........, saya : 
a.	 Nama	 : …....................................................
b.	 Organisasi/Lembaga	 : .......................................................
c.	 Nomor KTP/Identitas lain	 : .......................................................
d.	 Tempat/Tanggal Lahir	 : .......................................................
e.	 Jenis Kelamin	 : .......................................................
f.	 Pekerjaan	 : .......................................................
g.	 Alamat Tinggal dan Kantor	 : .......................................................
h.	 No.Telpon/Selular	 : .......................................................
i.	 Faksimile	 : …....................................................
j.	 e-mail	 : .......................................................
Memberi Kuasa Khusus Kepada:
a.	 Nama	 : …...................................................
b.	 Nomor KTP/Identitas lain	 : .......................................................
c.	 Tempat/Tanggal Lahir	 : .......................................................
d.	 Jenis Kelamin	 : .......................................................
e.	 Pekerjaan	 : .......................................................
f.	 Alamat Kantor	 : .......................................................
g.	 No.Telpon/Selular	 : .......................................................
h.	 Faksimile	 : …...................................................
i.	 e-mail	 : .......................................................
Untuk:
Mengadukan dan/atau melaporkan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang 
diduga dilakukan oleh:
Teradu dan/atau Terlapor 1 :
a.	 Nama	 : ......................................................
b.	 Jabatan	 : ......................................................
c.	 Alamat Kantor	 : ......................................................
d.	 Keterangan lain	 : ......................................................
Teradu dan/atau Terlapor 2:
a.	 Nama	 : ......................................................
b.	 Jabatan	 : ......................................................
c.	 Alamat Kantor	 : ......................................................
d.	 Keterangan lain	 : ......................................................
Teradu dan/atau Terlapor 3:
a.	 Nama	 : ......................................................
b.	 Jabatan	 : ......................................................
c.	 Alamat Kantor	 : ......................................................
d.	 Keterangan lain	 : ......................................................
Teradu dan/atau Terlapor 4:
a.	 Nama	 : ......................................................
b.	 Jabatan	 : ......................................................
c.	 Alamat Kantor	 : ......................................................
d.	 Keterangan lain	 : ......................................................
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Teradu dan/atau Terlapor 5:
a.	 Nama	 : .....................................................
b.	 Jabatan	 : .....................................................
c.	 Alamat Kantor	 : .....................................................
d.	 Keterangan lain	 : .....................................................
Teradu dan/atau Terlapor 6:
a.	 Nama	 : .....................................................
b.	 Jabatan	 : .....................................................
c.	 Alamat Kantor	 : .....................................................
d.	 Keterangan lain	 : .....................................................
Teradu dan/atau Terlapor 7:
a.	 Nama	 : ....................................................
b.	 Jabatan	 : ....................................................
c.	 Alamat Kantor	 : ....................................................
d.	 Keterangan lain	 : ....................................................
		
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, dan dipergunakan seperlunya.
 
    Penerima Kuasa, 					       Pemberi Kuasa,

							                  

Materai

    ............................					     ............................
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D.	 FORMULIR TANDA TERIMA PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN (FORM IV-P/L/
DKPP)

FORM IV-P/L DKPP

TANDA TERIMA PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Nomor: ____ /IV-P/L-DKPP/20____
Berdasarkan Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
Nomor : ………………………………. tanggal …. bulan .................... tahun ........ bahwa :
Nama	 : ….........................................................
Tempat/Tanggal Lahir	 : ….........................................................
Pekerjaan	 : ….........................................................
Alamat Kantor	 : ….........................................................
Alamat Tinggal	 : ….........................................................

Memberikan Kuasa Kepada
Nama	 : ….........................................................
Tempat/Tanggal Lahir	 : ............................................................
Pekerjaan	 : ….........................................................
Alamat Kantor	 : ….........................................................
Alamat Tinggal	 : ….........................................................
telah melaporkan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal …. 
bulan .................... tahun ........ di ..………………… dengan Teradu dan/atau Terlapor 
…………………., yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik berupa 
………………………………………………........... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
………………............................................... yang terjadi pada tanggal …. bulan 
................ tahun ...... di …………………

	 ………………, ………20 .......

			   Penerima Pengaduan dan/atau Laporan,
			    ..........................................

							       K E T U A  D E WA N  K E H O R M ATA N  
									         PENYELENGGARA PEMILU

								             REPUBLIK INDONESIA,

										          HARJONO



PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA 
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA 

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA

PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	 :	 bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan dan martabat Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umurn tentang Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Mengingat	 :	 1. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

		  2.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

		  3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

		  4.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	 : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN 

UMUM TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU DEWAN 
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan: 
1.	 Kode Etik Dewan Kehorrnatan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu kesatuan 

asas moral, etika, dan filosofi yang rnenjadi pedoman bagi Anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Tim Pemeriksa Daerah, dan Sekretariat yang 
berupa kewajiban dan Larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut 
dilakukan. 

2.	 Pedoman perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah 
penjabaran Kode Etik Dewan menjadi pedoman bagi anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum, anggota Tim Pemeriksa Daerah, dan Sekretariat baik 
dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulan di masyarakat.

3.	 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat 
DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum.

4.	 Sekretariat DKPP adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Tenaga Kontrak yang dipimpin 
oleh Sekretaris yang memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi DKPP.

5.	 Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh 
DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi atau KIP Aceh, 
Bawaslu Provinsi dan Unsur Masyarakat.

6.	 Majelis Kehormatan DKPP yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah 
perangkat yang dibentuk oleh DKPP yang bersifat ad hoc untuk memeriksa dan memutus 
dugaan pelanggaran kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2
Pengaturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, 
kemandirian, dan kredibilitas Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat. Anggota DKPP, 
Anggota TPD, dan Sekretariat Wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan 
kewajiban berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku DKPP.

BAB III
ASAS, LANDASAN, DAN PRINSIP KODE ETIK DKPP

Pasal 3
Kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat berasaskan:
a. 	 Tidak berpihak;
b. 	 Praduga tak bersalah;
c. 	 Persidangan terbuka untuk umum;
d. 	 Persamaan di depan hukum;
e. 	 Cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya;
f. 	 Mendengarkan semua pihak;
g. 	 Praduga beretika; dan
h. 	 Tidak beropini dalam proses persidangan.
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Pasal 4
Kode Etik berlandaskan pada:
a. 	 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. 	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 

tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
c. 	 Sumpah/janji Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat;
d. 	 Asas Pemilihan Umum; dan
e. 	 Prinsip kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat.

Pasal 5
Prinsip kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat yaitu:
a. 	 Mandiri;
b.	 Jujur;
c. 	 Adil;
d. 	 Kepastian hukum;
e. 	 Tertib;
f.	 Kepentingan Umum;
g.	 Keterbukaan;
h.	 Proporsionalitas;
i.	 Profesionalitas;
j.	 Akuntabilitas;
k.	 Efisiensi; dan
l.	 Efektivitas.

BAB IV
PEDOMAN PERILAKU

Pasal 6

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap 
dan bertindak: 
a.	 netral atau tidak memihak terhadap pengadu, teradu dan pihak terkait;
b.	 menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan 

tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
c.	 tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang menunjukkan keberpihakan atas 

perkara dugaan pelanggaran kode etik;
d.	 tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan dan dapat memengaruhi para pihak 

yang sedang berperkara;
e.	 tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara 

jelas menunjukkan keberpihakan terhadap para pihak yang berperkara;
f.	 tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak yang berperkara di DKPP 

yang dapat menimbulkan keuntungan dari Putusan dan/atau Keputusan DKPP;
g.	 menolak untuk menerima pemberian uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian 

lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari Partai 
Politik, peserta Pemilihan Umum, dan tim kampanye;

h.	 dapat menerima pemberian uang, barang dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya 
dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari lembaga 
pemerintah, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga bukan peserta 
Pemilihan Umum yang bersumber dari APBN/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

i.	 tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan untuk meminta janji, hadiah, hibah, 
pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apa pun dari para pihak yang 
berperkara;
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j.	 menyatakan secara terbuka dalam rapat dan mengundurkan diri sebagai majelis 
pemeriksa atau tim pemeriksa apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara 
dengan para Pihak yang berperkara;

k.	 menyatakan secara terbuka kepada atasan langsung dan tidak melibatkan diri untuk 
memberi dukungan teknis dan administrasi apabila memiliki hubungan keluarga atau 
sanak saudara dengan para Pihak yang berperkara;

l.	 menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan prasangka adanya keberpihakan 
kepada para Pihak yang berperkara;

m.	 harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga eksekutif, legislatif, penyelenggara 
Pemilihan Umum, peserta Pemilihan Umum, dan pemangku kepentingan lainnya; dan

n.	 dalam melaksanakan tugas pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik, 
Anggota DKPP dan Anggota TPD harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam 
pengambilan Putusan.

Pasal 7
Dalam melaksanakan prinsip jujur, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap 
dan bertindak:
a. 	 menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar 

berdasarkan data dan/atau fakta;
b. 	 memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum 

sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara; dan
c. 	 Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan fakta dan hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 
hukum.

Pasal 8
Dalam melaksanakan prinsip adil, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap 
dan bertindak:
a. 	 Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif 

dan tidak memihak;
b. 	 mendengarkan keterangan para pihak dengan seksama serta memerhatikan seluruh 

fakta dan bukti sebagai pertimbangan dalam menerbitkan Putusan; dan
c. 	 mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang sedang diperiksa 

dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil dalam menerbitkan 
keputusan.

Pasal 9
Dalam melaksanakan prinsip kepastian hukum, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat 
bersikap dan bertindak:
a. 	 melakukan tugas, Wewenang dan kewajiban DKPP sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan
b. 	 menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penegakan kode etik sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Pasal 10
Dalam melaksanakan prinsip tertib, Anggota DKPP, Anggota:
a. 	 menjaga dan memelihara tata tertib persidangan dan tertib sosial dalam Penegakan 

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
b.	 mengindahkan norma dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
c. 	 menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
d. 	 tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara 

yang sedang ditanganinya mendahului putusan; dan
e. 	 memelihara dan menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan 

rnengingatkan antar-sesama teman sejawat.
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Pasal 11
Dalarn melaksanakan prinsip terbuka, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap 
dan bertindak:
a. 	 memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan 

informasi dan data yang berkaitan dengan Putusan dan/atau Keputusan yang telah 
diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. 	 menata data dan dokumen untuk mcrnberi pelayanan informasi publik secara efektif;
c. 	 memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara 

sistematis, jelas, dan akurat; dan
d. 	 memberikan informasi mengenai Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 

kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12
Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat 
bersikap dan bertindak:
a. 	 mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan 

situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penegakan Kode;
b.	 tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat 

menimbulkan konflik kepentingan; dan
c.	 menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan 

sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut 
sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 13
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat 
bersikap dan bertindak:
a.	 memelihara dan menjaga kehormatan DKPP;
b.	 rmenjalankan tugas sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program DKPP;
c.	 melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, 
peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan Penegakan 
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

d.	 mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik 
langsung maupun tidak langsung;

e.	 menjamin kualitas pelayanan kepada pihak yang berperkara sesuai dengan Peraturan 
DKPP;

f.	 bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi Penegakan Kode 
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

g.	 melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilihan 
Umum dengan komitmen tinggi; dan

h.	 tidak melalaikan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 14
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat 
bersikap dan bertindak:
a. 	 menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
b. 	 menjelaskan kepada publik apabila terjadi kelalaian dalarn pelaksanaan tugas dan fungsi 

lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilihan Umum serta upaya perbaikannya;
c. 	 menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
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d. 	 memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai aduan yang 
diajukan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;

e. 	 bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
f. 	 memberikan respons secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pasal 15
Dalam melaksanakan prinsip efektif, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap 
dan bertindak:
a. 	 menggunakan Waktu secara efektif dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. 	 melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-
undangan untuk menegakkan integritas, kemandirian, kredibilitas dan kehormatan 
penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 16
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap 
dan bertindak:
a. 	 kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak 

berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan
b.	 menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran dalam melaksanakan seluruh kegiatan 
berkaitan dengan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 17
Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan 
Sekretariat bersikap dan bertindak:
a. 	 menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dan peraturan perundang-undangan;
b. 	 menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. 	 menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara 

untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. 	 menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. 	 mengutamakan tugas DKPP di atas segala kegiatan lainnya;
f. 	 mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas penegakan kode etik penyelenggara 

Pemilihan Umum;
g. 	 menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

pemangku kepentingan Pemilihan Umum;
h. 	 tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam 

seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya; dan
i. 	 memberikan informasi yang mencerahkan pikiran dan kesadaran akan penegakan kode 

etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB V
SANKSI

Pasal 18
(1) 	 Majelis Kehormatan berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Anggota DKPP, Anggota 

TPD, dan Sekretariat yang terbukti rnelanggar kode etik dan pedoman perilaku 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan ini.

(2) 	 DKPP wajib menindaklanjuti Keputusan Majelis Kehormatan paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja sejak dibacakannya Putusan.
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Pasal 19
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa:
a. 	 teguran;
b. 	 pemberhentian sementara; atau
c. 	 pemberhentian tetap.

BAB VI
MAJELIS KEHORMATAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan, Susunan dan Tugas Majelis Kehormatan

Pasal 20
(1) 	 Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota DKPP, Anggota 

TPD, dan Sekretariat, disampaikan kepada DKPP;
(2) 	 Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh ketua dan anggota DKPP dalam forum rapat 
pleno;

(3) 	 Dalam rapat verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) DKPP memberi kesempatan 
kepada teradu dan/atau terlapor untuk menyampaikan klarifikasi;

 (4) 	 Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DKPP dapat 
membentuk rnajelis kehormatan;

Pasal 21
(1) 	 Keanggotaan Majelis Kehorrnatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri unsur anggota 

DKPP.
(2)	 Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan Ketua DKPP.
(3)	 Susunan Majelis Kehormatan terdiri atas:
	 a.	 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
	 b.	 4 (empat) orang anggota.
(4)	 Ketua Majelis Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Kehormatan.
(5)	 Susunan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Ketua DKPP.
(6)	 Majelis Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris DKPP.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan

Pasal 22
(1)	 Majelis Kehormatan mempunyai tugas:

a. 	 Melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku 
Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat secara transparan dan akuntabel;

b. 	 Membuat keputusan atas hasil pemeriksaan berdasarkan rapat pleno Majelis 
Kehormatan; dan

c. 	 Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan kepada Ketua DKPP.
(2)	 Majelis Kehormatan mempunyai wewenang:

a. 	 Memanggil para Pihak;
b. 	 Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku 

Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat;
c. 	 Menjatuhkan sanksi dan/atau rekomendasi dan/atau rehabilitasi; dan
d. 	 Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan kepada Ketua DKPP untuk 

ditindaklanjuti.
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Bagian Ketiga
Keputusan Majelis Kehormatan

Pasal 23
(1)	 Keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan diucapkan 

dalam persidangan dengan memanggil para Pihak.
(2)	 Keputusan Majelis Kehormatan dapat menyatakan:

a. 	 Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat dikabulkan;
b. 	 Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau
c. 	 Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

(3)	 Dalam hal Keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Teradu dan/atau Terlapor 
terbukti melanggar, Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi sebagaimana dalam Pasal 
19.

(4)	 Dalam hal Keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Sekretariat sebagai Teradu dan/
atau Terlapor terbukti melanggar, Majelis Kehormatan memberikan rekomendasi kepada 
pembina kepegawaian untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan; 
dan

(5)	 Dalam hal Keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Teradu dan/atau Terlapor tidak 
terbukti melanggar, Majelis Kehormatan merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
		  ttd
	         HARJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desenber 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1748



PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA 
PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PEMERIKSA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	 : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Tim Pemeriksa 
Daerah;

Mengingat	 :  1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

	    2.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

	    3.	 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

	    4.	 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1404);

	    5.	 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1748).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : 	 PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN 

UMUM TENTANG TIM PEMERIKSA DAERAH.

Lampiran 4
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:
1.	 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.	 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, 
bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3.	 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri 
atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, 
serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.

4.	 Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi 
yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau 
larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh 
Penyelenggara Pemilu. 

5.	 Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah 
Penyelenggara Pemilu di provinsi.

6.	 Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah 
satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.

7.	 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/
Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/Kota.

8.	 Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang 
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan 
atau nama lain.

9.	 Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk 
oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain/
kelurahan.

10.	 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah 
kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat 
pemungutan suara. 

11.	 Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah 
badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu 
di wilayah provinsi.

12.	 Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/
Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

13.	 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/
Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ 
kota.

14.	 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan 
adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi 
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
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15.	 Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/
Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau 
nama lain.

16.	 Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS 
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu 
Kelurahan/Desa.

17.	 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah 
lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

18.	 Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD 
provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota 
DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota yang 
diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan untuk Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota.

19.	 Pengaduan dan/atau Laporan adalah pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran kode 
etik penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, 
peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR.

20.	 Pengadu dan/ atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, 
masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan Pengaduan dan/
atau Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

21.	 Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU 
Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS, 
anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu 
Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran 
kesekretariatan Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik 
Penyelenggara Pemilu.

22.	 Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
23.	 Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh DKPP/Tim Pemeriksa Daerah 

untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
24.	 Resume adalah pendapat akhir dan rekomendasi setiap perkara dugaan pelanggaran 

kode etik Penyelenggara Pemilu.
25.	 Rapat Pleno DKPP adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas, 

memusyawarahkan dan memutus perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 
yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu 
dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP.

26.	 Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh 
DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi atau KIP Aceh, 
Bawaslu Provinsi dan Unsur Masyarakat. 

27.	 Tim Pemeriksa adalah TPD yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran 
kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.

28.	 Majelis Kehormatan DKPP, selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah perangkat 
yang dibentuk oleh DKPP yang bersifat ad hoc untuk memeriksa dan memutus dugaan 
pelanggaran kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat.

29.	 Sekretariat adalah Sekretariat DKPP yang dikepalai oleh
30.	 seorang Sekretaris.
31.	 Hari adalah hari kerja.
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BAB II
Tujuan, Kedudukan, dan Keanggotaan TPD

Pasal 2
Tim Pemeriksa Daerah dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa 
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah.

Pasal 3
Tim Pemeriksa Daerah berkedudukan di Ibukota Daerah Provinsi.

Pasal 4
(1)	 Tim Pemeriksa Daerah terdiri atas:

a. 	 1 (satu) orang anggota DKPP;
b. 	 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. 	 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi; dan
d. 	 1 (satu) orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, 

atau praktisi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan etika, berdomisili di 
wilayah kerja Tim Pemeriksa Daerah.

(2)	 Tim Pemeriksa Daerah dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, 
dan Unsur Masyarakat bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai 
dengan kebutuhan.

(3)	 Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 
anggota.

(4)	 Ketua Tim Pemeriksa Daerah dijabat oleh Anggota DKPP.

Bab III
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban TPD

Pasal 5
(1)	 Tim Pemeriksa Daerah bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilu di Daerah.
(2)	 Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Pemeriksa Daerah 

wajib untuk:
a. 	 menghadiri Rapat Tim Pemeriksa;
b. 	 melaksanakan sidang pemeriksaan; dan
c. 	 membuat Resume dan Rekomendasi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan.

Pasal 6
(1)	 Tim Pemeriksa Daerah mempunyai wewenang:

a. 	 memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU 
Provinsi atau Anggota KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/Kota atau Anggota 
KIP Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu Provinsi, dan

b.	 memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, 
anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa, 
anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau 
anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau 
anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

c. 	 memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota 
PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang 
dilakukan dan dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten Kota 
atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

(2) 	 Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa 
Daerah dapat:
a. 	 menghadirkan para pihak, saksi, ahli dan pihak terkait;
b. 	 mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan dan/

atau pendapat dalam Sidang Pemeriksaan;
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c. 	 meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait, dan/atau pendapat ahli;
d. 	 memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan 

dalam sidang pemeriksaan; dan
e. 	 meminta alat bukti dan barang bukti tambahan lainnya.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Pemeriksa Daerah berkewajiban:
a. 	 melaksanakan keputusan DKPP untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik;
b. 	 melaksanakan proses pemeriksaan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana;
c.	 mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan 

mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
d.	 tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara;
e.	 menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
f.	 Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan perundang-undangan serta 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

BAB IV
Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian TPD

Pasal 8
Syarat untuk menjadi anggota Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat adalah sebagai 
berikut:
a.	 Warga negara Indonesia;
b.	 berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
c.	 setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d.	 mempunyai etika, moral, integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e.	 tidak menjadi anggota partai politik, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun;
f.	 mampu secara jasmani dan rohani;
g.	 memiliki kompetensi di bidang kepemiluan dan etika;
h.	 berpendidikan paling rendah S-1 diutamakan berlatar belakang ilmu hukum ilmu 

politik/administrasi/manajemen dan mempunyai pengalaman di bidang Pemilu;
i.	 tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.
Pasal 9

(1)	 Pemenuhan persyaratan calon Anggota Tim Pemeriksa Daerah dari unsur rnasyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

(2)	 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. 	 fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
b. 	 fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c.	 surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 
Agustus 1945;

d. 	 surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota 
partai politik dan/atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang 
bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun terakhir;

e.	 surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
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f. 	 surat sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari 
puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;

g. 	 surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesediaan menjadi Tim Pemeriksa 
Daerah; dan

h. 	 daftar riwayat hidup.

Pasal 10
(1)	 Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat diangkat dan ditetapkan oleh DKPP.
(2)	 Prosedur pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)
a. 	 DKPP mengirimkan formulir kesediaan kepada calon Tim Pemeriksa Daerah 

unsur Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa tugasnya;
b. 	 Calon Tim Pemeriksa Daerah menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak 
menerima formulir kesediaan dari DKPP;

c. 	 DKPP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Tim Pemeriksa Daerah 
dari unsur masyarakat;

d. 	 DKPP mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah selama 5 (lima) Hari melalui 
laman DKPP dan media sosial lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat;

e. 	 Tanggapan masyarakat disampaikan kepada DKPP dilengkapi identitas lengkap 
dan bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

f. 	 Dalam hal terdapat tanggapan masyarakat, DKPP melakukan klarifikasi kepada 
calon Tim Pemeriksa Daerah.

(3)	 Tim Pemeriksa Daerah yang berasal dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh dan Bawaslu 
Provinsi ditetapkan oleh DKPP berdasarkan usulan dari masing-masing lembaga.

(4)	 Tim Pemeriksa Daerah dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, 
dan unsur Masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DKPP.

Pasal 11
(1)	 Pemberhentian Anggota Tim Pemeriksa Daerah dilakukan oleh DKPP.
(2)	 Anggota Tim Pemeriksa Daerah berhenti antarwaktu karena:

a. 	 meninggal dunia;
b. 	 mengundurkan diri; atau
c. 	 diberhentikan.

(3)	 Anggota Tim Pemeriksa Daerah diberhentikan
a. 	 melanggar sumpah atau janji jabatan;
b. 	 berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban;
c. 	 tidak menghadiri Sidang Pemeriksaan dan/atau Rapat Tim Pemeriksa selama 3 

(tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. 	 dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap;
e.	 melakukan perbuatan yang terbukti menghambat tugas Tim Pemeriksa;
f. 	 tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Anggota Tim 

Pemeriksa Daerah; dan
g. 	 Melanggar kode etik dan pedoman perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu.
(4)	 Dalam pemberhentian Anggota Tim Pemeriksa Daerah unsur Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) huruf (a), huruf (c), huruf (e), huruf (f), dan huruf (g) diberi 
kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.

(5)	 Anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Anggota Bawaslu Provinsi diberhentikan 
sebagai Tim Pemeriksa Daerah apabila:
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a.	 tidak menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh dan anggota Bawaslu 
Provinsi;

b. 	 digantikan oleh anggota lain berdasarkan keputusan lembaga masing-masing; 
atau

c. 	 dijatuhi sanksi pemberhentian oleh Majelis Kehormatan.

BAB V
SIDANG PEMERIKSAAN DI DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Sidang Pemeriksaan

Pasal 12
(1)	 Tim Pemeriksa menandatangani daftar hadir sebelum sidang pemeriksaan dimulai.
(2)	 Petugas membacakan tata tertib sidang pemeriksaan.
(3)	 Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa memasuki ruangan.
(4)	 Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
(5)	 Ketua Tim Pemeriksa menyatakan Persidangan dibuka dan terbuka untuk umum 

sebelum sidang pemeriksaan dimulai.
(6)	 Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk membuka sidang 

pemeriksaan.
(7)	 Ketua Tim Pemeriksa menanyakan kepada para pihak apakah diminta atau memberi 

uang kepada Tim Pemeriksa atau jajaran staf sekretariat pada setiap sidang 
pemeriksaan.

(8)	 Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan agenda Persidangan setelah sidang pemeriksaan 
dibuka.

(9)	 Ketua Tim Pemeriksa mempersilakan Pengadu dan atau Pelapor, Teradu dan/atau 
Terlapor untuk memperkenalkan diri.

(10)	 Ketua Tim Pemeriksa mempersilakan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau 
Terlapor untuk  memperkenalkan saksi dan/atau ahli dan/atau Pihak Terkait yang 
diajukan.

(11)	 Saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu 
oleh Tim Pemeriksa.

(12)	 Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor 
untuk menyampaikan Pengaduan dan/atau Laporan.

(13)	 Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Teradu dan/atau Terlapor 
untuk menyampaikan keterangan, tanggapan dan/atau jawaban atas Pengaduan dan/
atau Laporan dari pihak Pengadu dan/atau Pelapor.

(14)	 Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada saksi, ahli, atau Pihak Terkait 
untuk menyampaikan keterangan.

(15)	 Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, 
Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas 
keterangan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.

(16)	 Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Anggota Tim Pemeriksa untuk 
mengajukan pertanyaan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, 
saksi, ahli dan Pihak Terkait.

(17)	 Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, 
Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/atau alat bukti tambahan 
di dalam sidang pemeriksaan.

(18)	 Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk menunda sidang 
pemeriksaan.
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(19)	 Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan sidang 
pemeriksaan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (18).

(20)	 Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk menutup sidang 
pemeriksaan.

(21)	 Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan

Pasal 13
(1)	 Sidang Pemeriksaan dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa.
(2)	 Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP.
(3)	 Tim Pemeriksa tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan 

dalam pokok perkara.
(4)	 Pelaksanaan sidang pemeriksaan meliputi:

a. 	 memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
b. 	 mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor
c. 	 mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
d. 	 mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
e. 	 mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
f. 	 mendengarkan keterangan pihak terkait; dan/atau
g. 	 memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

(5)	 Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat menyampaikan 
alat bukti tambahan dalam sidang pemeriksaan.

(6)	 Dalam hal sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan 
sidang pemeriksaan selesai dan dinyatakan ditutup.

(7)	 Tim Pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan berupa resume kepada DKPP.
(8)	 Sidang pemeriksaan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno DKPP.

Pasal 14
(1)	 Dalam hal Tim Pemeriksa Daerah dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau 

Bawaslu Provinsi sebagai Teradu, Tim Pemeriksa Daerah dari unsur KPU Provinsi atau 
KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi tidak dapat menjadi Tim Pemeriksa.

(2)	 Dalam hal Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi 
atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi mengajukan pengganti.

(3)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh menjadi 
Teradu, sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Tim 
Pemeriksa Daerah tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh.

(4)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, sidang 
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah 
tanpa melibatkan unsur Bawaslu Provinsi.

(5)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh serta Ketua dan 
seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, sidang pemeriksaan dugaan 
pelanggaran kode etik dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah tanpa melibatkan unsur 
KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi.

Pasal 15
(1)	 Dalam hal Ketua Tim Pemeriksa berhalangan, Ketua DKPP dapat menugaskan Anggota 

DKPP lainnya sebagai pengganti.
(2)	 Dalam hal Ketua dan seluruh Anggota DKPP berhalangan menjadi Tim Pemeriksa 

Daerah, pelaksanaan sidang pemeriksaan ditunda dan dilakukan penjadwalan ulang.
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Pasal 16
(1)	 Dalam hal Tim Pemeriksa Daerah dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau 

Bawaslu Provinsi berhalangan, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi 
dapat mengajukan pengganti.

(2)	 Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh serta Ketua dan 
seluruh anggota Bawaslu Provinsi berhalangan, sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran 
kode etik dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi 
atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi.

(3)	 Dalam hal anggota Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat berhalangan, DKPP 
dapat menugaskan Anggota Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat lainnya.

Pasal 17
(1)	 Dalam hal sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan 

sidang pemeriksaan selesai dan ditutup.
(2)	 Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Tim Pemeriksa.
(3)	 Setiap anggota Tim Pemeriksa wajib membuat resume dan menyampaikan kepada 

DKPP paling lambat 2 (dua) Hari sejak sidang pemeriksaan ditutup.
(4)	 Resume anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh 

Ketua Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno DKPP.
(5)	 Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali 

berdasarkan keputusan Rapat Pleno DKPP.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah 
yang masih dalam proses dan belum diputus sebelum berlakunya Peraturan Dewan ini, 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
Umum di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1604).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1604) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017
KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

HARJONO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 
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LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG TIM PEMERIKSA DAERAH      

RESUME SIDANG

I.	 DASAR
	 Pengaduan dan/atau Laporan Nomor: ..............., tanggal ............, atas nama Pengadu 

dan/atau Pelapor ............ dan Teradu dan/atau Terlapor .............., tentang pelanggaran 
kode etik penyelenggara Pemilu berupa ............. sebagaimana dimaksud pada Pasal. 

II.	 PERKARA
	 Pelanggaran kode etik tentang ...................., sebagaimana dimaksud dalam
	 Pasal ....... Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
	 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan 

Umum.
III.	 FAKTA-FAKTA
	 1.	 Pemanggilan
	 2.	 Pemeriksaan
		  a.    Pengadu dan/atau Pelapor
		  b.    Saksi-saksi
		  c.    Ahli
		  d.    Para Pihak
		  e.    Teradu dan/ atau Terlapor
	 3.	 Barang bukti
IV.	 PEMBAHASAN
V.	 KESIMPULAN
VI.	 REKOMENDASI



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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Karya buku yang sudah diterbitkan sebanyak 30 buku antara 
lain: Hukum Pidana; Hukum Acara Pidana; Kriminologi; Hukum dan Sistem 
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